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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
IGBUPATEN REMBANG

fl. P. Diponegoro No.88 Telp. (029s) 6gLL94 Kode pos sgzlr}
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RISALAH

RAPATPARIPURNA (I)
DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG

IO ( SEPULUH ) RAPERDA NON APBD TAHUN 2OI7

Hari

Tanggal

Waktu

Tempat

Senin

18 Desember 2017

09.30 WIB.

Gedung DPRD Kabupaten Rembang

II.

uI.

r. JENIS RAPAT : Rapat paripurna DpRD Kabupaten

Rembang

: Terbuka

2. Penjelasan pimpinan Komisi

Peraturan Daerah;

3. Penjelasan Bupati atas 7 ( tujuh

4, Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

/ Inisiator atas 3 Rancangan

) Rancangan Peraturan Daerah;

SIFAT RAPAT

ACARA RAPAT

1. Pembukaan;

1 \r^*^ ^rYr



JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

VII.

1. Fraksi persatuan pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi pDI perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

vilr.

VI.

: 10 orang

: 8 orang

: 6 orang

: 8 orang

: 5 orang

: 4 orang

: 4 orang

: 45 orang

: 9 orang

: 6 orang

: 6 orang

: 7 orang

:2 orang

: 2 orang

: 4 orang

: 36 orang

1.

)

3.

4,

5.

6.

Fraksi Persatuan pembangunan

Fraksi Demokrat

Fraski Kebangkitan Bangsa

Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

Fraksi Gerindra

Fraksi Karya Sejahtera

1

2

orang

orang

orang

orang

orang

orang

I

J

2



IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Ass alamu' ala ikumWr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DpRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda beserta Kepala

Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala organisasi perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;

- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah
swr Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia_Nya ,

sehingga pada hari ini kita dapat dipertemukan untuk menghadiri dan
mengikuti Rapat Paripurna DpRD Kabupaten Remb dfrg, dalam rangka
membahas 10 (sepuluh ) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang. Semoga pembahasan r 0 ( sepuluh ) Raperda ini berjalan
lancar, dan nantinya dapat terwujud perda yang berkualitas, perda yang



Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan

DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
DPRD Kabupaten Rembang yang dibuah dengan peraturan DPRD
Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor I Tahun 2014 tentang

Tata Tertib DPRD dijelaskan bahwa "Rapat paripurna untuk
menetapkan Peraturan Daerah dinyatakan memenuhi kuoruru apabila
dihadiri oleh paling sedikit 2/3 ( dua pertiga ) dari jumlah anggota
DPRD''.

Adapun berdasarkan laporan yang saya terima dari Sekretariat
DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumrah anggota DPRD sebanyak
45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah
sebanyak 36 orang. Dengan demikian, kuorum daram rapat paripurna
hari ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucap

pukul 11.35 WIB Rapat paripurna

terbuka untuk umum.

"Bismillahirrohmanirrohim,, tepat

DPRD saya nyatakan dibuka dan

Rapat Dewan dan hadirin

Sebelumnya perlu kami

Rancangan Peraturan Daerah

( Ketuk palu 3 kali )

yang berbahagia,

sampaikan bahwa, l0 (

yang dibahas ini, terdiri dari

sepuluh

7 ( tujuh

)

)



2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2010 tentang Retribusi Tempat Khusus parkir;

3. Raperda tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi;

4. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 16 Tahun

2011 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rembang Nom or 4
Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

6 ' Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Rembang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat pelelangan Ikan;
dan

7 . Raperda tentang pelayanan Ibadah Haji.

Dan tiga Raperda dari DpRD, meliputi :

1' Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan.

2. Raperda tentang perlindungan dan pemberd ayaan petani dan
Nelayan, dan

3. Raperda tentang Tanggungjawab Sosial perusahaan.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara, sebagaimana hasil

rapat Badan Musyawarah bersama Tim Penyusun Rancangan perda

Pemerintah Kabupaten Rernbang pada tanggal 27 November 2017,

adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;



Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua dalam rapat paripurna ini yaitu

Penjelasan Pimpinan Komisi/ Inisiator Atas 3 ( tiga ) Rancangan
Peraturan Daerah.

Dimulai dari Pimpinan Komisi A untuk menyampaikan penjelasan
atas Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan
Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan.

Dipersilahkan.

=:: PENJELASAN PIMPINAN KOMISI A ATAS RAPERPA --=
D ( Penielasan Komisi A tentang Raperda tentang perlindungan

dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional pemberdayaan

Masyarakat Mandiri perdesaan terlampir )
Terimakasih Saudara Muhammad Asnawi, s.pd.r. atas penyampaiannya.

Selanjutnya kepada pinrpinan Komisi
penjelasan atas Raperda tentang perlindungan

dan Nelayan.

Dipersilahkan.

B untuk menyampaikan

dan Pemberdayaan petani

=:= PENJELASAN PIMPINAN KOMISI B ATAS RAPERDA ---
Y ( Penielasan Komisi B atas Raperda tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani dan Nelayan terlampir )

Terimakasih Saudari

penyampaiannya.

Imro'atus Sholichah, S.E.,M.H,



::: PENJELASAN ATAS RAPERDA

SOSIAL PERUSAHAAN ::
TANGGUNGJAWAB

Y ( Penjelasan Inisiator Raperda tentang Tanggungjawab sosial
Perusahaan terlampir )

Terimakasih Sau dara sugiharto atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang

Kita masuki acara ketiga yaitu

Rancangan Peraturan DaerAh,,.

berbahagia.

" Penjelasan Bupati atas 7 ( tujuh )

Kepada Saudara Bupati, wal<tu dan tempat dipersilahkan.

:=::== PENJELASAN BU PATI ATAS 7 RAPERDA::::-:
( tujuh ) Rancangan peraturan

Daerah terlampir )

Terima kasih saudara Bupati atas penjelasannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Demikian baru saja kita dengar dan ikuti bersama, penjelasan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang baik dari pimpinan

Komisi DPRD maupun dari Bupati Rembang. Dengan telah
disampaikannya penjelasan atas Raperda, maka selesai sudah acararapat
paripurna ini. Untuk rapat paripurna kedua, dengan agenda penyampaian
pemandangan umum fraksi maupun pendapat Bupati atas Raperda akan
dilaksanakan besuk pagi, Serasa tanggal 19 Desember 2017.



Terima kasih atas

kekurangan saya di dalam

perhatiannya dan

memimpin rapat.

mohon maaf atas segala

( Ketuk palu 3 kali )

W as s alamu' alai ku m lI/ r, llt b.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Pembina Tingkat
MP. 19670421 199303

.si.
I
l 009



LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA ( I ) DPRDKABUPATEN REMBANG TNXTAXC 1ORAPERDA NON APBD TAHUN ANGGARAN
2017

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV

LAMPIRAN V

: Daftar Hadir pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi pimpinan Daerah , OpD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;

Penjelasan Komisi A tentang Raperda tentang
Perlindungan dan perestarian Hasir x.giutun
Program Nasionar pemberdayaan tuurfurut utMandiri perdesaan;

Penjelasan Komisi B atas Raperda tentangPerlindungan dan Pemberdayaan petani danNelayan;

Penjelasan Inisiator Raperda tentang
Tanggungj awab Sosial perusahaan;

P_engantar Bupati atas 7 Raperda Non APBDKabupaten Rembang Tah un 2017;



DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
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DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA ( I )DPRD KABUPATEN REMBANG

T'ENTANC IO RAPE,RDI\ NON APBD I(ABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 20I7

l-lARl/'l'ANC;GAL : SENIN, l8 DESEMBER 2017

PUKUL : 09.30 WIB

:IO JAI]ATAN NAI\1 A TANDA TANGAN

CAMA'f RErviBAl!G I

2 CAMAT KALIORI 1

CAMn i SLrfvlLtl.li

J CAMAT SULANG 4

q CAMAT BULU 5

CAMAT PAMOTAN 6

7 CAMAT GUNEM '7

x CArvlAT SALE 6

9 CAMAT LASEM 1krD44> ,LW
lr CAMAT PANCUR l0

I ICA.M {T SEDAN I_f_ _l __
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M,1I .,31t y {lTi i iiiS'[fJ.ii^rE N R E M BA N GTENTANG 10 RAPERDA NoN APBD kaeupnreN RETi,,tBANC raHurrr ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : SENIN, 18 DESEMBER 2017 ,

PUKUL 09 30 WIB

NO i BADAN/BAG/DINAS/IGNTOR AM
TANDA TANGAN1 2

1 
,lSTAF AHLI BUPATI

4

.I

2 STAF AHLI BUPATI
Z

4

3 STAF AHLI BUPATI

4 STAF AHLI BUPATI fr;;fa
E ASISTEN ISEKDA

A<5-ri
6 ASISTEN II SEKDA fi'l<'v1fta']
7 ASISTEN III SEKDA nlrr" t|.l*.il 7_:Nf,-/ /I BAG TATA PEMERINTAHAN \

I 6/I BAG HUKUM ln"' }/- t p.1- ? fr /(,;l10 BAG, HUMAS

BAG. ADM PEMBANGUNAN
k,rr.XA U ,d-vL

tt ,V,t^ l"J- iJ 1/
12 BAG ADM PEREKONOMIAN

v

12

13 BAG KESEJAHTERAAN MKYAT htsi/* t *ET
-. t /rl1frs1 r,rE

14
BAG ORGANISASI&
KEPEGAWAIAN

(.i { a{yar.h V" f6=.-]
15 BAG UMUM

/15

16 BPPKAD /Llru 6, '^, Vr.,'"
___4r_
16 Y4-

17 INSPEKTORAT ;-:r-1-
18 BAPPEDA /U.r/ft(", b PP y,al*> W
lo DINSOSP2KB \il'' Ufr,b>fu,li 1eI v/
20 BKD 20

21 BPBD l/ vr*-t*-\-' C L'0. 21 t
22 DPU TATA RUANG )Uk/,y/rKlD KL
23 DPKP/ DINPERKIM aocq h'4nnotrv{/. Pu \.L-, ^^ (

z.l DINAS KESEHATAN ffi 24 /r-
25 DINDIKPORA 'IV}A ;{rur -1 /-. 1

DINPERINDAGKOP & UMKM 26

27 DINTANPAN 1t^f nlru,;y"^ 27 /r-fl
28 )INLUTKAN 0uOfyo(o e/'.&+

\1



/0

71

PERUM PEGADAINN

BSM BANK )ANAMON__-r-_-
72 IONNNIvIN WANITA PERSATUAN

74 PMI CAB, REMBANG

75 lsTtE. YPPI REMBANG

76 iopc ppp

77

/Y

1
82

84

DPC PARTAI DEMOKRAT

)PD PAN

JPD PARTAI GOL}(AR

DPC PARTAI HANURA

JPC PKS

f PC PARTAI \JASDEM

)PC PARTAI GERINDRA

iJPc PKB

AE, luec n,:, PERJUANGAN

86 S UARA MERDEKA

UAKRA TV

PADIO CBFM

F'ADIO R2B

MAJALAH BANGKIT

PqTI EKSPRESS

RADIO MATA AIR

oo

l---I 100
t_._..

TANDA TANGANJABATANBADAN/BAG/OI NAS/KANT OR

GERAKAN PRAMUKA

l),,. in./ l7a f/q



NO BADAN/BAG/DI NAS/KANTOR NAMA JABATAN TANDA TANGAN
2 t 4 6

33
DINAS KEBUOAYMN DAN
PARIWISATA Wnan yta k t4iA;t-

Yc*tlt*,tt^ 33{
34 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

(

\^" 34

1A KANTOR KESBANGPOLINMAS rd)?; { K', T" oo //WD^
DINAS ARSIP & PERPUSTA}<AAN d lVf"t .Z ,o\7t-I--

37 DINAS PMPTSP NAKER st l/
ea RSUD dr. R, SUTRASNO N,fui,p -a| w9

SATPOL PP b( wfrr,ilvo 3s / //AL( \
40 TIM PKK KAB. REMBANG

V
\-.,7- ^ oo

41 PDAM v?erny ryt lco fldn /au o,(tl\")
A) PERCETAKAN DAERAH Sat3g thonb.,q. lo ,var
43 PD. BANK PASAR 43

44 PT. MIGAS REMBANG ENERGY @ aerrrs: hP€arvte- 44

45 BANK BNI 46 45

46 BANK JATENG CAB. REMBANG 46

47 BRI CAB. REMEANG 47

48 PD BPR BKK LASEM 48

49 PT.RBSJ 49
(n APOTIK DAERAH

50

51 KANTOR KEMENTRIAN AGAMA A,t

52 DIPENDA PROPINSI Ra

c.,l BPS }<AB, REMBANG RE

54 RUMAH TAHANAN 54

55 PERHUTANI KPH MANTINGAN

5b PERHUTANI KPH KEBONHARJO 56

57 MNTOR PERHUTANI SPH IV E.,

58 K,ANTOR POS DAN GIRO 58

59 TELKOM REMBANG 59

60 PLN CAB. REMBANG 60

61 BAWASLU KAB REMBANG 61

62 BPN I(AB.REMBANG 62

63 KANTOR PAJAK 63

64 UP3AD (ASET DAERAH ) 64

65 KANTOR PELABUHAN 65



BADAN/BAG/DINAS/KAN TOR NAMA JABATAN TANOA TANGAN
1 4 6

101

102

103

105

104

S DPRD KA8 REMBANC;

70421 199303 1 009
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KABUPATEN REMBANG
Jalan P. Diponegoro No. 88 Rembang s9212 Tetp. (029s) 69i 194

PENJELASAI'I TIM II{ISIATOR RAPERDA INISHTIF
TENTAITG PERLINDI'NGAI{ DAIT PELESTARIAN IIASIL I{BGIATAI{
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAIT MASYARAKAT MAI{DIRI

PERDESAAT{ (PNPM MD)

I. PENDAHULUAI{
1. Bahwa berdasarkan perahrran DPRD Nomor 1 Tahun

2015 tentang perubahan atas peraturan DPRD nomor 1

Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang ,pasal 84 ayat 1 berbunyi Raperda yang berasal
dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DpRD,Komisi
gabungan Komisi. atau Badan pembentukan peraturan
Daerah ;

2. Bahwa berdasarkan peraturan diatas maka kami
berinisiatif mengusuikan Raperda tentang*perlindungan
dan Pelestarian Hasil Kegiatan program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (pNpM Md)
,r.

IT. DASAR

1. undang undang Nomor L2 Tahun zott tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2olo tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah ;

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

4. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun



rI,T\'JIjLASAI{
Program Nasional Pemberd.ayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan (PNPM Mandiri perdesaan) merupakan salah
satu mekanisme prograrn pemberdayaan masyarakat yang
digunakan dalam upaya mempercepat penarlggulangan
kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah
perdesaan. PNPM Mandiri perdesaan yang dikukuhkan
secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2oo7 dan
sekarang telah berakhir masa program kegiatannya untuk
itu perlu adanya kepastian perlindungan kepemilikan aset
hasil kegiatan PNPM Mandiri perdesaan.

Bahwa terjadi kekosongan hulmm terkait dengan
pengelolaan keuangan/ aset pNpM Mandiri perdesaan di
tingkat desa dan kecamatan pada seluruh Kabupaten
Rembang.

Bahwa pengurus unit pengelola Keuangan (upK) di
tingkat kecamatan sampai hari ini terjadi keresahan atas
belum pastinya legal standing pada posisi keuangan
dimaksud.

Perlindungan dan perestarlan Hasil Keglatan
Program Naslonal pemberdayaan Masyarakat Mandlrl
Perdesaan (PNPM Md) dalam peraturan Daerah ini
bertujuan:

Memberikan arah kebijakan datam pengelolaan
keuangan/ aset hasil dari PNPM Mandiri perdesaan.
Memberikan pedoman tentang perencanaai pengelolaan
keuangan/ aset dari PNPM Mandiri perdesaan.
Mendorong dan mewujudkan ekonomi yang masif.

Adapun Manfaat Penyusunan Raperda inl adalah:

L. Dapat dijadikan kebijakan dan ped.oman untuk
Pemerintah Desa melakukan arah pembangunan
berkelan3'utan.

2.

J.



V. PENUTUP

Demikian penjelasan Tim Inisiator Raperda Inisiatif tentang
Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaart
(PNPM Md).

Rembang, 18 Desember 2OL7

KOMISI A DPRD ITABUPATEN RTMBAI{G

Ketua Tim Inlsiator

sNAWr, s.Pd.I



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jaran p Diponesoro Nomor 
l1ffTje1lir:E:jJ#ffi1J31r":[.t,,e4, 

Fax (02e5) 6e32e0

PENJTLASAIT TIM INISIATOR RAPERDA INISIATIF
TTNTAITG PERLINDIINGA!{ DA!{ PTMBERDAYAAN PETATiII DAIiI

NELAYAI{ DI I(ABUPATEN REMBAI{G

PENDAHULUAN

1. Bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun
2015 tentang perubahan atas Peraturan DPRD nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang , pasal 84 ayat 1 berbunyi Raperda yang berasal
Cari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi
gabungan Komisi atau Badan Pembentukan Peraturan
Daerah ;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan diatas maka kami
berinisiatif mengusulkan Raperda tentang
"PERLINDUNGAN DAN PEMTJERDAYAAN PETANI DAN
NELAYAN"

DASAR

1. Undang undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunar. Peraturan DPRD tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Flukum Daerah ;

4. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 0 1 Tahun
2OL4 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



ilI. PELAKSAIYAAN

1. Tanggal 14 September 2017 Tim Inisiator melakukan
FGD dengan UNDIP terkait Penyusunan Naskah
Akademik Raperda Inisiatif tentang Perlindungan Da:r
Pemberdayaan Petani Dan Nelayan Di Kabupaten
Rembang.

2. Tanggal 6 oktober 2077 Tim Inisiator mengadakan
Public Hearing TaLrap I.

3. Tanggal 8 oktober s/d 11 oktober 2oLZ Tim Inisiator
melakukan study Banding ke , DPRD Kab. sidoarjo,
DPRD Prov Jawa Timur Dan DPRD Kab. Lamongan.

4. Tanggal g November 2oL7 Tim Inisiator mengadakan
hrblic Hearing Tahap II.

/6-tlov.utz
5. Tanggal 'pengajuan surat Raperda Inisiatif tentang

Tanggung Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan
Neiayan Di Kabupaten Rembang pada pimpinan DPRD
untuk di tindak lanjuti.

rV. PENJELASAIY

Pancasiia dan undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 mengamirnatjkan bahwa nega-ra
mempunyai tanggung jawab unfuk melindungisegenap bangsa,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagr seluruh ralcyat
Indonesia.sejalan dengan amanat pancasila dan undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194s, pembangunan
pertanian dan perikanan diarahkan'untukmeningkatkan sebesar-
besar kesejahteraan petani/nelayan.Selama ini Petani/nelayan



ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang

merupakan hakdasar bagi masyarakat perlu diwujudkan secara

nyata dan mandiri.
Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-

undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, secara
jelas dinyatakan bahwa keaclilan social bagi seluruh rakyat
Indonesia menjadi dasar salah satu fiiosofi pembangunan bangsa,

karenanya setiap warga Negara Indonesia, berhak atas

kesejahteraan.Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia

berhak dan wajib sesuai kemampuannya ikut serta dalam

pengembangan usaha di bidang pertanian dan perikanan.
Upaya-upaya untuk melindungi eksistensi petani/nelayan

Indonesia tidak hanya dalam tataran nasional tetapi juga
internasional, khususnya dari neoliberalisasi ekonomi dunia.
Perlind.ungan Petani/nelayan yang dijewantahkan dalam bentuk
kebijakzur dan reguiasi selayaknya tetap memperhatikan koridor
kesepakatan dalam WorldTrade Organization, yang telah
diratifikasi dalam Undang-undang Nomor TTahun 1994 tentang
Pengesatran Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisai Perdagangan
Dunia).Beberapa bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk
melindungi kepentingan petani/nelayan, antara lain subsidi
sarana produksi,
penetapan tarif bea masuk, dan dan penetapan kawasan pabean
pemasukan komoditas pertanian. Penetapan tarif bea masuk
didasarkan pada harga pasar domestik, komoditas strategis
(tertentu) nasional dan lokal, serta produksi dan kebutuhan
nasional. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasart pabean
pemasukan komoditas pertanian dmlatau perikanan yang

bertujuan melindungi
sumber daya dan budidaya pertanian dan perikanan yang

merupakan daerah produsen komoditas pertartian dan perikanan
yang diusahakan Petani/. Penetapan kawasan pabean

pemasukan komoditas pertanian dan f atau perikanan dilakukan

tidak boleh berdekatan dengan sentra produksi komoditas
pertanian dan perikanan dan dilengkapi balai karantina.

Selain upaya-upaya perlindungan terhadap petani nelayan,
upaya pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk
mencapai



mampu menstimulasi Petani/nelayan agr lebig berdaya, antara

lain,
pendidikas dal pelatihan, penyuluhan dal pendampingan, akses

Petani/nelayan terhadap sumber modal dal pembiayaan, akses

Petani/nelayan terhadap informasi dan teknologi, hingga

kelembagaan Petani/nelayan dan kelembagaan ekonomi

Petani/nelaYan.
sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/nalayan

adalahPetani/nelayart, terutama kepada Petanipenggarap paling

luas 2 (d.ua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata

pencaharian pokoknya adalah melikukal Usaha Tani); Petani

yang mempunyai lahan dan melakukal usaha budi daya

tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2(dua) hektare;

Petani horti}mltura, pekebun, atau peternak skalausaha kecil,

Nelayan penangkap ikan yang melakukan usaha penangkapan

ikan sebagai alak buah !:apal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan Perlindungan petani/nelayan
adalah segala upaya untuk membantu Petani/nelayan
menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan
sarana produksi dan nelayan kepastian
usatra, harga komoditas pertanian dan perikanan, ketersediaan
lahan,kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dart
perubahan ikiim.Perlind.ungan petani/ dan nelayan dilakukan
melalui, (1) ketersediaan prasarana dan neiayan kemudahan
memperoleh sarana produksi pertanian dan perikanan, (2)

kepastian usaha yang meliputi jaminanpenghasilan karena
program pemerintah, jaminan ganti rugi akibat gagal panen,

Asuransi pertanian dan perikanan, (3) menciptakan kondisi harga
komoditas yang menguntungkan petani nelayan (risiko harga dart
pasar),(4) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, dan (5)

perubahan iklim dengan

membangun sistem peringatan dini. Sedangkan pemberdayaan

Petani/nelayan adalah segala upaya untuk mengubah dan

mengembangkan pola pikir, peningkatai] usaha tani
penumbuhan dan penguatan kelembagaan Petani/nelayan
melalui pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan

berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan Petani/nelayan
Pemberdayaan petani/ dan neiayan dilakukan melalui (1)

pendidikan dan pelatihan, (2) penyuluhan dan pendampingan, (3)
1^ ^ ^.:1 J ^.^ - ol ^"^-



perrnodalart, (7) kemudahan akses IPTEK dan informasi, dan
penguatan kelembagaan Petani/ dan nelayan.

Perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan dilakukan
dengal memperhatikan asas: kemandirian, kedaulatan,

kebersamaal,keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan,

dan berkelanjutan.Upaya perlindungan dan pemberdayaan

Petani/ nelayan selama inibelum didukung, oleh peraturan
perundatrg-undangan yang komprehensifholistik, dan sistemik,
sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hokum serta

kead,ilan bagi Petani/ dan nelayan dan pelaku usaha dibidang
pertanian dan atau perikanan.Undang-undang yang ada selama

ini masih bersifat parsial dafl belum mengatur upaya
perlindungan dan pemberdayaan petani/ nelayan secarajelas,
tegas, dan lengkap. Hal tersebut dapat dilihat dalam undang-
undangantara lain:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi Hasil Tanah
Pertanian;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun ,1960 tentang Pokok-pokok
Agraria;
Undang- *ndang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan
Luas TanahPertanian;
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perausaransian;

5. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang PerbarrkanAtas Undang-undang Nomor 7
Tahun L992 tentang Perbankatr,

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun t992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman;

7 . Undang-undang Nomor i6 Tahun 1992 tentang Karantina
Hewan, Ikan danT\rmbuhan ;

B. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun L994 tentang Pengesahan

Agreement Establishing The World Trade Otganwation
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) ;

10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentalg Pangan;
1 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan

VarietasTanaman;
12. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
13. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya Air;
14. Undans- undarte Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

3.

4.



17. Undang-undang Nomor 4 Tatrun 2006 tentang Perjanjian
InternasionalMengenai Sumber Daya Genetik Untuk Pangan dan
Pertanian;

18. Undang-undang Nomor 16 Talrun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan danNelayan Perikanan, dan Kehutanan;

19. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
PembangunanJangka Panj ang Nasional Tahu n 2 0 0 5 - 2 0 2 5 ;

20. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;

21. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
22.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

KecildanMenengah;
23. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial;
24.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan

KesehatanHewan;
25. Undang-undang Nomor 28 Tatrun 2009 tentang Pajak Daerah

dan RetribusiDaerah;
26. Undang-undang Nomor 4L Tahun 2009 tentang Perlindungan

LahanPertanian Pangan Berkelanjutan; dart
27.Undang-undang Nomor 13 Tahun 20L0 tentang Hortikultura.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah ini
mengatur perlindungan dan pemberdayaan Petani/ dan nel ayan
secara komprehensif,holistik, dan sistemik daiam suatu
pengaturan yang terpadu dan serasi.



V. PENUTUP

Demikian penjelasan' Tim Inisiator Raperda Inisiatif
tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
DAN NELAYAN DI KABUPATEN REMBANG, dan usulan
Raperda tersebut telah kami kirimkan ke masing - masing
Fraksi. Untuk selanjutnya kami mempersilatrkan jika ada
kritik maupun saran dari Fraksi - Fraksi.

Rembang, November 2017

DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Tim Inisiator Komisi B DPRD Kab. Rembang.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode pos 59212
REMBANG

I.

PENJELASAN TIM INISIATOR RAPERDA INISIATIF

TENTANG TAI{GGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DI I{ABUPATEN REMBANG

PENDAHULUAN

1. Bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang
perubahan atas Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ,pasal 84 ayat 1 berbunyi
Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota
DPRD,Komisi gabungan Komisi atau Badan Pembentukan
Peraturan Daerah ;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan diatas maka kami berinisiatif
mengusulkan Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan.

DASAR

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan;

2, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

4. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2Ol4
tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang

sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD

Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun
2Ol4 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang'

PELAI(SANAAI{

1. Tangga) 14 Juni 2016 Tim Inisiator meiakukan FGD dengan UNS

terkait Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif tentang

Tanggung Jawab sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang

2. Tangga.l 1 Agustus 2016 Tim Inisiator mengadakan Public Hearing



rv.

4. Tanggal 18 Juli 2016'iim Inisiator melakukan FGD dengan UNS
terkait Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif tentang
Tanggung Jawab sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang.

5. Tanggal 15 september 2016 Tim Inisiator mengadakan public
Hearing Tahap II.

6. Tangga| 23 september 2al6 Tim Inisiator melakukan FGD dengan
UNS terkait Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif
tentang Tanggung Jawab sosial perusahaan di Kabupaten
Rembang.

7. Tanggal 6 oktober 2016 ,Pengajuan surat Raperda Inisiatif
tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten
Rembang pada Pimpinan DPRD untuk di tindak lanjuti.

PENJELASAN

Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan
ekonomi di daerah, melalui aklivitas perusahaan secara nyata telah
dapat memberikan kesempatan ke4a/ lapangan kerja, memberikan
produk barang maupun jasa yang dapat menunjang kehidupan
masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan,
meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, serta
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem
perekonomian yang berda.ya saing di daerah.

Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat secara
sosial semakin melekat. Perusahaan teiah masuk dan mempengaruhi
semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai
institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (corporate
citizerrchip) yang terlibat iangsung dengan dinamika masyarakat.
Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada
kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan
tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut
serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada
persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (profit, people planet).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) merupakan sesuatu
pemahaman yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi
kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi
lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya, Berdasarkan
ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang
Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang
menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial
dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan
sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Menurut ketentuan Pasal



Tanggung Jawab sosial Perusahaan dalam peraturan Daerahini bertujuan:

a. mewujudkan batasan dan ketentuan yang jelas mengenaitanggungjawab sosial perusahaan termasuk lingkunganperusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi perakunya;

b. mewujudkan pelaksanaan TSp sesuai dengan peraturanperundang-undangan;

c' memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaandalam pelaksanaan tanggung jawab sosiar perusahaan secaraterpadu dan berdaya guna;

d. meminimarisasi dampak negatif keberadaan perusahaan danmengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
e, memberikan apresiasi kepada dunia usaha dengan memberipenghargaan serta pemberian kemudahan ddal, perayananadministrasi di daerah;

f' mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatanperusahaan beroperasi;

g, menciptakan daya saing perusahaan dalam menjalankantanggungjawab sosial;

h. menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dankesehatan masyarakat;

i' 
ilA:ffigiskan 

program TSp dengan perencanaan pembangunan

V. PENUTUP

Demikian penjelasan Tim Inisiator
Tanggung Jawab Sosial perusahaan di

atas Raperda Inisiatif tentang
Kabupaten Rembang.

Rembang, 18 Desember 201,7

DEWAI{ PERWAI{ILAN RAXYAT DAERAH
I(ABUPATEN REMBANG

Tlm Inlslator

1. H. Joko Suprthadl, S. H.

2. PuJi Santoso, S. p., M. H.



PENJELASAN BUPATT REMBANG

MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DALAM RAPAT PARIPURNA I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

Senin, 18 Desember ZOll

A s s a I a m u a I a i k u m wa ra h m atu r I a h i wa b a rokatu h .

Yang kami hormati :

- Pimpinan dan Anggota Dewan perwakitan

Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Rekan-rekan Forum Komunikasi pimpinan

Daerah;

- Sekretaris Daerah, staf Ahri Bupati, Asisten
sekretaris Daerah dan Kepala Bagian sekretariat
Daerah Kabupaten Rembang;



- Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala

Dinas se-Kabupaten Rembang;

- Camat se-Kabupaten Rembang; serta
- Para hadirin sekalian yang berbahagia.

Segala puji milik dan bagi Ailah yang melimpahkan

taufiq, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua,

semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk,

bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam
mengemban amanah selaku abdi negara dan abdi
masyarakat.

saudara pimpinan dan Anggota DPRD, serta
hadirin yang saya hormati;

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik
membutuhkan kebijakan-kebijakan yang dituangkan
dalam produk hukum daerah. peraturan daerah
(perda) sebagai imprementasi kebijakan-kebijakan
daerah sekarigus dasar hukum penyerenggaraan
pemerintahan daerah harus senantiasa menyesuaikan
perkembangan peraturan perundang_undangan yang
lebih tinggi serta kebutuhan/kondisi masyarakat,



Berkaitan dengan adanya perubahan peraturan

perundang-undangan dan dinamika masyarakat

Rembang, perlu melakukan pembentukan perda baru

serta perubahan atas perda-perda yang telah ada,

Dalam kesempatan Rapat Paripurna kali ini, kami

menyampaikan tujuh rancangan perda untuk dilakukan

pembahasan, yaitu:

a. Raperda tentang Penyelenggaraan lbadah Haji Di

Kabupaten Rembang;

b. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

c, Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera

Ulang;

d. Raperda tentang ljin Usaha Jasa Konstruksi;

e. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas peraturan

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan lkan;

f. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010

tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

Umum; dan



g. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan

masing-masing raperda pada penjelasan berikut :

l. Raperda tentang Penyelenggaraan lbadah Haji

Di Kabupaten Rembang

Haji merupakan salah satu rukun lslam yang

pelaksanaannya membutuhkan kemampuan fisik,

non fisik dan finansial. Berbeda dengan ibadah
lainnya, ibadah haji dilaksanakan secara terpusat
dan masal dalam rentang waktu yang bersamaan
serta melibatkan jumlah yang sangat besar dari

umat lslam, tidak saja dari lndonesia melainkan

dari seluruh penjuru dunia. Dengan karakter yang

demikian maka pelaksanaan ibadah haji tidak lagi

cukup diserahkan kepada pribadi-pribadi umat

lslam, melainkan membutuhkan keterlibatan

negara, baik Arab Saudi selaku tuan rumah



maupun negara-negara lain termasuk lndonesia

sebagai pengirim jamaah haji.

Keterlibatan negara dalam pelayanan haji

merupakan implementasi dari perlindungan hak

asasi manusia jamaah haji, ialah hak menjalankan

ajaran agamanya yang dijamin oleh Konstitusi.

Bentuk perlindungan itu antara lain melakukan
pengaturan melalui produk perundang-undangan

dan memberikan fasilitas guna mempermudah

pelaksanaannya. Semuanya bertujuan agar para
jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji

secara nyaman, khusyu' dan hikmat sehingga
memperoleh predikat haji mabrur,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OOg

tentang Penyelenggaraan lbadah Haji dan
Peraturan Pemerintah Nomor Tg Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji

telah mengatur kewenangan organ-organ

pemerintah untuk berpartisipasi dalam



penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum

kewenangan itu dibedakan antara pemerintah

pusat yang notabene Kementerian Agama dan

pemerintah daerah melalui Gubernur dan/atau

BupatiANali Kota,

Diantara kewenangan yang didistribusikan

kepada Gubernur dan/atau BupatiMali Kota adalah

pembentukan Panitia Pemberangkatan lbadah Haji

(PPIH), baik di daerah yang mempunyai embarkasi

maupun daerah yang tidak memiliki embarkasi,

Kewenangan lain yang didistribusikan adalah

transportasi dari daerah ke embarkasi pada saat

keberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi dan

transportasi dari debarkasi ke daerah pada saat

kepulangan jamaah haji dari Arab Saudi. Kecuali itu

Undang-Undang Penyelenggaraan lbadah Haji dan

Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaannya

juga secara implisit memberikan kewenangan

kepada Gubernur dan/atau BupatiMali Kota untuk

memberikan pelayanan lain yang dibutuhkan



jamaah haji selama di

jamaah haji di daerah

pemerintah pusat itu

Peraturan Daerah

daerah. Semua pelayanan

yang tidak diberikan oleh

harus dituangkan dalam

ll. Raperda tentang pengelotaan Barang Milik
Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

efektif dan efisien sangat membutuhkan
tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
yang terkelora dengan baik dan efisien, sejaran
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang_

Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara.

Kewenangan dan tanggung jawab pejabat

dalam pengelolaan aset Daerah, dituangkan
dalam Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah yang kemudian dicabut dan
diganti dengan peraturan pemerintah Nomor 27



Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut

mengatur mengenai perencanaan kebutuhan dan

penganggaran, pengadaan, penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,

penilaian, penghapusan, pemindahtanganan,

penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian. Lingkup pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah tersebut merupakan siklus logistik

yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus

logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam
penjelasan Pasal 49 ayat (O) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan

Negara.

Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang masih

mendasarkan pada ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Hal ini sesuai

dengan Keputusan Gubernur yang membatalkan



Perda Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun

2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,

Ruang lingkup Barang Milik Daerah dalam

Peraturan Daerah ini mengacu pada pengertian

Barang Milik Daerah berdasarkan rumusan daram

Pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun
2014. Pengerolaan Barang Milik Daerah meriputi
Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

Pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,

Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian.

lll. Raperda tentang Retribusi perayanan Tera/Tera
Ulang

Dalam rangka melindungi kepentingan umum,
Pemerintah memberikan jaminan akurasi
pengukuran, perru dirakukan tera/tera urang arat-
alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya,



Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

khususnya pembagian urusan pemerintahan di

bidang Perdagangan pada sub bidang

standarisasi dan perlindungan konsumen,

pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera

ulang dan pengawasan merupakan kewenangan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

Berdasarkan pertimbangan tersebut
pemerintah Kabupaten Rembang perlu melakukan
pengaturan yang dituangakan dalam peraturan

daerah,

lv. Raperda tentang rjin usaha Jasa Konstruksi
Jasa konstruksi merupakan salah satu

kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan
budaya yang mempunyai peranan penting di
daerah dalam pencapaian berbagai sasaran guna

menunjang terwujudnya tujuan pembangunan

l0



daerah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Selain berperan mendukung berlcagai bidang

pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula

untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya

berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan

dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan

secara luas mendukung perekonomian daerah.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

dilaksanakan berdasarkan pada asas kejujuran

dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian,

keseimbangan, profesionalitas, kemandirian,

keterbukaan, kemiteraan, keamanan dan

keselamatan, kebebasan, pembangunan

berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan,

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini

merupakan sebagai upaya memberikan arah

pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi

untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh,

II



andal, berdaya saing tinggi, dan mengahasilkan
pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

v' Raperda tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor
4 Tahun 2O0g tentang pengetolaan Tempat
Pelelangan tkan

Rancangan perubahan Kedua peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun
2009 tentang pengelolaan Tempat pelelangan
lkan di Kabupaten Rembanga darah daram rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
nelayan dan bakul ikan serta penyesuaian
nomenklatur yang bertangggungjawab terhadap
pengelolaan Tempat pelelangan lkan. Untuk
meningkatkan pelayanan pembayaran bakul
kepada nelayan diperlukan fasilitasi melalui
regulasi perubahan perda pengelolaan Tempat
Pelerangan rkan. sehingga diperrukan perubahan
Kedua peraturan Daerah Kabupaten Rembang

12



Nomor 4 Tahun 2OOg

Tempat Pelelangan lkan di

tentang Pengelolaan

Kabupaten Rembang.

vl. Raperda tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor
4 Tahun 20{0 tentang Retribusi pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum

Rancangan peraturan Daerah ini dibentuk
karena peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 4 Tahun 2o1o tentang Retribusi perayanan
Parkir di repi Jaran Umum tidak sesuai ragi untuk
diterapkan dalam kondisi sekarang. Seiring
perkembangan zaman yang berdampak pada
padatnya raru rintas di Kabupaten Rembang juga
turut meratarberakangi dibentuknya rancangan
Peraturan Daerah ini.

Dalam rangka peningkatan pelayanan parkir
di tepi jalan umum maka Tarif retribusi yang diatur
daram peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 4 Tahun ZO|O tentang Retribusi pelayanan

13



Parkir di Tepi Jalan Umum perlu dilakukan

perubahan.

Perubahan Organisasi Perangkat daerah

Kabupaten Rembang yang bertanggungjawab

terhadap pengelolaan pelayanan parkir di tepi

jalan umum juga turut melatarbelakangi

perubahan Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Vll. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun

2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk

karena Peraturan Daerah Kabupaten Rembang

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat

Khusus Parkir tidak sesuai lagi untuk diterapkan

dalam kondisi sekarang. Seiring perkembangan

zaman yang berdampak pada padatnya lalu lintas

di Kabupaten Rembang juga turut

l4



melatarbelakangi dibentuknya rancangan

Peraturan Daerah ini.

Dalam rangka peningkatan pelayanan pada

tempat khusus parkir maka Tarif retribusi yang

diatur daram peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 5 Tahun zolo tentang Retribusi
Tempat Khusus parkir perru dirakukan perubahan.

Perubahan Organisasi perangkat daerah
Kabupaten Rembang yang bertanggungjawab
terhadap pengelolaan tempat khusus parkir juga
turut meratarberakangi perubahan peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor S Tahun
2010 tentang Retribusi rempat Khusus parkir,

Saudara pimpinan dan DPRD, serta hadirin
yang saya hormati;

Demikian beberapa hal yang perlu saya
sampaikan sebagai pengantar pengajuan tujuh
Raperda tersebut di atas. seranjutnya Kami mintakan
Dewan Perwakiran Rakyat Daerah Kabupaten

I5



Rembang untuk dapat melakukan pembahasan dan
memberikan persetujuan. semoga Ailah swr
senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan
kepada kita semua. Amin, ya Robbal ,Alamin,

Sekian, terima kasih.

wa ssal a m u a r ai ku m wa ra h m atu t toh i wa b a rokatu h .

E BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

fl. P. Diponegoro No.88 Telp. (029s) 69fl94 Kode pos s9zt2
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA ( II )
DPRD KABUPATEN REMBANG

TEI{TAIYG
10 RAPERDA NON APBD TAHUN 2OI7

Hari

Tanggal

Waktu

Tempat

r. JENIS RAPAT

II, SIFAT RAPAT

IU. ACARA RAPAT

1. Pembukaan;

2. Penyampaian pemandangan umum Fraksi terhadap 7 ( tujuh
Raperda;

3. Pendapat Bupati atas 3 (tiga ) Raperda Inisiatif DpRD;
4. Pembentukan Panitia Khusus untuk 10 ( sepuluh) Raperda;
5. Skors;

6. Pembentukan Pimpinan Panitia Khusus;
7 . Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMTL,MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

Selasa

19 Desember 2017

09.30 wIB.

Gedung DPRD Kabupaten Rembang

: Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

: Terbuka



w. JUMLAH AI{GGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2, Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4, Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

vII. AI''{GGOTA yANG IIADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

WII. ANGGOTA YANIG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

: 10 orang

: 8 orang

: 6 orang

: 8 orang

: 5 orang

: 4 orang

: 4 orang

: 45 orang

10 orang

6 orang

3 orang

4 orang

4 orang

2 orang

2 orang

: 31 orang

- orang

2 orang

3 orang

4 orang

1 orang

2 orang



[X. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA.

Assalaamu' alaikum Wr. lYb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Remb ang;

- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;

- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda beserta Kepala Bagian

dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;

- Kepala organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;

- Camat Se Kabupaten Rembang;

- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna ini perkenankan saya mengajak semua yang

hadir di sini untuk selalu bersyukur kehadirat Allah SWT,Tuhan yang Maha

Pemurah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua,

sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna Kedua DPRD membahas

l0 ( sepuluh ) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Keabsahan pelaksanaan rapat Paripurna kedua ini adalah sama dengan

ketentuan yang berlaku pada Rapat Paripurna pertam a tanggal 1 S Desember



tersebut tertuang pada Pasal 80 ayat (1) huruf b Tata Tertib DPRD Kabupaten

Rembang.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DpRD

Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang,

yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 31 orang.

Dengan demikian kuorum dalam rapat ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucap "Bismillaahirrohmaanirrohiim,, tepat

pukul 1 1.50 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka

untuk umum.

( Ketuk palu 3 kali )

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Sebagaimana jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DpRD
bersama Tim Penyusun Rancangan Perda Pemerintah Kabupaten Rembang
pada tanggal 27 November 2017, terdapat 4 agenda pokok dalam rapat

paripurna ini, dan untuk selengkapnya akan saya bacakan susunan acara pada

Rapat Paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;

2, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 7 Raperda, meliputi :
1. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang;

2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010

tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

3. Raperda tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi;

4. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;



6. Raperda tentang perubahan Kedua Atas perda Kabupaten
Nomor 4 Tahun z00g tentang pengeroraan Tempat pererangan

7. Raperda tentang pelayanan Ibadah Haji.

Rembang

Ikan; dan

Pendapat Bupati atas 3 Raperda Inisiatif,

4' Pembentukan panitia Khusus membahas r0 ( sepuruh )5' skors ( pemitihan pimpinan panitia Khusus );
6, Pembentukan pimpinan panitia Khusus;
7. Penutup.

3. __r__ vs,"a.rr oL.rD ., r\aperoa tntsiatit, meliputi :
1' Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan program

Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan,
2' Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani dan Nel ayan,.l --dan

3. Raperda tentang Tanggungjawab Sosial perusahaan.

Raperda;

peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.
Marirah kita rnasuki acara yang kedua, yaitu pemandangan 

UmumFraksi-Fraksi atas 7 ( tujuh ) Raperda.
Kepada yang ditunjuk menyampaikan pemandangan Umum Fraksinya, sayapersilahkan untuk menunjukkan jari terlebih dahuru :

1. Fraksi partai persatuan pembangunan 
: Muhammad Zaenuri

2. Fraksi Demokrat 
: Imro,atus Sholichah, S.E.,M.H.

3. Fraksi partai Kebangkitan Bangsa : Muhammad Imron
4. Fraksi pDI perjuangan Nasdem : Frida Iriani



SelanjutnY&, secara berurutan dimulai dari juru bicara Fraksi Partai persatuan

Pembangunan, dipersi lahkan.

::::-: PEMANDANGAN UMUM FRAKSI.FRAKSI :::-_:

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas pen yampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara ketiga yaitu Pendapat Bupati atas Tiga Raperda Inisiatif DpRD

Kabupaten Rembang.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan.

= PENDAPAT BUPATI ATAS 3 RAPERDA :=:

terlampir )

Terimakasih Saudara Bupati atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara keempat yaitu Pembentukan Panitia Khusus membahas l0 (

sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah.

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Tim Penyusurl

Rancangan Perda Pemerintah Kabupaten Rembang, telah disepakati bahwa 10 (

sepuluh ) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang dibahas oleh

Panitia Khusus, yang mana anggotanya berdasar atas usulan masing-masing

fraksi, dengan pembagian tugas sebagai berikut :



J.

1.

b. Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Progranr

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan.

2. Panitia Khusus II membahas 2 ( dua ) Raperda, yaitu :

a. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaaan Petani dan Nelayan.

b. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Rembang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan lkan.

Panitia Khusus III membahas 3 ( tiga ) Raperda, yaitu :

a. Raperda tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

b. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. Raperda tentang Tanggungiawab Sosiar perusahaan.

Panitia Khusus IV membahas 3 ( tiga ) Raperda, yaitu :

a, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 20l0 tentans

Retribusi Tempat Khusus parkir.

b. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nornor l6 Tahun 201 l

tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Rembang Nomor.4 Tahun
2010 tentang Retribusi pelayanan parkir Ditepi Jalan Umum.

c. Raperda tentang Pelayanan Ibadah Haji.

Selanjutnya oleh masing-masing fraksi melalui surat yang disampaikan
kepada Ketua DPRD Kabupaten Rembang, telah disampaikan nama-nama
yang didudukkan pada keanggotaan Panitia Khusus. Dari usulan nama tersebut,

dapat kami susun keanggotaan pada masing-masing Panitia Khusus ,

sebagaimana tertuang pada Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten

Rembang tentang Susunan Keanggotaan Panitia Khusus yang fotocopynya

berada di tangan Saudara-saudara anggota DPRD.



F Interupsi Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.H. ( Fraksi Gerindra )

'( Maaf Pimpinan dari rancangan SK pembentukan Pansus terkait

pembagian raperda yang dibahas masing - masing pansus saya lihat ada

satu yang belum klik atau kurang pas, yaitu pada pansus III yang membahas

raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah saya kira kurang pas jika dibahas

oleh pansus III dan saya rasa lebih pas jika dibahas oleh pansus II dengan

background dari komisi B yang lebih paham akan hal tersebut dan hasil

pembahasannya bisa maksimal. Terima Kasih Pimpinan .

H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat )
(t Terima kasih mas Puj i atas interupsinyn, memang rancangan SK itu
merupakan hasil dari kesepakatan rapimgab kemarin dan usulan tersebut

juga dari fraksi. Jadi saya tawarkan saja apakah usulan mas puji tadi bisa

disepakati oleh anggota DPRD yang hadir dalam paripurna hari ini dan jugu

paripurna merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan DpRD.
Monggo mungkin yang lain ada usulan ???,,

H. Gunasih, S.E. ( Wakil Ketua DpRD )
" Terima kasih Mas puji tolong dihormati keputusan rapirngab kemarin dan

perlu disikapi adalah ini jagan bicara komisi tapi basisnya pansus bukan

komisi. Terkait nanti pas atau tidak ini resiko dari fraksi',

Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.H. ( Fraksi Gerindra )
" Silahkan jika memang ini disepakati bersama karena ini forum tertinggi

tapi untuk lebih afdolnya saja, karena pembahasan yang mepet dan kita

perlu adaptasi terlebih dahulu dan perda yang dihasilkan kurang maksimal.

Terima kasih"

H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat )

" Mungkin yang lain ada usul??"
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(( Terima kasih Pimpinan saya berterima kasih atas usulan temen saya

sesama fraksi Gerindra, tetapi saya setuju jika kita tetep menghormati pada

keputusan rapimgab kemarin. Terima kasih.,,

Sdr. H. Henry Purwoko ( Fraksi Gerindra )
" Terima kasih Pimpinan. Ini biar ada kesimpulannya. Usul pak puji juga
bagus kita bisa mengakomodir sebagai anggota, tapi proses pansus ini
sudah mulai dijalankan melalui dari rapimgab, rapat fraksi dan banmus.
Sekarang kita tawarka saja kepada temen - temen apakah usulan pak puji
bisa diakomodir atau kita tetep pada draf yang diusulkan fraksi - fraksi.,,
Sdr. H. Ismari, S.H ( Fraksi Karya Sejahtera )
o' Tadi saya setuju soal anggotanya tapi yang dibahas tidak setuju artinya
mbok ya dicarikan backgroun masing masing itu sebaiknya dikembalikan
pada background komisi b atau pansus II dan hasilnya bisa maksimal
Terima kasih."

Sdr. Ali Ircham, s.T ( Fraksi pDI perjuangan Nasdem )
" Tadi memang ada perbedaan persepsi antara setuju tentang raperda yang
dibahas atau setuju dengan usulan anggota pansusnya dan tadi juga ada
usulan pergeseran raperda ke pansus II. Kita meghormati usulan dari pak
Pujitadijadi kita tawarkan saja pimpinan. Terima kasih.,,

H. Gunasih, S.E. ( Wakil Ketua DPRD )

" Sebentar mohon dihormati hasil rapimgab kemarin dan jika ini diulang

kita harus nunggu surat dari fraksi lagi. Kita harus meghormati surat dari

fraksi yang dutujukan kepimpinan dan ditandatangani oleh ketua dan

sekretaris, sehingga tidak bisa dirubah',

> H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat )

'o Oke terima kasih tadi sudah disetujui dengan draf yang diusulkan fraksi-
fra[."i I Ar.oH^ r16h^ Ii+^-na* n*aa^a^ nl-^ ^^r--l-- --^rrrro



Saya tawarkan kepada saudara-saudara :

" Apakah Calon Anggota Panitia Khusus I, Calon Anggota Panitia Khusus

II, Calon Anggota Panitia Khusus III dan Calon Anggota Panitia Khusus IV
dalam membahas 10 ( sepuluh ) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana

tercantum dalam Rancangan Keputusan DPRD dapat disetujui ? "

SETUJUUUU!!!
( Dengan suaro bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )

( Ketuk palu I kali )

Peserta Rapat dan hadirin yang sayo hormati.

Dengan telah disetujuinya keanggotaan pada masing-masing Panitia

Khusus dalam membahas 10 ( sepuluh ) Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang, selanjutnya perlu dibentuk pimpinan pada masing-

masing Panitia Khusus.

Pasal 65 ayat (7) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan

bahwa $ Ketua, Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh

Anggota Panitia Khusus ".

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan ketua dan wakil ketua Pansus,

telah disediakan tempat sebagai berikut :

- Pansus I menempati ruang Komisi A

- Pansus lI menempati ruang Komisi B

- Pansus III menempati ruang Komisi C, dan

- Pansus IV menempati ruang Komisi D.

L{qcil dari nernilihnn nirrrninnn masins-mesino PRnqus, esar diserahkan kenada



Memenuhi keperluan tersebut, maka Rapat Paripurna saya skors

selama 10 menit.

( Ketuk palu I kali )

--'-,{CARA PE M I L I HAN PI M P I NAN P1I{S(/g===:

Sehubungan wakfu yang diberikan untuk pemilihan pimpinan Pansus

telah habis, maka skors saya cabut dan rapat saya lanjutkan kembali.

( Ketuk palu I kali )

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita lanjutkan acara keenam, yaitu Pembentukan Pimpinan Panitia

Khusus membahas l0 ( sepuluh ) Rancangan Peraturan Daerah. Berdasarkan

berita acara hasil pemilihan Pimpinan Pansus yang diserahkan kepada kami,

maka dapat kami umumkan susunan Pimpinan Panitia Khusus membahas 10

(sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang adalah sebagai

berikut :

Panitia Khusus I

Ketua :MuhammadAsnawi, S.Pd.l.

Wakil Ketua : Muhammad Anshori

" Apakah dapat disetujui ?"

SETUJUUUUU

( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )
( Ketuk palu 1 kali )

Ponitio I(hrrsrrs II



" Apakah dapat disetujui ?,,

SETUJUU UUU ::::=:==::=3
( Dengan suart bulat semua anggota D\RD yang hadir menyetujui )

( Ketuk palu I kali )

Panitia Kh usus III
Ketua :Widodo

Wakil Ketua : puji Santoso, S.p., M.H.

" Apakah dapat disetujui ?',
:::=:::== SETUJU UUUU :===:=:::=

( Dengan suara bulat semuq anggota DhRD yang hadir menyetujui )( Ketuk patu I kali )

Wakil Ketua

: H. Henry Purwoko, S.pd.

: H. Islahuddin

" Apakah dapat disetujui ?"
:::=:=::::= SETUJ U U UU f[ _:_:=:::::

( Dengan suaro butat semua anggota D\RD yang hadir menyetujui )( Ketuk patu I kati )

Susunan Pimpinan dan keanggotaan Pansus yang telah disetujui ini,
selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan DpRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia

Agenda dalam Rapat Paripurna hari ini telah kita lalui, maka berakhir
sudah acara rapat paripurna ini. Terima knsih qfqc norhorio- r^-

Ketua



memimpin rapat. Untuk Rapat paripurna

Rabu tanggal 20 Desember 2Afi.

Ketiga akan dilaksanakan besuk pagi,

Akhirnya dengan mengucap "Alhamdulillaahirobbil .alamiin ,. tepat
pukul 13. 35 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

Wass alaamu' alai kum li/r. lyb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABI.IPATEN REMBANG

.KJTUA, TARIS, /



LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA (
KABUPATEN REMBANG TENTANG
NON APBD TAHUN 2OI7

II
10

) DPRD
RAPERDA

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRA].{ tV

: Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah , opD dan camat Se
Kabupaten Rembang;

Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap
Raperda ;

: Pendapat Bupati atas 3 Raperda lnisiatif DpRD;

: Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor g

Tahun 2017 tentang penetapan pimpinan dan
Keanggotaan Panitia Khusus I, Il, III dan IV Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
Dalam Membahas 10 Rancangan peraturan Daerah;



DAFTAR HADIR FORKOMPINDA

RAPAT PARIPURNA ( II ) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

EARVTANGGAL : SELASA, l9 DESEMBER 2017

PUKUL : 09.30 WlB

S DPRD KAB. REMBANG
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DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA ( II ) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHLIN ANGGARAN 2017

HARLTIANGGAL : SELASA, 19 DESEMBER 2017

PUKUL : 09.30 WIB

FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN

H MAJID KAMIL MZ

SUGIi{ARTO

H.M. MURSYI.D, S.T

ZAIN4IJL UvIAM NS

MOKHAMAD ZAENTIRI
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NUR HASYIM

FRAKSI DEMOKRAT

EDI KARTONO, S.Pd, .M.H.
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]\fUGTARTO. S T

FRAKSI PARTA I KEBANGKITAN
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M BISRI CHOLIL LAQUF Wakrl Ketua DPRD

MOHAMMAD IMRON

JABATAN TANDA TANGAN
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ALI IRCHAM, S.T.

NANIK Szu ST]"NDARI

DONNry KURNIAWAN, S.E, M.M.
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HERI KURNIAWAN, S E.
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PUJ] SANTOSO, SP, M.H
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DAFTAR HADIR CAMAT

RAPAT PARIPURNA ( U ) DPRD KABUPATEI{ REMBANG
TENTANG IO RAPERDA NON APBD KABTPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL r SELASA, l9 DESEMBER 20r7
PUKir'L : 09 30 WIB

NO .IABATAN NAMA TIINDA TANGAN

l

:

1

4

CAMAT REMBANG
I

CAMAT KALIORI
2

CAMAT SUMBER
3

CAMAT SULANG
4

5 CAMAT BULU
5

6 CAMAT PAMOTAN
6

7 CAMAT GUNEM
7

a CAMAT SALE
8

o CAMAT LASEM
9

r0 CAMAT PANCUR
l0

lt CAMAT SEDAN
t1

t2 CAMAT SLUKE
l,)

I3 CAMAT KRAGAN l3

14 CAMAT SARANG
14

\PRD KAB, REMBANG
t\

rh
tt'^T^9

0421 199303 1 009



DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA ( II ) DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG 1O RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGAMN 2017

HARI/TANGGAL : SELASA, 19 DESEMBER 2O1Z
PUKUL : 09.30 WtB

NO BADAN/BAG/DI NAS/KANTOR NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 I 5

1 STAF AHLI BUPATI
1

2 STAF AHLI BUPATI 2

STAF AHLI BUPATI 3

4 STAF AHLI BUPATI 4

ASISTEN ISEKDA 5

6 ASISTEN II SEKDA
\ o

7 ASISTEN III SEKDA 5l^n- ,-1.1"^W Asr tffi
8 BAG TATA PEMERINTAHAN h/Arrt-l',+?l ..)e\?

BAG HUKUM Tn ' f1dl1 ,^..7, e/| \
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12

13 BAG KESEJAHTERMN RA}fiAT t,4t;i|,,ao4; t%,? 136
14

BAG. ORGANISASI&
KEPEGAWAIAN -fn d5 \a,rh' f--kl t-D;,e

1tr- BAG UMUM Q^'1*4t 1sq
16 BPPKAD Ar,lr e5v|tvt4pc rc fvtu-Q
17 INSPEKTORAT

17

18 BAPPEOA Ntutnb fu ? {4/"4e,4 n/ ta
19 OINSOSP2KB Jtt'l)tbhfiittt le l'/h'
20 BKD L6apr"^ P< tco" Q.r(e-
21 BPBD ?uxv,tVJ g<.-s ;ry
22 DPU TATA RUANG StAeHrtresz rP+/ \Jlzz:
t3 DPKP/ DINPERKIM /oa-rn'grnaru,

-/-_--------_n
2\- (la /v

24 DINAS KESEHATAN A lt h crl',' k l'/\ D 24--.>.ts
25 DINDIKPORA 1 u d,./o$D I Vl"rl;.j 25 t (-41
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l<a dra 4Lru
28 DINLUTKAN SLpao- M d-. X/
,o DINKOMINFO

h1a^r60
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BADAN/BAF/Dt NAS/KANTO R NAMA JABATAN TANDA TANGAN
3 4

JJ
DINAS KEBUDAYMN DAN
PARIWISATA 33 #y34 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

YN.a( KANTOR KESBANGPOLINMAS /l* / J(' fu Ttt ,u ,/=
36 DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN Y',q)4 6oe,, 1 _ ao=\

DINAS PMPTSP NAKER dqn*llero (v4P11s 37 (.1
3B RSUD dr. R. SUTRASNO ?v av,tt rJTn K s'5 ,/^"n

\SJ 38 lk?o SATPOL PP 39\
40 TIM PKK KAB. REMBANG

A..* 4o
41 PDAM #zr'ncut oN ln ftdn tcau .\(..N,)
42 PERCETAMN DAERAH

42
.+J )D BANK PASAR

43
44 IPT MIGAS REMBANG ENERGY

44
45 BANK BNI 46

5

46 BANK JATENG CAB, REMBANG
46

47 BRI CAB. REMBANG !48 PD BPR BKK LASEM
48

49 PT RBSJ
49

50 APOTIK DAERAH
50

51 KANTOR KEMENTRIAN AGAMA
51

52 DIPENDA PROPINSI
52<? BPS }<AB. REMBANG

RUMAH TAIIANAN
53

54

5455 IPERHUTANT KPH MANTTNGAN
55

56 PERHUTANI KPH KEBONHARJO
56

57 KANTOR PERHUTANI SPH IV
57
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58(o TELKOM REMBANG

59
OU PLN CAB, REMBANG

60
61 BAWASLU I<AB. REMBANG

61
ol BPN KAB,REMBANG

62
A' KANTOR PAJAK

63
64 UP3AD (ASET DAERAH )

64
65 MNTOR PELABUHAN

Too KETUA KPU l<AB. REMBANG
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BADAN/BAG/bt NAS/KANTOR NAMA JABATAN TANDA TANGAN
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5
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74
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9
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84
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PETUANDANGAN UMUTUI
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN RETUBANG
TERHAD AP 7 (TUJUlt) RAPERDA

KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2017

DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD I(ABUPATEN REMBANG--' -'
HARI : SELASA
TGL. : 19 DESEMBER 2O1TDibacakan Oteh : fVlOXffafvfAO ZAENURT

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUAN
D EWA N P E RWAKI I-A N R,A KY'i b-nini *



PEMERINTAH KABU PATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode pos S1ZLZ

REMBANG

PEMANDA}IGAN UMUM

FR.AKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

7 (TUJUH) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2OL7

SELASA , Lg Desember ZOLT

Dibacakan oleh : M,ZAENURI

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua ..,.

BI S M I LUH I RRO H MAN I R ROH I M.,,..

Alhomdulillohi Robbil o'lamiin, ossholotu wassalomu o'lo Soyyidino womoulano
Muhammodin, wo,olo olihi wosohbihi ojmo,iin..., Amma ba,du ...

Yong komi hormati :

=> Sdr, Bupati dan Wakil Bupati Rembang

=> sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang

=> sdr. Forum Koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

=> Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

=> Sdr, Staf Ahli Buoati dan A<icton (otzraiarie hr^-^L rz^r h - -,,



=>

=>

Sdr, Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Rembang .

Sdr. Camat dilingkungan Kabupaten Rembang .

sdr. Pimpinan organisasi Kemasyarakatan, LsM, Rekan-rekan wartawan,

dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pemandangan Umum ini, terlebih dahulu
marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadlirat ALLAH SWT, atas segala
limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita,
sehingga sampai kini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat paripurna ini,
dalam keadaan sehat Wal afiat .

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada nabi besar kita, MUHAMMAD
SAW, para shahabat, dan seluruh keluarganya,

sdr, Bupati dan wakit Bupati, serta segenop sidong Dewon yong kami Hormoti.,.,

sampai hari ini , di belahan dunia masih gempar menjadi pembicaraan
masyarakat luas, berkenaan dengan keputusan presiden Donal Trump, tentang
Yerusalem dijadikan ibu kota Esrail , Maka terkait dengan keputusan tersebut, kami dariFraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupeten Rembang, Ikut prihatin danmenyatakan sikap menolak terhadap keputusan yang dzolim tersebut, dan kami tetapmembela terhadap perjuangan Palestina, serta selalu mendoakan kepada saudara kitadan para pejuang Palestina, semoga ALLAH selalu memberikan kekuatan, ketabahan
dan keberhasilan. Amiin...

Mengawali penyampaian Pemandangan umum kami , terhadap tujuh Raperdatahun 20L7' yang paparan penjelasanya telah disampaikan oleh sdr. Bupati, dalam rapatparipurna' pada hari senin, tanggal 18 Desenber2atT kemarin, kami dari Fraksi partai
Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi kepada pemerintah KabupatenRembang, yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan 7 (tujuh )Raperda tahun20L7 ini, dapat terseresaikan, dan dapat segera untuk dirakukan pembahasan.

Adapun 7 (tujuh ) Raperda dimaksud adalah :

L' Raperda tentang Retribusi perayanan Tera /Tera urang.

2, Raperda tentang perubahan, atas peraturan Daerah Kabupaten Rembang,
Nomor 5 Tahun 2010, Tentang Retribusi rempat Khusus parkir.

Raperda tentang pengelolaan Barang Milik Daerah,

Raperda Tentang ljin Usaha Jasa Konstruksi,

3.

4.



6' Raperda Tentang Perubahan Kedua, atas Perda Nomor 16 Tahun ZOtl,
tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010,
Tentang Retribusi pelayanan parkir di tepiJalan umum ; Dan..

7, Raperda Tentang Perubahan Ke dua, Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor
4 Tahun 2009, Tentang pengelolaan Tempat pelelangan lkan.

Sidong Dewon don hqdirin yong komi hormoti,...,,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang mendalam, terhadap 7 (tujuh)
Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas, kami dari Fraksi partai persatuan
Pembangunan, dalam Pemandangan umum ini, menyampaikan beberapa catatan
sebagai usulan dan masukan, untuk dijadikan bahan pertimbangan, didalam
pelaksanaan pembahasannya , antara lain :

L. Terkait dengan Raperda tentang Retribusi pelayanan Tera /Tera Urang :

Bahwa ' dalam rangka untuk menjaga agar tidak terjadi hal yang merugikan
masyarakat' diantara pihak yang bertransaksi dengan menggunakan alat ukuratau tlmbangan dan sejenisnya, dan untuk menjamin akurasi pengukuran satuanyang dibutuhkan, diperlukan adanya control, sebagai pengendali alat ukurdlmaksud' dengan melakukan kalibrasi dalam tempo waktu yang ditentukan,sehingga alat ukur tersebut tetap sesuai dengan standart yang normar, Makaberkenaan dengan Peraturan Daerah Tentang Retribusi pelayanan Tera / Teraulang ' kami dari Fraksi Partai Persatuan pembangunan menyambut baik danmemberikan dukungan yang positif, dan sekaligus sebagai sumber untukmenambah pendapat asli Daerah.

2' Terkait dengan Raperda penyerenggaraan 
rbadah Haji Kabupaten Rembang :

Berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2oog , pasar 35 , TentangPenyelenggaraan lbadah Haji, mengamanatkan bahwa , Trasnportasi jama,h hajidari daerah asal ke embarkasi , dan dari embarkasi ke daerah asal, menjaditanggungjawab Pemerintah Daerah. Dan berdasarkan peraturan pemerintah
nomor 79 tahun 20t2, tentang Pelaksanaan UU nomor 13 tahun 2oog, tentangPenyelenggaraan rbadah Haji, mengatur tentang masing_masing kewenanganantara pusat dan yang menjadi kewenangan daerah. Maka seuagai tindak lanjutketentuan Undang-undang dan peraturan tersebut, dan dalam rangka untukmemberikan pelayanan yang prima kepada iama,ah haji masyarakat Rembang,dari Fraksi PPP memandang perlu, segera diterbitkanya peraturan Daerah yangmengatur tentang penyelenggaraan lbadah Haji.

3' Terkait dengan Raperda Tentang ljin Usaha Jasa Konctrrrrzci .



harus memenuhi ketentuan persyaratan Tehnis dan persyaratan lainya , sehingga
effektifitas dan efisiensi bidang pembangunan di Kabupaten Rembang, aapit
tercapai dan dapat bermanfaat untuk masyarakat . Maka agar maksud tujuan
tersebut di atas terwujud , kami fari Fraksi PPP , memandang penting adanya
Regulasi sebagai pedoman dasar hukum, untuk mengaturan usaha bidang Jasa
Konstrusi di Kabupaten Rembang.

4. Terkait dengan Raperda Tentang pengelolaan Barang Milik Daerah :

Dari hasil Pemeriksaan /audit BPK setiap tahun, tentang pelaksanaan ApBD
Pemkab Rembang, hasil opini yang didapat masih dengan predikat WDp , dan
untuk mendapatkan predikat WTP, dari penilaian pemeriksa ( BpK ) , problem
yang masih belum dapat terselesaikan adalah tentang pengelolaan Aset daerah,
Maka kami Fraksi PPP berharap , agar Opini dengan predikat WTp pemkab
Rembang segera terwujut, setelah kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan
asset daerah ini duberlakukan, minta kepada pemkab Rembang, agarpenanganan asset milik daerah ini betul-betul ditangani secara serius.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan pembangunan, Tentang 7( tuiuh ) Raperda Tahun 2ot7 ini, karena waktu pembahasan yang sangat pendek, dandengan banyaknya kegiatan yang lain, marilah kita selalu mohon pada ALLAH swr,semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan kelancaran, sehingga apa yang kitalakukan mandapatkan hasil, dan manfaat yang maksimal untuk Masyarakat danPemerintah Kabupaten Rembang .

Trima kasih atas segara perhatianya, dan mohon maaf atas segara kekurannya,..,.

Billahi Tauftq Wal Hidayah ,.,,.

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 19 Desember 2017

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKIL.AN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

".:'.KETUA
SEKRETARIS



PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS

7 (TUJUH) RAPERDA, Tentang :

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Utang
Perubahan Atas peraturan Daerah tlomor s rahun
2010 Tentang Retribusi parkir Khusus
ljin Usaha jasa Konstruksi
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Perubahan Kedua Atas perda Nomor 16 Tahun
2011 Tentang perubahan Atas perda Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang RetribusiPelayanan parkir di Tepi Jalan Umum
Perubahan Kedua Atas perda Kabup.t.n RembangNomor 4 Tahun 2009 Tentang p.ng&ol;;;';;ili
Pelelangan tkan
Pelayanan lbadah Haji

FRAKSI DEMOKRAT

DPRD KABUPATEN REMBANG

1.
2.

3.
4,
5.

o.

7.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
K,ABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang

Telp. (0295) 691 1 94

PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS

7 (TUJUH) RAPERDA, Tentang :

1. Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang
2, Perubahan Atas peraturan Daerah t{omor s rahun 2010

Tentang Retribusi parkir Khusus
3. ljin Usaha jasa Konstruksi
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Perubahan Kedua Atas perda Nomor 16 Tahun 201i

Tentang perubahan Atas perda Kabupaten Rembang
Nomor 4 Tahun 2o1o rentang Retribusi perayanan parkir
di Tepi Jalan Umum

6. Perubahan Kedua Atas perda Kabupaten Rembang Nomor4 Tahun 2009 Tentang pengerorian Tempat e"iJ.ngrn
lkan

7. Pelayanan lbadah Haji

SELASA, 19 DESEMBER 2017

Dibacakan oleh : IMRO,ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.

Assa/arn u'alaikum Wr. Wb.

selamat siang dan saram sejahtera bagi kita semua 
;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil

2. Saudara Pimpinan dan

Rembang

3. FORKOPIMDA Kabupaten

Bupati Rembang

Segenap Anggota DPRD Kabupaten

Rembang



5. staf Ahli Bupati, Asisten sekretaris Daerah, Kepala Badan,

Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepara Bagian SETDA dan camat
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang

6. saudara sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta staff
7. saudara Pimpinan organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-

rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia

sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha
Esa, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah
swr, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahNya
sehingga pada siang hari ini masih diberi kenikmatan hidup dan
kesehatan sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna DpRD
Kabupaten Rembang dalam membahas 7 (tujuh) Rancangan peraturan

Daerah Kabupaten Rembang tahun2OlZ ini,

Bupati, wakil Bupati dan Rapat paripurna Dewan yang Terhormat,

Bahwa Peraturan Daerah ini dibahas untuk menjadi pedoman bagi
pemangku kepentingan, untuk kemaslahatan masyarakat dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, yang kami sayangkan
adalah kenapa permintaan pembahasan perda ini di ujung tahun
anggaran?

Padahal program pembentukan Perda sudah ditetapkan dalam

paripurna sebelum penetapan APBD induk tahu n 2017 yaitu pada bulan

november 2016. Pertanyaannya dalam kurun waktu setahun bagian

hukum Setda Kabupaten Rembang apa yang di kerjakan? Padahal

sebagian adalah perubahan perda, Normatifnya pembahasan perda

non APBD dibahas sebelum perda APBD disampaikan ke DPRD.

i r^L^^ -^t- L.,^^ri . ,^t,,1, ,^1, ,^^i l.;^^-; ^ l^^^:^^ h,,1,, ,^



Bupati, wakir Bupati dan Rapat paripurna Dewan yang Terhormat

Dari 7 Raperda yang diajukan terdapat 3 perda terkait retribusi yaitu
terra ulang, parkir ditempat khusus dan parkir di tepi jaran umum, kami
berpesan bahwa Perda ini disamping untuk menambah pendapatan asli
daerah juga harus di imbangi dengan pelayanan yang baik. Dan yang
tidak kalah pentingnya yaitu tentang peraksanaan dirapangan sesuai
dengan perda tersebut (penindakan perda).

Terkait perubahan perda tentang pengeroraan tempat pererangan ikan
kami berharap Pemkab benar-benar melaksanakan perda ini nantinya
dengan sebaik-baiknya dan meminimarkan kebocoran yang serama ini
indikasinya sangat besar.

Tentang perda pengelolaan barang milk daerah kami fraksi demokrat
mendorong pemkab untuk segera menyeresaikan aset daerah yang
tercatat tetapi barangnya sudah tidak ada sesuai dengan raporan BpKjawa tengah bulan lalu.

Bupati, wakir Bupati dan Rapat paripurna Dewan yang Terhormat

sebelum mengahkiri pandangan ini kami Fraksi Demokrat DpRD
Kabupaten Rembang menyampaikan supaya pemerintah Kabupaten
Rembang mengevaruasi perda-perda yang tidak sesuai atau
bertentangan dan bahkan yang sudah tidak berraku ragi,

Kami juga berharap kepada pemerintah Daerah Kabupaten Rembang
jangan hanya bisa membuat perda tetapi dalam peraksanaan perda
tersebut harus berani menindak peranggaran-peranggaran secara
tegas, supaya ada manfaatnya bagi masyarakat luas.

semoga kita dalam membahas perda-perda tersebut dapat
membuahkan hasil yang memuaskan bagi masvarakat Kahrnafan



Bupati, wakil Bupati dan Rapat paripurna Dewan yang Terhormat,

Demikianlah pandangan umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan,
akhirnya kepada saudara Bupati dan wakil Bupati, saudara Ketua,
Para wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan,
Kami ucapkan terima kasih terah mengikuti dengan seksama
penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa
senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan
perlindungan kepada kita semua daram meraksanakan tugas dan
tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu,alaikum Wr. Wb.

Rembang, 1g Desemb er 2012

FRAKSI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA EKRETARIS#x
ryI

KARTIKA IMRO'ATUS S LICHAH,



PARTAI XEEANCXNAN BANGSA
W2rrrd./z ?a,q &-a"

PemandanganUm um
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSADEWAN PBRWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEIY REMBA]\G

TERHADAP

7 RAPERDA NON APBD

Disampaikan oleh : H. Subawoto
Pada Sidang paripurna D,RD Kabupaten Rembang

Selasa, l9 Desember 26tl

, ssa/am u 'alaikum wr, wb,

Yang kami Hormati, Bupati dan wakir Bupati Rembang

Yang Kami Hormati,,Para Anggota Forkompimda Kabupaten Rembang, Komandan I KepalaKesatuan TN r'poLRr, Ketua F*rbroii* rlJdffi .llljrrrrrn Neseri-Ka b, Rembans

Yang kami Hormati, Ketua dan Para wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang,beserta segenap anggota DpRD faOupaien nrrOrng,

Yang kami Hormati, saudara sekretaris Daerah dan sekretaris DpRDkabupaten Rembang beserta jajarannya,

Yang kami hormati Pap Pejabat di lingkungan Pemkab, Rembang serta para
Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati lara Pimpinan Parpol, Wartawan, para pimpinan Ormas,
organisasi wanita, LSM serta Undangan'sekalian yang oeioanagia



Mengawali pemandangan umum ini perkenankan, meskipun sudah lewat,
kami menyampaikan selamat Hari Nusantara yang diperingati setiap tanggal 1i
Desember, Hari Nusantara mempunyai makna yang sangat pentinf-untuk
meneguhkan semangat dan wawasan kenusantaraan fita. Witau kita teidiri dari
banyak suku, ras, agama dan terdiri dari banyak pulau yang dipisahkan oleh
lautan-lautan, kita tetap satu bangsa dalam wadah NKRI.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Mullakan

Pada kesempatan ini, perkenankanlah
pemandangan umum sebagai berikut :

kami menyampaikan

1,

Raperda tentang Retribusi pelayanan Teraffera Ulang

Ruang lingkup Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ini
sangat luas sekali karena retribusi ini bersifat wajib bagi para pemilik alat
ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di Kaoupatln' Rembang yang
mungkin jumlahnya mencapai ribuan. Maka dari itu, pemkab- harui
menyiapkan tenaga teknis yang memadai dan dalam hal tenaga teknis
sangat terbatas, pemkab harus melakukan menejemen tenaga teknis sebaik-
baiknya untuk mencapai target yang maksimal,
Tera/tera ulang adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan sebagai
bagian dari pelayanan dan upaya perlindungan lonsumen, Tera/tera uta-ng
juga merupakan kebutuhan mutlak dalam perdagangan, industri, pertanian-,
peternakan, perikanan bahkan pendidikan, sehingga dengan adanya perda
ini akan memberikan kepastian hukum bagi masyarafat r]ntuk memperoleh
pelayanan, perlindungan dan kondisi persaingan yang sehat dan kompetitif
di Kab, Rembang. Maka dari itu, pemkab harus melakukan sosialisasi yang
masif terkait perda ini agar masyarakat terutama para pemilik alat ukur dan
sejenisnya sadar tera/tera ulang,

3, Tera/tera ulang adalah proses penandaan bahwa sebuah alat ukur tertentu
layak/tidak layak dan sah/tidak sah untuk digunakan. lJntuk itu, FPKB
berharap pemkab menyediakan sarana prasarana reparasi alat ukur untuk
mengantisipasi adanya alat ukur yang rusak sebelum dilakukan tera ulang'

4, FPKB meminta pemkab melalui OPD terkait melakukan pendataan subyek
dan obyek wajib tera agar pelaksanaan perda ini dapat maksimal serta jelas

dan terukur baik pelaksanaan maupun pendapatannya.

Fr----J^ ^--^--- Fr^-..L-L-- A^^^ Fr^-J^ tl^ t ?-L..- anrn 1--l---

2,



pemkab melakukan penertiban pengelolaan tempat khusus parkir dengan
menunjuk juru parkir'juru parkir yang jelas dan terdata serta profesiona[
Setiap Tempat Khusu Parkir seharusnya diberi pengumuman tarif retribusi
parkir agar pengguna perkir mengetahui besaran tarif resmi untuk
menghindari penyimpangan atau pungutan liar oleh oknurrr tertentu.
Pengelolaan perparkiran atas Tempat Khusus Parkir harus dijiwai
semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pemilik
kendaraan. Maka dari itu, pihak pengelola dan para juru parkir harus
profesional dalam melakukan pengeroraan. Kami menyarankan agar
pemkab memberikan bimbingan teknis pengelolaan kepada pira
pengelola untuk meningkatkan profesionalitas mereka.

Raperda tentang ljin Usaha Kontruksi

1, Perda tentang ljin Usaha Kontruksi sangat penting untuk disahkan sebagai
payung hukum dalam proses pemberian ijin usaha jasa kontruksi, FpKB
berharap perda ini tidak hanya digunakan sebagai formalitas semata
namun harus b]sa menjamin kegiatan kontruksi dengan hasil yang
berkualitas. Kami ingin agar ke depan sarana-prasarana dan infrastruktur
yang pembangunannya dibiayai oleh APBD benar-benar memenuhi
standar mutu yang tinggi, Kamijuga berharap perda ini dapat mewujudkan
ketertiban dalam pelaksanaan peierjaan kontiuksi dan dapat memberikan
perlindung!n kepada para pemilik usaha jasa kontruksi terutama yang
berasal dari lokal Kabupaten Rembang.

2, Banyak sekali pengusaha lokal yang bergerak di bidang jasa kontruksi,
tapi juga sering kita temukan hasil pekerjaan yang furing baik, FpKB
mendorong Pemkab, Rembang agar memberikan bimbirrgan, pembinaan
dan pengawasan kepada mereka agar ke depan kegiatai dan pekerjaan
kontruksi di Kab, Rembang lebih tertib, aman, lancar dan berkualitas'

Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah

Perda ini sangat penting untuk disahkan agar pengelolaan barang milik

daerah mempunyai pedoman secara yuridis sehingga aset daerah dapat dikelola
secara modern dan profesional,

Pada kesempatan ini FPKB memberikan beberapa catatan kepada Pemkab

Rembang :

2.

J,



2 lnventarisasi barang milik daerah harus
konsisten untuk tertib administrasi dan
barang milik daerah

dilakukan secara berkala dan
sekaligus menjamin keamanan

3. Pengelolaan barang mirik daerah, penjerasan status kepemirikan,pencatatan, penjuaran, kerjasama dengan finan-pinat cran penghapusan
barang milik daerah agar dilakukan recira protesibnar oin trinsparan.

Raperda tentang perubahan Kedua atas perda No.
Perubahan Atas perda Kabupaten Rembang No.
Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan U;;;

untuk mengoptimalkan perda ini agar pemkab menginventarisir ulang titik-titikparkir vans ada, Har ini mengingat brnt;kry. titik i-;rki; t;;, yang mungkinbelum masuk data base pemrio iehingga kita kehirangan potensi pendapatan,

Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kab. Rembang No. 4 tahun2009 tentang pengelolaan Tempat pelelrngrn lkrn
Meskipun kami memandang bahwa revisi Perda Kab, Remberng No, 4 tahun200e mensuransi potensi ino nrp ngrgrr;ipffi ffiHil pemkab tetaptidak mengabaikan tugasnya mendampingi pia nelayan ,ntri meningkatkan

Siniflittfp 
ikan' selain iiu pelavanrn lirJripat nerlranjan-ir,rn terap harus

Pimpinan sidang dan Hadirin yang Kami Muriakan

Demikian pemandangan umum ini kami sampaikan, semoga catatan-catatan inidapat digunakan untuk menyempurnakan rib.io.-i#roi varij' aran dibahas.
Dan atas perhatian para hadirin kami ucapkan Terimakasih.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

16 tahun 2011 tentang
4 tahun 2010 tentang

Rem
Fraksi

-/)

,d,r/

bang, 19 Desember 2017
Partai Kebangkitan Bangsa



FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No, gg Kode pos 59212 Rbg.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NIASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANC

Tanggal : 19 Desember ZO1T

Tentang : l ' Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera lTera Ulang
2' Raperda tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah KabupatenRembang nomor 4 tahun 2010 tentang restribusi pelayan parkir di tepi.jalanUMUITI,

3' Raperda tentang Perubahan kedua atas peraruran daerah kabupaten rembangnomor 4 tahun 2009 tentang pengelolaan tempat pelerangan ikan,
4. Raperda tentang ijin usaha jasa konstruksi,

5. Raperda tentang pengelolaan Barang Milik Daerah,

6. Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial perusairaan,

7. Raperda rentang pelayanan Ibadah Hali

Dibacakan Oleh

Ass alamu' alaikum warohmarul I ah i wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Salam Restorasi... ,Merdeka !!l

Yanp terhnrrnat Sdr Rrrnqti rian \l/aLil Drrnali 11 aL.,-^+^* D^*L^-^



Yang terhormat, Forum Koordinasi
Rembang

YaT g terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag di lingkungan Setda Kab, Remba,g
Yang terhormat, Kepara Dinas, Badan, Kantor dan camat se-Kabupaten Rembang
Yang Terhormat, Sekretaris DpRD Kab, Rembang beserta jajaran da, staf,

Lembaga swadaya masyarakat ( LSM ), Rekan wartawan, ormas dan semua pihak yang
hadir pada sidang hari ini yang kami hormat.

I-IADIR.IN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI N,flILYAKAN,

Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur ke hadirat ALLAH swT atas nikmatnya lah
kita pada hari ini dapat menghad'i rapat paripuma. Sholawat dan salam mari kita
harurkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dalam lnenyampaikan pemandangan umum atas 7 Raperda yang karni sebukan diatas,
sebelunuu'a iiil*ar kanri mellyampaikart keprihatinall yang ,rencrararn atas nrusiberh yang
dialami saudara kita yang ada di Tasikmalaya dan sekitar yang dilanda gempa, Semoga
mereka diberikan kekuatan dalam menghadapi musibah tersebut,sebelum Rapaerda ini
dibahas' Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan dalam pemandangan Umum Fraksj
PDI Perjuangan Nasdem, diantaranya :

1 Kami dari fraksi PDI Perjuangan Nasdem, sesuai dengan alnanat UU no 2g tahun

2009 tentang pajak rerribusi daerah pada prinsipnya bahwa sasaran dalam

penetapan tarif retribusi usaha jasa konstmksi yang berdasarkan pada tujuan untuk

memperoleh keuntungan yang layak. Sehingga keunrungan yang diperoleh apabila

pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan kenaikan retribusi tidak sampai mencapai

Pimpinan Daerah ( FORKOMPINDA ) Kab.



2' Kami fraksi PDI Per'luangan Nasdem, sesuai rancangan perubahan kedua atasperaturan daerah kab' Rembang no 4 tahun 2009 tentang pengeroraan rempatpelelangan ikan benujuan meningkatkan perayanarr terhadap masyarakat terurtunaneiayan dan bakul ikan, Untuk itu menghimbau saudara bupati untuk melakukanpencegahan dan sanksi didalam pelaksanaan perda terkait penjuaran ikan diruarTPI.

3' Kami fraksi PDI Perjuangan Nasdem,terhadap Raperda pengeroraan perayananibadah haii di Kab' Rembang berharap perbaikan perayanan haji ini bisaditingkatkan lagi' Termasuk pelayanan ketka di Tanah S*ci y,iru pendampingan
dari tenaga ntedis yanS kami rasa kurang, dan kami sangat berh^rap ini masih bisaditambah agarJamaah bisa dirayani dengan optimar.

HAD,RN SIDANG PARPURNA YANG KAMI MTILYAKAN,
Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi pDI peqjuangan Nasdem, harapan kamisemoga proses pembahasan Raperda ini dapat berjaran rancar. Dan semoga berguna danbermanfaat bagi kita semua, kurang rebihnya kami mohon maaf yang sebesar _ besarnya,
Billahi Taufiq wal Flidayah wassalamu,alaikum wr. wb.
Salam Restorasi,,. ,. Merdeka llll

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

DEWAN PERWAKI

cilKETUA

<e
$'-t

YAT DAERAH

srrnp/.dn rq-



FRAK.I pARr^,ffi1^f,!E$$.$H&- 
( GERTNDRA )DpRD KABUpATET\ nivrsaxc

ATAS

7 RAPERDA KABUPATBI\ REMBANG TAI{UN 2017

PARTAI

GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA



F *tr! r, o*if iEl*T,fllrr,ffi B* r, o RA yADEWAN PERWAKTLAN RAKYAT OANNAH IG.BUPATEN
REMBANG
TERHADAP

7 ( TUJUH ) RAPERDA KABUPATEX REMBANG TAHUN 2017

pada sidang ,.?J',?ff4'lflt* x;!lii?ilIi?pJ)*.0, 1e Desem ber 2017

Assalamu ,alaikum wr, wb,

S alam Indonesia Reyo.,..,,

Yang terhormat sdr. Bupati dan wakir Bupati Rembang
Yang kami hormati sdr. pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;Yang kami hormati sdr. pimpinan dan enggota ForkompimdaYang kami hormati sdr. 

. 
sekretarrs oaeratr dan para pejabat

fliilfl:X;l" 
pemfab' -il;b;;; d;;. i,,,. c.r.t'sL- Kabupaten

Yang Kami hormati Sdr.para pimpinan
Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM
Yang berbahagla.

Alhamdulillah di kurun waktu buran oktober dan Nopemb er zo17DPRD Kabupaten Rembang terah meraksanakan tugas yang sangat padat,
diantaranya terah menetapkan A'BD perubahan Kabupaten Rembangtahun 2017 dan APBD lnduk tahun 2018,Untuk itu Fraksi Gerindramemberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seruruh jajaran
Pemkab Rembang, Mudah-mudahan menjadi awar yang baik daram
mengikuti proses perencanaan hingga pelaksanaan APBD di tahun 2O1g
yang akan datang.

Parpol, Wartawan, para
Serta Undangan Sekalian



seresai penetapan ApBD 2o1g dan pengisian perangkat 
Desaserentak 'saat ini kita dihadapkan pada tugas yang tidak karah murianyayaitu pembahasan 7 (tujuh) Raperda yang kemarin terah disampaikan

saudara Bupati daram sidang paripurna yaitu sebagai berikut :

1, Raperda tentang pelayanan lbadah Haji
2, Raperda tentang rjin Usaha Jasa Konstruksi
3. Raperda tentang pengeroraan Barang Mirik Daerah
4' Raperda tentang perubahan kedua atas perda Nomor 4 tahun

2009 tentang pengeroraan Tempat pererangan rkan (Tpr)
5, Raperda tentang Retribusi perayana n Tera[Tera urang
6. Raperda tentang perubahan perda Nomor 5 tahun zolotentang

Retribusi Tempat Khusus
7' Raperda tentang perubahan kedua atas perda Nomor 16 tahun2011tentang perubahan atas perda Nomor 4 Tahurn 2olotentang

Retribusi pelayanan di Tepi Jalan Umum,

pimpinan Sidang dan Anggota
pada hakekatn ya T Raperda yang

Fraksi Gerindra bisa menyetujui untuk
akan memberikan beberapa catatan dan

Paripurna yang terhormat;

telah di ajukan ke DpRD tersebut,
dibahas. Namun, Fraksi Gerindra
pertanyaan sebagai berikut :

1' Bahwa sesuai amanat uu nomor 2g tahun 2oog tentang pajak
Daerah dan retibusi daerah khususnya di pasar 1s3 ,prinsip dan
sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada
tujuan untuk memperoreh keuntungan yang rayak yaitu keuntungan
yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan
secara benar dan berorientasi pada harga pasar yang berbasis
pelayanan,namun pembebanan retribusi kepada masyarakat



tentunya pemkab Rembang tetap harus berpedoman pada rasa
keadiran dan bukan semata-mata untuk memperoreh keuntungan
daram rangka kenaikan mencapai target pAD saja,Untuk itu Fraksi
Gerindra berharap agar kenaikan retribusi ditempat khusus dan
retribusi di tepi ialan umum tidak sampai mencapai kenaikan kisaran
100 (seratus) persen.contoh :Retribusi kendaraan roda z dan3 adakenaikan 1 oo persen yang duru asarnya Rp. 1 . ooo,- padahar
pengguna dan pemirik kendaraan tersebut adarah Rakyat kecir.2' Bahwa terkait perubahan kedua atas perda Nomor 4 tahun 2oogtentang pengeroraan tempat pererangan ikan ( Tpr ) terah terjadipenurunan tarif Retribusi sebesar o,30 o/o yaitu retribusi awal 2,gs oh
menjadi 2,SS % untuk itu Fraksi Gerindra mewanti - wanti padapemkab Rembang agar berupaya keras supaya target pAD tetaptercapai waraupun terjadi penurunan tarif Retribusi seperti yangtercantum daram Raperda perubahan tersebut aparagi ditambahadanya Regurasi yang tidak berpihak Kepada Nerayan Rembangyaitu permen Kp No. 71 tahun 2016 terkait rarangan cantrang untukitu Fraksi Gerindra berharap penurunan tarif Retribusi di rpr tidakmengurangi mutu pelayanan yang diberikan oreh pemda Rembangkepada pengguna Jasa di Tpl.

3' Bahwa pada prinsipnya Fraksi Gerindra Mengapresiasi terhadapRaperda - Raperda yang diaiukan Bupati Kepada DpRD KabupatenRembang karena semua iti saya yakin untuk memberikan payunghukum dan Kepastian Hukum bagi terciptanya dan terselenggaranya
Pelayanan kepada masyarakat yang rebih baik daram rangka menuju
Good Govermen dan crean Govermen di Kabupaten Rembang.



Pimpinan sidang dan Anggota paripurna yang terhormat;
Demikian pandangan umum ini kami sampaikan. Teriring doa dan

semangat kerakyatan semoga Raperda ini bisa dibahas dengan penuh
tanggung jawab, cermat, hikmad, dan tepat. semoga Allah ruhan yang

Maha Esa selalu menuntun niat baik ini. Serta membuahkan hasil yang
optimal, berguna, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang,

Wassalamu' alaikum Wr, Wb,

Rembang, 19 Desember ZOIT

FRAI$I PARTAI GER

Waki I Ketua Sekretar i s



FRAKSI KARYA SEJAHTERA

@

m
Sckretariat Jt,Dtponegoro No E8 Rembang - Tetp (0295) 693290

DEWAN PERWAKILAN MKYAT-DAERAH'' 
XISUPATEN REMBANG

1,
Z,

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

DPRD }GBUPATEN REMBANG

Terhad aP 7 (tujuh) RaPerda

Raperda ttg. Retribusj Petayanan TeLa/Tera Utang

Raperda tt{. Perubahan Raperda No 5 Th 2010 ttg,
Tempat Parkir Khusus

Raperda ttg. Raperda ttg. ljin Usaha Konstruksj

Raperda ttg. Pengelolaan Barang Mitik Daerah

Raperda ttg. Perubahan Kedua atas Perda No 1 6 Th

iOtl ttg Ferubahan atas Perda No 4 Th 2010 ttg
Retribusi Pe[ayanan Parkir Ditepi Ja[an umum

Raperda ttg. peiubahan Kedua atas Perda No 4 Th

2009 tentang Tempat Petetangan lkan

7 . Raperda ttg. Petayanan lbadah Haji

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD

KabuPaten Rembang

Hari Selasa , 19 Desember 7017

3.
4.

5.

6.



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang kam'i hormati Sdr. Bupati dan Sdr. Wakil Bupati Rembang'

Yang kami hormat'i Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD

Kabupaten Rembang

Yang kami hormati Forum Koord'inasi Pimp'inan Daerah

Kabupaten Rembang

Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten Sekda dan

Kepata Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang,

Yang kami hormati Staf Ahti, Kepata Badan, Kepata Dinas,

Kepata 0rganisasi Perangkat Daerah dan camat di [ingkungan

Pemerintah Kabupaten Rembang,

Yang kami hormati sdr. pimpinan organisasi Kemasyarakatan,

LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawati penyampaian pemandangan Umum ini, Fraksi Karya
sejahtera mengajak hadirin semua untuk mengucapkankan pujj dan
syukur ke hadirat Attah SWT seraya memanjatkan doa agar senantiasa
diberikan kesehatan, kesetamatan, rahmah dan berkah kepada kita

Saudara Bupati dan para hadirin sekalian.

Pada kesempatan ini Fraksi Karya

menyampalkan Pemandangan Umum mengenai

Peraturan Daerah yang disampaikan oteh saudara
Kabupaten Rembang kemarin, sbb.

Sejahtera akan

7(tujuh) Rancangan

Bupati kepada DPRD

1. Fraksj Karya sejahtera mengharapkan agar dalam tahapan
pembahasan raperda nanti, senantiasa tunduk kepada
Undang-undang Nomer 23 tahun ?014 tentang pemerintahan



Tertib D,RD Kabupaten Rembang. Apabi{a tidakmenggunakan regu(asi tersebut dikhawatirkan akan timbu(permasatahan dikemudian hari.
2, Secara substansial Fraki Karya Sejahtera berharap agarperaturan Daerah yang dibahas agar nanti bisa berpihakkepada pubtikRembang pada umumnya.

Demikiantah pemandangan umum Fralai Karya Sejahtera,setanjutnya menyerahkan pembahasan raperda-raperda ini kepada (4

;Tili, 
Panitia Khusus vang dibenruk nanri, agar dibahas sebaik

tNassalamu ,alaikum 
wr, wb,

DPRD

F ffii&l'I,!,"ffH"*6\

\.o
lua, 7 Sekretaris,

. Jor(q su



FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PEMANDANGAN UMUM

TERHADAP

RAPERDA 7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH :

I. Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Rembang

2, Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

.3, R.aperda LcnLang R.esLribusi Fclayanan TeraiTera Uiang,

4, Raperda tentang ljin UsahaJasa Konsnuksi

5' Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang

Nomor 4 Talrrrn Toog renrang penoelolaan Temnar peJelangan Tkan

6. Raperda tenEang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupacen Rembang

Nomor 4 Tahun 2010 centang Resrribusi Pelayanan Parkir di Tepi.]alan LImum.
T Raperda tentang Perubahan atas PeraEuran Daerah Kabupaten Rembang Nomor

5 Tahun 2010 tenrang Rescribusi rempar Khusus parkir.

Dibacakan Oleh : SAHNINGSIH, S.E.

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggora DpRD Kabuparen Rembang
l3upari dan Wakil Bupari Rembang.

Forum Koordinasi pimpinan Daerah Kabuparen Rembang
Sekreraris Daerah Kabupacen Rembang.

Sekretaris DpRD, stat Ahli Bupati, Asisren sekda, Kepala
Dina.s/Badan/Kantor/Bagian/lnsransi verrikal se KabupaEen Rembang.
Carnat se Kabupaten Rembang

Kefua KPUD Kab, Rembang, Kecua ormas, paqpol, LSM Kab. Rembang dan
hadirin yang berbahagia,



Assalaam u'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kira panjatkan kehadirac Allah SWT atas limpairan

Rahmat serta Karunianya, sehingga pada han ini kira dapat menyampaikan

Pemandangan Umum Fraksi dalarn keadaan sehaE.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Bcr:kairan dengan 7 (tujuh) raper:da diaras. maka l<arru perlu menyarnpai.l<an

dan mohon penjelasan Eentang beberapa hai, yakni :

I. Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabuparen Rernbang.

a. 'rugas Paniria Penyelenggara lbadah Haji, pada pasal 9, ruang

Iingkupnya lebih sempir dan rerbaras pada pelayanan pemberangkacan

dan pemulangan jamaah haji. sementara pada pasal 11 ayac 3, perugas

sebagai bagian dari Paniria Penyelenggaraan lbadah Haji, ruang

iingkup tugasnya lebih luas, yairu pelayanan secara umum, birnbingan

ibadah dan pelayanan kesehaEan.

b. Pada pa.sal 11 ayat 3 hurut b, cseburkan bahwa ,,memberikan

bimbingan ibadah kepada jamaah haji" adalah salah saru rugas yang

harus cliemban Perugas. Apakah rugas rersebut cukup dr]aksanakan

oleh l-iin Pemandu Haji Daerair ???

Jika krra mengacu pada uu Nomor 13 Tahun 200g renrang

Penyelenggaran Ibadah Haji rerdapar Tim pembirnbing Ibaclah Haji

Indonesia (TPIHI) yang berrugas khusus memberjkan ibadah haji.

Raperda tentang Pengeiolaan Barang Milik Daerah.

Unruk raperda ini akan kita lebih bahs lebih rerperinci dJ pansus rerkair,
Raperda tentang Resrribusi pelayanan'rera/'[era Ulang,

Unruk raperda ini akan kira lebih bahs lebih rerperinci di pansus rerkair.
Raperda tenrang ljin UsahaJasa Konsrruksi.

Untuk raperda ini akan kita lebih bahs lebih cerperinci di pansus rerkatr.

2.

3.

4.



6,

7,

5. Raperda rentang Perubahan Kedua Atas PeraEuran Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 4 Tahun 2009 rentang Pengelolaan Tempat Pelelangan

Ikan.

Pada pasal 14 ayat. 3 terdapar isrilah "lelang Eerbatas", tnohon dapat

dijelaskan tentang arti isti-lah [ersebut,

Raperda tentang Perubahan Kedua Aras Peraturan Daerah Kabupaceir

Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Resrnbusi Pelayanan Parkir di
-fepiJaian Umum.

Perubahan rarif resEribusi, karni harapakan didasari perhitungan yang

maEang dan secara signifil<an akan meningkarkan kualiEas pelayanan,

Rapercla tcntang Penrbaharr atas Peraruiran Daerah Kabupaten Rembang

Nornor 5 I ahun 2010 rentang Restribusi Ternpat Khusus Parkir,

Perubahan tarif restribusi, kami harapakan didasan perhitungan yang

matang dan secara sigrutikan akan meningkatkan kualitas pe1ay,x11xr't,

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pemandangan umum dari Fraksi Harapan, kami mengharapakn

dalam pembahasan ini mengundang segenap staheholder rerkait, untuk

mencapai hasil yang lebih oprimal, Semoga pembahasan raperda-raperda

tersebut di aras dapat beqalan dengan baik dan tidak lepas dari perunjuk

Allah SWT Aamin.



B illahi r au t' t qu, al htd ay ah.

Wa s s aJ a a,m u' al ai k u m Wa ra hm a t u ll alt i Wa b arak a t u h.

Rernbang, 19 Desember 2017

FMKSI HARAPAN

DPRD KAB. REMBANG

Y-'-
[. . lt"'

eEaris



PlMP]NAN DPRD J<ABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTIJSAN DEWAN PERWAI{LAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2OI7

TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPiNAN DAN ANGGOTA PANITIA I{I{USUS I, II, III DAN
IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

DALAM MEMBAFIAS 1O (SEPULUH) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAi-{
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang d.. bahwa sesuai Pasal 87 ayat (3) huruf c peraturan
DPRD Kabupaten Rembang Nomor Ol Tahun 2Ot4
ientang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali
ler"akhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten
Rembang Nomor I Tahun 2016 tentang Perubahan
I(edua atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembarrg
l'Jomor 01 Tahun 2Ol4 tentang Tata Tertib DPRD
[(abupaten Rembang bahr,va pembahasan dalam rapat
l<omisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang
dilakukan bersama dengan kepala daerah yang
dilakukan bersama dengan kepala daerah atau
pe.jabat yang ditunjuk untuk mewakili ;

bahwa untuk 'mernenuhi ketentuan sebagaimana
huruf a dan untuk efektivitas pembahasan terhadap
10 (sepuluh) rancangan peraturan daerah dipandang
perlu "untuk membentuk panitia khusus yang
Pirninar: dan Anggotanya ditetapkan dengan
keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19SO tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

1.

b,

Mengingat



.)

1.

q,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pecloman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Raicyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Penvakilan
llakyat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Tlak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Perattrran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Renrbang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
Dewan Per-wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
seLrqgai6ana telah dir-rbah beberapa l<ali terakhir dengan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah i(abupaten
Rernbang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
[(er]tra atas Peraturan Dewan Perv,'akilan Rakyat Daerah
Kalruy:aten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang
'l'ata l'ertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rer rrbang.

1, Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD l(abupaten
Rembang tanggal 27 November 2017.

2. Hasil rapat gabungan Pimpinan DPRD, dengan
Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal
27 November 2017.

3. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal
1!) Desember 2017

MEMUTUSKAN

Mernbentuk Pimpinan dan furggota Panitia Khusus I, II,
III rlan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Renrbang dalam membahas 10 (sepuluh) Rancangan
Peraturan Daerah.

Nanra-nama Pimpinan dan Anggota panitia Khusus I
sebagaimana dimaksud dalam diktum I(ESATU tertuang
dalilm lampiran I keputusan ini,

Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia l(husus Ii
sebagaimana dimaksud dalam diktunr KBSATU tertuang
clalam lampiran II keputusan ini.

Narna-nama Pimpinan dan Anggota panitia Khusus III
seb.rgaimana dimaksud dalam diktum I(ESATU tertuang
dalanr lampiran III keputusan ini.

Memperhatikan:

Menetapkan

I(ESATU

KEDUA

KET]GA

I< EEMPAT



](ETUJUH

i(EDELAPAN

KESEMBILAN

i(ESEPULUI-I

I(ESEBELAS

KEDUABELAS

?.\, ilaperd' tentang Retribusi peJayana, Tera / Terar.llang 
;

lr. .terlindungan dan pelestarian Hasil kegiatar: programi'lasional Pemberdayaan Masyara-i<at Mancliri
r:'erdesailtr.

Parritia Khusus- II bertrrgas membahas Rancangarl
Pelaturan Daerah tentang :

a. Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan
Perani dan Nelayan;

b. Raperda tentang perubahan Kedua Atas peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun zoog
terltang Pengelolaan Tempat pelelangan lkan.

Parritia Khusus- IIi bertugas mernbahas Rancangan
Pernturan Daerah tentang:
?t. Raperda tentang ljin Usaha Jasa Kontr:uksj;
lr, r{aperda tentang pengelolaan Barang Milik Daerah;(r, Llar:erd''. tentang Tanggugjawab sosial perusahaan,

Fanitirr Khusus_ IV bertugas membahas Rancangan
Perirturan Daerah tentang :

Et., Raperda tentang Perubahan Atas peraturan Daerah
i)'lomor 5 Tahun 20 r 0 tentang Retribusi Ternpat
Khusus Parkir;

b' Itaperda tentang Perubahan I{edua Atar; peraturan
i.)aerah Nomor 16 Tahun 2o1t tentang perubahan
.h.as Peraturan Daerah Kabupaten Remblrg Nomor 4
Tahun 2010 tenta*g Retribusi peiayanan pait<ir Ditepi
..iala:: Umum;

(:. Raper:da tentang Pelayanan Ibadah Haji.

Hasil kerja Panitia l(husus I, ll, IIi dan IV disampaikan
tla.ianr Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang,

segala biaya'yang tirnbul akibat adanya Kepr.rtusan ini
dibr:bankan pada Anggaran pendapatan dan Beianja
Daerah Kabupaten Rembang.

Keprurtusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkandi Rembang

KAMIL,MZ

AERAH



L"ampiran i : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggai : 19 Desember TOLZ
Nomor : BTahun2012

i\](.).

NAIVI}T-NAIvIN PIMPIilAIY DAN AIIGG TA PAI{ITIA KHUSUS I
DPRD I{ABUPATEN REMBANG

I..iAIvIA I(EDUDU}(AN KETERANGAN

MUHA,IdIUAL) AiINAWI, S. PC.i.
M.ANSHORI
SUGIARTC.
EKA SISW/\ ](A.[TTiI(A
Drs, H. Ivlr-ri{ SLIB41rygtO
MUHAM}VIAD BAHAUD DURROR, S.Pi
I{ANIK SF'i SI"JNDARI
H. CHASANUDDIITI
GATOT PAEF:AN, S.H, M.Si
SUKARMA.IN

J(ETI.JA
WAKIL KETUA

ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANOGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA



Lampiran II :

NAMA,NAMA

IiAT,J,q

r---.-.----I-tt
I

SAIININGSIH, S,E.

ALI IRCHAM, fi.,i..

SULiSTO WNTI ARIANi

NUR }{ASYIM

IMRO'ATUS $OLIC]-IAH, S.E.,M,H,
EDI KARTONO,SPd , I\4.H.

SHOLEH, BA,

DONNY KURINJAW/\N, S.E.,M,M
I.{ERI KURNIAWAN, S E.

H. YUDIANTO, S.H

H,JOKO SUPRTHADI. S,H.

Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 19 Desember 2017
Nomor: $ Tahun 2A),7

PIMPINAIV DAN ANGGOTA PANITIA KHU$US II
DPRD I{ABUPATEN REMBANG

llvr) I
I

I

I

J(ETERANGAN

1

,).

4,

5.

6.

'i.

B.

L
10

1i

I(ETUA

WAKIL KETIJA

I ANGGOTA

I orocorA
ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANCGOTA

KETUA,DEWAN,PERWAK]LAN RAKYAT DAERAH

KAMTL,MZ



Lampiran III : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 19 Dgsembei 2OITNomor: ( Tahr-rn2Ol7

NAMA.NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PAI{ITIA KHUSUS UIDPRD KABUPATEN REMBANG

1-

)

' 11 ,

;

i,l '+.

6,
a

cU.

inl
I

I ro I

r_.___ _-_l

IVAMA

WIDODO

PUJ] SANTOSO, Si.,M
H. SUPADI

H,M, MURYII], Si,T

H. HARNO. S fl.
NIUGIYARTO, S.,i,
MOHAMMAT} IIViR(.,I{

JASMANI

H. ISMARI

NUR JANNA}.I

KEDUDUIGN I(ETERANGAN

I(ETUA

WAKIL KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANG SOTA

ANGGOTA

KAI'IJL.\tZ

t\""i /'? .\.
,EW€I\BRWAKILAN 

RAKYAT DAERAFI
.ffi "FCHry REI\4BANo'' 3i "^



Lampiran IV :

I\i q N l,q

FIENRY PURWOTiO.S,Pd.

H. ISLAHUD]JV

ZAIMUL UMAM NS

MOKHAMAD ZAEI,,IURI

HJ. HIKMAH PU]?NAMAWATI

ILYAS

FRIDA IRIANI

AYU ARDIAH IVI.qYANCSARI

CATUR WiNA IV'I'O, {i . i.r .

PARAMITA Pl? A PAN C/\ ASWARI NR, S. Pd

Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggai : 2l Desember 2017
Itlomor : $ fahurr 20 17

NAIVIA.NAIVIA PIIUPINAI{ DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS TV
DPRD I{ABUPATEN REMBANG

iNO

I

I

I

I

I

i

i.
2.
?J.

4.

5.

ri,

"7

E.

9

10

KEDUDUKAN

KETUA

WAKIL KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

PERWAKILAN RAKYAT
PATEN REMBANG A,

DAERAH

KETERANGAN

KAMTL.T,IZ



P{MPINAN DPRD IGBUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPI.JTI,ISAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABIJPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2OI7

TENTANG

PEMBENTUI(AI\I PIMPIIVAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I, II, IiI DANIV DEWAN PERWAKILAN RAI{TAT DAERAH'XAEUPATEN REMBANGDALAM M E IVIB AH T! 1 q 
1 S E3Y1U.rri i{,VdENGAN PERATU RANDAERAH KABUPATEN REMBANG

Menimbang

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEI\I REMBANG,

: a' bahwa sesuai pasar 87 ayat (3) huruf c peraturanDPRD Kabupaten Rembang N;;;;-Ol Tahun 2Ot4tentang peraturan Tata iertib DpRD KabupatenRembang sebagaimana teiah aiubarr beberapa kaliterakhir dengan peraturan OpnO KabupatenRembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahanKedua atas peraturan 
, 
D'RD 

- 
XJrp?r. , Rernba'gNomor 01 Tahun 2Ot4 tentanj i;;* Tertib D,RDKabupatert, Rembang bahwa pembahasan clalam rapatkomisi, gabungan fomisi, .i"u ;;;f,if.xr.,u"us yangdilakukan beisama dengan klpala daer.ah yangdilakukan bersama dengan lcepaia daerah ataupqiabat yang ditunjuk untuk rn.*Jfotil 

;

b' bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagairnanahuruf a cran untuk efektivitar p;;;;asar1 terhacrapr0 (sepuruh) rancangan peratura' daerah dipandangper-lu urrtuk memLentuk panitia-- tit,rsu" yarlgpirnina:r 
iu,-, A-nggotanya ditetapkan denganke pu tusa' Dewan p";utij;J *.C", Hi.rur.,,

; J' Undang-Unda,g Nomor. 13 Tahun 1g5o te'tarrg
L.:p:.:,_lu.: laeJah_daeratr 

- 
xauup"te,., ctalarn

Mengingat



lJrrdang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pr,merintahan Daerah;

:i. l::'eraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedonran Penyusunan Peraturan Dewan perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan penvakiian
JRa)*yat Daerah;

!+, Per::.trrran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ot7 tentang
IJak Keuangan dan Administratif pimpina' dan Anggoti
Dervan Perwakilan Rakyat Daerah;

5, Peratrrran Dewan Pr:rwakilan Rarqyat Daerah I(abupaten
Rernbe.ng Nomor c 1 Tahun 2ol4 tentang Tata Tertib
Dewa'1 Pe'wakilan Rakyat Daerah Kabupien Rembang
seLragai*ana telah diubah beberapa kali ierai<hir de,gari
Peraturan Dewan perwakilan Ral<yat Daerah Kabupaien
Re,rbang Nomor 1 Tahun 2ot6 tentang perubahan
Keriua atas peraturan Dewan perwakilan Rliq,at DaerahKabul:aten Rembang Nomor oi rahun zoiq rentang'l'ata Tertib Dewan perwakilan Rakyat o".*n-xabupaten
Rembang,

: l. Ha.sil ra,lt Badan _Musyawarah DpRD l(abuparenRembang tar:ggal 27 November 2OlT.'),, Hasil rapat -[abungan pimpinan DpRD, dengan
il\i;ffi r;ffil opFo Kabupate" R;;;;ng tanggar

3 
T;r;j":ffi?r;;r&?r*o Kabupaten Rembang tanggar

MEMUTUSK,TN

IVlemperhatikar:r

Menetapkan

I(ESATU

KEDUA

KETIGA

I(EEMPAT

: Membentuk Pimpinan dan Anggota panitia Khusus I, II,III dan IV Dewan perwak,an n"rqy.t o."r"r.,'Kabupaten
ff#,ffi1 S::?n 

*"*u"r,^" ro " rsepJuii. *.,.,cansan

: Nama-nama Pimpinan dan An-ggota panitia Khusus I
;Sffiitr;'?#?ffi ; il iil'n ;?i;;;'*;3[1, tertuan j
Nama'nama Pimpinan dan Anggota panitia I(husus IIsebagaimana dimaksud o"lu,,, oif,tum xpi-aru tertuangdalam lampiran II keputu*i inl.

Narna'nama Pimpinan dan Anggota panitia Khusus III
;:?li iffi,?i'Ti[:H iam"iil.,". ffii:i,,,ertu arrg

i(EI,iMA



Lr.

rlalrerda tentang Re;ribrrsi Pelayanarr Tera I Tera
l.11;,.n9 i'
I'erlindungan dan Pelestarian Hasil kegiatan Program
lrlasional Pemberdayaan Masyarakat Mand.iri
F'erdesaan

: Pairitia Khusus Ii bertugas membahas
Peraturan Daerah tentang :

Rancangani(ETUJUH

I(EDELAPAN

KESEMBILAI.I

I(ESEPULUFI

i(ESEBELAS

KEDUABELAS

a. Raperda tentang Perlindungan dan pemberclayaan
r,etanj dan Nelayan;

b' Raperda tentang Perubahan Kedua Atas peraturan
Da.erah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2OOgi:entang Perrgelolaan Tempat pelelangan Ikan,

' Parriti* Khusus. III bertugas membahas Rancangan
Peraturan Daerah tentang:
? Raperda tentang Ijin Usaha Jasa Kontruksi;b' Raperda tentang pengeloraan Barang Milik baerah;ci' *arrerda tentang Tanggugjawab sosizl per,sahaan,

; Panitja Khusus lV bertugas membahas RancanganPeratr:ra:r Daerah tentang :a. Raperda tentang per,lbahan Atas peraturan DaerahLlomor S Tahurr 20 1O ientang Retrib rsi Tempati(husus parkir;
lr' )llaperda tentang perubahan Kedua Atas peraturani)aerah Nomor 16 Tahun 2a1r iui,.r!"perubahan

''\l'as pe'atura, Daerah rauupaten Remba:rg Nomor 4

"ili;1trj 3 Iu",". 
g R etri b ;.i p; r;y;, 

"" ?"?r.i r D i tep i
('.. )laperda tentang peiayanan Ibadah Haji.

Hr"sii ker.la panitia Krrusus I, IJ,-rr dan IV disampaikandala.m Rapar paripurna DPRD X"Urp"i"rr-n.ili"rg.
:iega.lii biaya vang tjmbul akibat adanya Keprllusan inictib':ba'kan paaa- l'ee"'J-'";."J;;;i;'.;fi BeranjaDar,ra h Kabr.rpate" n"riE*re.

i{eprLllusan ini mulaj berlaku pada tanggai ditetapkan.

Ditetapkandi Rembang
Pada tanggal 19 Desember'2oll

ftIXi"q,'$$,,ffffi3 
r D A E R A H

KAMIL.MZ



Lampirar: I : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggai : 19 Desember \OLT
Nomo:: : BTahun2017
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Lampiran Ii : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 19 Deserr:.ber ZOIT
Nomor: $ Tahun 2OIT

NAMA.NAII,IA PIMPINA}I DAN ANGGOTA PAI{ITIA KHUSUS II
DPRD I(ABUPATEN REMBANG

NIAIU,\ KEDUDUKAN iiETERAN GAN

i

.,) ,

+.

6,
.7

8.

9,

10.

11

SAHN]IVGSIH. S,E.
Ai-I IRCHAM, fi."i..

,S ULISTYO \V r.ilTr A lilt,A NI

NUR }{ASYIM

IMRC'A'|US SiOLlCr-{AH, S, E.,M.H,
EDI KARTONO,SPd., M.H,
SHOLEH, BA.

DOI{NY KURN]AWAN, S.E.,M.M
HERI KURNIAW,\N, S E.
H. YUDIANTO. .q H

H.JO](O SUPRIHAT)I, S,H

KETI.JA

WA.<JL KtrTiJA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

r-,--l-

RWAKILAN RAKYAT DAERAFI
1PffiEN REMBANG A!

T<AMTL.MZ



Lampiran lll : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 19 D;sember 20lT
Nomor: ( Tahun2AtT

NAJVIA-NAMA PIS{PINAN DAN ANGGOTA PAITITIA KHIISUS III
DPRD I(ABUPATEN REMBANG

i\AKIA

_l--
I xnouDUKAN KETERANGAN

4 H,M, MURY]D, S,T
s 

f 
H, i-ranrvo, s.0.

b , ] rrrucivaRro, S. T,

t. j uouanaMA[r rMR()t,r
8 i.;asnaaur

II / u, istvianr
I1O J NUR JANNAiI

KETUA

WAKIL KETUA

ANGGOTA
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ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

PERWAKILAN RAKYA i DAERAFI
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Lampiran iV : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 2l Desember 2017
Nomor : ! Tahun 20l 7

NA]VIA.NAIVIA PIMPINAI{ DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS w
DPRD I(ABUPATEN REMBANG

Itr A Iv{A KEDUDUKAN KETERANGAN

i-IENRY PUR]VOKO,S. Pd,

H. ISLAHUDJN

ZNMUL UMITM NS

MOKHAMAD ZAENURI
HJ. HII(MAH PURNAMAWATI

I LYAS

FRIDA iR]ANI

AYU ARDIAH MAYANGSARI

CATUR WINANTO,S.H.

PARAMITA P]?APANCA ASWARI NR, S.Pd

L___=-

KETUA

WAKiL I(ETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA
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KAI'IIL,MZ



PENDAPAT BUPATI REMBANG

ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH

YANG DIUSULKAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

DALAM RAPAT PARIPURNA II

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

Selasa, 19 Desembe r 2017

Assa I a m u a I a i k u m wa rah m atu I I ah i wa b a rokatu h .

Yang kami hormati :

- Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Rekan-rekan Forum Koordinasi pimpinan

Daera h;



- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten

Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat

Daerah Kabupaten Rembang;

- Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala

Dinas se-Kabupaten Rembang;

- Camat se-Kabupaten Rembang; serta

- Para hadirin sekalian yang berbahagia.

Segala puji milik dan bagi Allah yang melimpahkan

taufiq, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua

Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk,

bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam
mengemban amanah selaku abdi negara dan abdi
masyarakat,

Saudara pimpinan dan Anggota DPRD, serta
hadirin yang saya hormati;

Kami menyambut baik atas pengajuan tiga
rancangan Peraturan Daerah lnisiatif DpRD, yaitu:
a. Raperda tentang Tanggung jawab Sosial

Perusahaan di Kabupaten Rembang;



b. Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian

Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MD), dan

c. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

Petani dan Nelayan di Kabupaten Rembang,

Secara prinsip, ketiga Raperda tersebut di atas

dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Namun demikian perlu beberapa catatan agar
Raperda tersebut menjadi peraturan daerah yang baik

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
kondisi senyatanya,

Adapun catatan terhadap tiga raperda inisiatif
tersebut adalah sebagai berikut :

l. Raperda tentang Tanggung jawab Sosial
Perusahaan di Kabupaten Rembang

Terah kita makrumi bersama bahwa perusahaan
atau penanam modal memberikan pengaruh bagi
pembangunan ekonomi di daerah sefta menunJang
kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, Oleh



karena itu, perlu diciptakan iklim yang kondusif agar

kegiatan penanaman modal tumbuh dengan baik

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan

salah satu kewajiban perusahaan atau penanam

modal sebagaimana diatur dalam peraturan pusat,

yaitu:

a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas, diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan

Perseroan Terbatas;

b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal;

c, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Minyak dan Gas Bumi.

Pada peraturan di atas, ada konsepsi

pengaturan yang sedikit berbeda terkait

subyek/pihak yang diberikan kewajiban atas

tanggung jawab sosial perusahaan.



Di tingkat Provinsi Jawa Tengah telah

diberlakukan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2

Tahun 2017 tentang Tanggung jawab Sosial dan

Lingkungan Perusahaan.

Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam

menyusun Raperda tentang Tanggung jawab

Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang agar

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan dan kondisi senyatanya.

ll. Raperda tentang Perlindungan dan pelestarian

Hasil Kegiatan program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan

(PhlPM MD)

Program Nasional pemberdayaan Masyarakat
Mandiri perdesaan (pNpM-MD) merupakan sarah
satu mekanisme program pemberdayaan
masyarakat yang digunakan dalam upaya
mempercepat penanggulangan kemiskinan dan
perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan



Namun sayang, program ini sampai dinyatakan

berakhir tidak ada peraturan di pemerintah pusat

yang secara khusus mengatur. program ini

meninggalkan warisan berupa aset, lembaga,
personil pelaksana serta budaya kerja yang positif.

Agar warisan pNpM-MD dapat bermanfaat
secara berkelanjutan, perlu adanya pedoman
pengelolaan, pemerintah pusat sebagai penggagas
dan pengelola kegiatan mestinya menerbitkan
mekanisme pengakhiran atau exit strategy agar
jelas pengelolaannya. Namun sampai sekarang
tidak kunjung terbit.

DPRD Kabupaten Rembang sangat cermat
melihat kekosongan hukum ini, kita perlu
melakukan pembahasan lebih detail bersama
dengan melibatkan para pelaksana pNpM_MD agarperda yang ditetapkan nanti menladr sorusi atas
pengelolaan warisan pNpM_MD.



lll. Raperda tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani dan Nelayan di

Kabupaten Rembang

Pada dasarnya memberikan perlindungan

kepada petani dan nelayan merupakan hal yang

sangat penting untuk dilakukan, Oleh karena itu

sangat diperlukan untuk membentuk landasan

hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten
Rembang dalam penyelenggaraan program dan
kegiatan.

Perlu kita ketahui bahwa perlindungan petani
dan nelayan mempunyai peraturan dan pengaturan
yang berbeda. perrindungan petani berpedoman
pada Undang-Undang Nomor 1g Tahun 2013
tentang perrindungan dan pemberdayaan petani
serta Undang_Undang Nomor 7 tahun 19g4 tentang
Pangan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2009 tentang perlindungan Lahan pertanian
Pangan Berkelanjutan.



Adapun perlindungan nelayan diatur dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan,

Pembudi Daya lkan, Dan petambak Garam se(a
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang

sistem Penyuluhan dan Nerayan perikanan, dan

Kelautan.

Masing-masing perrindungan memiriki bentuk,
sasaran dan cara yang berbeda. Oleh karena itu
ada baiknya apabira raperda perrindungan petani
dan nerayan di Kabupaten Rembang dipisah daram
pengaturannya.

Saudara pimpinan dan DPRD, serta hadirin
yang saya hormati;

Demikian beberapa hal yang perlu saya
sampaikan sebagai pendapat atas tiga Raperda
inisiatif DpRD' Secara prinsip, Kami menyambut baik
dan mendukung ditetapkannya Raperda tersebut di
atas.



Semoga Allah SWT senantiasa memberikan

petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin, ya

Robbal 'Alamin.

Sekian, terima kasih,

W a s s a I a m u a I a i k u m w a rah m atu I I oh i w ab a rokatu h .

BUPATI REMBANG )-

H, ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

)1. p. Diponegoro No,BB Telp, (0295) 69LL9+ Kode Pos 59ZLZ

REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA ( III )
DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG
IO RAPERDA NON APBD TAHUN ZO17

I.

II

I I I.

Hari
Tanggal

Waktu

Tempat

.I[iNIS RA,PAT

S I lrr\1' R4, PAT

Rabu
20 Desernber 2017

09.30 wrB.

Gedung DPRD I(abupaten Renrbarrg

: Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

: Terbuka

atas 7 Raper-da,

3 Raperda;

A CIA RA l{,,\ pA T :

L Penrbuk.aan;

2, Jawaba'r Bupati terhadap pernarrdangan umurn fraksi
3. .lawabiirr Fraksi-F'aksi terhadap perrdapat Bupati atas
4. Penutu;t.

1. Nanra

2. Jabatan

: II. i\,1.-\,JID Ii.\r\{lL \,IZ
: Ketua DPRD Kabupaten

I\

Renrbang



\ t. ,lt I\'I l,;\ IL\ NC;(;Ol',\

I . [rraksi

2. Fraks i

3. Fraski

4. Fraksi

5. Fraksi

6, Fraksi

7. Irraksi

I) ersatuatt PetnbangLInall

t)erlokrat

l(ebangkitan Bangsa

PDI Perjuangan Nasdenr

Cierindra

Karya Sejahtera

,Ium lah

l0 orang

8 orang

6 orang

8 orarig

5 orang

4 orang

4 orangI-larapan

Ju nr lah

vil. ANSGOT,\ \,,{NG I.tADIR

I , Fraksi Persatuan penrbangunarr

2, Fral<si Dernol<rat

3. Frasl<i Kebangl<itan Barrgsa

4, Fral<si PDI perjuangal.l Nasdenr

5, Fral<si Cerindra

6. Fraksi Karya Sejahter.a

7. Fraksi Har.apan

: 45 orang

: 9 orang

: 5 orang

: 5 orang

: 5 orang

: 3 orang

; 2 orang

: 2 orang

\/r I r. ANGGOT,L YANG -r-rpA( 
HADrR

l. Fr-aksi persatuan penrbangunan

2. Fraksi Denrokrat

3. Frasl<i Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI perjuarrgan Nasdenr

5, Fraksi G,:rindra

6, Fral<si l(;r-ya Se.iahtera

7, Fraksi I-l;lrapan

: 31 orarrg

1 orang

3 orarrg

I orang

3 orang

2 orang

2 orang

2orang



IX. JALANNYA
PTM PINA]\

RAPAT
RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

I,ACTI INDONIISIA RAYA

r,l,s,s' u I a o ntu' a I o i lt: u nt W' r, W b,

) ung lcrhormal

- Saudara Bultati darr Wakil Bupati Renrbang

)'ctng say61 hormati

Anggota Fortrtr Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rernbang;

Pinrpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sel<retaris Dtterah beser-ta Kepala Bagian dilingkungan Setda l(abupaten

Renrbang;

- I(epala orgalrisasi perangkat Daerah se Kabul:aten Rerrrbapg:

Canrat Se Kabupaterr Rernbang;

Serta para undangan darr rradirin yarg berbarragia.

'ferlebih clahulu, rnarirah kita panjatkan pu.ia, puii serta s),ukur. kerracrir.at
Allalr swr, Ttrl'rran Yang Maha Kuasa atas segala nikrlat clan kar.unia-yarrg
diberikan kepacla kita, sehingga pada hari irri, Rabu tanggal 20 Dese,ber z0l7
l<ita dapat hadir l<embali dalarl forum rapat tertinggi DpRD yaitu nrengil<r-rti
Ilapat Paripurna Ketiga (ril) DPRD daranr menrbahas r0 ( sepuruh )
Raricangan Peratrrra, Daerah Kabupaten Rembang Tarrun zoi7.

Ucapan terirlakasih kanri sanrpaikarr l<epada senrua yang ada disirri, yarg
dapat hadir nrengikuti rapat paripurna ini.

Rapat Dgwan dan hndirirr \/qnry ho,.t ^L^^:^



tarrggal l9 Desenrber 2017 dalam membahas 10 ( sepuluh ) Rancangan

peraturarr Daerah, yaitu dihadiri oleh paling sedikit 213 (dua perliga) dari

.f unrlah anggota [)PRD.

Menurut cartatan yang saya terirna dari Sekretariat DPRD, bahwa dari

se.iunrlalr anggota DPRD sebartyak 45 orang, yang hadir secara fisik datt

rnerrandatangani rJaftar hadir adalalr sebanyak 31 orallg.

Dertgatt detttikiarr rapat paripurrra ini telalr llellenuhi l<uorLul. dan laltal

paripurrrai dapat l.;itar nrulai,

Urrtuk itu. clengan llenrbaca "Bistrtilluhirrohtnanirrohinl' tepat pul<ul

l2'40 wlB Rapal Paripurna DPRD l(abupaten Renrbang hari ipi saya ,yatal<a,
dibuka dan terbul<a untul< untunl.

( Ketuk palu 3 kuli )

Rapat Dewan dan haclir.in yang berbalragia,

Selanjutnya, al<att saya bacakatt sLrsunan acara clalarn r.apa( paripur.,a lrar.i
irri acJalalr sebagai ber.il<ut :

l. Perlbukaarr:

2' 'lawaban Bupati terhaclap penrandangan Lurunr fraksi atas 7 lla,er.dal
3' .lawaban Fral<si-Fraksi terhadap pendapat Bupati atas 3 Raper.cla:
4, Penutup,

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu jawaban Bupati terhadap
pemarrdangan utrum Fraksi atas 7 Raperda.



:::: JAWABAN BUPATI TERHADAP PEMANDANGAN UMTJM

FRAKSI =:::
y ( Jawaban 6upati terhadap peman(langan untum Fraksi atas 7 Raperdu

terlampir )

Terinrakasi h Saudara Bupati atas penyantpaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita ikuti acara ketiga, yaitu .iawaban fraksi=fraksi ter-6adap pe,dapat
Bupati atas 3 Raperda,

Berdasarkarrt kesepakatarr fral<si-fl'aksi, untul< jawabarr fi-aksi-l.r.alisi
tet'haclap pertdallat Bupati atas 3 Ratrlerda, clirarrgkurl rlerr.iadi satLr cja, alrarr
dibacalta, olelr SaucJa'a vluharl,racl Asrrawi. s.pci.l.

Kepada Saudara Murrarnnrad As,arvi, s.pd.r. dipersirahkarr,

:-_: JAWAB,,\N FRAKSI:FRAKSI TERHADAP PENDAPAT BTjPA,TI

==:=
Y (Juwaban fruksi=fraksi terhadap pencrupat Bupati atct,s J Raperdu

terlampir)

Tet'illtal<asih Sarr'Jara Muhamnrad Asnawi, s,pd.l, atas bantlrar.rrya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Detttikian telah kita ikuti hercn,r.o a^ar.rr^ ^n^r.^ r^r .-



l(abupaten Renrtrang ini, selarrjutnya akan dibahas oleh Pallitia I(husus bersattra

OPD terl<ait sesurai dengan penrbagiart turgas )/ang telah ditetaltliittt. LJtrtuk t"a1;at

1taril:urna teraklrir, yaitu rapat paripurna l<eetttpat dilal<sanaltart pada tarlggai 29

Deserrber 2017 Sehubungan tanggal tersebut jatuh pada hari J uttt'at clatt

padatrrya acara pada rapat paripurna keenrpat dirrraksud, nraka saya rrohorr

Itepada senrua yiu'lg ada di sini, untuk dapat hadir tepat waktu sesuai undangarr

yang telah beredar.

Al(hinrya clengan ntellgucap

pukul 13.00 WIEi Rapat paripurna
'oAlhamdulillaahirobbil ,alamiin (( tepat

DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

l4to.s,s a la mu' ul a ikum Wr. Wb.
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LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA ( TII ) DPRD
KABUPATEN RBMBANG TENTANG 1O RAPERDA
NON APBD TAHUN 20I7

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pirnpinan dan Anggota DPRD, Foruttr
I(oordinasi Pinrpitran Daeralt , OPD dan Carnat Se

I(abupaten Remb angi

LAMPIRAN II : Jawaban Bupati terhadap pemarrdangan un']uu fraksi
atas 7 Raperda;

LAMPIRAN III : Jawaban Fraksi-Fraksi terhadap pendapat Bupati atas 3

Raperda;
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TAINGGAPAN BUPATI REMBANG TERHADAP
PANDlr,lll641,1 FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG

ATAS RI\NCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG

Rabu, 20 Desember Z01l

A s s a I a nt u a I a r k u,t wa ra h nt a t u I I a h i wa b a ro ka t u h

Yang kami horrnati :

- Pimpinan dan Anggota Dewan perwakiran Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang;

- wakil Bupiati Rembang dan Rekan-rekan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah;

- Sekretaris lDaerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah
dan Kepala Bagian sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;

- sekretaris DPRD, Kepara Badan dan Kepara Dinas se_Kabupaten
Rem ba n g;

- Camat se-Kabupaten Rembang; serta
- Para hadirin sekalian yang berbahagia.

Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Arah subhanahu
wata'ala yang merimpahkan berbagai rahmat kepada kita semua
Semoga Alrah senantiasa memberikan petunjuk, binrbingan dan
keselamatan kerpada kita semua daram tugas dan kewajiban kita

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi_
tingginya kepacJa seluruh Anggota DPRD Kabupaten Rembang melalui
fraksi masing-rnasing yang terah menyampaikan pandangan Fraksi



terhadap tujuh raperda yang kami ajukan, dan secara garis besar

memiliki pemahaman yang sama terhadap kebutuhan pembentukan

raperda tersebut.

Secara umum ada beberapa hal yang perlu Kami berikan

penjelasan ata$ pandangan Fraksi yang disampaikan.

Telah kita pahami bersama bahwa pembentukan peraturan daerah

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yang diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undarrg-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar
kewenangan s,erta Undang-undang Nomo r 12 Tahu n 2a11 tentang
Penrbentukan Peraturan Perundang-undangan berikut Der3turan
pelaksanaannya sebagai dasar pembentukannya Substansj nnateri
raperda telah l'(ar^nr sesuaikan dengan peraturan perundang-rndangan
yang lebih trnggi dan peraturan daerah yang setara selarn itu
penyusunan Flaperda Juga telah melalur seluruh tahapan yang
dipersyaratkan. Oleh karena itu, Kami menrlai tujuh Raperda tersebut
layak diajukan t<epada DPRD untuk dilakukan pembahasan,

Terkait waktu pembahasan, Kami menyerahkan sepenuh nya
kepada DPRD Kabupaten Rembang perru saya sampaikan bahwa
Raperda sudalr disampaikan mulai tanggal g Mei 2017 dan terakhir
pada tanggal 23 Novembe r 2017. Kami memakrumi bahwa jad,war
kegiatan Anggr:ta DPRD maupun DPRD secara kelembagaan sangat
padat, sehinggra baru bisa mengadendakan pembahasan raperda non-
APBD di akhir tahun

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memberikan pelayanan
terbaik kepada masyarakat, apapun bentuknya, Aparagi perayanan yang
disertai pungut;en berupa retribusi daerah, pemerintah Daerah melalui
Perangkat Daerah teknrs selalu meningkatkan pelayanan kepada



pengguna layilnan di satu sisi, Sebagai misal usaha penerapan

mekanrsme cash management sysfent di TPl, retrrbusi elektronik di

Pasar Daerah, adalah beberapa contoh upaya yang dilakukan untuk

meningkatkan pelayanan.

Di sisi yang lain, sebagai potensi pendapatan asli daerah,

Pera ngkat Daerah tekn is juga berkewajiba n meme n u hi ta rget

pendapatan yang ditargetkan. Pemerintah Daerah berupaya
memadukan dua sisi yang berbeda tersebut dengan memberrkan
pelayanan terbaik yang diikuti dengan ekstensifikasi atau perluasan
pelayanan sehingga memperoreh pendapatan yang maksimal

Pemerintalr Daerah terus berusaha menegakkan peraturan daerah,
termasuk yansl mengatur penyelengaraan Tempat pelelangan lkan.
Dinas Kelautarr dan Perikanan bersama perangkat daerah terkait telah
melakukan berbagai upaya agar seluruh transaksi penluaran ikan
dilakukan di Tempat pelelangan lkan.

Untuk pers;iapan pelaksanaan Perda tentang Retribusi pelayanan
Tera/Tera Ulang' perlu diketahui bahwa pemerintah Daerah teial.r
mengalokasikan anggaran untuk pengadaan prasa rana dan sarana
penyelenggarairn kemetrorogian yang ditun.lang dari dana arokasi
khusus saat ini juga dalam proses pembentukan Unit pelaksana Teknrs
Kemetrologian Daerah, yaitu menanti rekomendasi dari Gubernur, dan
diharapkan aw'ar zolg sudah beroperasi. Dari faktor sumber daya
manusia sudah tersedia personil bersertifikat yang selama ini telah
dimagangkan. lnsya Allah ketika Perda ditetapkan sudah bisa Iangsung
"on" dan beropetrasi normal,

Terkait pengeroraan barang mirik daerah, pemerintah Daerah
Kabupaten Rernbang berkomitmen untuk meraih opini BpK waJar tanpa
pengecualian' oleh karena itu diperlukan pengaturan di tingkat daerah
sebagai tindak ranjut dari pergantian peraturan di tingkat pusat, yaitu



dengan berlak.unya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraiDaerah serla Peraturan

Menteri Dalanr Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

pengelolaan Etarang Milik Daerah. Perda Pengelolaan Barang Milik

Daerah yang selanjutnya diikuti dengan Peraturan Bupati sebagai

peraturan pelaksanaannya diharapkan menjadi pedoman yang jelas

bagi para pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten

Re m ba ng.

Menanggapi pertanyaan atas Raperda tentang penyelenggaraan

lbadah Haji rli Kabupaten Rembang, berdasarkan Undang-undang
Nomor 13 Taltun 2008 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji serta
Peraturan Penrerintah Nomor 7g Tahun 2012 tentang pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2o0g tentang penyerenggaraan

lbadah Haji, kBWOnsngan yang dideregasikan kepada Daerah adarah
penyelenggaraan transportasi dari daerah ke embarkasi pada saat
keberangkatan jamaah haji dan transportasi dari debarkasi ke daerah
pada saat kepulangan.

Namun perriu kita sadari bersama bahwa ibadah hajr diikuti oleh
umat lslam dari seruruh penjuru dunia yang jumrahnya pada tahun 2017
Iebih dari 2,1 juta orang. Dan setiap tahun terus meningkat Berdasarkan
peraturan Peny,elenggaraan lbadah Ha1i, kewenangan utanra ada pada
pennerintah pu:sat nrerarui Kementerian Aganra Tapi dengan berbagai
latar belakang dan karakter masyarakat lndonesia, pemerintah Daerah
nrenilai perlu rnemberikan perayanan yang khusus diberrkan kepada
.lamaah haji dari Kabupaten Rembang yang dilaksanakan oteh panitia
dan Tim penrlamping Kewenangan membentuk panitia dan Tinr
tersebut secara jeras diatur dalam undang-undang dan peraturan
pemerintah.



Saudara Pimpinan dan DPRD, seda hadirin yang saya hormati;

Demikian hal-hal yang perlu kami berikan tanggapan dan

penjelasan atas Pandangan Fraksi DPRD Kabupaten Rembang

berkenaan dengan pengajuan Raperda tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Raperda tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5

Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Raperda tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor

4 Tahun 2009 tentang Pelelolaan Tempat Pelelangan lkan, Raperda
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda tentang
Penyelenggaraan lbadah Haji di Kabupaten Rembang, Raperda tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi perayanan Tera/Tera Urang, dan
Raperda tentang lzin Usaha Jasa Konstruksi.

Selanjutnya terkait dengan hal-hal yang lebih rinci atas materi
raperda dapat dibahas daram rapat-rapat panitia khusus.
Sekian, terirna kasih

wa ssa I a m u a I a i ku m wa ra h matu r toh i wa b a rokatu h.

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd,I.
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Disampaikan oleh anggota DPRD
Pada sidarrg paripuma DPRD Kabupaten Rernbang, Rabu, 20 Dcsernber 2017

ASSA LrlM (t ",4 LA I KLt M W'R, WB,

Yarrg terhornrat Sarldara BUPATi dan wAI(l- BUPATI Renrbarrg.

Yarrg kanri honlati Saudara Pinrpinan DPRD dan segenap anggota Dewarr
Yarrg karli horrrrati Forun"r Koordinasi pirlpinan Daeralr

Ya,g kanri ho'nati Saudara Sekretaris Daerarr Kabupaten Renrbarrg,
Yartg karli hormati Sar-rdara staf Ahli Bupati. Asisren Bupari, Kepala BacJa,.
I(epala Dirrras' Kepala Katt[or, Kepala Bagia, cian Car,ar- se I(abulrate,
llentbarrg

Yarrg Kattlt lrortttati Sdr.Para Pir,llirrarr Parlrol. wartarvarr, par.l pir,,irarr
ortltas' ()rgarlisasi warlita. t.sM Serta Undangarr sekalian yang bertrahagia

Mcrtgaw'ali penyampaian pendapat al<hir fral<si-lraksi, dalanr l<escnrpata. i,i
tidak iupa kar,i nrerrga.jak kepada kita senrua u,tuk bersyukur kepada
IL'LAI{l It()BBI atas segala karurtia dan niknratNya yang tiada rre,ti
sholawat d;ur saram teru,ruk Baginda Nabi Muhanrnrad SAW,, scqerrap para
nabi dan rasurl ILLAI-ll

BuJrati, pirnpinan Siclang dan I_ladir.in yang
Pada daszrrrrya Brrpati nrenyarlbut bail<

l)c'atr'arr [)acr,ir trrisiatiI schagai berikut:
I Ilallc'tiir lurltilttg 'l'itllggtrrrg 

'lar'ab Srsiar I)c*isahaarr tlr I(arrLrr)arc,
Ilsrtrhitrte [)ircla [laPcrcla irri htrpati ,rerrcuirskirrr l)cllrr l<clrrtr-lrirtr,, riiilirrr
llltrll'Llsr'Jtt Ilitllct'c1a tLrtrtaltg -l'arggLrrg 

.iarr iih sosiar Ircr..s;rcrrr.., cir

Kami flormati,

atas penga.juan j Rarrcangarr



-)

J

[]aik. tcrirpa lasih aLas rrrasr"rkarrrrya. Akan karrii ccrtttati datr l<atlti dalarrr

ltarla pcprlraSsatr l)apsps. Sitrgkrorrisasi itrrtaltr l.lll no 40'l'ttlrtrrr 1007 )'alls

rli;trrr. lclrilr lan,jrrt tlcrrgirrr l)1'}No 47 talrrrrr 10 12. IitiNo 25 tllrrrrr 2007 tll;

no ll tulrLrrr l0(l I scr'tir I)cldlr Pror insi .larr rr 
.l-cngalr No I I rilrLrrr l()l 7 sarrlat

clipcrlrrl.irlr ilglu'tirlirl,. siriirrg hcrlcntiurgalt. sclttrrggir allllkil\l jrcl(lit ttlt htslt

ircr'1 alrtrr rlr:nuittr bitik.

[la1tcrda tc-ntang l)crlindukan dart Pelcstal'iarr FIasil Iicgialarr I)rclgriittr

Nasiorral I:'ernL'rerdayaarr ir4asyaraltat Mandiri l)erciesaan ( I)Ni)\4-MD)

Pada I{apr:rda ini 13Lrpati berperrdapat bahr,r,a DPRD Kabupaten Rcnrbarrg

sangat cerntat melihat l<ekosongau hul<um ini, Kita perlu nrelakLrkan

pentbahasan lebih detail [rersama dengarr rlelibatkat] para ltclal<sana PNPN4-

MD agar perda yallg ditetapkan nanti rlenjadi solusi atas perrgelolaap

warisan Pl{PM-MD,

.lawabarrnya:

l-erima kasjh atas pendapattiya. Pada dasarnya Proses terberrturrl,a Raperda
Ittisiatjf irri sudah r,elibatkalt sen'rLla pihak yang terkait baik dar.i Di.as.
camat llli]lupull seluruh pelaku PNPM-MD se kabupaten Renrbarrg rnelalur
Public' lletoring yal'rg cJilaksarrakan 2 l<ali I(arli akap dala,ri lebiir Iar.jut
clalartr Pctttbaltasatl Partsus bersarrra-sanra pelaku pNpM-lv,iD sekaLrupal.cn
ilotllbtrtlg agal' ttatttittl'2 I)ercla ini bisa lleryalan da, ber-,ra, f aat bagi
nrasyarali a t Kabupatcrr Rcrnbang.

llallerda [:lttartg PerlirtcJurrgan dan Penr[rerdal,aarr peta,i da, Ne]aya, di
K a lrLrpat cr ir Renr barr g

[3rrpati berpertdapat bahwa Perlindurrgan petani cJan nelavan nreprpuryai
pcratutt'atl clarl perlgatrtral )'ang bertreda. Perlindungan petani berpeclo,,arl
pada I'JLJ )\o l9 Talturt 2013, Ui.J No 7 talrun 1994 da, L.rU No 4l Talrurr
2009, selrl3ntara Perlindungan nelayan diatur dalanr ULJ no 7 J-ahu. 201 dan
LJI^J No lti tahurrt 2006' Selttetttara ntasing-rrrasirrg perlinclungarr rlerlilil<i
betttltk, sariArall datt cara yang berbeda, oleh karerra itu ada bail<,ya apahrla
rallerda PcrlitldLrttgart petarti dan nerlayan di I<abunaten R c:rrh:rro rti ,ri..r.



Terinra knsih atas nrasukarlrya, altan kanri bahar dart didalarri bersatla

dalarrr rapat pansus beserta semua pihak yang terkait. Perlu dil<etahui bahu,a

Protesi pr:tani dan Nelayan se Kabupaten Retttbang uterupal<an Prof'esi

rnay'oritas ltlas)/aral(at liabupaten rerrbang. .lil<a l<ita ttterrgaou ltada proporsi

l)DIl,ll di l<abrrllatcrr Rerntrang, Petarri dart Ncla5,q11 nrerttpitlian nonrenl<latru'

yar'rg sanra clatt [rcrtrl<ontriLlusi palirrg bcsar sc.junrlalr 2c) n''0. Ijl.i rro 19'lalrrtrr

20l3 tcntilt'tg i)ct'litrdrrrrgan datr Penrbcrdavaan Pctani serta I ll.-l No j 7 tahr.rn

l9q4 tcrrtirng I)utrgirn rlarr ljl I No 4l I'alrrrrr l00g tcntitr.rt I)crjirrclrnttliln

l.alrarl I)ct'Lilttilttt I)attgittt herltclan.iutatt nrcr'rgatLrr sccara pralilo ;c!.Lrl1sr

NIit(l' scr-lattgkiltt Iiitllct'tla rtri iikart lcltth rrcnrltcrtirltrangkarr licalil'1p lskll

Ilullati, I'}impirran Sitlang darr I-laclirin ),ang Kanri IIormati,
Derttil<iarl .iawabart katni, Semoga Allah SwT Tuhan yapg vlaha Esa selaiu

tnettr"ttt'iukatt -lalzrn yallg bettar dan jalan terbaik bagi kita senrua. se*oga'fa5u,
2018 )/ang akarr datartg sebentar lagi ini bisa lebih baik dari 'ralru,2017 

irj,
sehingga l<ita terrtrasLrk dalanl golongan orang yang beruntung Arrriiirr yA Robbai
alalrtiin' Atas pcrhatian dan kekurangan karni sanrpaika. penroirolla, rraal. cla,
Ierinra kasih

I.RA KS I PJ)J'

I'
Ll.l!-Qua3Jo )

Ketua

Bi I lo,lritou tio wo! h idavoh,

LV'o ss alo ntu, ola i ku nt H/r. W.

Rentbarrg, 20

I.'IiiA KS I.I;RA K.S ] DPITD

Desenrber 2017
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DEWAN PERWAKILAN RAKTAT DAERAH
IGBUPATEN REMBANG

ft. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 69LL9+ Kode PosS92LZ
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA ( IV )
DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG
10 RAPERDA NON APBD TAHUN 2OI7

Hari
Tanggal

Waktu

Tempat

Jum'at
29 Desember 2017

09.00 wIB.

Gedung DPRD Kabupaten Rembang

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

Terbuka

[.

II.

III.

JENIS RAPAT

SIFAT RAPAT

ACARA RAPAT

1. Pembukaan;

Z.Laporan Panitia Khusus II atas hasil pembahasan Raperda tentang

Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas

Bumi;

3. Pendapat Fraksi atas hasil pembahasan Raperda tentang Pembentukan

Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi;

4. Persetujuan terhadap Raperda tentang Pembentukan Perusahaan

Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi;

5. Pendapat Akhir Bupati Atas Pembahasan Raperda tentang Pembentukan
Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi;

Z T)^--,r,-.^



PIMPTNAN RAPATtv.

v.

1. Nama
2. Jabatan

I. Nama

2, Jabatan

H. MAJID KAMILNIZ
Ketua DPRD Kabupaten Rembang

: Drs. DRttpODO, M.Si.
: Sekretaris DpRD Kabupaten Rembang

: 45 orang

Fraksi persatuan pembangunan

Fraksi Demokrat

Fraski Kebangkitan Bangsa

Fraksi PDI perjuangan Nasdem

Fraksi Gerindra

Fraksi Karya Sejahtera

: 9 orang

3 orang

6 orang

4 orang

2 orang

3 orang

3 orang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi persatuan pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4, Fraksi pDI perjuangan Nasdem
5. Fraksi Gerindra

6, Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

: 10 orang

: 8 orang

: 6 orang

: 8 orang

: 5 orang

: 4 orang

: 4 orang

VII.

1.

)

J.

4.

5

6.

7, Fraksi Harapan

Jum lah

VTII.

I Frqlz.i Daro-+,,^- T)^-.L^- - --

: 30 orang



5. Fraksi Gerindra . 3 orang

6. Fraksi Karya Sejahtera : I orang

7. Fraksi Harapan : 1 orang

Jumlah : 15 orang

Ix. JALAIYNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMILMZ

Assalaamu' alaikum l4tr. lltb.

Ya ng terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang sayo hormati

- Anggota Forum Koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, staf Ahli Bupati beserta Kepala Bagian

dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;

- Kepala organisasi perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;

- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna, perkenankan saya mengajak seluruh

hadirin untuk mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT , atas rahmat

dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga dapat hadir mepgikirti



oleh Badan Musyawarah

Novemb er 2017 .

bersama Tim penyusun Raperda pada tanggal 27

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Menurut laporan yang saya terima dari Sekretariat DpRD Kabupaten
Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45
orang' yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam rapat
paripurna ini adalah sebanyak 26 orang.

Adapun sebagaimana ketentuan yang berlaku pada rapat-rapat paripurna
sebelumya' bahwa keabsahan rapat paripurna keempat dalam membahas l0
Rancangan Peraturan Daerah ini, adalah dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari
iumlah anggota DPRD. Hal tersebut dituangkan pada pasal g0 ayat (1) huruf b
Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Dengan memperhatikan

yang berlaku, maka rapat

keabsahannya.

jumlah fisik anggota

paripurna ini belum

yang hadir dan ketentuan

memenuhi syarat dalam

Berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabuparen Rembang
dijelaskan bahwa apabila kuorum rapat tidak terpenuhi, maka rapat ditunda
paling banyak 2 ( dua ) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih
dari 1 (satu)jam.

Merujuk ketentuan tersebut, maka rapat paripurna saya skors selama 90

menit. ( kita laksanakan jam I3.00 wIB setelah sholat Jum'at )



Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

waktu skors telah habis, maka skors saya cabut dan rapat kita Ianjutkan
kembali.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD setelah
penundaan pertama dan kedua selama 90 menit, bahwa dari anggota DpRD
Kabupaten Rembang sejumlah 45 orang, yang hadir secara fisik dan
menandatangani daftar hadir dalam Rapat Paripurna DpRD hari ini adalah
sebanyak 30 orang.

Dengan demikian keabsahan kuorum rapat telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucap "Bismillaahirrohmaanirrohiim,, tepar
pukul 14' 15 wtB, Rapat Paripurna Keempat membahas 10 Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk
umum.

( Ketuk patu 3 kati )

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan Pasal 7 4 ayat ( 1 ) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembarg,
yang menyebutkan bahwa Pimpinan rapat setelah membuka rapat

memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada

peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan

urusan kerumahtanggaan DPRD. Memperhatikan hal tersebut, pada kesempatan

ini kami sampaikan bahwa, melalui Surat Sekretaris Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Derah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 90311636 tanggal 20 Desember

2017 telah disamnaikan hasil evaluasi Ranerda dan Ranerhrrn renrnno ApRn



Atas hal tersebut, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2017 telah
dilakukan rapat pembahasan antara Badan Anggaran dan TApD Kabupaten
Rembang, terhadap hasil evaluasi gubernur tentang Raperda dan Raperbup
tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 201g.

Merujuk Pasal 114 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l3
Tahun 2006 tentang pedoman pengeroraan Keuangan Daerah, yang
menyebutkan bahwa keputusan pimpinan DPRD atas penyempurnaan hasil
evaluasi terhadap Raperda dan Raperbup tentang ApBD bersifat final dan
dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. oleh karena itu, maka pada
kesempatan ini kami laporkan bahwa penyempurnaan atas hasil evaluasi
gubernur terhadap Raperda dan Raperbup tentang ApBD Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan dengan Keputusan pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2017 renrang
Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 201 g dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 201g.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya marilah kita masuki acara pokok, namun sebelumnya akan
saya bacakan susunan acarayang menjadi agenda pada Rapat paripurna ini,
sebagai berikut :

l. Pembukaan;

2, Laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan l0 Raperda;

3. Pendapat Fraksi atas hasil pembahasan 10 Raperda;

4. Persetujuan terhadap 10 Raperda:



Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu " Laporan panitia Khusus atas
Hasil Pembahasan l0 Raperda ,,.

Dimulai dari Kepada Ketua Pansus I atau yang mewakili, dipersilahkan.
:=:: LAPORAN PANSUS f :=__:

Y (Laporan panitia Khusus I terlampir)
Terimakasih Saudara Muhammad Anshori atas penyampaiannya.

Selanj urnya, pansus II dipersilahkan.

==:== LAPORAN PAI\SUS tI ==::=
D (Laporan panitia Khusus II terlampir)

Terimakasih Saudara Sahningsih, S.E. atas penyampaiannya.

Selanj utnya, pansus III dipersilahkan.

==:: LAPORAN PANSUS III =====
D (Laporan panitia Khusus III tertampir)

Terimakasih Saudara widodo atas penyampaiannya.

Yang terakhir, Pansus IV dipersilahkan.

==:= LAPORAN PANSUS IV:=:::
Y (Laporan Panitia Khusus IV terlampir)

Terimakasih Saudara H. Henry Purwoko, S.pd. atas penyampaiannya.



Peserta Rapat dan hadirin yang berhahagia.

Demikian tadi penyampaian laporan oreh masing-masing
membahas 10 Raperda. Selanjutnya, kita masuki acara
o' Pendapat Fraksi-Fraksi Atas Hasir pembahasan 10 Raperda

> H.Majid KamitMZ ( pimpinan Rapat )

Pansus

ketiga

dalam

yaitu

" Sebelumnya saya tawarkan terlebih dahulu ini pendapat Fraksi irri dibaca
satu persatu atau cukup perwakilan saj a????,,

) Semua anggota DpRD yang hadir menjawab
"Cukup perwakilan saja pimpinan,,

> H. Majid Kamil TVIZ (pimpinan Rapat )
"oke kalau begitu kalau cukup perwakilan siapa yang akan membacakan
???,,

) Semua anggota DpRD yang hadir menjawab
"Saudara puji Santoso, S.p.,M.H.

Selanjutnya kepada Saudara Puji Santoso, s.p.,M.H. sebagai jur, bicara
perwakilan Fraksi -Fraksi , dipersilahkan.

-=_PENYAMPAIAN PBNDAPAT FRAKSI.FRAKSI -_--
Y (Pendapat Fraksi'Fraksi Atas Hasil Pembahasan l0 Raperda terlampir )

Pendapat Fraksi

Nama Raperda

S/TS/A

Raperda tentang Retribusi
Dolo.ro--- 'f'^-^ /'t ^-^ T It^- ^



t--
t'

4

Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan

-Raperd;6ia"t

Perlindungan dan
Pemberd ayaaan Petan i dan
Nelayan

S S S S S S S

Kaperda tentang Perubahan
Kedua atas Perda
Kabupaten Rembang
Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pengelolaan
Tempat Pelelangan Ikan

S S S S S S S

ruperda tentang Ijin Usaha
Jasa Konstruksi

xaperda tentang
Pengelolaan Barang Milik
Daerah

S S S S S s lsl
llii

6
S S S S S S

+__ls

7 Kaperoa tentang
Tanggungjawab Sosial
Perusahaan

S S

S

S S S S S

8 Raperda tentang perubihan
atas Perda Nomor 5 tahun
2010 tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir

S S S s s S

9

I

I

-i.

Raperda tentang Perubahan
Kedua atas Perda Nomor 16
Tahun 20Ll tentang
Perubahan atas Perda
Kabupaten Rembang
Nomor.4 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan
Parkir Ditepi Jalan Umum

S S S S S S S



yang mewakil juru bicara

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Marilah kita lanjutkan acara keempat , yaitu persetujuan terhadap l0
Rancangan Peraturan Daerah. Dari pendapat masing-masing fraksi sebenarnya
sudah dapat kita simpulkan apakah 10 Raperda dapat disetujui menjadi perda,
ataukah ditolak, atau mungkin disetujui dengan beberapa catatan.
oleh karena dalam keabsahannya perlu persetujuan dari anggota, dan rapat
paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota dalam mengambil
keputusan, maka pada kesempatan ini, saya tawarkan kepada sudara-saudara :(( Apakah Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera UIang yang
dilaporkan oleh pansus I dapat disetujui ?,,

:=-:::--S ET UJU U U U U:=::::::_
( Dengan suara burat semua anggota D\RD yang hadir menyetujui )

( Ketuk patu I kati )
(( Apakah Raperda tentang Perlindungan dan pelestarian Hasil Kegiatan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mancliri perdesaan yang
dilaporkan oleh Pansus I dapat disetujui ?,'

:::=:---sETU J U U U U U =:_::::::
( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang haclir menyetujui )

( Ketuk palu I kali )
't Apakah Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaaan petani dan

Nelayan yang dilaporkan oleh Pansus II dapat disetujui ?,,

Terima kasih kepada Saudara

perwakilan Fraksi- Fraksi atas

Puji Santoso, S.p.,M.H.

penyampaiannya.



" Apakah Raperda tentang Perubahan Kedua atas perda Kabupaten RembangNomor 4 Tahun 2a0g tentang Pengelolaan Tempat pelelangan Ikan yang
dilaporkan oleh pansus II dapat disetujui ?,,

=:::=-*_S E TUJUU U U U====:=:==:
( Dengan suuro butat semua anggota D,RD yang hadir menyetujui )

( Ketuk palu I kati )
'( Apakah Raperda tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang dilaporkan olehPansus III dapat disetujui ?,,

=:-=---sE TUJU U U U U==___=:
( Dengan suara burat semua anggota D,RD yang rtadir menyetujui )

( Ketuk palu t kati )
" Apakah Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaporkanoleh Pansus III dapat disetujui ?,,

:=-=-----S 
E TU JU U U U U==:=====E:_

( Dengan suoro butat semue anggota D,RD yang hadir menyetujui )
( Ketuk palu t kali )

" Apakah Raperda tentang Tanggungjawab Sosial perusahaan yang clilaporkan
oleh Pansus ill dapar disetujui ?,,

( Dengan suaro burat semua anggota D\RD yang hadir menyetujui )
( Ketuk palu I kali )

" Apakah Raperda tentang perubahan atas

Pafriknoi.Iaa*^^+ l/L-.^,-^ r't---t-!--

Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang



" Apakah Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor I 6 Tahun 201 1

tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Rembang Nomor.4 Tahun 2Ol O

tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum yang dilaporkan oleh
Pansus IV dapat disetujui ?"

:==::---SETUJUUUUU

( Dengan suAro bulat semua anggota DZRD yong hadir menyetujui )
( Ketuk palu I kali )

" Apakah Raperda tentang Pelayanan Ibadah Haji yang dilaporkan oleh pansus

IV dapat disetujui ?"

::=:=:--s ETUJU U U U U :=::=:::
( Dengan suara bulat semua anggota DZRD yang hadir menyetujui )

( Ketuk patu I kati )

Terimakasih kepada rekan-rekan anggota, atas pemberian persetujuan terhadap
10 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Kita ikuti acara yang terakhir, yaitu : 66 Pendapat Akhir Bupati atas hasil

pembahasan 10 Raperda ".

Kepada Saudara Bupati waktu dan tempat, dipersilahkan.

---PENDAPAT AKHIR BUPATT ATAS 10 RAPERDA =::



Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Tanpa terasa acara demi acara telah kita laksanakan. Dengan
disampaikannya pendapat akhir bupati atas hasil pembahasan l0 Raperda, maka
selesai sudah acara rapat paripurna ini.

Kiranya tidak bijaksana apabila saya terlalu berpanjang kata, denga,
mengucap "Alhamdulillahirobbil'alamin (( tepat pukul 1 5 .3 5 WIB Rapat
Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

Sekian.

Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.

Wass alaomu' alaiku m Ll/r, Wb,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

TARIS, /f

-:'"

DO
Pembina Tingkat I

NIP. 19670421 199303 1 009

A,UTK

I
.



LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA (
KABUPATEN REMBANG TENTANG
NON APBD TAHUN 2OI7

rv ) DPRD
IO RAPERDA

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV

LAMPIRAN V

LAMPIRAN VI

LAMPIRAN VII

: Daftar Hadir pimpinan dan Anggota DPRD, ForunrKoordinasi pimpinan Daerah , 
-dpo 

dan camat SeKabupaten Rembang;

Laporan panitia Khusus I, II, III dan IV atas Hasir
Pembahasan I0 Raperda Non A'BD Tahun 2017;

Pendapat Fraksi - Fraksi terhadap Hasil pernbahasan
10 Raperda Non APBD Tahun Z0l7;
Pendapat Akhir Bupati terhadap Hasil pembahasan I0
Raperda Non APBD Tahun 2017;
Keputusan D,RD Kabupaten Rembang Nornor z
Tahun 2017 tentang persetujuan pene,upui Rancangan
Peraturan Daerah tentang peneta pan 2 (Dua) Raperdadi kabupaten Rembang Menj adi peraturan Daerah
Kabupaten Rembang;

Keputusan D'RD Kabupaten Rembang Nomor 3
Tahun 2017 tentang persetujuan penetapan Rancangan
Peraturan Daerah tentang peneta pan z (Dua) Raperda
di kabupaten Rembang Menj adi peraturan Daerah
Kabupaten Rembang;

Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 4
Tahun 2017 tentang persetujuan penetapan Rancangan
Peraturan Daerah tentang penetapan 3 (Tiga) Raperda
di kabupaten Rembang Menjadi peraturan Daerah
Kabupaten Rembang;

Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 5

Tahun 2017 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Penetapan 3 (Tiga) Raperda

LAMPIRAN VIII



DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
IIAI'AT PARIPURNA ( IV ) DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANC I0 RAI'ERDA NoN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

l'lAltl/fANl,CAL : JUM'A'1, 29 DESEMUEIT 2017

PUKUL : 09.00 WtB

DPRD KAB, REMBANG

9670421 199303 I 009



DAFTAR ru\DIR
RAPAT PARIPUITNA ( IV )DPRD IGBUPATEN REMBANG

TON'TANC I() ITAPERDA N.N APtsD K,\tsL]PATEN REMBANG'TAHUN ANCCARAN 20I7

HARI/TANCGAL I JLIM'AT,29 DESEMBER 2017
PLIKUL : 09.00 WIB

FRAKSI P^RT^I PERSATM
PEMBANCUN.\N

H MAJID KAM]L MZ

SUGI}IARTO

HM N/IURSYID,ST

ZAI]WLTL UMAM NS

MOKHAMAD ZAENURI

SULISTYO WETI AR]AM

r1lJ$_Y f q-gy_g Ko, s Pd

!19rirMY4p^NsHORr

t.I SUPADI

NUR HASYIM-__---

FRAKSI DEMOKRAT

I{ GUNASN{. S.E,.._. _:--__-

EDI KARTONO,.S:Pd, M H

s{B_o_4rus soLrCHAH, s E, M H

Ht.-rnvAH|VIIAfvtAWArr

EKA SISWA KARTIKA

H ISLAFIUDDIN

t1v_QI48Io,_.1T

FRAKST PARTA I KEI]ANCKITAN
R,\NCSA

y Bj_s3] csg-!-rr- L^a-uF

Y9U{VY{P_ry.r1oN

I.LYAS

ABATAN llaNoe TANCAN

Anggota

Anqeola

_ WakilK.etua DpRD

Angeota
L_



FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

SLIN4ARSIH

wtDoDo

1-!l Lci14l{,_sL-

NANIK SRI SL,NDARI

P!ry.ryY5qIIIAwAN,sE,MM.

FRIDA M.IANI

IIVu4In I.qI) :Air-,a:r {p. -o 
plo & spi

IIRAKSI PARTA I GERINDRA

HERI KIT.NIAWAN. S E

H. CHASA}TUDDIN

PUJ] SANTOSO, SP, M H

H YIJDIANTO. S H

AI!_4ePIYryYAsARr

FRAKSI KARYT\ S EJA HTERA

{ lsrY4ll,.s_!__

94I.oIf4EB4\,_,s H, ivr Sr

H JOKO SUPRII.IADI S I]
I

ar C,\-[L,R \\,1\ANTO, S I{
i-

FRAKSI I.IARAPAN

33

34

1A

36

STIKARMAIN

SAHNINCSIH, S E

PARAMITA PRAPANC

MJR JANNAH

Keterangan :

1 I rljin
2 S : Saklt

3 C'Crrti

WaklKetua DPRD

Aneeota

..----3!ggq!a

Arqsota

28

Anggota

Anqsota

Anqeota
- __ _. -.._-.Yv.__. _

An!coto

Anssota

\ 4l

A A N.R, S.Pd

KAcr)
UPATEN REMBANG



DAFTAR HADIR CAMAT
RAPATPARIPURNA(tv)DPRDKABUPATENREMBANC

TDNTANG IO RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : JUM'AT,29 DESEMBER 2017

PUKUL : 09.00 WTB

S DPRD KAB. REMBAN3

Xi;

%
': -.---.-./ ,, DI'f. D5-U.E-9.pOr-U-J,j';' I M ', Ntfi-9fr4421 1993031 oo9

i'

NO ,IABATAII -I

CAMAT REMBANG Ar"*rlQ H,LE"D%

1 CAMAT KALIORI ft2 sslrfa i,y'
3 CAMAT SUMBER TwhleFr ,5{
4 CAMAT SULANG Slrrr** {flu*r,xt , Ur4-
5 CAMAT BULU 5

6 CAMAT PAMOTAN llr,Unt{ow \volz
'l CAMAT GUNEM _--J
8 CAMAT SALE K,\/:\/\tv'{.* 'l €h
9 CAMAT LASEM *tq+b ) , /27*4
l0 CAMAT PANCUR

ll CAMAT SEDAN 6tle.YAr.,t
12 CAMAT SLUKE rt (" /k
t3 CAMAT KRAGAN K t3 V -/)

l4 CAMAT SARANG Mffi V mlr

\\

\>. 
-'-._..,-'



DAFTAR HAOIR SKPD
RAPAT PARIPURNA ( tV ) OPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG 1O RAPERDA NON AI)BD KABUP,ATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

HARI,'TANCGAL I JUM'A'I', 29 DESEMBER 2017
PUKUL : 09.00 WIB

NO BADAN/BAG/DINAS/KANTOR NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 2 3 4 5

1 STAF AHLI BUPATI 1

L STAF AHLI BUPATI 2

STAF AHLI BUPATI

4 STAF AHLI BUPATI 4
q ASISTEN ISEKDA

6 ASISTEN II SEKDA h 6

7 ASISTEN III SEKDA t l1r1l. 
q14,*A; kt 7 -\F

I BAG TATA PEMERINTAHAN 8

I BAG HUKUM I,l\ h't'r- t'- F u1 9{.)
10 BAG. HUMAS Yn|ns ) bq U10/
1'1 BAG. ADM PEMBANGUNAN 11

12 BAG ADM PEREKONOMIAN rzr, 12

i 13 BAG KESEJAHTERMN RAKYAT ffi/ A?rlufrvA l<,ttNlrry 13 ( ,)+

14
8AG ORGANISASI &
KEPEGAWAIAN 14

lc BAG. UMUM 1s /A
tb EPPKAD t{rgarkul @\taaf rc Yhf,il
17 INSPEKTORAT i7 \r
18 BAPPEDA rry Uvlt"w rl t4/-

DINSOSP2KB +i W L>-fJL/ ,to '/r"/
2A BKD 20

21 BPBD Ptr^ *^^U 9^r,.', r' 21 (
)) DPU TATA RUANG zz

DPKP/ DINPERKIM 23 lt
a/ DINAS KESEHATAN kirh")A t/+T,^" V)/,&f 24 r^
a t:, DINDIKPORA A-Y',,dLean [-A* ,5ffi

DINPERINDAGKOP & UMKM to

,27 DINTANPAN h*rzt'wi..r^ 27 (Hffi-
2B DINLUTKAN Lt f,\n (- o\1 r)-/\ 8



NO BAOAN/BAG/DI NAS/KANTOR NAMA JABATAN TANDA TANGAN1

DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA

J 4

Y:-,/, t< tfrH*.
:' )[,)A

JJ

UINAS LINGKUNGAN HIDUP , 4',eJ -4^4421r,-____-__---_r:

^AI\ I UH KESBANGPOLINMAS

DINAS ARSIP & PERPLJSTAKMN

DINAS PMPTSP N^I.'trD

E!'tuu o tq^
//.4*4 rfu (

4?)lgz r------fr37v

-

38

?o

RSUD dT R SUTRASNO

-.....-SATPOL PP?o

40

41

TIM PKK KAB REMBANG
%
PDAM 40

,,42 rtrKUE IAKAN DAERAH
%)D BANK PASAR43 42

*44
IPT MIGAS REMBANG ENERGY

BANK BNI 46

BANKJATENG CAB REMBANG
%
BRI CAB. REMBANG

4445

46
r45

---___ 46

---.-47

47

48 PD BPR BKK t accn

49 PT RBSJ

APorK DAERAH 
-T

48

CU

51

51

50IKANTOR KEMENTRIAN AGAMA.--...-.--.-
DTPENDA pnoo,nii-=...-----.--
-_.-.-----BPSKAB nerrleffi--_--.----
RuMAH rnnn^rni------l

)ERHUTANT KpH KEB.NHARJ. I
I

52

5354

55 54

i50
55

57 56

57
KANTOR PERHUTANI SPH IV

_
KANTOR POS DAN GIRO

qa

qo 58TELKOM REMBANG

OU
59

60

PLN CAB, REMBANG

61 BAWASLU I(AB, REMBANG
61

62 BPN KAB.REMBANG
6263 KANTOR PAJAK

63
64 UP3AD (ASET DAERAH )

64
65 KANTOR PELABUHAN

65



NO BADAN/BAG/DI NAS/KANTOR NAMA JABATAN TANDA TANGAN1 ,)

3

tu PERUM PEGADAIAN
4

5

70
71 BSM BANK DANAMON !72 DHARMA WANITA PERSATUAN

72

74

73 GERAKAN PRAMUKA

l<1 PMI CAB REMBANG

75 STIE YPPI REMBANG
75

76 DPC PPP
76

77 DPC PARTAI DEMOKRAT

78 DPD PARTAI GOLKAR
7A

/9
79 DPD PAN

DPC PARTAI HANURABO

BO
DPC PKS

81

82

82 )PC PARTAI NASDEM

B3 )PC PARTAI GERINDRA

84 DPC PKB

84a( DPC PDI PERJUANGAN
85

86

SUARA MERDEKA

CAKRA TVB7

B8 RADIO CEFM
87

88
89 RADIO R2B

89on MAJALAH BANGKIT
9091 PATI EKSPRESS

9'1

92

VZ RADIO MATA AIR

93
94

o( 94

95
vb

96

97
AF

98
99

oo

100
100



NO BADAN/BAG/DI NAS/KAN TOR

-____

2

NAMA JABATAN1 TANDA TANGAN
101

--4102 1101

102_--
103

-- 104-----
105

103

ru4

ru5

=l?.-...



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl' Diponegoro No. 8s 
Jlp.(o-295) osr rg+ Kode pos 59212REMBANG

--
LAPORAN

PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN

HAs r L p EM BA HA.liilll,So ooru
KABUPATEN REMBANG

A. Dasar: ..

panitia Khusus I D'RD Kabupaten Rembang dibentuk danmelaksanakan tugas berdasarkan pada :

1' Rapat Badan Musyawarah DpRD Kabupaten Rembang bersama TimPenyusu^ Raperda pemerintah xabupaten Rembang tanggar 27
x;;'ff;:o'7 daram rangka penjadwaian pemuahasan Raperda Non

2 Peraru'"" #;'J l:rffJT#;:',*tnoro. 
1 rahun 2ol6tenransPerubahan Kedua aLas peraturan D'RD Kabupaten Rembang Nomor lTahi-rn 20t4 tenrang Tata Tertib D'RD l(abu3 Keputusan DpRD Kabupaten Remba.* *"il#T;TJ:T5,7 tentangPenetapan pimpinan cian Keanggotaan panitia Khusus I, Ii, IIi da, IVDpRD ,iabupate, Rembang pembahasan 10 (sepuruh) Raperda,dengan susunan Keanggotaan panitia Khusus I, Tugas dan MasaTugas sebagai berikut :

a' susunan Keanggotaan PanlHa Khusus I D'RD KabupatenRembang mellputi:

REMBANG

RAPERDA

1. MUH, ASNAWI, S.Pd.I
2. MOHAMMAD ANSHORI
3. SUKARMAIN
4, SUGIHARTO
5. EKA SISWA KATITIKA
6, Drs. H.M, SUBAWOTO
7, NANIK SRI SUtiDARI
8. M. BAHAUD DUROR, S.PI

KETUA
WAKIL KETUA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGO'IA
ANGGOTA



Tugas :

Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan peraturan Daerah
Kabupaten Rembang tentang :

i ' Perlindungan dan perestarian Hasil Kegiatan program Nasional
Masyaralcat Mandiri perdesaan.

2, Penyelenggaraan dan Retribusi pelayanan Tera/Tera urang,
Masa Tugas :

Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah
DPRD bahwa panitia Khusus I melaksanakan trlgasnya pada
tanggal 20 sld 27 Desember 2OI7 .

B. Pelaksanaan pembahasan.

sesuai kesepakatan panitia Khusus I dan jadwal Badan MusyawarahDPRD, bahwa mekanisme pembahasan panitia Khusus I mengadakanrapat dengan Instansi terkait dan stage holder terkait.

b.

c.

C. Hasil Pembahasan :

Dari pembahasan_pembahasan
menyepakati dan menyimpulkan
penyempurnaan Raperda sebagai berikut

tersebu t, panitja I(hu su s i
dengan penyempurnaan_

I. RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASILKEGIATAN PROGRAM NASIONAL MASYARAXAT MANDIRIPERDESAAN.
a. Pada pasar 20 ayat 2 dihapus sehingga ayat 4 berubah menjadiayat 3 dimana ada penyempurnaan konsideran dan penambahanhuruf d dan e yang berbunyi sebagai berikut:(3) Presentase . penggunaan Surprus Anggaran sebagaimanadimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:

a, penambahan modal minimal 40 ok;

b. dana sosial minimal 17 o/o;

c, penguatan kelembagaan maksimal30 o/o;

d, deviden desa maksimal 1O%; dan
e, reward kelembagaan maksimar 30/o sesuai dengan

kriteria.

II. RAPERDA TENTAI{G PTNYELENGGRAAN
PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

DAN RETRIBUSI

Dalam raperda tersebut tidak mengalami perubahan subtansi



D. Penutup

Demikian Laporan paniria Khusus I
dalam membahas 2 Raperda Kabupaten
sebagai bahan pertimbangan persetuJuan
DPRD tanggal 29 Desember 2OlT,

DPRD Kabupaten Rembang

_Rembang yang selanjutnya
DPRD pada Rapat paripurna

Rembang, 2g Desember 2017

PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua

ttd

MUHAMMAD ASN,AWI, S.Pd.I

Sekretaris Dp

NIP. 1

Wakil Ketua,

ttd

MOHAMMAD. ANSHORI

den an aslinya

3r"
n Rembang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl Diponegoro No. SBJqp.(O_29S) 691194 Kooe pos Se2r2REMBANG

LAPORAN

PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG

HASIL PEMBAHASAN TERHADAP 2 RAPERDA
KABUPATEN REMBANG

A. Dasar :

panitia Khusus II .D'RD Kabupaten Rembang dibentuk danmelaksanakan tugas berdasarkan pada :

1' Rapat Badan Musyawarah D'RD Kabupaten Rembang bersama TimPenyusun Raperda pemerintahKabupa-ten 
Rembang tanggal 2Z

Ht#,::r 
2017 datam rangka penjadwaran pembarrasa]r Raperda Non

2 Kepu,.,.u,'ffi;lT[tff"-,ffTn,1:l,f, 
*o'.nor 8 rahun 20i7 tentangPenetapan pimpinan dan Keanggotaan- paniila Khusus I, II,rir dan IVD'RD I(abupaten Rembang pembahasan 1o (sepuruh) Raperda, dengan

;HXl?: 
Keanggotaan panitia Khusus rr, Tugas dan Masa Tugas sebagai

'' i:H& ,fi,il:iltaan Panrtra Khusus II D'RD Kabupaten

KETUA
WAXIL KETUA
AI{GGOTA
AI{GGOTA
AT{GGOTA
AI{GGOTA
ANGGOTA
ANGEOTA
ANGOOTA
AI{GGOTA
ANGGOTA

1. SAHNINGSIH,S.E
2, ALI IRCHAM
3. NUR HASYIM
4. SULISTYO 1VETI ARIATTI
5. DONNYKURNIAWAN,S.E,M.M
6. EDI I(ARTONO,Spdl,M.H
7. IMRO'ATUS SHOLICHAH,S.E
8. SHoLEH,B,A
9. H.YI'DIANTO,L.H
10. HERI KURNIAWAN,S.E
11. JOKO SUPRII{ADI,S.H



b. Tugas:
Panitia Khusus Ii bertugas membahas Rancangan peraturan DaerahKabupaten Rembang tentang :

1, Periinciungan dan pemberdayaan petani
I(abupaten Rembang ;

2. Perubahan l(edua atas peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2OOg Tentang pengeiolaan
Ikan ;

MasaTugas :

Sesuai jadwal yang telah
bahwa Panitla Khusus II
27 Desember 2017.

diagendakan oleh Badan
melaksanakan tugasnya

Dan Nelayan d i

kabupaten Rembang
Tempat pelelangan

Musyawarah DpRD
pada tangga 12 s/ d

c,

B. Pelaksanaanpembahasan.

sesuaikesepakatanPanitiaKhusus idanjadwalBadanMusyawarah DpRD,bahwamekanismepembahasan panida Khusus II mengadakan rapatdengan OpD terkait dan Stage holder terkajt,

HasilPembahasan :

Dari pembahasan_pembahasan
menyepakati dan menyimpulkan dengan
Raperda sebagai berikut :

c.

tersebut, panitia Khususll
penyempu rnaan_ penyemp u rnaan

I. RAPERDA TENTAI{G PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAA}IPETANI DAN NELAYAN DI KABUPATEN REMBANG.1, pada konsicreran menimbang huruf ;. Dirubah menjad.ibahwauntuk mewurjudkan masyarakat yang adil dan makmur sertasej ah tera pemerintah Daerah 
-*.rry.t"rr-ggarar.an perrindungan danpemberdayaan pehni dan nelay^r, ...ii. terencana, terarah, danberkelanjutan;

2, Pada konsideran huruf c dirubah menjadibahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud"J"i"-n"ruf a danhuruf bperru mentetapkan peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentangPerlindungan dan pemberday"." p"i""i-J* Nelayan di Kibupaten
- Rembang; (dan huruf d menjadi nurui") -"3' Pada Bab I diktum. ketentuan umum pasal I nomor 6 di ubahmenjadi Nelayan adatah setiap olang y"r",g penghidupanya baik

ffl;rjitrl:", seruruhnva vans didasaraki"' rraiii -;;;"skapan

4, Pada Bab I ketentuan umum pasar I Ayat (7) diubah menjadiPerlindungan petani /nelayan aaarar-r segara upaya untukmembatrtu petani dan nelayan mengahaiapi p'efias.tahankesulitan memperoreh prasarana dan sarana produksi, kepastianusaha,risikoharga, kegagaran panen dan perubahan ikrim,5. Pada Bab I Ketenruan Lrmum pasar (g) di iuut, menjadi p
Pprnhcrrlol/66h xara-.1 / -- -1-



8.

konsolidasi dan jaminan I
rangkapan, r."-uai",,, ;.;ij,!='t&.,Xm:',"i.fff 

"J"T*informasi, 
"rrr? -pengutan kelembagd-i;;;;;i dan nerayan.Pasal 8 menjadi pasa'j g a"r, 

""terusnya
6. Pada Bab II pasal 2 di rubah men3adi

ffft.r."?er'ndungan a;;^'' femberdayaan petani/nelayan
a, kemandirian;
b. kedaulatan,
c. keberma.,faata,r;
d, kebersamaan;
e. keterpaduan;
f, keterbukaan;
g. efisiensi berkeadiian; dan
h. berkelanjutan.

7 Pada Bab II pasal 3 diubah menjadiTuj uan perlindun'e" i"i'i.,"'uiiJ"yaan petani/ nelayan adarah :
a) meningr<at,-:an iiemandiii"r'a"" r.'.ilrrlill'r.*n,7.,erayandalam rangka me,rvLrjLt6kan taraf kesejahte.""n, kualitas, dankelangsu n gan hid up yang i"Jii urit;
b) meiindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga;
c) melindungi nerayan dari resiko kecelakaan dan kematian;
d) menyediakan prasarana dan sarana pertanian dan perikananyang dibutuhkan dalam *"ig.-uangtil^ ,Lu,," pertanian danusaha penangkal* d"l pr*uraiaaya ikan;
:l,H:fj? ; I,Hi i:f : :,lrff 

" 
u..r..,,, tiilr" rem baga pe m biyaa n

f) meningkatkan 
I"tl*p,r* 1"1 kapasitas petani/nelayan sertakelembagaan petanrt"j"fi" ;;1d;;;jarfl.n u saha pertaniandan usaha o.r,angk.p""-il." yang jroduktif, fii{u, moclern,3::il:',:'",'i-u"nlf?ffi; .li,.u, -*riuny.i p.,.,g.a pasar dan

Pada Bab Iit pasal T. ayat (2) di ubah menjadi(2) Strategi perlindriq"" ;;,ii7,',"t.yui aii"r.r*an metalui:a' kerersediaan dan .fecyd;;. prasarana dan sarana produksipertanian dan. produksi perikaxan;
b' ,<epastian usaha pertanil",'p..ir.anan dan kelautan;' ,:ilf,irJ;#:tl r',o.t [uitl." sesuai dengarr kemampuan
d Efisiensi.biaya usaha pertanian dan perikanan;e, Fasiiitasi dan mediasi konflikpetani dan nelayan,f. Desiminasi informasi p."i"g^tl--oi"r ,."r"rut,u,,- dan cuaca;
g' Fasilitasi asuransi pertanian dan asuransi nerayan;

h' Ganti rugi akibat gagal panen kejadian luar biasa sesuai dengan_ kemampuan keuangan daerah:



10. pada Bab iti pasal 9 Ayat (2) diubah menjadi(2) perencanaan perlindungan dan p"*il...uyr1l p,etani/neiayansebagaiamana dimar<sud par?."t;i (iir;;"rn orc:h opD terkait.i 1. pada Bab III pasat 9 nyat 1S1 aiuUuh meniadi(3) perencanaan - pt,.rirurrsun'''ro orn _ pemberc.layaanpetani/nerayan . ditetapkan oleh pemerintah D^;;;"- menjadirencana perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan baikjangka p.".q :! ".,qu-pu,, 1""gr.I p- ;;;;1."12, pada Bab IV, payt trZt airUuf, *".iuat 
.

(1) pemerintah oaerJ, 
. u..tr*u;ru"r. atas perlindunganpetani/ nelayan sesuai g.gngan k;;;.rgannya.(2) Pemerintah Daerah wajib ilil;;tilan fasilitasi dan mediasibagi petani/nelayan.

(3) pemerintah Daerah dapat memfasilitasi, merencanakarr
i:t11 )lT"iff 

k"u""a' k'pu';;;;;; pe rr i nd u n !"i i" u.". . r

(4) Ketentuan rebih lanjut berkaitan dengan memfas,itasi,merencanakan ,.i?T13n 
, pJut.anaan kepersertaanperlindung"n a.uiansi petaniTnliayall"b";*;"ff'ayat 

(3)cliatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati,13. pada Bab rV pasa], ii^;;;i.) diubah menjadi(3) Strateqi perrinauriga,i petani/nerry.,., 
-sebagaimana yangdimaksud Fasat z ^v^t]ii r,i*r "';;*hl*f c dapat diiakukanoteh pemerintah " _.)"iui. n"aJr_,*. Uiriru Milik Daerah(BUMD)/koperasi petani dan kope.*i'".i^iu,14 pada Bab rv,pasat'io alri}l menjadi(1) Pemerintar-, o"..arr-[.rr..*iii[". *..fasiritasi ketersediaan

Effi?? :;.ii XTlll 
de n pcri k'" ; .;;;;i;"" 

" d imaks u cr d a r am(2) prasarana pertanian d.an perikanan sebagaimana dimaksudpada a1,at (1) antara lain meiipuri:
a. jalan usaha pertanian,jl.: produksi pertanian;b, bendungan, bam, ianngan irigasi, Oan.emUung sesuaidengan kewenanginnya; dan
c, jaringan listrik, pi.guiurrgan, pelabuhan, pa'gkalanpendaratan ikan, t.*put pelelanga";[;,., dan pasar,15. pada Bab iV pasa.l f O jirU"i menjadi

i::3ll1l:]'J3ll"i*"*fi3n .. m e,n a, rr r a 
^ 

r ka n. 
.c1 

a r1 memerihara

E"r+t"d,xil?ftyi?:',ff xf er"ol??sn"$t.gll*:1il;".;iff [16. pada Bab rV|:.," l|Ai"i (1) diubah menjadi(1) pemerintah Dairah membantu " menyediakan saranaproduksi pertanian dan perik*"" ..t.gai-"rr* dimaksud daramPasal 7 ayat (2) huruf a {ans tepat *ukt, dan harga yangtedangkau bagi petani/nilayin r.."rui--. crenga:r kewe:raga,.,pr:rrtcr.ir I tah daer.ah.
17, Pada Bab IV pasat 

]Z eyat (2) huruf a diubah menjadi



a, menetapkan kawasan
berdasarkan kondisi dan

. sumber dayaalam;

usaha pertanian dan perikanan
potensi sumber daya *u"u.iu, a"r.,

, 
[H?::l"nu.l3:uT^.::masaran hasl pertanian dan
3:ilflT ^[T"li*,y^.1ii, 

-;."* ;:il.ff;ffi",.:il
daerah;l:fi?,."" dan perikanan' 

"J*;L 
^;;AH,1XL"H?I;

' f,:'J,'i:$ffii;silitas pendukuns pasar hasit pertanian dan
19. Pada Bab IV fa.ql 2i di ublh menjadi pasal 20 Ayat(2)(2 ) r(e te n t ur a n rebrh r^nj u tH..^, genai r.epasti#,3$r;X, I31,,. .

n A i*lnx: $l'ST,?lIir' io Evar (li'J;;#,:;?lHij',1'3'.T3li
20' pada Bab IV FiJJ zz menjadi pasar 21 d,anseterusnya
2L Pad,a Bab IV'pa.Sl 21.diu.baJr menjadipemerintah DaeAh'-b;rewajiban merkondisi r

,,,,ffi Ut#;*ffiitHl{xx?-laffi ,-'x,;,T}ft 
l:'i"ft *?11'*3x

:: :tft.i.1tiil$:l:?,1"0''oah menjadi Bagian ke Empat
24. paga pasat zi'JirU?il*meniadipemerinte

, q . H;j;;#* 
rf ; r?l ffi : f, 5f3{*m x; ilriH : f, 3 r,::{# 3 ffi i1r fl 3zc' pada Bagian.ke Enam diubah_menjqdi Bagian ke Empat,u ."[jtffii informasi p..ing_1t",ia*il[frfi 

dan car-ica 
;

,, " 
;:U;**"rniml"mt_l#ffi;inasikan inrormasiz / , Pada Bab IV- 

['1"' 
i:rful"f*]iT]5;;l:,*.ntisipasi teryadinya gagara, ! ;ri u_airn ledakan serangan orgarrumhuhan, dan/atau *;;h ^,.;;:ilJ.T:.. 

^.fe'ssanssuperamalan CUaCa di laUt; dan '-"7un]L ne\Van menUlar;
b, upaya 

.penanganan ,.:l:30 hasil prakiraan iktim danperamalan 
_ 
ledakan serangan orsar ,

tu m b u h an, d an / aLa, *"u"*,- r."r"9, ;fr :f*._ffiBsu r ssu

Antisipasi sebagaimana dimaksud pag" ayat (1) dilakukandengan penv"dartuasan-^i"iiln..i dan'rr"Jii prakiraaniklim, hisil - r:err.iraa" 
- 

r.i"ri^n 
- organisme --pengganggu

tumtruhan dyZ.t"" '"*ilU"f., - penyakit hewanmer(ular., cuaca dan badai ai t,"rt.Bab V pasal 2gAyat (Z) frurui U-li,rUut menjadi

ffffi,T"t'*-ff r"Sff:',?ff 
^,.11*''""'t'"u'' 

di bidang

E:r!^u_Pl_.rl 32 diubah ;;;j;;tDeuap orang y""t3:ngel6ia pasar. modern berkewajiban
S?fttlrt3il' *,H^,,,n 

enj u alan 
-- 

fo- oa I i;; " ^ 

p; ;i.,,.. d a n
811 y_,Bsar 33^diubah men jadi

(2)

28. Pada
b,

29, Pada

30. Pada



( 1)'pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan danakses permodalan usaha perd;i; dan peril(anan,
(2).Fasiiitasi akses pembiayaan dan akses permodaransebagaimana dimaksud p"ou 

"t; (1) dapat dirakukanmelalui:
a.pemberi.an pinjaman modar untuk usaha pertanian danpenangkapan ikan,
b,pemberian bantuan program pertaniandan prerikanan;c' pemanfaatan. tanggung ja*iu sosial perusahaan sertaprogram kemitraan dan bina lingkungan
d' pemberian pendampingan piog..- bantuan yangdiperrukan dalam rangkl -",-,g.i"*" pembiayaan danpermodalan.dari pe-eii.,tah piovinsi, plmeriri;h pusar_ dan/ataupihaklain. ,---.-

33' pada Bab V lasal 'B;g,;; ketrrjuh diganti bagian kerirnaFasi I i tas pembiaya?n Ca;- F;;;?j;; .
3a pacra Bab V pas;i d"i;"*L1ogi"f1".iiE"nti iragian keenamA t<se s r I m u pe n get"E Ji,.,, G[;;k;;ffifr i,i, o.m asi
35 Pada Bab V pasal 35 Ayat (l) diubah meniadii penrerinrah Daer.ai b;.[;*;;;;;';;r;berika^r

l<emudahanakses irmu pengetahuan, teknorogi, dan informasidibidang l)er"{ilr.: i;,rrr cjarr'peril<arnan.
36.Pada Bab V,pas.al 37 diuba[ menjadi

l:Trnn.^h oaeiah re.r...t"uit"n memras,itasi uji muru

I ;;].';rE+ ffi* f$f,## ffiii ** ; J;,
(1)Kelompok Tani/ 

^r"Gy* sebagaimana dimaksud dalampasai 3g ayat (4) trunir . ait,r".ir..lter,, dari, dan untukpetani/nelayan.
(2) Keloml!! i."1/ Nerayan dibentuk atas dasar kesamaankepentingan, kondisi " tingkun!-"ri" ti...i, d.an komoditasyang diusahakan, untuk meningkatkan danmengembangkan usaha anggota.(3) Kerompok -tani/ 

nerayiri - 
setelah terrrentuk harusmendape.tkan pengukuhan dari B;;",r.39. Pada Bab V pasel 41 diubah meniadiGabunganKelompok --T;;.^"*i*., 

Neldima]<sird a;i;;'Fisar'&'ay"iior d'il?Iil"*rTtffi.il?1ftdan beberapa i<itompok- tdni d1. nelayan ya:rgberkedudukan di desi daia- G..*ii"n yang sama arauKabupaten.
40. Pada Bab V pasal 44 Ayat (1) diubah menjadi

( 1) Peran serta masyarakat sebagaiman"-Ji*aksud dalam pasala3( 1 )dapat dilakukan oleh:
a. perseorangan; r

b. lembaga swadaya -."y"rlkat; danc, pelaku usaha,
41, Pada Bab V pasal 4s di tambah Huruf f yang berbunyif. Membiayai jaminan asuransi bagi arrit buah kapal.



43, Pada Bab V i::1, 47 Ayat(2) huruf c diubah menjaciic' meraporkan kegiaian-r."giat""ri_il secara rutin dansecaraberkara kepada pemerintah desa/kelurahan dankepada pemerintah kecamatan clatrL OfD untuk dapatdiveririkasi apabira ada. .bantuan--I".", bergurir maupunbarrruan lainnya berupa-triuarr Jm r*]i-irtn;

D. HasiiPembahasan :

Dari pembahasan-pembahasan
menyepakad dan menyimpulkan dengan
Raperda sebagai berikut :

RAPERDA TENTANG PERUBA}'IAN KEDUA ATAS PERATURANDAERAH I(ABUPATDN REIVIBANG NOMOR 4 TAI{UN 2OOg TENTANGPENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

1. pada Konside^ra1,T:"q"gat.nomor 
1 diubah menjadi.i;lT,, jlrlr", ror unianE*;"J;;; d"# ffi!,," R.pubrik rndonesia

3 iljl X:::ll:::: :o,of I menjadi nomor 2 dan seterusnya

I u ; ; ";s#l t -T:ii:l ?',Htr tX *,i.XHl'[li*l,l.m 
",,

Pemberdav'lt NJlavan pembudia;; ik;;"..r., petambak- Garam(L'embaran Negara ha;bi,k^ rnaor-,esia-;;hu" 2016 Nomor 68,Tambahanlembcrr il:t"r' n.puuiit'ria#..ia Nomor sszol ;
4' pada Konside.ran Angki g sampai aerrsa; angka 12 pada draffdiubah meniadi u,gLu'g .ip.i dengan nomor 145 pad a keren ru a; p;.;i jffii,i 

i t ;;;"^r"i,iji,l,, bah menjadi
L::l^pe_nangkapan ikan di Lotcatatkan pa(
i k a n y a n g, a ; 11,pi H1Xi.f 

ift ,.HH 
}io'$ 

I t*'ff 3 1 
" 
1''#s, ;;,Xs

L?3xf,.:?,if3,H,f,:.,11fif'"0 pada avat (1) terdiri dari rerang

Dihapus

5[',,1,.",'. f'?.,'l]n,1'$i i]ia ;'3s,ffiffi tr i,$,ff i 
u t d a r am aya t ( 1 ) a kan

tersebut, panitia Khusus II
penyempu rnaan _penyemp 

u rn aan

II.

(1)

(2)

(3)

(4)



E. Penutup

d a, a m'iil::,L.T H;:, ;lItx ;?.';."1.. 
j,, D pR D Kab u pa re n R e m ba n g

bahan pertimbangan 'persetr 
,

ta.ggal 2e Desember 20 17. 
"rjuan DPRD o"::* 

"1il:..'l*,;:X';'tt;fi3r

Rembang, 2g

PANITIA KHUSUS IIDPRD

Ketua,

ttd

SAHNINGSIH, S.E

Desember 2017

IqBUPATENREMBANG

WakilKetua,

ttd

ALI IRCHAM,S.T

^ ^,rn 
r8,esuai dengan aslinva

9dkrl9!d'i'{1p.r R o xJo rp.i" n'ne m ba n s

009

a Tingkat I

421 199303 I



DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH
I(ABUPATEN REMBANGJl. Diponegoro No. 88 T",o i6Zgsr 691194 Kod,e pos

tig2L2
REMBANG

LAPORAN
PANITIA KHUSUS III DPRD I(ABUPATEN REMBANG

HAsrL ""*"oroJi*ffi*Ap s RA'ERDAI(ABUPATEN REMBANG ---J

A. DASAR:
panitia Khusus

melaksanakan tugas

PUJI SANTOSO,

III DPRD Kabupaten Rembang dibentuk danberdasarkan pada ;

' ff;::.:iffi 
Musvawarah DPRD bersama rim Asistensi pembahasan

ff ffit Jff , l*.,;,L'frilti;HH ; ;'* :f,,T,T *1Tflil ;
2' Peraturan D'RD Kabupaten Rembang Nomor o1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua Atas peraturan D'RD Nomor 1 Tahun 2014 tentangTata Tertib DPRD Kabupten Rembang.

3' Keputusan DpRD Kabupaten Rembang Nomor g Tahun 2or7 tentangPenetapan pimpinan dan Keanggotaan panitia Khusus I, ir, III dan IVDPRD Kabupaten Rembang terhadap pembahasan 10 (sepuluh)Raperda, dengan susunan Keanggotaan panitia Khusus ir, Ttrgas cianMasa Tugas sebagai berikut :

' i:H& .Keanggotaan 
panltra Ktrusus rlr D'RD Kabupaten

tr;T
t-- 1

1l WI DODO



6 I H. HARNO, s.E.
I

J 
MUCTYARTO, s.T,

-I MUHaMMAD IMRoN
-__
H. iSMARI, S.H.

JASMANI

Anggota pansus III
1

Anggota pansus III

Anggota pansus III

Anggota pansus III

-_

Anggota pansus Ill

6

9

10

2. Tugas:

;ilffi ::ff i]iJ[:::::n 
em bahas Ran cansan pe rat u ran Dae rah

j] ]i*:ungawab sosiat perusahaan;
z) renztnan Usaha Jasa Konstruksi;
3) pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. Masa Tugas :

iji ::';*l 
"' ili :: 3:J' :-ill*L"i' h B a d a n M u sva wa rah D pR D

s/d 28 Desember 2otr 
';^;;":TlTt" tugasnva pada hnggai 20

paripurna D.RD tanggar T f,]::*?i:i;i'amna,i."" o"oa Rapat

B. PELAKSANAAN PEIVIBAIIASAN.

Sesurai jaciwal ),ang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD dankesepal<aran panitia Khu.r" ,,, adalah sebagai berikut :

Kabupaten cresik pada,l#;T, *::i:illi ..1", ;:::il::lKabupaten Tuban pada tanggal 22 Desem ber 20rr,

C. HASIL PEMBAHASAN :

pembahasan pembahasan tersebut, panitia Khusrrs TTT



I.
lal Perusahaarr.

Pasal 11 ayat (1) huruf b kata ,l
{ih^^,.^ ' "qrqr u Kd'LB -noperasl" dihapus, dan huruf ddihapus

3' Pasar 12 ayat (3) kata " koperasr ', dihapus sehingga berbunyisebagai berikut ;

(3) program kemitraan usaha mikro dan kec, sebagaimanadrmaksud dalam pasar 11 ayat (1) huruf b merupakanprogram yang bertuJuan untu* menumbuhkembangkan,
menlngkatkan dan memblna kemandirlan berusahamasyarakat dl wllayah sasaran perusahaan.

4. Pasai 12 ayat (6) dihapus.

JliI";i,";,:Ii o ffi p u rn akan seh in gga
T:lry, :,pertztnan usaha Jasa }l,,Hffl

:::,. :""n,aras 
kepanjan*"./.;;;ir,", .fiT"r,'J"f[il:

;;;,;",, ;:o^can SKT aciatan sertlttaiK;;.;;nir.- t1^_:_
d a n S Kr aci aran s..tlrii"i,i; ;,,#i:r";:rqX

IIL 
Bara lllk Daorah.

II.

2.

i, BAB I KETENTUAN UMUMPasai 1

6. Orgnleasl perangkat Daerah/Satuan 
,Daerah

u n sur T:ff""111*' **i*ffi 1ryff;'ili 
l#penyelenggaraan Urusan pemerlntahar

kewenangan Daerah. r vr.srr'Eqnan yang menJadl

penghapusan salah ."t,.,--. f..i" ;p"_lrlntah u sehinggadisempurnakan seUagai-U."it ut ;

29'Tukar Menukar adalah pengalihan kepemiiikan BarangMilik Daerah lang dilakuka; antara pJ-..irrtah Daerahdengan pemerintah pusat, antar pemerintah Daerah, atauantara pemerintah Daerah O""Su;-pil'u* lain, denganmenerima pengganlian utama dalam trronrrrl, t.^_^*_



pasal g7
Tata cara pelaksan""l.p..*bukuan, 

Inventarisasi, dan peraporan
m*?xlli k Daerah ai6ks;;;;li " ..., 

"i 
pu.aiu.",i' p..r.,dan g_

3' pasar gB huruf c ada penambahan katimat tentang lretribusrJasa Usaha
Sehingga berbunyi
c' mencabut ketentuan dalam pasal g ayat r2r huruf dPeraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1g Tahun20Ll tentang Retribusl ,,Iasa Usaha.

D. KESIMPULAN

Dari hasir pembahasan 3 Raperda panitia Khusus III DpRDKabupaten Rembang dapat menerima dan menyetujui 3 RancanganPeraturan Daerah tersebut diatas ditetapkan menjadi peraturan Daerah
fil:l] ,;erubahan 

dan penyempurnaan sesuai hasit Rapat panitia

E. PENUTUP.

Demikian Laporan panitia Khusus III DPRD Kabupaten Rembangclalam membahas 3 Raperda Kabupaten Rembang yang seranjutnya
;'J;S^J" I *:i, ffi: I ffi i J,*;ffi 

' 
o in o o 

"a "- 
n* i ^i 

pari p u rn a

Rembang,

PANITIA KHUSUS III

Ketua,

Ttd.

WIDODO

29 Desember 20lT

DPRD KABUPATEN REMBANG

Wakil Ketua,

Ttd.

PUJI SANTOSO, s.P., M.H.

Sesuai dengan aselinya

SEKRET REMBAN c /



1.

2

LAPORAN PANITIA KHUSUS TV DPRD I{ABUPATEN REMBANGMEMBAHAS 3 ( TIGA ) RANCANGAN PERAiURAN DAERAHI(ABUPATEN REMBAIVG

RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

iii!!!i JflHe i ET.'#r t u s Bmi liilf d nt 
^r, 

u pA r E N R E M BA N G N o M o R

if[s[%, Jiulil$.?..+??$5$\ffi, [E[3t#r_,fiArEN REMBANG NoMoR s

A. DASAR:

;3il:Ll::'fijY DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan meraksanakan rusas

1. HENRY PURWOKO, S.Pd.

i ' Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Remang bersama Tim penyusunRaperda Pemerintah Kabupatrn Rembang tangg al 2,7 Noierrrbe r 2017 dalam ranglcapenjadwalan pembahasan Raperda won ninoLurprt.n R.-u"ng Tahun 20rT2' Peraturan DPRD i(abupa-ten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan
i:,1T.ffi;:ffi'l:T,;:f-:ffiX?1n n.*u"ng i'romor r rahun iotqrentans

3' Keputusan-DPRD Kabupaten Remba.,! wo.no. g Tahun 2orrtentang pembentukanPimpinan dan Anggota Panitia t<husul t, tt, ttt ,dan IV opno Kabupaten Rembangdalam membahas 10 (sepuluh) Ranc"ng"r, peraturan oa.."t, Kabupaten Rembang.
B. SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA NHUSUS IV DPRD KABUPATEN REMBANG :

,rir""' 
Q'ru' 

' f:t.u"
3, zAIMnL urraarra : wakil Ketua

4 MoKHAMAD ,AENURT : :f::"s F{j, HTKMAH 
',RNAMAWAT, , i:::::ir vr\rr^rvlnwA l.t : AnggOta6. ILYAS

7 FRIDA IRIANI : Anggota

B Ayu ARD,'AH MA'ASARI ' 
Anggota

o r\n rnrrn rr,,r,.-.^ - ;Anggota9 CATUR WINANO, S, H. Anggota10 PARAMITA pRApANCA A,N,R, S,pd , Arrffiot^

C. TUGAS:

Pal-ritia Khusus IV bertugas membahas 3 (tiga) Rancangan peraturan Daerahi(abupaten Rembang tentang:
1 Raperda Tentang penyelenggaraan lbadah Haji2' Raperda Tentang peruuairJri Kedua Atas perda Kabupaten Rembang Nomor 4Tahun 2010 Tentang Retribusi Di Tepi.iuir.r. U,,,",rr.,3' Raperda Tentang Peiubahan Atas peiaa Kabupaten Rembang Nomor s rahun 201oTentang Retribusi Tempat Khusus parkir



E. PELAKSANAAN PEMBAHASAN 
:

.t"t#;, J.";;:iu"tt" 
Panitiar Khusus I\/ meraksanakan mekanisme pembahasan

1, panitia Kh

- ru ban'".TL".::,T;;?T;{f#j;;E:s.f,::;}if Bojonegoro da, pem,<ab2, panitia I(-
Desember ;;l?: 

IV mengadakan tupu, dengan o;; terkait pada ranggar 273, Rapat internal pansus IV rtolo*pembahasan IV dalam rangka penyusunan la:oran atas hasil
F. HASIL PEMBAHASAN 

I

I. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN 
IBADAH HAJI.setelah dilakukan pembahasan antara panitia Khusus Iv DpRD Kab. Remba'g

dengan OpD
m a ka o 

"o ", ol ! #:flX"i : 3,T:*.XKX1*,ilXiffiff ssa raan r b ad a h H aj,,
1. pada Mrair,,zii'tT;:"Tt-,*i,:i,2,,:f 

,:.,ffi:lT#fi ,,ff [il,,.f :,sanshantsnsaz, pada Diktum Ketentuarl rrmrth .r:.^_::":- 
vcttulrso, diubah *..,jadiiu?."h,

angaka 1 1 , dr. b;;il;ili :S:fi,ojfffil?l , (dua) angka yaitu angka 1o dan10, Tim ,::lnOy Haji Daerah adalah petr
fi fl t,ff Iil.*1",;r"hlji#f,tr#,1i::';Ji#:x,.;*,.:,ri:l

1 1. Tim I-<

"-"i;fr'ilS#,*i5ffirtrii*"ffi *ff 
;,oi..rlt*Js"r,.H.,rri{:?pelaya

a. fl{" ,pasal 2 penulisan
d i u b a h cJ,, g g u,, ; U; ;y"??l#, rZy t" lp ;$ 

"1, 
;H [/,U H ]::,L s e h i n g ga4. pada pasat.3,huruf 

b diubah,,l!li.ge" berbunyi :t 
;'.',i?,r.m.*;:rm; il-'ifli, i:r",i"".",, dan kenyamarrari daram

5. Pasal 3hurur f cd,thapus

6' pada pasar 5 yat (2) diubah kata Kecamatan menJad,r d,aerah,sehinggaberbunyi ;

Ayat (2) Layanan transportasi sebagaimana dimak:rg pada ayat (1) meliputi :
a' pem beran gkatan 

i a.m.aali hEfi.^' bagasi Tai?i..^r, ke embarkasi 
;

b' pemulangan j"maar, t,;ji ffi; illul", dari debarkasj ke daerah.7. Pada pasal 5 ditambah satu

^, 
; i oi f;* rxii:ii *liii* fli : l1 Iff i :,:,:I?J", ,, an a d i m a k s u,



9. Pacla pasal 7 ayat (2) huruh b d,ttambah(dua) berbunyi sebagai U"lf.rt,
(2), La5,anan kesehatan terdiri atas :a, cek kehamilan;

b, Imunisasimeningitis;
c. layanan ambulan-ce.

RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA KABUPATEN5f,,TiI-G NOMOR 4 TA-HU,iiOrO rENiifiC RETRIBUSiOi TEP] JALAN
Pada pasar g diubah, sehingga pasar B berbunyi sebagai b.rikut:

Dihapus, Pasal 8

struktur dan besarnya tarif adara,h sebagai berjkut :

: [i,ixl?"' 
roda ;;;;"ioou ti;;';ilil Rp 1 000,00 (seribr_r

; Fi:i:il ff::ff;'.:*:rsp 2 000,00 (dua ribu rupiah);
d. kendar"". t.i"aa lebih dari ;:r_r 

0, ooo,oo'(seputuh i,ul l.Joi"rlt,ribu lima ratus rupiah). )nam sebesar np iz,soo,o;(0i.,"" u"ru.

III. RAPERDA 
-TENTANG :*.U.PAHAN AI+!..PERDA q?,-U.ITTEN REMBANG

NoMoR s rAHuN-idro te^rierv'6*.?n,rusr itrfrpii KHusus 
'ARKTRi:f i ff 3 

: :1i i:.[{ n i:I?i,i* *r,i; tll [1:ffi T:: r. r p 
",, 

u N. m . r 5bahwa Raperda ."Jir', sesuai d.;;;;raf Raperda. nsus rv teiah"".p"t 
^,G. PENUTUP.

Demikian Laporan panitia Khusus IV D,RD Kabupaten Rembang dalam
membahas 3 (tiga) nu".""s"" peraturan oleratr Kab;;;; Rembang, lang;:'il,;:"va 

sebagai bahan o.*,-u";*;;;";;tujuan opin- ai rapat paripurna

katq menlngltls sehingga ayat

Ii

(1)
(2)

Reml.ang, 29 Desember, 20lT
PANITIA KHUSUS iV

DPRD KABUPATEN REMBANG
Wakii Ketua

ttd

H. ISLAHUDDIN

Ketua
ttd

j.:,. .\. HENRY PURWOKO, S.Pd
fl. ,!, i! ,, t"- :



DE*ANPERw,I*f^iiftIiffillHii,.ffi,fi|ENREMBANG
TERT{ADAP

IO ( SEPULUH ) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

1. Raperda tentang Retribusi pelayanan Tera/Tera urang2' Raperda tentang Perlindung; Dan pelestarian Hasil KegiatanProgram Nasional Pembera-ayaan tutasyurat ui Manoiri pedesaan(PNPM MD).
3' Raperda tentang Perubahan Atas Perda No. 5 Tahun 2010 tentansRetribusi Tempat Khusus parkir !v' r r cururr Lv tv [enIanr
4. Raperda tentang perrindung* a* pemberd ayaan petani DanNelayan
5. Raperda tentang Ijin Usaha Kontruksi
6' Raperda tentang pengeroraa, uarang mirik daerah7' Raperda tentang TanEgung Jawab iosiat perusatraan Di KabupatenRembang

8' Raperda tentang Perubahan Kedua atas perda No. 16 tahun zolltentang perubahan Atas perda ruurp.ten Rembang No. 4 tahun2010 tentang Retribusi perayan* p*tir di Tepi Jaran Umume. Raperda Tenrang perubahr; K;r;ltas perda r.u. Rembang No.4 tahun z0o9 tentang pengeloraan rlrp* pererangan Ikan10. Raperda tentang petayanan Ibadah ffuy,

Pada sidang paripurna ,?'iHfl:'ff"?5t-#*;1tffir,ut, 
2e Desem ber 2017

Assalamu ,alaikum wr wb,
Yang kami Hormati, Bupati dan wakir Bupati Rembang beserrajajarannya di lingkungan pelr*ab Remb;;'
Yang kami hormati saudara Forum Komunikasi pimpinan Daerah;Komandan Kodim, Rembang, Kapolres Rembang, Kepala Kejaksaan,Ketua Pengadilan Negeri G

Yang kami hormati Saudara sekretaris Daerah beserta pejabat dilingkuangan pemkab. Rembang Serta para camat se- KabupatenRembang;

Yang Kami hormati pimpinan parpor, wartawan, para pimpinan ormas,Organisasi Wanita, LSN[Serta Undanean setrolian w^-^ L^-L^L ^ - : -



masih bisa menikmati karunia dan rahmat-]rr-yA. Shorawat dan salamsenantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi gesa.ilut,ummad 
sAw

Sidang Dewan yang kami Muliakan
Terhadap Raperda tentang Retribusi pe.layanan Tera/Tera ulang, kamiberpendapat bahwa teueriaan p..Ju ini ,*gat penting untuk dibentuksebagai brrlk pelayanan 

-dg p.rrird;;g.n pemda kepada masyarakatH[']iln"}*ifrii,tr*HffitrT.'fri,mlir --1;ilT
kapasitat dq kompetenrioi uiJl"e'il dan saran.-or.rl*g 

mempunyai
untuk menunjang pelaks-u* dan penegakan perdalni. 

**a penunjang

Te rh a d a p Rap erda renran*, 
I:rllllyne* Dan perestarian 

Has i I Kegi atanProgram Nasionat Pembetiuy* Malyarakd M;1il'i"d.ruun (pNpMrdD)' perda ini sangai;;;rrk^;ffi?ilrrq\ 
sebaga, payuns hukumuntuk menyelamatkan u'.i n.gara dan sebasai r*Jui* Iegitimasi atas

pengelolaan dan pemanfaatan warisan Fr.rp-la MdJ]gi kesejahreraanmasyarakat' Maka, kami meminra [rrra, p.i..trtt"uuparen 
untukmemberikan bimbingan dan p.ngu*"san. secara regurer kepada Dera

pengelola PI*PM MD-ugut ptngelolaan .r.t warisan plvprra IvtD berjut*maksirnal'

Terhadap Raperda tenrang perubahan Atas perda No. 5 Tahun 20i0tentang Rerribusi Tempar riurur;;ffi i* *uo..Ju^r.-n,ang perubahanKedua atas perda il:-ij''3hu, i01'; [nr*u perubahan Aras perdaKabupaten Rgm_bang xo. + ,utrun 
- 
ioto''t.nr*g n.iiiuuri perayananParkir di Tepi Jarai u,rr. ,lr1l oura*g* kami, kedua perda inidibentuk untuk metayani pemilik t.na*r.n,_ menjamin ketertibanlingkungan dan sekaliius-untuk ;.lir-gl;kan'pao."[u.ni 

menyorotikeberadaan truk-ruk u-tttt-' yang selaria ini-banyak parkir teruma dijalan pantura murai aari rlc 
,r:r,_ori'r.*r, Kec."rd;. Har ini jelasmenggangsu ketertiban lalu lintas dan d;t.** ;.;fi;"ilengakibatkanterjadinya kecelakaan. rami t.*i*-* agar pemkab melakukanp enertiban dengan melibatkan pih.l"p ilrtlr*asuk kepol i s ian, D inhubdan Satpol pp untuk mengatasi prrroJ* ini. setuin'itr, kami jugamenyarankan agar pemkab m.nyeo-iakan tempat-tempat khusus parkir dititik-titik yang dianggap potensial.



mayoritas masyarakat Rembang adalah petani dan sektor perikanantermasuk sarah satu penyuumban! peo t.rbesar.

Terhadap Raperda tentang Ijin usaha Kontruksi

Perda ini penting untuk dibentuk sebagai payung hukum untuk menjaminketertiban kegiitan usaha tontrutri-e'(uuln.*[*g. 
Kondusifitasproses menuju pelaksanaan kegiatan o*T*si dan bagusnya mutu hasilkonrruksi adalah sarah saru tujtiur aibentutnya peroa ini. 9*i fakta yang

:3:;l,ffiffilil.l#*usaha tont u[,i ai n.,l,iid;.1um sebanding
pemkab memberikan Jfr:,ffi,rT.il1T:!:;#;j;.,;s,*;
ffi'*H,l}trffi:il#i {#a;if. rr.I i,i ie1t1e *.i'ii,!u,

;:#ffi $ ffffi1!, i' 
*' o'n k 

" 
;i'h ; J# Ti& *:???i H Tiil ffii?

Terhadap Raperda tentang pengeroraan Barang Mirik Daerah. Kamim eny arankan kepad a P emkal .g..".g.; m eny e I e-s ai kan kej e I asan statu sLilfi:: ;.i',T,|.; ; i';?-J. 
u r # lL g Ii'"' i', a ip at p * a *.., wrp (w ai ar

Terhadap Raperda Tentang . pelayanan Ibadah Haji, Kamimemberikan
p e, avan a" u.J.X',:',r.JF# ffr5* fffli;T#T:; JfJnlf-ilIfryang serama ini masih , i.it*g*ri*' oreh jamaah pada saatpemberangkatan menuju eru*turi=r-.lir-u mungkin harus di cover orehAPBD.

Sidang Dewan yang kami Mutiakan
Demikian beberapa catatan dan saran dari \u*l seranjutnya denganmengucap Bismillahiryohmanirrahim ?a.ni Fr.k;#raksi D'RDkabupaten rembang oapal menerima dan menyetujui r 0 (sepuruh)Raperda tersebut untuk t.rar.iutnvu oit.r.pian sebagai peraruran DaerahKabupaten Rembang. 

.-1

Sidang Dewan yang kami Muliakan

0.,n.,?.HiTil,"i:Hffil#*^ olll, kami sampaikan dan atas



B illahitautio wal hidavah,
ll/assalom u, alaikum lVr. Wb.

Rembang, 29 Desember ZOIT

,,,,' i,,, 
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BUPATI REMBANG

J SAMBUTAN Bupari [ervraANc
PADA ACARA RAPAT PARIPURNA IV

PENDAPAT AKHIR BUPATI TERHADAP HASIL
PEMBAHASAN ATAS 1O RAPERDA

Rembang, 29 Desember 2017

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Yth, - Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewanpenruakiran Rakyat Daerah-- Kabupaten
Remba ng.

Ykh. - Forum koordinasi pimpinan Daerah Kab.
Remba ng.
Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati.
Para Pimpinan SKpD, Camat, Kabag'serta
Hadirin sekalian yang berbahagia. 

v

Ykh,
Ykh,
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Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah
kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
limpahan rahmat dan ridho-Nya, kita dapat hadir
bersama dalam keadaan sehat wal'afiat pada acara
Rapat Paripurna Dewan Penruakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang.

Dengan mengucap syukur Athamdulillah, Rapat
Paripurna DPRD dengan agenda persetujuan 10
(Sepuluh) Raperda, telah dapat berjalan dengan
lancar dan menghasilkan ketetapan-ketetapan dari
agenda yang telah disepakati bersama,

saudara pimpinan dan Anggota Dewan serta
hadirin yang saya hormati,

Perlu diketahui bersama, bahwa proses
pembahasan Rancangan peraturan Daerah
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
formulasi kebijakan pubrik, yang diharapkan dapat
memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan
masyarakat secara optimal.

Kebijakan publik yang tepat, merupakan kata
kunci bagi keberhasilan sebuah era pemerintahan,



1

atau dengan kata rain, hanya pemerintahan yang akan
memiliki peluang untuk maju bersama masyarakat.

oleh karena itu, daram har ini Eksekutif sangat
menghargai semangat dan kerya keras Legisratif,
sehingga dari 7 (Tujuh) Raperda yang kami ajukan dan3 (Tiga) Raperda yang diajukan oleh DPRD tetah
diproses merarui pembahasan yang efektif dan akurat
dalam rapat pansus DpRD Kabupaten Rembang.
Besar harapan kami prestasi ini menjadi stimuran danpemacu semangat sehingga mampu meningkatkan
kinerja dalam penyusunan produk hukum daerah yang
berkualitas.

Adapun Rancangan peraturan Daerah tersebutyaitu 
;

a, Raperda tentang perubahan
Daerah Kabupaten Rembang
tentang Retribusi pelayanan
Umum.

b' Raperda tentang perubahan atas peraturan DaerahKabupaten Rembang Nomor S Tahun 2OlOtentang
Retribusi Tempat Khusus parkir,

c' Raperda tentang perubahan Kedua atas peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 200gtentang pelelolaan Tempat pelelangan lkan,

Kedua atas peraturan

Nomor 4 Tahun 2O1A
Parkir di Tepi Jalan
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d. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
e, Raperda tentang penyelenggaraan lbadah Haji di

Kabupaten Rembang.
f. R,aperda tentang penyelenggaraan dan Retribusi

Pelayanan TeraiTera Ulang.
g Raperda tentang lzin Usaha Jasa Konstruksi.
h, Raperda tentang Tanggung jawab Sosial

Perusahaan di Kabupaten Rembang.
i' Raperda tentang perlindungan dan perestarian

Hasil Kegiatan program Nasionar pemberdayaan
Masyarakat Mandiri perdesaan (pNpM MD).j Raperda tentang perrindungan dan pemberdayaan
Petani dan Nelayan di Kabupaten Rembang.

Dan perlu saya sampaikan bahwa dengan
disetujuinya 7 (Tujuh) Raperda yang diajukan olehPemerintah Kabupaten Rembang dan 3 (.f iga)Raperda yang diajukan oleh DpRD Kabupaten
Rembang menjadi 10 (sepuruh) perda pemerintah
Kabupaten Rembang, Maka saya mohon kepada
semua untuk lebih meningkatkan peran dan tanggungjawab dalam meraksanakan pengawasan peraksanaan
Perda tersebut sehingga terwujud keadiran dan
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang.
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Saudara pimpinan dan Anggota Dewan serta
hadirin yang saya hormati,

Kami dari jajaran Eksekutif sangat menghargai
pendapat, saran dan harapan dari seruruh anggota
dewan pada saat penyampaian pandangan umum,fraksi maupun pada saat pembahasan di tingkatPansus' Kami meyakini bahwa pada saat prosespembahasan maupun sebelumnya telah banyakmendapat masukan/saran yang menurut kamimerupakan input yang positif dalam p"ny"rpurnaan
Raperda tersebut, guna peningkatan penyelenggaraan
pelayanan publik yang lebih baik.

Semua masukan dan harapan yang tercermindalam raporan panitia khusus tentunya akan dapatkami jadikan sebagai referensi, sekarigus sebagaibahan pertimbangan kami dalam merumuskanberbagai kebijakan pemerintah di waktu yang akandatang.

Demikian beberapa hal yang dapat kamisampaikan daram Rapat paripurna rV persetujuan 10buah Rancangan peraturan Daerah, merarui sidangDewan yang terhormat.
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Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan
bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan
mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang.
Sekian terima kasih.
Wassalam u' alaiku m Wr. Wb.

Bupati Rembang,

H. ABDUL HAFIDZ. SPd.I



PIMPINAN TJPRD KAFJUPATEN REMBANG

PR')VINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAIryAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2OI7

TENTANG

PERSETUJUAN PENF]TAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENETAPAN 2 (DUA) RAPERDA DI KABUPATEN REMBANG MENJADI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

PiMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang: a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin
akurasi pengukuran, perlu dilakukan tera/tera ulang alat-
alat ukur, takar, timbangan dan perengkapannya;

b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya
pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan
pada. sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen,
pelaksanaan metrologi legal bertrpa tera, tera ulang clan
pengawasan rnerupakan kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Rembang/kota sehingga pemerintah Kabr-rpdten
Rembang perlu melakukan pengaturan;

c. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) merupakan model
pemberdayaan masyarakat yang terbukti memberilcan
kontribusi dan manfaat dalam pengentasan kemiskinan dan
kesej ahteraan masyarakat ;

d. bahwa sehubungan Cengan telah ditetapkannva l<ebijal<ar-t
Pemerintah terkait pengakiriran serta penataan pengalihan
kepr:milikan Aset Hasil Kegiatan Progranr Nasional
Pr:mberda)"aan Mas5'41sk^1 Mar-rdiri i)el'desaan (PMI']N-

NlPd), nral<a dipapdang 1:erlrr acian.r,a perlitrclunila;r clap
pcles;tariarr aset-aset hasil 1;r:laitsatri-ratl PNI)M-N4l)cl cli

da-rr-.r alr clala.nl ratrgl<a pe)al<s;,;rllarrrr llengclollrart
h,':l rc rlanj Ll tillt i)ro gram ;



Mengingat : 1.

f.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf
c, huruf d, dan huruf e perlu mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Repubrik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun i9S0 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungai
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun lg99 tentang perlindungan
Konsumen;

undang-undang Nomor 2g rahun 2oog tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

undang-Undang Nomor t2 Tahun 2olr tentangPembentukan peraturan perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2ot4 tentang pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kari tera"khir aerrga.,undang-undang Nomor 9 Tahun iots tentang perubahan
Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahu,, io1+ tentangPemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 19gs tentang wajibdan Pembebasan untuk tera dan/atau Di tera ulan *.itr.Syarat-syarat Ukuran, Timbangan, Takaran cian
Perlengkapannya;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
Cara Pemberian dan Pemanlaatan Insentif
Pajal< Daerah dan Restribusi Daerah;

tentang Tata
Pemungutan

4.

2,

3.

5.

6,

7.

B.

9.

1.1 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2ol4 tentang
Peraturan Pelaksanan undang-Undang Nomor 6 Tahun
201,1 te:rtang Desa;

12, Peratuian rrresiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasion al 2Ol4-2019;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I13 J'ahun 2or4
tentang Pengelolaan l(euangan Desa;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah rertirrssal



Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan l(eputusan
Musyawarah Desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Trasmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Desa;

17, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri daiam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa;

19. Peraturran Daerah Kabupaten Rembang Tingkat II Rembang
Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah ringkat II
Rembang;

20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2OO4 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraruran Daerah Nomor s rahun 2016 tentang
Pembentukan dan Srrsunan perangkat Daerah Kabupatei
Rembang;

23. Peraturan Dervan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua
Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 20t4 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.

Memperhatikan: l.Laporan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabr-rpaten Rembang, tanggal29 Desember 20lT.

2.Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
I(abupaten Rembang, tanggal 29 Desember 2OIT.

3.Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Der,van
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal
29 Desember 2017.

IVlenetapkan :

T(II.S ATl I

MEMUTUSKAN

Menrzeft r ir r'i Fen efar.rart Panaan oa n Ppra fr r ra n ha ara l-r IZa hr r na fan



KEDUA

I(ETIGA : Keputusan ini mulai ber'laku pada tanggal ditetapl<an

Menyerahkan pro, ri penetapan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dir':t-1ill KESATU Keputusan ini menjadi
Peraturan Daerah Kiilrupaten Rembang, kepada Bupati
Rembang ,

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2077

KETUA
ILAN RAKYAT DAERAH

N REMBANG.9

MTL,MZ,



PIMPINAN DPRD KABUPATEN RBMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR j TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENETAPAN 2 (DUA) RAPERDA DI KABUPATEN REMBANG MENJADI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan malcmur
serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar rvargaNegara, Pemerintah Daerah men./elenggarakinperlindungan dan pemberdayaan rx&s1,s13p.g secaraterencana, terarah, dan berkelanjutan;

b. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim,giobalisasi dan gejorak ekonomi gtouri, r..i.nirnan terhacrapbencana alam dan resiko usahi, serta sistim pasar yangtidak_ tranparan dan tidak adil, petani/nelayan
membutuhl<an perlindungan dan pemberday^.rr;

c, bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini masihberlaku belum mengatur perlindungan aan" pemberdayaan
petani/nelayan secara konferhensif, sistimatik dan trotistit<;

d. bahwa untuk menjamin kesinambungan pelelangan ikan ciikabupaten Rembang sebagai upaya piningr<atan
kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisii serta
peningkatan pendapatan asli daerah, perlur mengatur
pengolahan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;

e' bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pe)elapgan
ikan )'ang diatnr daiam peraturan Daerah Kaburpa-ten
Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan Tempat
Pelelangan Ikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor B Tahun



Mengingat : i.

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, h uruf b, huruf
c, huruf d dan huruf e perlu mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rai<yat Daerah Kabupaten Rembang dengan
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang.

Pasal 18 ayat (6) undang-Undang Dasar Repubiik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19S0 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dala.m Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentarrg Hukum
Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2oo4 terrtang perikanan
sebagaiana telah diubah dengan undang-undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang perika.nan;

Undang-undang Nomor 2g Tahun 2oog tentang pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah;

undang-undang Nomor 12 Tahun 2otr tentang
Pembentukan Peraturan perundang-Undangan;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2or4 tenta,g pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terJkhir dengan
undang-undang Nomor 9 Tahun zots tentang perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun iotq tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2T Tahun 1gg3 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor g rahun 19g1 tentan!
Hukum Acara Pidana;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2oo2 tentang usaha
Perikanan;

10. Peraturan Daerah-Kabupaten Rembang Tingkat il Rembang
Nomor 5 Tahun 1989 tentang penyidili pegirvai Negeri sipiidi Linglcungan Pem,:rintah Kabupaten Daerah Ti-ngkat II
Rembang;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2oog tentang pengelola,an
Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana telah diubah clengan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Norror g rahun
20L4 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan Tempat
Pelelanean Ikan:

2.

3.

4.

5,

6.

7.

8.

9.



14, Peraturan Dewan Perwakilan Ral<yat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 201€, tentang perubahan I(edua
Atas Peraturan Dewan perwakiran Ral.yat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang TataTertib Dewan perr,r,akilan Rakyat Daerah KabJpaten
Rembang

Memperhatikan: l,Laporan Panitia Khusus ll Dewan perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 2g Desembe r 2ori .

2.Pendapat fraksi-fraksi Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang, tanggal 29 Desember 20lT.

3,Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat paripurna Dewan
Perwakilan Rai<yat Daerah Kabupaten Rembang tanggal
29 Desember 2017.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang :

I(EDUA

1 Perlindtrngan dan pemberdayaan petani dan Nelayan;
2. Perubahan Kedua atas peraturan Daeral^ Katupaten

Rembang Nomor 4 Tahun 2oog tentang pengelolau. r.rr-,p^t
Pelelangan Ikan; menjadi peraturan oaeiah Kabupaien
Rembang.

: Menyerahkan pJoses 
-penetapan Rancangan peraturan Daerahsebagaimana diktum KESATU Keputusan"ini menjadi peraturan

Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2OLT

I(ETIGA : Keputusan ini r:rurai berraku pada ta:nggar ditetapkan

WAKILAN RAKYAT DAERAH
PATEN REMEjANG &

KAMIL,MZ,



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR ./1 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENETAPAN 3 (TIGA) RAPERDA DI KABUPATEN REMBANG MENJADI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a.

b.

c.

bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dankualitas lingkungan hidup, peiusahaan memiliki p..*yang strategis dalam memberikan kontribusi terhadappembangunan dan penyeienggaraan pemerintah daerah;

bahwa untuk meraksanakan tanggungjawab sosiarperusahaan, diperlukan adanya hubunga. ]..g sinergis,
selaras dan serasi antara pemerintah Dlerai, p.rr."haan
dan peran masyarakat;

bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki barangmilik daerah sebagai asset yang perlu diatur dandioptimaikan untuk mendukung pitayanan public dankesejahteraan masyarakat dengan 
- 
mendasar pada asasfungsional, kepastian hukum, transparansi,

efisiensi,akuntabilitas, dan kepastian nilai;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 peraturan
Pemerirrtah Nomor 27 Tahun 2ol4 tentang pengelolaan
Barang Miiik Negara/ Daerah, pemerinlai-r Daeral-r
Kabupaten Rembang be^.venang untuk membentlrl<
Peraturan Dererah yang mengatur telltal'rg pengelolaan
Barang Milik Daerah;

bah'"va dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27
Talrun 2014 tentang Pengelolaan Bar.ang Milik
Negara/Daerah. mal<a Peratrrran I-)aerah Kahrrnafprr

d.

e.



peranan penting di daerah dalam berbagai sasaran guna
menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah
u ntu k nrenin gkatkan kesej ahteraan masyarakat ;

g. bahrva dalam rangka tertib penyelenggaraan usaha jasa
kontruksi di Kabupaten Rembang diperlukan penerbitan
izin usaha jasa kontruksi;

h, bahwa untui< memberikan landasan hukum dalam
pelaksanaan pemberian izin usaha jasa kontruksi di
Kabupaten Rembang diperlukan pengaturan rnengenai izin
usaha jasa kontruksi;

i. bahr,r,a untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf
c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h perlu
mendapat persetujuan Dewan perwakilan Rak-vat Daerah
Kabupaten Rembang dengan menetapkan I(eputusan
Der,r'an Perwakilan Rakyat Daerah l(abupaien Rembang.

Mengingat : 1. Pasal l!-ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945;

2. undang-undang Nomor 13 Tahun igso tentangPembentukan Daerah Kabupaten dalam t_ingkunga;Propinsi Jawa Tengah;

3' Undan-g-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria;

4. undang-undang Nomor g Tahun 1981 tenLang HukumAcara Pidana;

5' Undang-Undang Nomor 2g Tahu lggg tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan g.iu. I(orupsi,Koiosi dan Nipotisme;

6. Undang-Unciang Nomor 17 Tahurn 2003 tentang KeuanganNegara;

7. Und.ang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BadanUsaha Milik Negara;

8, Undang-Undang Nomor
Perbendaharaan Negara;

1 Tahun 2004 tentang

9. undang-undang Nomor ls Tahun 2oo4 tentangPemeriksaan pengeroraan d.an Tanggungjawab Keuangafr
Negara;

10. undang-Undang Nomor 40 Tahun 2oo4 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN);

1 1. undang-undang Nomor 25 Tahun 2oor tentang penanaman
Modal;



14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

15. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2olr tentang
Penanganan Fakir Miskin;

16. undang-undang Nomor 5 Tahun 2or4 tentang Aparatur
Sipil Negara;

17. undang-undang Nomor 23 Tahun 2ot4 tentang pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali tertkhir dengan
undang-undang Nomor 9 Tahun 201s tentang perubahan
Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun zo14 tentang
Pemerintahan Daerah;

18. undang-undang Nomor 2 Tahun 2orr tentang Jasa
Kontruksi;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2T Tahun i9B3 tentang
Pelaksanaan undang-undang Nomor g rahlrn 19gi tentan!
Hukum Acara pidana;

20. Peraturan pemerintah Nomor 2g rahun 2oo0 tentang usahadan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi;

2 i. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentangPenyelenggaraan Jasa Konstruksi;

22' Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentangPenyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi;

23' Peraturan pemerintah Nomor sg Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah;

24' Peraruran pemerintah Nomor 79 Tahun 2oo5 tentangPedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

25. Peratur€Ln pemerint*h Nomor 3g Tahun 2oo7 tentangPembagian Urusan pernerintahan Antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah provinsi dan pemerintah DaerahKabupaten/Kota;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 20 1o tentangPerubahan atas peraturan pemerintah Nomor 2g rahun2ooo tentang Usaha dan peran serta Masyarakat Jasa
Konstruksi;

2T.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 201O
Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif

tentang Tata
Pemungutan

Pajak Daerah dan Resrtibusi Daerah;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 4T Tahun 2012 tentang



30. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2Ol4 tentang
Penjualan Barang Miiik Negara/ Daerah ;

31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20 i 0 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana tela[
diubah beberapa i<ali terakhir dengan peraturan presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20lO tentang
Pen gadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;

32. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 201S tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrasuktur;

33. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Perlindungan Nelayan;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

35, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor pER-
08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat Atas peraturan
Menteri Negara Nomor PER-0S/MBU/2007 tenrang Badan
Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil
Dan Program Bina Lingkungan;

36, Peratur€rn Menteri Dalanr Negeri Nomor go rahun 201s
tentang Per_rbentukan produk Hukum Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2ot6
tentang Pengelolaan Aset Desa;

38. Peraturan Daerah Prouinsi Jawa Tengah Nomor s rahun
2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tingkat II Rembang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang penyidili pegiwai Negeri sipiidi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah ringkat II
Rembang;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

41. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 20!6 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang;

42,Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Dewan Perwakiian Ralg,al Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten
Rembang.



Menetapkan

KESATU

I( EDUA

KETIGA :

3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat paripurna Dewan
Perwakilan Raiqyat Daerah Kabupaien Rembang tanggal
29 Desember 2O17,

MEMUTUSKAN

: Menyetujui Penetapan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang :

1. Ijin Usaha Jasa Kontruksi;
2. Pengelolaan Barang Milik Daeralt;
3. Tanggungjaw'ab Sosial perusahaan; menjadi peraturan

Daerah Fiabupaten Rembang.

: Menyerahkan proses penetapan Ra,cangan peraturan Daerahsebagaimana diktum KESATU Keprrtusan ini me,-,;aJiPeraturan Daerah Kabupaten Remtang, kepada d"ir.ir
Rembang .

Keputusan ini murai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2OIT

(ILAN RAKYAT DAERAH
TEN REMBANG &



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2OI7

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANGPENETAP^}3{I',ftfIX$t1H,iTffi 
3YTffi Rl;;f,,Y?*[CMENJADI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang: a. bahwa daram r.angka peningkatan perayanan terhadappelaksanaan parkir di tepi jarin u,"un,, iJu melakukanpenyesuaian tarip retribusi pelayanar, p"iki. di tepi ;aranumllm yang diatur daram peraturan baerah x"uuput."Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi perayanan
Parkir q Tepi Jalan umum sebagalmana telah diubahdengan Peraturan Daerah Nomor t6 Tahun 2otr t."t""gPerubahan atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2otatentang Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jaran umum;

b' bahwa daram 
. 
rangka peningkatan peiayanan terhadappelavanan parkir kendaraan di- r"-p.t'khi*" pu.r.ir yangdiatur dalam peraturan Daerah. Kablpaten Rembang Nomor5 Tahun 20 r0 tentang Retribusi r.-p'at-rC-,;;;. parkir;

c. bahwa berdasarkan ketentuan daram pasar. 3s undang_
-undang Nomor 13 Tahun 20og tentang eenyetenggaraan
Ibadah Haji transportasi jamaah haji diri aaeratr asal keembarkasi dan dari debarkasi ke daerah 

-asa1 
menjadi

tanggunganjawab pemerintah Daerah;

d, bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, hurufc perlu mendapat persetujuan Dewan pe.rrakilan i?"kt;;Daerah Kabupate' Rembang dengan menetapka'
Keputr-rsan Dewan perwakilzrn Rakyat Saerah Kabupaten
Rembang.

N'Ier':gingat : 1. Pasal 18 avat (6.l Llnrlano-I Inriqncr r'\aaar po^..1..1;l- r-J^.^^^.:^



3,

+.

5.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19g1 tentang Hukum
Acara Pidana;

undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2oog tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubaf,
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2oog t.rrt.rrg
Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Uncang-Undani
Nomor 2 Tahun 2009 tentang peiuuatra atas Undangr
undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelengg".u"".,
Ibadah Haji;

Und-ang-Undang Nomor 22 Tahun 2oog tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan;

lnd.Lng-undang Nomor 25 Tahun 2oog tentang pelayana,
Publik;

Llndang-Undang Nomor 2B Tahun 2oog tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

9 ' U.dang-Undang Nomor 12 Tahun 2or l tentangPeml:entukan peraturan perundang-Undangan;

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kari i..alrrri, a.r.,g^.undang-undang Nomor 9 Tahun iots teniarg perubahan
Kedua Atas Undang-.undang Nomor 23 Tahun iot+ t."t"r!Pemerintahan Daerah;

1 1' Peraturan pemerintah Nomor sg Tahun 2oos tentangPengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan I'emerintah Nomor Tg Tahun 2or2 tentangPelaksaraan 
- 
undang-undang Nomor 13 Tahun 2008tentanSi Penyelenggaraan Ibadah HEi;

13. Peraturan pemerintah Nomor 1g Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20 1o tentangPengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana tel;f;
beberapa kali diubah terakhir dengan peratr ran presiden
Nomor 4 Tahun 20rs tentang perubahan Kedua atasPeraturan Presiden Nomor s4 Tahun 20 10 tentang
Pengadaan Barang/Jasa pemerintah 

;

15. Peraturan Preiden Nomor g7 Tahun 2o14 tentang peraturan
Pelaksanaan Urrdag-Undang Nomor 12 Tahun zott tentarrg
Pembentukan Peraturan perundang-Undangan;

16. Peraturan Menteri Daiam Neseri Nornor go rah.n ,orc

6.

7.

8,



18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 16 Tahu 20ll tentang Perubahan atas peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2O10 tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir;

20, Peraturan Daerah Nomor s rahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang;

21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua
Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2ol4 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Ra1ryat Daerah Kabupaten
Rembang.

Memperhatikan: 1. Laporan Panitia Khusus IV Dewan perwakila Rakyat
Daerah Kabupate:a Rembang, tanggal 29 Desember 2olr.2. Penoapat fraksi-fra]<si Devran perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaien Rembang, tanggal 29 Desember 2OlZ.3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal
29 Desember 2017.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN
:

: Menyetujur Penetapan RancaJ:lgan peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang :

1, Perubahan atas peraturan Daerah Nomor s rahun 2010
tentang Retribusi Tempat Khusus parkir

2, Perubahan ke dua atas peraturan Daerah Nomor 16 Tahun2oll tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum;

3. Pelayanan Ibadah Haji; menjadi peraturan Daerah
Kabupaten Rembang.

: Menyerahkan proses penetapan Rancangan peraturan Daerah
sebagaimana diktum KESATU I(eputusan ini menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati
Rembang .

Keputusan ini mulai berlal<u pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2OLT

KETUA

KETIGA :



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2OT7

TENTANG

PEI\-YELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b,

BUPATI REMBANG,

bahwa untuk melindungi kepentingan ulnum, menjamin
alcurasi pengukuran, perlu dilakukan tera/tera ulang alat-
alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;

bahwa dengan diundangkannya undang-Undang Nornor 23Tahun 2014 tentang pemerintahan Saerah, t tr.r...r".y"
pembagian urusan pemerintahan di bidang 

'perdagangin
pa_da sub bidang standarisasi dan perlindun[an konJum-en,
pelaksanaan metrologi regal berupa tera, tera ula:rg danpengawasan merupakan kewenangan pemerintah Daerah
Kabupaten/Kotasehingga pemerintui-, xuurpaten Rembangperlu melakukan pengaturan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksuddalam huruf a, dan huruf bserta untukmenciptakan kepastian hukum, perlu membeutuk
Peraturan Daerah tentang penyelengg*r".r, dan Retribusi
Pela-vanan Tera/Tera Ulang ;

Pasal 18 lvat (6) ]Jndang-Undang Dasar lregara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19SO tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

undang-Lhdang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
L,egal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tarrun lggl
Nomor 1r, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3193);

C.

2.

3,



5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor I Tahun 2OtS tentang perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor s8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang wajib
dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta
Syarat-Syarat Ukuran, Timbangan, Takaran dan
Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indo6esia
Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3388);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1gg9 tentang
Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33Bg);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pqjak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2ol0 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peratrrran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun
2oo4 tentang Penyidik pegawai Negeri sipil Daerah
(Lembare,r Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2oo4 Nomor
2lE);

1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor s rahun
20l6 tentang Pembentukan dan susunan perangkat
Daerah Kabupaten Rembang;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSI(AN:



MenetAPKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG,

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang,

2, Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom,

Bupati adalah Bupati Rembang.

perangkat daerah yang membidangi metrologi legai

Bada. adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha -.rpriyang tidak melakukan usaha yang meliputi p....io",
terbatas, perseroan komanditer, perseroan iainnya, badan
l.+lmilik negara (BUMN), atau badan usaha mitit< daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,kongsi, koperasi, dana pensiun, ' persekutuan,
pelkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosiai
politik, atau organisasi lainnya, lembaga danlentuk badanlainnya termasuk kontrak investasi kolekr:if dan bentuk
usaha tetap.

Tempat usaha adarah tempat yang digunakan untukkegiatan-kegiatan perdagangan, i;duJtri, froduksi, usahajasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen'yang berkenaan
dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan pE"yi-p"rr""
atau pameran barang-barang termasuk rumah timpat
tinggal yang sebagian dipergunakan untuk kegiatan-
kegiatan tersebut.

Alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya
yang selanjutnya disingkat urrp adalah alaf yang iigunatcin
untuk mengukur, menakar atau menimbang.

Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan ata.u dipakai bagi
pengukuran kuantitas dan/atau kualitas,

Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi
pengukuran kuantitas penakaran.

a
J.

A+.

5.

6,

7,

8.

9.



12. Alat Penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasilpengukuran.

13. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera sah atau TeraBatal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertandaTera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera
berdasarl<an hasil pengujian )'ang drjaiankan atas Alat-alat Ukur, Takar,Timbang dan Perlengkap?nnya yang belum clipakai, sesuai persyaratan
clar-r/atau ketentLtan vang oerlal<u.

14' 'fera Ulang adalah sutatr-r kegiatan menandai secara berkala dengan tanda
Tera Sah atau tanda Tera batal yang berlaku, atau memberikan lit.rrngrltertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang Uertaiu,dilakul<arr oleh Pegawai yang berhak/Penera berdasarkan hlsil pengujian
yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan perle"gil"pl"rryu
yang telah di Tera.

15' Wajib Tera/Tera Ulang adalah suatu keharusan bagi alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya untuk di rera/Tera urani.

16' Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTp atausurat keterangan tertulis yang menyatakan .r.tr atari tidaknya uftpdigunakan setelah dilakukan' pemeriksaln,

17 ' Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTpatau pada surat keterangan tertulis terhadap uTTp yang memenuhi syaratteknis pada saat di tera atau tera ulang.

iB' Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan urrp atau pada suratketerangan tertuiis terhadap uflPlang tidak memenuhi syarat teknis padasaat ditera atau tera uiang.

19' Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasar.,g pada bagian-bagian tertentu dari urrP yahg ludah disahkan p"ai *"ktu direra/TeraUlang, untuk mencegah penukaian atau peiubahan.

20. Tanda Daerah adalah tanda yang
yang disahkan pada waktu ditera
dilakr-rkan,

dibubuhkan atau dipasang pada UTTP
untuk mengetahui tempat dimana tera

Tanda Pegawai yang Berhak.- y?nq selanjutnya disebut Tanda pegawai
Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada urrp yangdisahkan pada waktu ditera/tera ulang untuk mengetaf,ri pug"*ai berhakyang melakukan tera/tera ulang.

Penguji adalah. pegawai yang berhak melakukan pengujian pada Balai
Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian yang ditunjuk/diiugaskan sesuai
dengan ketentuan perunclang-undangan yang berlaku.

Penera adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas teknis yang
membiclangi kemetrologian yang mempunyai-keahlian khusus dan alUer-i

2t.

22.

23.



24' Pegawai yang berhak yang seianjutnya disebut pegawai berhak adalahpenera yang diberi hak dan wewenang melakukan terJ dan tera ulang UTTpoleh menteri.

25' Pengawas Kemetrologian adalah Pegar,vai Negeri Sipil yang diberi tugas,tanggung jawab, wewenang dan hak secari per.,uh trer.," pejabat 
- 
,?"*benvenang untuk melakukan penga\^'asan metrorogi legar.

26' Alat ukur Metrologi Teknis adalah selain Alat Ukur Metrolog Legal.

27 ' Menjustir aclalah mencocokan atau melakukan perbaikan ringan dengantujuan aBaL alat-alat yang dicocokan atau diperbaiki itu memenuhipersyaratan Tera atau Tera Ulang.

28' wajib Retribusi adaiah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturanperundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
-meLkukan 

pembayaranretribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu,

29' Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batasrvaktu bagi wajib Retribusi uniuk-memanfaatkan jasa dan perizinan tertentudari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

30' Pemungutan adaiah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunandata obyek dan subyek retriSusi, penLntuan besarnya retribusi yangterutang sampai kegiatan penagihan rltribusi krdJ; wJliu net.ibusi sertapen gawasan penyetorannya.

31' surat setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkar SSRD adalahbukti pembayaran atau penyetoran ,itribusi- yans t.r"rr?ukukan denganmenggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerahmelalui tempat pembayaran yarrg ditunjuk oreh Birp.tl.--- 
-'

32' surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat sKRD adalahsurat ketetapan retribusi yang menentukan tesarnv"J"*r?r., pokok retribusiyang terutang,

33' surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bay.ar yang selanjutnya disingkatSKRDLB adalah surat ketetapan retribusi- y-"rrg" menentukan jumlahkelebihan pembayaran retribusi karena jumlah-t<reiit reiriuu"i lebih besardaripada retribusi terutang atau seharusiya tidak t...,t"rrg.
34' Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat sTRD adaiahsurat untuk melakukan tagihan retribusi atau Sanksi AJministratif uerupabunga dan/atau denda,

35, Kedaluwarsa adalah gu.gur karena lr:wat waktu.

36. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Remabng.

37 ' Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat
Pegar'vai Negeri Sipil tertentu yang biberi wewenang khusus oleh Undans-



39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
I<eterangan, dan/atau bukli yang dilaksanakan secara obyektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi
daerah.

40. Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakanyang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukriyang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di- bidlng retribusi
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
3 mewujudkanpelayanan dalam bidang metrologi legal;b. mewujudkan keparuhan dalam bidaig metrol6gi [ga;c' meningkatkan pendapatan daeran aaii sektor retribusi Tera/Tera Ulang.

Pasal 3

Ruang Lingkup dari peraturan Daerah ini adalah:
3 Penyelenggaraan pelayanan Tera/Tera Ulang UTTp;b' Penyelenggaraan pengawasan Tera/Tera Uiang urrp;c. Retribusi Pelayan Tera/Tera Ulang UTTP.

BAB III

PELAYANAN TERA/TERAULANG UTTP

Bagian Kesatu
Jenis IJTTP

Pasal 4

Pelayanan tera/tera ulang clilakukan terhadap UTTp:a. alat ukur panjang;
b. alat ukur permukaan cairan.
c. takaran, meliputi:takaran kering dan takaran basah;
d. tangki ukur;
e. tangki ukur gerak;
f . alat ukur dari gelas;
g. bejana ul<ur';
h. meter taksi;
i, thermometer;
j, alat ukur cairan minyak;
k, alat ukur gas;
I maf a- ^ i-.



s. meter parkir;
t. timbangan;
u. anak timbangan;
v. pencap kartu (priruter/recorder); dan
w. meter kadar air,

Sesuaikan PP

(l]

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 5

Perangkat Daerah melakukan.pelayanan pengujian untuk pertama kalinya
UTTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengujian UTTp sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan nupiti.

Pasal 6

Perangkat daerah_melakukan pelayanarr tera/tera ulang UTTp sebagaimanadimaksud dalam Pa.sal 4 baik y.atg secara langsung maupun tidak langsungdigunakan atau disirnpan dalam keaciaan "siap -pat<ai urrirr. keperluanmenentukan hasil perrguklran, penakaran atau penimbangan guna:a. kepentingan umum;
b, usaha;
c. menyerahkan atau menerima barang;d. menentukan upah atau pungutan;
e, menentukan produk akhir dari perusahaan; atauf. melaksanakan peraturan p.runda.,g-r"au"g"";

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) urrp yangkhusus diperuntukan atau dipakai ;"d[i;p"itrr.r, ,r*ur. i.rgsr.
I(etentuan rebih Ianjut mengenai pelayanan tera/tera urang urrpsebagaimana dimaksud pada ,ya1 1t; aiatur aaram peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Jenis Tanda Tera

Pasal 7

Jenis tanda Tera terdiri dari:
a, tanda sah;
b. tanda batal;
c, tandajaminan;
d. tanda daerah;
e. tanda pegawai yang berhak.

Tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan dan/ataudipasang pada UTTP setelah dilakukan p.rrgrii^rr.

Tanda sah dan. tancla batal y"Lg tidak mungkin dibubuhkan pada UTTPdiberikan surat keterangan teitulis sebagai penlgantinya.

(2)

(3)



Bagian Ketiga
Tempat Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 8

Pelayanan TetalTera Ula:ng dapat dilakukan di kantor perangkat Daerah
dan/atau di luar kantor Perangkat Daerah yang bersifat pelayanan keliling atau
tempat UTTP berada.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Tera/Tera Ulang

Pasal 9

(i) Tera/tera ulang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelumjangka waktu berakhir atau atas permintaan sendiri. 
-

Bagian Kelima
Pelaksana Tera/ Tera Ulang

Pasal 10

Pelayanan tera/tera Ulang UTTp dilakukan oleh pegawai yang berhak.

Pegawai yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai haksebagai berikut:
a' mengesahkan UTTP yang memenuhi persyaratan saat pr:meriksaan danpengujian;
b' membatalkan UTTP yang tidal< memenuhi persyaratan saat pemeriksaandan pengujian;
c' merusak UTTP yang telah diuji pada saat kegiatan tera atau tera ulangberdasarkan hasil pengujian yang menyatakan urrp tidak memenuhisyarat teknis serta tidak dapat diperbaiki ragi; dand. membubuhl<an/memasang-tanda pegawai ying berhak,

Dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pegar'vaiyang berhak mempunyal kewajibin sebagai berikut:a' memberi penjelasan, informasi, atau keterangan pelayanan tera/teraulang UTTP kepada wajib tera atau wajib tera ul-ang; 
^

b. menoiak melakukan tera/tera ulang terhadal urrp yang tidakmemenuhi ketentuan;
c. menera atau menera ulang UTTP ),ang memenuhi ketentuan dan

diajukan oleh wajib tera atau wajib tera ulang;d, menjelaskan kepada wajib tera atau wajib tei' ulang tentang pembatalan
atau perusakan urrp yang Lidak memenuhi syarat teknis;e, melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan d.anpengujian urrp
berdasarkan syarat teknis;

f' menggunakan formulir cerapan sesuai peruntukannya atau catatan

(1)

(2)

(3)



BAB IV

BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)

Pasal 1 1

(1) Semua barang daiam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual,
ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakarl secara
tertulis pada bungkus atau pada labelnyadengan singkat, benar dan jelas
mengenai:
a, nama barang dalam bungkusan itu;
b, ukuran, isi, berat bersih barang dalam bungkusan itu dengan satuan

atau lambang satuan; dan
c, jumlah barang dalam bungkusan itu dalam hal barang dijual dengan

hitungan.

(2) Tulisan sebagaimana pada ayat (1) menggunakan angka arab atau huruf
latin disamping hururf lainnya dan mudah dibaca.

(3) Bungkus atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajrb dicantumkan
narna dan tempat perusahaan yang membungkusnya,

Pasal 12

(1) Perangkat daerah melakukan pelayanan pengujian terhadap Barang Dalam
I(eadaan Terbungkus (BDKT).

(2) I(etentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengujian sebagaimana
dimaksurd pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB V

PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

Pasal 13

(1) Pengawasan Metroiogi Legal dilaksanakan terhadap UTTP, BDKT dan Satuan
Ukuran.

(2) UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a, UTTP produksi dalam rr€g€ri dan UTTP asal impor;
b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor; dan
c. Satuan Ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang satuan Si atau

penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a
dilakuka" 

::::u, ffir:::1T3,";^- oan l:pranr, r an



(r)

(2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b
dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran
kuantitas.

(3) Pengawasan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)

huruf c dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan
awal kata serta lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan
perur-rdang-undangan

Pasal 15

Pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Dinas menugaskan kepada Pengawas Kemetrologian,

Dalam melaksanakan Pengawasan Metrologi Legal, Pengawas Kemetrologian
dapat dibantu oleh Pengamat Tera.

Pasal 16

(1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
l3Pengawas Kemetrologian dapat melakukan pengamanan terhadap barang
dan/atau lokasi atau tempat barang yang dianggap sebagai bukti awal yang
diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyegelan atau
pemberianLabel "Barang drrlam Pengamanan",

(3) Pengamanan sebagaiman.L dimaksuci pada ayat (1) d;an ayat (2) dibuatkan
berita acara.

Pasal 17

(1) Pengawas Kemetrologian membuat berita acara hasil pengawasan dan
Iaporan hasil pengawasan UTTP, BDKT atau Satuan Ukuran.

12) Pengawas Kemetrologian menyampaikan laporan hasil -pengawasan 
UTTP,

BDKT atau Satuan Ukuran dengan melampirkan berita acara hasil
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Atasan Pengawas

Kemetrologian.

(3) Atasan pengawas Kemetrologian melakukan evaluasi laporan hasil
pengawasan iebagaimana dimaksud pada ayat (1)

t2)

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenar
Peraturan BuPati.

Pasal 18

Pengawasan Metrologi Legal diatur dengan

BAB VI



Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungutretribusi atas
pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan
pengujian barang dalamkeadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai
denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulangterdiri dari:
a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;

dan
b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perund an g- undangan.

Pasal 21

(I) Sr-rbjek Retribusi Pelayar^an Tera/Tera Ulang,meliputr orang pribadi atau
Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Tera/Tera Ulang dari
Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut
atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera U1ang.

Pasal 22

Retribusi Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai retribusi jasa umum,

Bagian Kedua
Perhitungan dan Tarif Retribusi

Pasal 23

Tingkat penggLtnaan jasa Tera, Tera Ulang UTTP diukur berdasarkan tingkat
kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas serta peralatan pengujian yang
digunakan,

Pasal 24

Prinsip d.an sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasirkan pada biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan,
kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

Pasal 25

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan
berciasarkan pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasai 25



(3) Peninjauan kembaii tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan memlrerhatika:r indeks harga dan perkembangan
perekonomian daerah,

(4) Besaran tarif retribusi hhsil peninjauan kembali sebagaimana dimaksucl
pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil
peninjauan kembali.

Bagian Ketiga
Masa Retribusi

Pasal 27

Masa retribusi meliputi:
b. masa retribusi Tera/Tera Uiang atas UTTP berdasarkan masa berlaku tanda

tera sah;
c, masa berlaku retribusi kalibrasi atas UTTP, sesuai jangka waktu masa

kalibrasi yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Hasil Pengujian Kalibrasi
clengan berpedoman pada penggunaan dan kelayakan arat.

Pasal 28

Masa retribi-rsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tidak berlaku apabila
UTTP mengalami perubahan fisik dan nonfisik sehingga mengalami perubahan
silat ukurnya.

Bagian Keempat
Wilayah dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 29

Wilayah pemungutan retribusi di tempat pelayanan Tera/Tera Ulang diberikan,

Pasal 30

(1) Pemungutan Retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan,

(2) Dol<umen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi karcis, kupon atau kwitansi.

(3) Pemungutan retribusi tidak clapat diborongkan.

(4) Pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan secara tunai, dengan
n'renggunakan SSRD,

(5) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan
Bupati.



Pasal 31

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau kontan.

(2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yangditunjuk oleh br-rpati sesuai waktu yang ditentukan dengan rnenggunakan
SSRD,

(3) Dalam hal pembal'aran retribusi dilakukan di tempat lain sebagaimana
climaksud pada ayat (2), hasil penerimaan retribusi harus disetoi ke kas
daerah paling lama I (satu) hari keda.

Pasal 32

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selelan r ls4fu)hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 1 (satu) .hari kerja setelah tanggal surat teguran atausurat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib riiribusi haru-s melunasiretribusi terutang,

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenissebagaimana dimaksud pada ayai (1) dikeluarkan oleh pejaEat y.",ditunjuk,

Pasal 33

lata cara pembayaran danpenyetoran, serta penagihan retribusi diatur lebihlanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemanfaatan

Pasal 34

(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi pelayanan TerafTera Ulangditttamakan r-tntuk mendanai kegiatan yang beikaitan langsung clenganpenyelenggaraan pelayanan .l.era/Tera Ulang.

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi peiayanan
Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkal untuk:a, penggantian biaya jasa atas pelayanan Tera/Ter" i,il.rrg;b. penerbitan dokumen retribusi;
c. pengawasan di lapangan;
d, penegakan hukum; dan
e. penatausahaan.

Bagian Ketujuh
Keberatan

Daoal Q(



(s)

(1)

(3)

(4)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

I(eberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi l:arena keadaan
di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
suatu keadaan yang tedadi di luar kelrendak atau kekuasaan Wajib
Retribusi,

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 36

Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan dengan merrerbitl<an Surat Keputusan Keberatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan
harus diberi l<eputusan oleh Bupati,

Keputr-rsan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

Da-lam hal jangka u'aktu sebagaimarra dimaksud pada ayat (1) telah terlewatirlan Bupati tidak mr:mberi keputusarr, rnaka-keberatan yang diajukan
dianggap dil<al: urll<an.

Pasal 37

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran retribusi dil<embalikan dengan ditambah imbatan bunga
sebesar 2'h (dua persen) perbulan, paling lama 12 (dua belas) bulan,

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedelapan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 38

Atas keiebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam janglca waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana
J^- Il',*^+.i *.il^l- *^-L^*:l-^-

dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui



(s)

(6)

(7)

(B)

(1)

(2\

\J/

(4)

Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya,kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (i1 langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu uting retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
a-vat (1), dilal<ukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkann.ya S KRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2o/o (dua p"r"err;
perbuian atas keterlambatan pembayaran kelebillan pembayaran retribusi.

Tata cara pengembaiian kelebihim pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peratur:an Bupati.

Bagian Kesembilan
Kedaluwarsa

pasal 39

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi Kedal-rwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun- terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecr-rali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidan! retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan surat Tegur-a1. sebagaimana dimaksud pada ayat (2)hu|uf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung-sejak tanggal diterimanya SuratTeguran tersebut,

Pengakuan utaxg retribusi secara.langsung sebagaimana dimaksud padaayal (2) huruf b adalah wajib Retribusl dengan ke-sadarannya menyatakanmasih mempunyai utang retribusi dan belum melunesinya kepada
Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagairtana dimaksud.
pada ayat (2\ huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
Retribusi.

Pasal 40

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untul<
melal<ukan penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan,

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(s)

(i)

(2)



(r)

(2)

ta\tJ,

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 41

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka" melaksanakan
peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.

Wajib Retribusi yang diperiksa berkewajiban:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumenyang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan

objek retribusi yang terutang;
b' memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan]
dan/atau

c, memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur
dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Insentif Pemungutan Retribusi

Pasal 42

Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberiinsentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud padaayat ( 1), berpedoman pada peraturan perundang-,rr.rdarrgar.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

Masyarakat dapat berperan dengan menyampaikan informasi dan/atau
pengaduan kepada Perangkat Daerah/instansi terkait terhadap penggunaan
UTTP.

Tata cara penyampaian informasi dan/atau pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI AD}{INISTRATIF

Bagian l(esatu
Jenis Sanksj Adrninisfr^+if



(1)

(2)

(i)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, d:ikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2o/o (dui
persen) setiap burlan dari retribusi yang terutang itau kuiang dibayar.

Bunga sebagaimana climaksuci pada ayat (1) ditagih dengan menggunakan
STRD,

r(ewe nan r," ."3ffiXX,l31i?", Ad mi n i strati r

Pasal 45

Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif.

?,?ll:^:l:*,1qi]f^"^ dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap setiap
su Dyet( retnbusr.

Pasal 46

Bupati dalam mengenakan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksuddalam Pasal 45 dapat mendelegasikan kepada KepalaDina-s.

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administratifkepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan-peiunda"g-, ;;".g.r.,.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 47

fgjau.at Pegawai fegeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerahdiberi wewenang khusus sebagai Renyiait 
-"?t"ri 

melakukan penyidikantindak pidana di -bidang perp{akan 6aera}r- dan Retribusi, sebagaimanadimaksud daiam Undang-ltndang Hukum Acara pidana.

Penyidik sebagaimana dirnaksud pada l),et (1) adalah pejabat pegawai negerisipil tertentu di lingkung,^.n Pemerintah, Daerai,, y..rg diangkat oleh pejabatyang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan, aan meneliti keterangan ataulaporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar
. keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkapi"r,lera";b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan nrengenai orangpribadi atau Badan tentang kebenaran perbualan yan; dilakukai

sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah din nltribusi;c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang netribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi;

e- melakrrknn nerrooalprlahan rrnfrrl- na*J^-^lt-^- L-^l-^.^ r---1,r!

t)\
\-)/



menyuruh berhenti darr/atau melarang seseorang meninggaikan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
menghentikan penyidikan; dan / atau
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi sesuaj dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Perryidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasai 48

(l) Wajib retribusi -vang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancant pidana kttrungarr palir:g lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali retriLrusi terutang yang tidak atau
kurang bayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana
pelanggaran,

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6
(enam)bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempata.:errya dalam Lembaran Dae''ah Kabupaten
Rembang,

Ditetapkan di Rembrtng
pada tanggal

ob'

h.
i.

j,
l<.



Diundangl<an di Rembang
pada tanggai

SEKRETARIS DAERAI{
KABUPATEN REMBANC,

SUBAI(TI
SSSU

LEMBARAN DAERAH I(ABUPATEN REMBI\NG TAHUN 2oL7 NoMoR
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A. BIAYA PENGUJIAN

B, B]AYA PENELITIAN

JENIS
TARIF RETR]BUSI

,I'EMPA'f

PAKAI

Rp. 20.000 Rp, 20,000

KE'I'.

Biaya pcnelitian dalam
rangl<a izin tanda pabrik
atau pengukuran atau
penimbangan lainnl/a yang
jenisnya tercantllm dalam-
huruf A

Jan]

C. BIAYA KALIBRAS]

No, I JENIS SATUAN

TARIF RETRIBUSI

KET.
IGNTOR TEMPAT

PAKAI

1. i Selain UmP tersebut huruf
I A atau barang-barang
I br,rkan UT'I'P, ciihitung
I berclasarkan lamanya
1 pengu.jian dengan minimum
12 jam. Setiap bagian dari

ijam dihitung l jarn

I BDKT
Ir Pengujian dilakukan per

, 
jenis BDKT per isi nominal

I untuk riap jam. Setiap

I 
baSian darijam dihitung 1

lJam

Jam Rp. 10.000 Rp. 20.000

Jam Rp. 25.000 Rp. 25.000

SATUAN

buah

TARIF RETRIBUSI

KET.
I i\ \r,

iL__
I

.JU{\IS

KANTOR TEMPAT
PAKAI

UTTP tersebut huruf A
dasar tarif adalatr Tarif Tera 300% Biaya

Tera Kantor

3OOo/o Biaya
Tera di
Ternpat
Pakai

'2. 
I Selain UTTP tersebut huruf
I A, dasar tarifnya adalah
I tadf pengujian

buah 3OOo/o Biaya
Pengujian

300o/o Biaya
Pengujian



D. TABEL

BUPATI REMBANG,

Cap Ttd.

ABDUL HAFIDZ

NO. i JENIS SATUA}I
TARIF RETzuBUSI

KET.
KANTOR TEMPAT PAKAI

t. I Tabel buku Rp. 350,000 Rp. 3s0.000



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDBSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI REMBANG,

bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan merupakan model pemberdayaan
masyarakat yang terbukti memberikan kontribusi dan
manfaat dalam pengentasan kemiskinan dan
l<esejahteraan masyarakat;

bahwa sehubungan dengan teiah ditetapkannya
kebijakan Pemerintah terkait pengakhiran serta
penataan pengalihan kepemilikan Aset Hasil Kegiatan
Program Nasional Pembercia.yaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan, maka dipandang perlu adanya
perlindungan dan pelestarian aset-aset hasil
pelaksanaan PNPI{-MPd di Daerah dalam rangka
pelaksanaan pengelolaa.n keberlanjutan program;

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
rangka perlindungan dan pelestarian atas aset-aset
hasil pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan, periu menyusun
pedoman perlindungan dan pelestarian hasil
pelaksanaan Program Nasional Pen:berdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan ;

1-^L."^ La-.laoarLan narfiml,rancan cehacroirnanq

b.

c.



Mengingat t.

Pemerintah berbasis pemberdayaan mas-varakat, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan
dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;

Pasal 1B Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun l9S0 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Z0l3 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 539a);

Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2}tl tentang
Pembentukan Peraturan perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesiia Nomor a389);

Undang-Undang Nonror 6 Tahun 2OI4 tentang Desa
(Lemb..tran Negara Republil: Indonesia Tahun 2Ot4
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a95);
Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik' Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor SS8T)
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O1S tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(i,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 201S
Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik
indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

2.

al

4.

5,

6.

7.



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 57I7);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2Al5 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
20ta-2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1i3 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan l)esa (Berita
Neliara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2093);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan,
dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
20i5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Berita Negara Republik Indonesia Talrun 2015
Nomor );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

8.

9.

10

11,

12.

13.

14,

dan



MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DANPELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONALPEMBERDAYMN MASYARAKAT MANDIR, PERDESMN.

*rru*rt$otJ 
'MUMPasai 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2, Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Rembang.3' Pemerintahan Daerah adarah penyelenggaraan urusan pemerintahanoleh pemerintah daerah dan dewa'pu"ulir.ilan ralryat daerah menurutasas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas_iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubiik Ind.onesia

,T:3:::[T;iTi5;;. daram unoanlg_undang Dasar N.g"." Repu brik

4. Bupati adalah Bupati Rembang.
5' I(ecamatan adarah wirayah Kerja camat sebagai perangkat DaerahKabupaten Rembang.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
7 ' Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiiiki bataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkanprakarsa masyarakat, hak asal usur, dan/atau hak tradisional yangdial<ui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia.
8' Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagaiunsLrr penyelenggara pemerintahan Desa.
9 ' Pemerintahan Desa adalah penyerenggaraan urusan pemerintahan dankepenting&fl masysrakat setempat dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.
10' Badan permus.yawaratan Desa yang seranjutnya disingkat BpD adarahlembaga yang meraksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanyamerupakan wakil dari pencluduk Desa berdasarkan keterwakilanwilayah dan ditetapkan secara demokratis.
i 1' Peraturan Desa adarah peraturan perundang-unciangan yangditetapkan oreh Kellala Desa se1:erah dibahas dan disepakati bersama



i3.

14.

15.

16.

ll.

Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit,
individual, dan final.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan
manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan
kewenangan desa yang meliputi perencanaan, penetapan kebdakan,
pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian,
pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan
pengembangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut ApB
Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Dr:sa.

Rumah rangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah rumah
tangga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup
minimumnya, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan lainnya.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perd.esaan yang
selanjutnya disingkat PNPM-MPd adalah salah satu program
pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan
kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan,
Permodalan masyarakat hasil pNpM-Mpd yang selanjutnya disebut
Dana Bergulir adalah dana program yang berasal dari Dana Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM) sejak ppK hingga menjadi pNpM-Mpd yang
bersumber dari APBN dan APBD serta sumber dana lain yang
disalurka. oleh mas-varakat meialui lembaga pengerora permodalan
masyarakat, yang dikelola dan dimiliki masyarakat melalui kerjasama
antar desa dan digunakan untuk mendanai kegiatan ekonomi rumah
tangga masy'arakat miskin melarui kerompok-kelompok yang bersifat
pinjaman clalam satu u,ilayah kecamatan
Dana Bergulir Simpan pinjam perempuan yang selanjutn},a disingkat
Dana Bergulir Spp adarah kegiatan pengerolaan simpan dan pinjaman
modal untuk pengemb?.ngan usiaha khusus yang dilaksanakan oreh
kelompok perempuiln clengan p'oritas yang mempunyai anggota RTM.
Usaha Ekonomi prod.rktif yang selanjutnya disirrgkat uEp adalah
kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman mocial untuk
pengembangan usaha bagi laki-laki dan perempuan dengan prioritas
keiompok yang mempunyai anggota RTM.
Amortisasi adalah suatu penurunan atau penyusutan atau
pengurangan nilai aktiva tidak berwujud secara bertahap.

22. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli
desa yang dibeli atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang
sah.

23. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan
ll^- -^l^-^-^* L^^^:l -^--J^!^--^ l-^,

18,

19,

20.

21.



25' Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan Desa olehpihak lain dalam jangka waktu tertentu d,alam rangka peningkatanpenerimaan bukan pajak dan sumber pembiayaan rainlya bagi Desa.26' Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah forummusyawarah masyarakat Desa yang dihadiri oleh seluruh unsurkepentingan yang ada di Desa yang bersangkutan dan diselenggarakanmenurut kebutuhan.
27 ' Musyawarah Antar Desa yang seianjutnya disingkat MAD adalah forummusyawarah antar beberapa Desa baik dalam satu kecamatan maupunbeberapa kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Desa untukmengambil keputusan atau memecahkan masarah yang dihadapisecara bersama.
28' Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnl,a disingkatRPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan pembangunan Desa untukjangl<a waktu 6 (enam) tahun.
29. Rencana l(erja pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKp Desa,adarah penjabaran crari RPJM Desa untuklangka waktu t 1.",u) tahun,30' Pengeioraa.r sara,a prasara,a adarah kegiatan perencanaan,pengorganisasian, penclanaan, pelaksana.an, peningkatan fungsi danmanfaat serta pengembangan hasil program.
31' surplus Anggaran uPK adalah selisih lebih antara pendapatan danbelanja operasional UpK.
32' Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BI(AD adalahorganisasi kerja yang mempunyai lingkup w,ayah antar Desa, yangberperan sebagai rembaga dalarn- *"rrg"'iot. perencanaan p :mbangunanpartisipatif' mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerjasama antarDesa, menumbuhkan usaha-usarra p"rrg.lor..r, asset produktif sertamengembangkan kemampuan pengerolaan program-programpemberdayaan masyarakat dan aitentut< meralui Musyawarah AntarDesa.

33' unit Pengelola Kegiatan selanjuntnya disingkat upK adalah unit kerjaoperasional yang diberi kewenangan daiam program Dana Berguliryang berfungsi sebagai pengelora kegiatan dan bertanggungjawab
sebagai pelaksana mandat BKAD.

34' Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan selanjutnya disingkat BadanPenga"vas adarah unit kerja yang berfungsi merakukan pengawasanterhadap upi( yang dibentuk metatui Forum MAD danbertanggungjawab kepada Ketua BKAD.
35' Tim Verifikasi adalah unit kerja yang berfungsi meiakukan kegiatan

:::r:Y"i usulan Dana Bergurir dari desa yang dibentuk meralui Forum
tVlAlJ al2n hPrfanodrrhaj^",^L t-^-^ t- r,,



37 ' Tim Penvehatan Pinjaman yang selajutnya drsingkat Tpt, adalah unitKerja bersifat ad-hock yang bertugas melakukan pengkajian tentangperestarian dan pengembangan dana bergulir melalui penyehatanpinjaman bermasalah.
3B' Tim Penanganan Masalah yang selajutnya disingkat TpM adalah unitKerja bersifat ad-hocrc yang bertugas melakukan pengkajian tentangpermasalahan kepr:ogralnan.
39, Standar Operasional pr:osedur, selanjutnya disebut SOp adalahdokume, yang memuat standar kerja organisasi dan merupakanpedoman kerja dalam pengerolaan oprasional bagi lembaga-iembaga

.yang ada dalam BKAD.
40' Perlindungan, Pengelolaan dan Pelestarian hasil pelaksanaan kegiatanPNPM Mandiri perdesaan adalah usaha yang dilakukan gunamemberikan kepastian hukum, mengoptimarkan p.oout tiritas, menjagakelangsungan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunanpartisipatif yang telah dilakukan pNpM Mandiri perdesaan gunamengoptimalkan manfaat bagi masyarakat desa.
41. Kelompok penyarur (chaneiling) adarah kerompok yang hanyamenyarurkan pinjaman darr upx kepada pemenfaat tanpa mengubahpersyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oreh upK.42. Kelompok pengerora (Exeatting) adarah kerompok yang mengerorapinjaman dari upK secara mandiri sesuai dengan ketituan yangditetapkan oleh Kelompok, selanjutnya memberikan peiayanan kepadapemanfaat sesuai dengan kesepakatan anatara kel0mpok danpemanfaat.

43. Gugus Ruang Belajar Masyarakat seianjutnya disebut Gugus RBMadaiah suatu kuitur atau perilaku belajar i"nu terorganisi -, terstrukturdan sistematis, terbentuk sebagai hasil pengkondisian oieh perakuprogram untuk mempercepat transformasi kesadaran, peningkatankapasitas, berkembangnya daya kolektif masyarakat melalui kegiatan-kegiatan belajar bersama.

BAB ii
TUJUAN, PRINS]P DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tu-luan perii
a, melakuk

ndungan dan
an penataan

Pasal 2
pelestarian hasil pelaksanaan pNpM_Mpd adalah:
kepemilikan dan pengelolaan sarana prasarana

L^^11 l--



melakukan penataan kepemilikan clan pengelolaan Dana Bergulir dalam
rangka menjamin keberlanjutan dan peiestariannya;
memberikar-r kepastian hukum dalam pelestarian kegiatarr permodalan
bagi masyaral<at miskin; dan

e' memberil<an perli.dungan hasil kegiatan pNpM-Mpd;

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3(1) Prinsip pelestarian, pengelolaan dan pengembangan hasl kegiatan
PNPM-MPd meiipr,rti nilai-nilai dasar antara rain:a. fungsi dan manfaat yakni masyarakat memanfaatkan

sesuai dengan fungsinya;
hasil kegiatan

b' kepemilikan yakni kejelasan aset berdasarkan atas hak asal-usulperolehannya;
c' kesawadayaan dan keswakelolaan yakni kerelaan, kemauan dankemampuan masyarakat yang disumbangkan baik berupa tenaga,pikiran dana maupun materiar pada saat peraksanaan sebagaibagian rasa ikut memiliki terhadaphasil kegiatan pNpM-Mpd;
d' transparansi dan akuntabilitas yakni masyarakat m,:m,iki aksesterhadap segara informasi dan proses p.ig"rrii[" keputusansehingga pengelolaan kegiatan dpat dilaksanakan secara terbukadan dpat dipertanggungjawabkan baik secara teknis, regal maupunadministrasi; dan
e. keberranjutan dan pengembangan yakni bahwa dalam setiappengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai daritahap perencanaan, pelaksanaan, pengendarian dan pemeliharaankegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestarian danpengembangannya.

(2) Seluruh aset Dana Bergurir hasil kegiatan pNpM-Mpd pada prinsipnyamerupakan milik masyarakat desa dalam satu wilayah Kecamatan,

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup :

Pasal 4
Ruang lingkup penngaturan dalam peraturan Daerah ini, meliputi:a. Kebijakan dan strategi;
b. Prlindungan dan pelestarian aset;
c. Badan Kerjasama Antar Desa;
d. Ruang Belajar Masyarakat;
e. peran Pemerintah Daerah, pemerintah Desa dan Tim K.oordinasi;f. hak dan kewajiban pemerintah Desa
d I^-^-^^-.

c.

d.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

BAB III
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5
Hasil pembangunan partisipatif sarana prasarana, harus dilindungi,
dikelola dan dilestarikan yang terdiri dari:
a. sarana prasarana produktif dan non produktif;
b. aset produktif berupa dana bergulir; dan
c. hasil kegiatan rainnya berupa sistem dan struktur kerembagaan

yang telah terbentuk berikut prinsip kerja dan tata kelolanya.
seiuruh sarana prasarana hasil program yang diserahterimakan
kepada Desa melalui Musdes serah Terima (MDST) menjadi aset Desadan/atau Perangkat Daerah terkait.
sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2J, harus dicatatsecara sah sebagai aset Desa dalam Bul<u Administrasi Desa sesuaiketentuan peraturan perundang_undangan,

Pasal 6
Penggunaan sarana prasarana hasil program harus sesuai denganperuntukan dan pemanfaatannya yang diputuskan meialui Musd.esyang seianjutn),a diatur lebih lanjut dengan peraturan Desa.Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat ,(1) adalahpendayagunaan aset Desa secara tidak rangsung dipergunakan dalamrangka penyerenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidakmengubah status kepemilikan.
Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:a' sewa menyewa yaitu pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalamjangka waktu tertentu dan menerima imbaran uang turnai;b' pinjam pakai yaitu pemanfaatan aset Desa antara pemerintah Desa

dengan Pemerintah Desa lain serta L,embaga Kemasyarakatan Desadi Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima
imbalan;

c. kerjasama pemanfaatan yaitu pemanfaatan
Iain dalam jangka waktu tertentu dalam
pendapatan Desa;

aset Desa oleh pihak
rangka meningkatkan

d. Bangun Guna Serah yaitu pemanfaatan Barang Milik Desa berupa
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak
lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati,
untuk selanjutnya diserahkan kembari tanah beserta bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka
waktu; atau

e. Bangun Serah Guna yaitu pemanfaatan Barang Milik Desa berupa



pasal 7

Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa berkewajiban mengelolasarana prasarana hasil program sesuai kewena:berfungsi dan berdaya guna 
d'r ncwenangannya, sehingga tetap

Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupapenggunaan' pemanfaatan, pengel0laan dan pendanaan sertapelestarian sarana prasarana.
Ketentuan mengenai penggunaan, pemanfaatan, pengel0raan danpendanaan serta perestarian sarana prasarana hasil program olehPemerintah Desa dibahas dan disepakati dalam Musdes yang
;:,1HH;.1:H,l'Jfi" ;l?j, o;;;;;;,.tu.",, Desa dan/atau
Ketentuan mengenai penggunaan, pemanfaatan, pengerolaan daninffi:; ;il;rr:H[::1u;*u'u prasarana r,asu ;,,s; oleh
perundang-undangan, n sesuai dengan ketentuan peraturan

penetapan l<epemijikan dana 
Pasal B

MAD. . rrrrrrnilr aana oergulir has, program d,ar<ukan merarui
Ketentuan mengenai penggunaan, pemanfaatan, pengeroiaan danpendanaan serta perestariai-..., Dana eu.grii, hasil program dibahasiil,H:t;l*f ["H: J",,-g ""r ",,i 

u t,,vi a i., u,. re bi h r 

",:,, l. nsan

BAB IV
PERLINDLINGAN DAN PELESTARIAN ASET

Bagian Kesatu
perlindungan

Paragraf 1

Mekanisme perlindungan

Pasal 9(1) Mekanisme perlindungan seruruh hasir kegiatan pNpM_Mpddilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:a, inventarisasi seluruh hasil f."ai.tur, 
-pNpM-Mpd 

berupa saranaprasarana oreh pemerintah oesa sebagai aset *".y.r"r,at yangharus dili,dungi clan d,estarik";,;;;g seranjutnya diatur lebihlanjut dengan peraturan Desa;
1-l inrrpn+o-i^^^.1

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

untuk kelancaran pelaksanaan inventarisasi hasil kegiatan pNpM-Mpd
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pendampingan
oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh riml(abupaten,
Hasii pelaksanaan inventarisasi sarana prasarana dan aset DanaBergulir sebagaimana dimaksud pada .yu, (1) disrampaikan kepadaBupati melalui Camat.

paragarf 2
Inventarisasi Sarana prasarana

pasal 10

Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal g ayat (1),dilaksanakan terhadap semua sarana prasarana yang dihasilkan olehprogram di seluruh Desa l0kasi kegiatan program dalam upayamewujudkan tertib administrasi sert; mempermudah pelaksanaanpengelolaanya.
Hasil inventirisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakansebagai bahan untuk memberikan kepa.iian status kepemilikan,bentuk kerembagaan pengerora dan dukuig"r., dari pemerintah Daerahdan Pemerintah Desa.
Kepala Desa bertanggungjawab atas terselenggaranya pelaksanaaninventarisasi.
Untuk Kelancaran pelaksanaan inventarisasi Kepala Desa membentukTim Inventarisasi dengan susunan sebagai berikut:a Penanggungjaw,ab Kepala Desa;
b. Sekretaris Desa sebagai Ketua;c, Kaur/Kasi Kesejahteraan sebagai Sekretaris; dand' Pengurus LpM, K'MD, Kader Teknis Desa, pendamping Desa,perwakilan masyarakat dan kelompok pemanfaat sebagai anggotayang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan denganKeputusan Kepala Desa.

Kategori has, inventari"""f"?rlsanakan berdasarkan cakupanpelayanan dan pendapatan dari pengelola.
Kategori hasir inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),terdiri dari:
a. Kategori sarana prasarana berdasarkan kondisi fisik dankemanfiaatannya dikelompokkan menjadi:

1') sarana dan prasarana yang kondisinya masih baik: l

(s)

(1)

(2)



b.
6) sarana dan prasarana yang hilang/tidak ditemukan.kategori menurut tanggungjawab pengelolaan yang dikerompokanmenjadi;
1) sarana prasarana yang dikerola oleh Individu/Rumah Tangga;2) sarana prasarana yang dikelora oreh Keio*r"u pemanfaat;3) sarana prasarana yang dikelola oleh pihak Ketiga;4) sarana prasarana yang dikerora oreh pemerintah Daerah atauPerangkat Daerah terkait;
5) sarana prasarana yang dikelola oleh Desa; dan/atau6) sarara prasarana )/ang dikelola oleh Antar Desa.kategori menurut asal usur dan kepem,ikan rahan yangdikelompokan menjadi:

c,

Pasal 12(1) Pelaporan hasir inventarisasi dituangkan daram berita acara yangditandatangani oleh Ketua dan sekretaris Tim Inventarisasi dandiketahui oleh Kepala Desa.
(2) Hasii pelaksanaan inventarisasi dilaporkan daram Musdes.(3) Laporan hasir inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:

a. uraian hasil inventarisasi;
b. Berita Acara Hasil Inventarisasi; dan
c. Daftar hasil inventarisasi.

1) sarana prasarana pada lahan ,2) sarana prasarana pada lahan
atau institusi tertentu);

6) sarana prasarana pada lahan
d, l<ategori menurut status/kondisi

dikelompokan menjadi:
1) baii<;
2) rusak; cian
3) hilang.

3) sarana prasarana pada lahan milik Desa;4) sarana prasarana pada rahan milik pemerintah Daerah;5) sarana prasarana pada rahan milik cagar aram dan hutanlindung; dan/atau

milik Warga Masyarakat;
milik Pihak keriga jyayasan dan

milik Adat/ulayat.
pada saat diinventarisasi yang

secara
dalam

paragraf 3
Irrvenrarisasi Aset Dana Ber.gulir

Pasal 13
Inventarisasi aset Dana Bergulir dilakukan dengan mencatattotal keseluruhan aset dana bergurir dan seluruh aset rainnya
oafrr "'.il^..^1^ f, - - -

(1)



angsurannya maupun yang masih ada tunggakan anggsuran yang
menjadi tanggungjawabnya.

(3) Aset-aset hasil Dana Bergulir wajib dicatat datam daftar inventaris
kelembagaan BKAD dan dilaporkan kepada Bupati melaiui camat.

Pasal 14(1) BKAD menyelenggarakan rapat pengurus dalam
Bergulir.

(2) Rapat BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dituangkan dalam
Berita Acara dengan agenda pembahasan:
a. mekanisme dan tatacara inventarisasi Dana Bergulir; dan
b. pembentukan Tim penataan Dana Bergulir yan; ditetapkan d.engan

Keputusan Ketua BKAD,
(3) Trrgas dan tanggungiawab Tim Penataan Dana Bergulir sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b, disesuaikan aengan kondisi dan
kebutuhan yang berkaitan dengan program serta wajib mentaati
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasai 15

Laporan hasil penataan Dana Bergulir digunakan sebagai dasar bagi BKAD
dalam menetapkan subyek hukum kepemilikan dana berguiir hasil pNpM-
MPd dan penataan kelembagaan maupun pengelolaan dan pengembangan
usaha perguliran.

Bagiarr Kedua
Pelestarian Aset

Paragraf 1

Aset Sarana Prasarana

Pasal 16
(1) Pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPd yang merupakan aset masyarakat

berupa sarana prasarana dasar meliputi:
a. sarana prasarana dasar masyarakat, seperti jalar, jembatan,

saluran irigasi;
b' sarana prasarana kesehatan dasar masyarakat meliputi gedung

posyandu, gedung polindes, mandi cuci kakus;
c' sarana prasarana pendidikan dasar masyarakat meliputi gedung

pendidikan anak usia dini, ged.ung taman kanak-kanak, gedung
pusat pelatihan masyarakat, gedung sanggar berajar masyarakat,
gedung perpustakaan desa;

d. sarana prasarana produktif, meliputi pasar desa, pengeiolaal air
bersih, mesin produksi;

rangka penataan Dana



(2)

(3)

Aset masyarakat berupa sa.rana prasarana sebagaimana dimaksudpada ayat (1), diserahterimakan kepada pemerintah Desa dan/atauPemerintah Daerah melarui perangkat Daerah terkait,Berdasarka' penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pemerintah Desa mencatat dalam daftar inventaris sesuai asar usulperolehannya dan melakukan pengeiolaan terhadap aset desadimaksud sesuai dengan fungsi dan manfaatnya yang.diatur rebihlanjut dengan peraturan Desa.
Dalam har pemerintah Desa tidak dapat merakukan pengeroiaanterhadap aset Desa sebagaimana dimaksua paaa ayat (3), pemerintahDesa dapat me,yeraht<an pengelolaanny" r.J*a" pemerintah Daerahmelalui perangkat Daerah terka-it.

petestarian aset 
. 
beserta niit.';r"r, pNpM-Mpd berupa saranaprasarana dasar dilakukan oleh pemerintah Desa.

;,AffinX [:':HrT:,::'; sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(4)

(1)

(2)

(1)

paragraf 2
Aset Dana Berguiir

Pelestarian aset produktif r.qilJia^ ,-*ulir dilakukan oleh BI(ADI..g secara operasional dijarankan oleh upK:-'Pemanfaat Dana Bergulir dilakukan _"f"fui kelompok dan tidakbersifat individu 
'''"-un ,urup memprioritalkln kerompok yangmemiriki anggota dari RTM sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota,Dalam rarrgl<a pengemba,.,gT usaha ierguliran upK secarakelembagaan dapat merakukan keryas"-, a.,ig"n lembaga pemerintah,lembaga keuangarr dan/ atau pihak ketiga a*r;; per..lajian kerjasama,Ketentuan tatacara pendanaan kegia,.., o.ni Bergulir dan Keryasamasebagaimana dimaksud pada ayat (3), disepakati meralui MAD dandituangkan dalam Standar Operasional prosedur (SOp).Penetapan besaran jasa piniaman Dana Bergulir dihi..ung denganmemperhatikan. suku bunga pinjaman bank pemerintah, usahakelompok, lembaga pemeriitah, lembaga kuu.rrg".r, pihak ketiga,kebutuhan minimar operasio""r r..gi"i""T"" i""o,si masl arakat.

uPK wajib membuat.l.po."rrPT#r'.t","an dana bergurir seriap bulanyang diketahui BKAD dan disampaikan kepada camat dengantembusan Bupati meralui perangkat Daerah yang menyerenggarakanurusan pemberdavaen rr\^e\ro16 l-^+ A^- r'--^-, .

(2)

(3)

(4)

(s)

(l)



(3)

(4)

Biaya operasional lembaga pengelola termasuk amortisasi danpenyusutan aktiva paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus)
dari rencana pendapatan bulan br:q'alan,
I{etentuan lebih ianjut mengenai biaya operasionar dan penyusutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Standar operasional
Prosedur (SOP),

Pasal 20
(1) Pengeloiaan Surplus Anggaran UpK dilaksanal:an dengan

mempertimbangkan resiko pinjaman Dana Bergurir spp dan uEp
dalam laporan I(oiektibilitas,

(2) Penggunaan Surplus Anggaran UPK untuk deviden Desa, penambahan
modal, dana sosial, reward. d.an penguatan kelembagaan yang
presentasenya diputuskan dan disepakati dalam MAD.(3) Presentase penggunaan surprus Anggaran sebagaimana d.imaksudpada ayat (2) ditenrukan sebagai berikut:
a, penambahan modal minimal40 o/o;

b. dana sosial minimal lT o/o;

c, penguatan kelembagaan maksimal 30 %;d. deviden desa maksimal 10%; dan
e, reward kelembagaan maksimar 3% sesuai dengan kriteria.

Pasal 21

lli l:l*"^.,n inventarisasi dan aktiva tetap ditetapkan merarui MAD,\t) UKAD melakukan evaluasi terhadap inventarisasi dan aktiva tetap yangmasih menggunakan nama pribadi untuk memastikan kepemilikannyadan mengambir keputusan untuk keianjutan penggunaarlya,(3) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah Kecamatan, pembagian aset daninventaris termasuk permodalan dibahas oreh Tim KoordinasiKabupaten, selanjutnya diputuskan dan disepakati daram MAD.

(1) Kelompok pemanfaat
meiiputi:

Pasal 22
yang dapat didanai dengan Dana Bergulir

a. Kelompok Dana Bergulir Spp dan UEp; danb. kelompok permodaran masyarakat yaitu kerompok penyarur
( che nelling ) d an kelompok pen gelola (exe cttting ).(2) Kategori kelompok dinilai berdasarkan penilaian lembaga pengelola

Dana Bergulir.

BAB V
BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

Ra aio- Ilaaa+,.



Tujuan

Pasal 23
BI(AD dibentr,rl< dengan tujuan:
a' merestarikan dan mengembangkan kegiatan Dana Bergurir yangdihasilkan melalui pembangunan partisipatif serta bantuan sumber lainuntuk penyediaan pendanaan kebutuhan usaha dan sosial d.asarmasyarakat;
b, membentuk rembaga pengeroraan keuangan mikro daram rangkapenyediaan dana pendukung usaha masyarakat miskin .yang kurangmendapatlcan akses lembaga keuangan;c' mendorong terwujurdnya pembangunan sarana prasarana dasar melaluipendekatan sistem pembangunan partisipatif daram rangkapemberdayaan masyarakat;
d, 

ff#ir::::, 
kerjasama dengan pihak tain berdasarkan prinsip

e' rnembantu terwujudnya integrasi program yang berbasis padapemberda)/aan mas5,arakatl dani' mendorong penguatan dalam mei.vujudkan kemandirian masl,arakat.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 24BKAD sebagai pelaksana pertin-aunfan, pengelolaan dan pelestarianpembangunan partisipatif, memiliki funisi .tri[gr. antara ]ain:a, pengelola perencanaan yaitu upaya untuk merumuskan, membahas danmenetapkan rencana strategis untuk p.r.ru.-uangan r..i.ii.gaan yangdihasilkan oleh program pembang.,,r"r, p..tilif"*'-il;r" bidangpengelolaan Dana Bergulir, pengelolaan program dan pelaksanaanusaha kelompok;
b. pengelolaan kegiatan,

masyarakat, menjalin
dan program-program
MAD;

yaitu dalam b_entuk meningkatkan partisipasikegiatan antar Desa, pengetot-aan aset produktif,dari pihak ketiga atas dasar keputusan dalam
c' pengelolaan pengawasan, yaitu pengawilsan yang dilakukan dalambentuk kegiatan supirvisi terhada-p kerembagaan upK, BADANPENGAWAS, Tim Verifikasi, dan lembaga pendukurrg t^ir,rrya; dand, pengembangan ekonomi kawasan perdesaan, yaitu pembangunanwilayah perdesaan atas potensi yang dimiriki sehingga terbentukkawasan perdesaan yang memiliki keunggulan di bidang tertentu.

Paragraf 3
Pera n



b. pengelola kegiatan kerjasama antar Desa;
c' pengelola keuangan mikro yang pelaksanaannya dilakukan cleh UpK;d. pengelola kerjasama BKAD dengan pihak Ketiga;
e. pengembangan kegiatan usaha alternatif termasuk pengembangan

Pembangunar Ekonomi Kawasan perdesaan,

Paragraf 4
Prinsip Kerja

Pasal 26
BKAD dalam menjalankan kegiatannva dengan menjujung tinggi prinsip_prinsip kerja sebagai berikut:
a, kepastian hukum yakni kegiatan yang mengutamakan landasanperaturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiapkebijakan dalam perencanaan pembangunan desa;b, berorienrasi pada masyarakat miskin yakni segala kepr.itusan yangdiambil berpihak kepada masyarakat miskin;c' partisipatif yakni masyarakat berperan secara aktif dalam proses alurtahapan program dan pengawasannya mulai dari tahap sosialisasi,perencanaan, pelaksanaan dan pelestariannya kegiaian denganmemberikan sumbangan tenaga dan pikirannya atau daram bentukmeteriil;
d' keadilan cjan keseraraan gend,-,r yakni masyarakat rar<i-laki danperempuan mempunyai kesetaraan dalarn perannya disetiap tahapanprogram dan dalam menikmati manfaat pembangunax, kesetaraan jugadalam pengertian kesejajaran dalam keciudukan pada saat situasikonflik;
e' demokratis yakni masyarakat mengambil keputusan secara musyawarah

dan mr-rfakat;
f' transparansi dan akuntabel yakni masyarakat memiliki ak res terhadapsegala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga

pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan aapat
dipertanggungjawabkan baik secara morar, teknis, legar maupun
administratif;

g. prioritas yakni masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan
mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfataan untuk
pengentasan kemiskinan dan upaya perbaikan lingkungan;

h, keberlanjutan yaltni dalam setiap pengambilan keputusan atau tind.akan
pembangunarl, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengenda-lian
dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangan sistem
pelestariannya,

Pasal 27



(1)

(2) Pengadaar-r sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wujudkesepakatan c'ralam MAD untuk seranjutnya harus mendapatkan
persetujuan Bupati melalui Perangkat Daerah terkait yang membidar-rgi
Lrrusan pemberdayaan masyarakat dan Desa,

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban dan Sumber pendanaan BKAD

pasal 2g
Dalam menjaranr<an kegiatannya BKAD mempunyai hak:a' melakukan segala perbuatan hukrrm dan atas nama BKAD, kecualiuntuk menjuar, memindahka. hak atas aset bergerak dan/atautidak bergerak;
b' memperoleh honorarium dan operasional rainnya sesuai denganRencana Anggaran dan Biaya BKAD yang terah disetujui denditetapkan dalam MAD; dan
c' menggunakan jasa dari pihak ketiga yang telah disetujui danditetapkan dalam MAD.
Dalam menjalankan kegiatannya BKAD mempunyai kewajiban:a. melaksanakan keputusan MAD;
b' membuat dan mengajukan Rencana Kerja, Rencana Anggaran cianBiaya Tahunan melalui forum MAD;
c. mengel0la keungan kelembagaan dengan tertib dan akuntabei; dand. membuat raporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuanganminimal 2 (dua) kari daram 1 (satu) tahun dan laporan peraksanaan

tugas setiap I (satu) tahun sekari kepada masyarakat melalui MAD.

pasal 29
Pendanaan urntuk operasional BI(AD bersumber ciari:a' kontribusi seiuruh Desa yang melaksanakan kerjasama;b. bantuan dari pemerintah Daerah;
c. surpllrs pengelolaan Dana Bergulir;
d. i<euntungan dari pengelolaan unit usaha yang dikembangkan oleh

BIGD;
e, keuntungan kerjasama dengan pihak lain; dan
f. sumber penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
Sumber pembiayaan operasional kantor, honorarium/intensif pengurus
BI(AD dan rapat/musyawarah serta biaya lain ditetapkan melalui MAD.

(2)

(1)

(2)

Bagian Ketiga
Lembaga Pendukung BKAD

D^^^1 an



(2) Lembaga pendukung uan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi rembaga dan unit kerj. y"rg dibentuk dan diterapkanberdasarkan hasil pelaksanaan pNpM-rrapa ianTatau rembaga dan unitkerja yang dibentuk sepanjang untuk memenuhi kebutuhanpengeloraan dan pelestarian hasir peraksanaan pNpM-Mpd.
Lembaga pendukung dan unit keda sebagaimana dimaksud pada ayat(2), antara lain : ,

a. Badan pengawas;
b. UPK;
c. Tim Verifikasi;
d. TP;

e, TPP;
f, TPM; dan
g, lembaga pendukung dan unit kerja rainnya yang dibentuk sesuaidengan kebutuhan pengeloiaan oleh BKAD,
Lembaga pendukung dan unit kerja BKAD dibentuk dan disepakatidalam forum MAD, dan selanjutnya ditetapkan dengan SuratKeputusan Ketua BKAD,

Bagian Keempat
Pengelolaan Keq.asama

pasal 31
Ruang lingkup pengeloraan kerjasama meriputi:a. pengelolaan aset produktif; danb. Kerjasama dengan pihak ketiga.
Pengeloiaan aser produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, meliputi:

(3)

(4)

(1)

(2)

a. memfasilitasi terbentuknya
berkaitan dengan pengeloaan
teknologi tepat guna;

b' memfasilitasi dan mendorong pengembangan UpK sebagai pengerora
kegiatan yang handar dengan berbasis tegiatan sebagai lembaga
keuangan mikro dan lembaga kelo1a teknis progr"*;

c' memfasilitasi dan mendorong UPK menjadi brsnrs soslal masyarakat
di Kecamatan;

d. memfasilitasj dan mendorong terbentul,.nya kelompok darr lembaga
usaha desa .yang berbasis pengembangan sumber daya ekonomi
lokal;

e. memfasilitasi dan mendorong pengembangan badan pengawas
sebagai badan pengawas dan pemeriksa keuangan unit kerja BKAD
yang handal, dapat dipercaya dan mampu menjaga netralitas;

f rncrnfaqilitaoi rlt,n manrl^-^- ^^-1-^ rr,-- -- -r.rl

kerjasama dengan pihak ketiga yang
aset produktif, sumber daya lokal dan



h' meningkatkan efektifitas pemberlakuan dan pelaksanaan sanksilokal sebagai komitmen bersama.
(3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, meliputi :

a. peningkatan perekonomian masyarakat
b. meningkatkan pelayanan pendidikan,

ketertiban;
c. sosial budaya; dan
d. pemenfaatan sumberdaya alam dan teknorogi tepat guna,

BAB VI
GUGUS RUANG BELAJAR MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

pasal 32
Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat, Iembaga cranPemerintahan lokar menuju kemandirian dapai dibentuk Gugus RBM,di Tingkat Desa, Kecamatan dan/atau Kabuiaten merarui musyawarahmufakat secara berjenjang.
Gugus RBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai suatu kurturatau perilaku beiajar yang terorganisir, tersetruktur dan sistemaLismelalui kegiatan belajar bersama,

Pasal 33
Pembentukan Gugus RBM sebagaimana dimaksud daram pasal 32bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pelaku danmas5'r414Lat (peraku pNpM-Mpd), Fasilitaior Kabupaten-Kecamatan, aparatPemerintaharr di Daerah yang terlibat dalam pNpM-Mpd.

Pasrrl 34
Susunan Organisasi Gurgus RBM sebagaimana dimaksud dalam pasal 32terdiri dari:
a. Ketua;
b, Sekretaris;
c, Bendahara; dan
d. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan,

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Gugus RBM

perdesaan;
kesehatan, keamanan dan

(1)

(3)



1<omunikasi, pembangunan desa, pengelolaan dana bergulir, kacierisasi,
dan gelar kapasitas kelembagaan serta lainnya sesuai kebutuhan.

(2\ Untuk meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
Gu gr-rs RBM menyelenggarakan fungsi:
a, pelal<sanaan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan

program kerja bidang-bidang meliputi: bidang pengembangan media
informasi dan komunikasi, bidang pembangunan desa, bidang
pengelolaan dana bergulir, bidang }<aderisasi, dan biclang gelar
kapasitas keiembagaan;

b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan media informasi dan
komunikasi, pembangunan desa, pengelolaan dana bergulir,
]<aderisasi, dan gelar kapasitas kelembagaan;

c, penyusunan rencana dan fasilitasi bidang-bidang RBM;
d. pengawasan dan pengendaiian pelaksanaan program kerja bidang-

f.

bidang;
pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelaksanaan
program kerja bidang-bidang;
pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan
program kerja bidang-bidang;

g. pelaksanaan kor>rdirrasi kegiatan dan keq'asama teknis dengan
stakeholder dan unir.unit kerja lainnya yang terk,ait;

h, penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
i. pela)<sa,akan tugas rain yang berkaitan dengan RBM.

Bagian Ketiga
Sumber pen,danaan

Pasal.36
(1) sumber pendanaan untuk kegiatan Gugus RBM dibeban pada ApB

Desa untuk di Desa,
sumber pendanaan untuk kegiatan pemberdayaan di tingkat
Kecamatan dan Kabupaten dibebankan pada Anggaran pendapatan
dan Bela:rja Daerah,
Pengelolaan anggaran sebagaimana dimakdud pada ayat (1) dan ayar
(2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

Pasal 37
Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus RBM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VII
nr.;ln A ?\t l-\Ytt\trrttllxYrnAIt nAnnAtt nhainnr116a yr 6Fa a

e.

(2)

(3)



(1)

(2)

(3)

(l)

(2)

Pasal 38
Bupati merupakan pembina dalam
melestarikan hasil-hasil kegiatan
kabupaten,

rangka melindungi, mengelola, dan
pembangunan partisipatif ditingkat

b,
a

Bupati alas nama pemerintah Daerah memiliki kewenangan da]ammemberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap keberlanjutan
kerjasama antar ciesra dalam benr:uk BKAD.
Dalam upaya periirrdungan, pengr:rolaan dan pelestarian aset, Bupatimelalui Perangkat Daerah yang ditunjuk memiiit i kewenangan sebagaiberikut:
a. melakukan pembinaan dalam peningkatan kapasitas sumberdaya

manusia bagi pengurus BI(AD;
,emberikan bantuan dana pembinaa, ciari APBD Kabupaten; danmemfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua
Peran pemerintah Desa

pasal 39
Kepala Desa merupakan pembina dan penanggungjawab dalampelestarian hasil pembangunan partisipatif tirrgkat desa.Kepala Desa seiaku pemerintah Desa, dalamlangka pelestarian hasilkegiatan dapat menerbitkan peraturan Desa, peraturan BersamaKepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Tim Koordinasi Kabupaten

pasal 40Bupati melakukan pembinaan dalam rangka peraksanaanperiindungan dan pelestarian seluruh hasil kegiatan pNpM-Mpd.
Dalam rangka mendukung dan menuqiang kelancaran terhadappelaksanaan perlindungan, pengelolaan dan plesta.ian hasir kegiatan
PNPM-MPd, Bupati membentuk Tim xoordinasi pembinaan danpelestarian hasil kegiatan pNpM-Mpd yang berkedudukan di Daerah,Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), terdiri dari
anggota Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh perangkat
Daerah )'ang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan Desa,
Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (i), mempunyai
tugas:

(1)

\z)

/a\(JJ

(.I)



b,

c.

melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait dalam
rangka kegiatan pembinaan dan pelestarian hasil pelaksanaan
PNPM.MPd;
melaksanakan pembinaan dan pelestarian hasil pelaksanaan
PNPM.MPd;
menerima dan menganalisis laporan pelaksanaan kegiatan
pelestarian hasil pelaksanaan pNpM-Mpd dari para pelaku pNpM_
MPci;

melakurkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
pembiuaan dan pelestarian hasil pelaksanaan pNpM-Mpd; dan
melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
pelesta'ian hasil kegiatan pNpM-Mpd kepada Bupati,

BAB ViIi
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 41
Dalam rangka perlindungan dan perestarian aset produktif hasil
l<egiatan PNPM-MPd pemerintah Desa berhak:
a. memperoleh informasi atas kegiatan perlindungan, pengelolaan dan

pelestarian aset produktif yang dilaksanakan oleh BKAD; danb. mendapatkan pembagian keuntungan atau bagi hasil atas dana
yang dikeiola oieh BI(AD yang mekanisme dan ketentuannya diatur
dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah rangga BKAD,

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian aset non produktif hasil
kegiatan PNPM-MPd Pemerintah Desa berhak:
a. mengelola, menggunakan dan menerima keuntungan atas

pemanfaatan aset sarana prasarana dasar yang ada; dan
b, menggunakan peruntukan hasii keuntungan atas pemanfaatan aset

sarana prasarana dasar yang ada untuk kepentingan Desa,

d.

e.

f,

(1)

(2)

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 42
Dalam rangka perlindungan dan pelestarian aset
kegiatan PNPM-MPd Pemerintah Desa berkewajiban:
a. mendukung kelembagaan dan pelaksanaan program
b, membangun partisipasi maslrarakat Desa dalam

kelangsungan perlindungan, pengelolaan dan
prodr-rktif;

produktif hasil

kr:ja BI(AD;
upaya menjaga
pelestaris aset

(1)



e. memberikan iaporan baik lisan maupun tertulis atas nama
penerima manfaat baik diminta maupun tidak diminta kepada
B I(AD;

f. bertanggungjawab dalam melakukan penanganan dan penyeiesaian
permasalahan pengelolaan Dana Bergulir di Desanya.

(2) Dalam rangka periindungan dan pelestarian aset non procluktif hasil
kegiatan PNPM-MPd Pemerintah Desa berkewajiban:
a, menjaga dan memelihara bangunan fisik prasarana dariar yang ada

di Desanya;
b' meningkatkan fungsi dan manfaatnya secara berkelanjutan; dan
c. memberikan laporan secara tertulis atas kondisi dan pengemangan

manfaat aset prasarana clasar yang ada kepada Bupati melalui
Camat,

BAB IX
LARANGAN

Pasal 43
(1) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian aset produktif hasil

kegiatan PNPM-Mpd pernerintah Desa dilarang:
a, membuat dan melakukan kebijakan yang bertentangan dengan visi,

misi dan rujuan serta program kerja BKAD;
b, memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau palsu atas

identrtas warga masyarakat yang akan menjadi pemanfaat Dana
Bergr-rlir; dan

c' menjadi pemaniaat la-ngsurlg maupun tidak langsung atas Dapa
Bergurlir )'ang dikelola oieh BKAD, kecuali telah disepakati 6aiam
MAD

(2) Dalam rangka perlirrdungan dan pelestarian aset non produktif hasil
kegiatan PNPM-MPrl per. rerintah Desa dilarang:
a, mengalihkelolakan kepacia pihak lain yang bukan menjadi

kewenangannya;
b, menjual atau memindahtangankan bangunan fisik kepada pihak

lain yang bukan menjadi kewenangannya;
c. merubah fungsi bangunan fisik sehingga tidak sesuai dengan

tujuan pembangunanya; dan
d, menggunakan peruntukan hasil keuntungan atas pemanfaatan aset

prasarana dasar untuk kepentingan pribadi.

Pasal 44
Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan oleh
Frrranolzat l)aca malza narfanddrrFaiarrrahan-rra aalalza* xala Daraxal-a+



BAB X
PEMBINAAN, PENC}AWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 45
(1) Pembinaan pengelolaan Dana Bergulir dilakukan oleh pemerintah

Daerah untuk menata dan mengembangkan kelembagaan permodalan
masyarakat.
Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Bergulir diiakukan oleh
masyarakat, Pemerintah Desa, camat dan pemerintah Daerah.
Pengawasan internal BKAD dilakukan secara partisipatif oleh
masyarakat yang dibentuk dan ditetapkan melalui MAD yang bertugas
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan dan keuangan
BKAD,

(2)

trl

(4) Mekanisme pelaksanaan pengawasan internal
pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar
Tangga BI(AD,

(5) Pelaporan perkemtrangan Dana Bergulir diiakukan sesuai mekanismepelaporan dalam pNpM-Mpd dan disampaikan kepada perangkat
Daerah terkait

BAB XI
PENYELESAIAN PERS ELISIHAN

Pasal 46
( 1) Apabila terjadi perselisihan kerjasama antar desa dalam ranglcamelaksanakan penataan perlindungan, kepemilikan dan pengerolaan

serta peleetarian sarana prasarana dan aset Dana Bergulir diselesaikan
dengan cara musyawarah mufakat melalui MAD dan musyawaral.l
lainnya secara berjenjang.
Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud
tercapai, maka ditempuh melalui jalur hukum.

pada ayat (1) tidak

BAB XII
KETENTUAN SANI(SI

Pasai 47
Setiap orang yang melakukan tindakan yanl bertentarrgan dengan
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan
i<etentuan peraturan perundang-undangan.

sebagaimana dimaksud
dan Anggaran Rumah

(2)

BAB XIIi



BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49
Dengan berlakunya Perauuran Daerah ini, malia BKAD dan RBM yang telah
ada wajib menyesuaikan diri dalam rangka perlindungan, pengelolaan dan
pelestarian aset hasil kegiatan PNPM-MPd sesuai ketentuan yang d.iatur
dalam Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak
ciiundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah
ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan
Daerah ini.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini murlai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan pellempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal
BUPATI REMBANG,

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan
pada tanggal
SEKRETARIS

di Rembang

DAERAT{ KABUPATEN REMBANG

I E'IVDN I)AilI NATN ATI T'



PENJELASAN
ATAS

PDRATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR... TAHUN..,

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM

NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYAMKAT MASYARAKAT MANDIRI
PERDESAAN (PNPM-MPd)

I. UMUM
Pedalanan panjang prograrn pemberdayaan masyarakat yang

digulirkan pemerintah berupa Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan), telah
mewariskan tiga hal yang sangat berharga yakni; Sistem, Kelembagaan
dan Asset.

Pengeloiaan kegiatan PNPM-MPd harus dijamin dapat memberikan
manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustairuable). Di
samping manfaat dari hasil kegiatan, maka aspek pemberdayaan, system
danproses perencanaan, aspek good gouen'Laruce, serta prinsip-prinsip
PNPM-MPd harus mampu memberi dampak perubahan positif dan
berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk dapat mencapa.i hal itu maka
semua pelakr-r PNPM-MPd di masing-masing tingkatan harus mengetahui
dan mampu nremahami latar belakang dan dasar pemikiran, prinsip-
prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme PNPM-MPd secara benar.
Fiasil-hasil kegiatan PNPM-MPd yallg berupa prasarana, modal usaha
ekonorni produktif, simpan pinjam, kegiatan bidang pendidikan dan
l<esehatan, meruparkan asset bagi masyarakat yang harus dipelihara,
dil<embangkan dan dilestarikan. Pelestarian kegiatan merupakan
tahapan pasca pelaksanaan yang dikelola dan merupakarr tanggung
jawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan tahapan
pelestarian, masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip PNPM-MPd.

Selanjutnya dalam rangka memberikan payung hukum guna
Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemerintah
berbasis pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu dibentuk Peraturan
Daerah tentang Perlindurrgan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Nlandiri Perdesaan
(PNPM-MPd),

II. PASAL DEMI PASAL



Pasa-l 3
Cukup jelas.

Pasai 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas,

Pasal B
Cukup jelas.

Pasal 9
Cul<up jelas.

Pasai 10
Cul<up jeIas.

Pasal 1 1

Cukup jeias.
Pasai 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas,
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal i7

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jeias.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cuku p jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cul<up jelas.
Pasal 25

Cukurp jelas,
Pasal 26

Cukup jeias.



Cul<up jelas.
Pasal 30

Cukup jelas,
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas,
Pasal 34

Cukup jeias.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 4O

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Curkup jelas.
Pasai 43

Cukup jelas,
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas,
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR.,..



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANC

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
DI KAE}UPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI REMBANG,

balrrva utntu]< l')te\\ l.r.it.i illi.ri, ,. t.i,: ,.,: i"c.ri ,\,;utgadil Cia* nlaknlLl!, siil'1.rlt, Stil:..1.:r:r:,i r:r ir,.r*er-ittta.lt
Daerah metrl,elertp_;gar.ii [611 r)(-,.1]rtr:ii j,-r Re11 dai_.pemberdaJ,aai.t i-ret,,iiii 1,. i-,8lAi,ai-,
serlar:tterenca)li.t, tet-.Lt.irl.i, (i;, ;,, :1 . l;r i,, r i I r.t L:,rr:t;

bahwa kecenderungan meningkatl<nya
perubahan iklim, globalisasi dan 

- gejolak
ekonomi global, kerentanan terhadap Ue"rrcana
alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yairg
tidak, . transparan dan tid;k ,Ji[Petani/nelayan membutuhkan perlindungan
dan pemberdayaan;

b.

c. bahrva berrlets.rriiut ;'1' I r ),-l] l:,aili{..:.Li')

l i i"ir u{ iiciell
i.i-ij,1rl l-)ael'air
r,,r rrrrdLtn[{:1ll

ir r:(a"\,an cii

sebaga::nana dirrrattsr_rci clrii:i:r:
hurul" b 1:erlr-i nrerrtetiipi(a t; i-'.::t ,r
Kabupaten Renr Lrarrtri lerrl lr:rl
dan PemberclaJ,aan petiln: qii1r,
I(abur paten Renrba.r rg,;



Mengingat: Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar
Republiklndonesia 1945;

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten datam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2OO4 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5256 );

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2A04
tentang Perikanan ([emba-r'an Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4433) sebagairnana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Renublik Indonesia Tahun
20Q,9 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
RepubLk Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20A6
tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92,
TambahanLembaran Negara
Republiklndonesia Nomor a660);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lemba:'an Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor ll2,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Irrdonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Pengelolaan dan Perlindungan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan

2,

3.

4.

5,

6,

7.

8.



9.

Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor

505e);

Undang:-Undang Nomor 4t Tahun 2009

tentan[ Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

eerketLjutan (Gmbaran Negara Republil<

Indonesia Tahun 2OOg Nomor 149, Tambahan

Lembaran Negara Repubiil<jndonesia Nomor

s068);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentan[ Pembentukan Peraturan Perundang-
undanlan (Lembaran Negara Republik
Indoneiia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
l.embaran Negara Republik IndonesiaNomor
523a\;

UndanfUndang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran lJegara
Republik Indonesia Nomor 5256);

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OL2
tentang Pangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5360);

13, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013
tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a33);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5597), sebagaimana teiah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Ur:dang Nomor 9 'l'ahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5679);

10.

11.



IJndang-Undang Nomo. 7 Tahun 2016 tentang
Perllndungim Dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam
(Lembaran Irlegara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5870);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
tentang Pengelolaan I(ualitas Air dan
Pengendalian Pencermaran Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a161);

Instruksi Presiden Nomor 1S Tahun 2013
tentang Perlindungan Nelayan ;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 5 Tahun 20i6 Tentang perlindun[an
Dan Pemberdayaan petani;

Dengan PersetuJuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAIryAT DAERAH KABUPATEN REMBA}IG

dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
DA}I PEMBERDAYMN PETANI DAN NELAYAN DI KABUPATEN
RtrMBANG

15.

16,

t7,

18,



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4.

5.

Daerah adalah KabuPaten Rembang'
Pemerintah Daerah aOatat, Pemerintah Kabupaten Rembang'

Bupati adalah BuPati Rembang
Opbadalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyal
tugas pokok dan fungsi di Bidang Pertanian dan Perikanan,
pengaiian serta ketahanal pangan dan pelaksana penyuluhan.
petani adalah penduduk Kabupaten Rembang warga negara
Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang
melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan,
holtikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan'
Nelzr-tetn aclarlah setiap r)ret: lR ",ri:itlg l'".'1;;l'iii"''i'[11r,'i',t l,'iirL-

sebagiiiir atau scluru,ill\ -l r i.llg '.'.rl'':.:li.:i':ilil i:its.;-

1 i':rtang;iietprrtt ikan di laut,
Perlindungan petani/nelayan adalah segala upaya untul(
membantu petani dan nelayan menghadapi permasalahan
kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi,
kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, dan
perubahan ikfim.
Pemberdayaan Petani/Nelayan adalah segala upaya untuk
meningkatkan kemampuan Petani/Nelayan untuk
melaksanakan Usaha pertanian dan perikanan yang lebih baik
melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan
pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran
hasil Pertanian dan perikanan, konsolidasi dan jaminan luasan
lahanpertanian dan daerah tangkapan, kemudahan akses ilmu
pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan
Kelembagaan Petani dan Nelayan.
Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati
dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan
manqjemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang
mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
dan/ ataupeternakan dalam suatu agroeko sistem
Usaha pertanian dan Perikanan adalah kegiatan dalam bidang
pertanian, dan hasil laut mulai dari produksi/budidaya,
penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil,
dan/ atau jasa penunjang untuk mencapaikedaulatan dan
kesejahteraan yang bermartabat.

6.

8.

9,

10.

11. Komoditas Pertanian dan perikanan adalah hasil darj usaha
pertanian dan perikanan yang dapat diperdagangkan,
disimpan dan/atau dipertukarkan.



12, Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha
sarana produksi pertanian dan kelautan, pengolahan dan
pemasaran hasil pertanian dan kelautan, serta jasa penunjang
pertanian yang berkedudukan di wilayahhukum Kabupaten
Rembang.

13. setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik
yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

14. Kelembagaan Petani/Nelayan adalah iembaga yang ditumbuh-
kembangkan dari, oleh, dan untuk petani ta., r,itayan guna
memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pitur,i-d"r,
nelayan,

15. Kelompok Tani dan Nerayan adalah lembaga berkedudukan diRembang, yangditumbuh-kembangkan daii, oleh dan untukpetani dan nelayal yang terdjri dari sejumiahpetanii".i.v""
gu na me m perjrr an gkal kepe n tin gan ang6fo t arry a.16. Gabungan $eJompot< Tani . i?-"t_ 

.tu'jit,v" 
disingkatGapoktan, adalah 

-gabungan 
lebih"dari ,utu kerompok tanigu na me mperj u angkan 

]<epen tingan anggo tany a,17. Himpunan trltayai seiuiurr r"to"..ii'liituput.., Rembangadalah kelompok lelayan Kabupate" n._U*g.18. Asosiasi petani/I;l"y; adalah kumpulan daripetani/nelayan, kelompok tani dan nelayan, dt / atau
, 9"ooktan dan 3elav11.

.--,;:-,J,*., . -..- ..=r.r,.,---;... - .
i,.1;.,.,: ;,,..:t,J,:,--: ;...:....,

20' rrrr*u"g"il ,rrg".*i'nr{i/ 
.. 11,, neravan adarah lembagayang melak-san*3n 

.kegiatan usaha puiiarrran Oa' neiavanyans dibentuk oleh, dari din untur. p.t"ni-aJ- ,;Til;;Jff"meningkatkan produktivitas dan rfi;i.";; u.at,u pertanian,
l#.,*** berbadan h;k;; maupun yans tjdak berbadan

2L' Badan usaha M,ik petani/Nera;ran adarah badan usahaberbentuk koperasi ut"" uua* i.rir. r;;;v" yang dim,ikioleh petani dan netayan.-- 
--

22' Lembaga Keuangan Petani dan Nelayan adalah badan usahayang menghimpun dana dari p.*Lrutii*'au' pemerintahDaerah, dana qasyarakat, dalam ilili simpanan danmenvalurkannya kepada peiani/nei"y*' lliam bentuk kredit
3H"XBH;Xt:k-b';tu[-i""'r;;J;nii"Ler.upembiavaan

23' Lembaga Pembiayaan Petani/Nelayan adalah badan usahayang melakukan kegiatan pemuiayaan d.alam bentukpenyediaan dana ut"u G'rar,g. moaal urrt,-,t *.mfasiutasi ser.amem bant u pe tani / n.ta,a" aiu* n* f 

"f.r[ur. u.*rrr.



BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGI(UP

Pasal 2

Asa s Peli i r : d u l,g;rn ciern pe mberd,,.t), a.il u. 1-'e i,rni," :

a, kemandirian;
b. kedaulatan;
c. kebermanfaatan;
d. kebersamaan;
e, keterpaduan;
f. keterbukaan;
g, efisiensi berkeadilan; dan
h, berkelanjutan.

, Pasal 3

Tutiui,r.n l)elljrttlur:gzur dan pemberrla\ a.an 1.ret;rrri;'rrr:ri,r. .r ::rcleLleilt:

a, meningkatkan kemandirian dan kedaulatan petani/nelayan
dalam ra'gka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan
kelangsungan hidup yang lebih baik;

tl' nterlinciur'ri1i peta,i cler'i kegagalar.'r 1);.irr., tli-,ir; ) i,;rr.r :,, i,riii,

,rLl.ll,

rt"tertt'ec] ial<i.rrr pt'asatatnir rJi,lrt liiirtt t'lr.r [)(-) iitr;. r;:,, .] ,,r |,'triiii.trri,"r I

)'[tllg dibrrtuh]<an cialam rnengt:t,rrl:,trig4l<airi i-.i ,,,1;,r ,, ,, (anli;.i-i (,1(irr
usaha ;:er:arrg}.:a.piiir cizur penilirir-iirlLr,,it ii.-ir: r.

Mcrnrfasilitasi tr-tmbuth ciarr be:"1<i:rrrrbaltglt\,r , rii ,;ii. r l)(j1-rll-,rii,,;,licliLin gJrat pe iani claru neia.).,ari ;

nreningkatkan kemampuan dan kapasitas petani/nelayan sertakelembagaan petanif nerayan daiam ,i.rrui""r.* usahapertanian dan usaha pelangkapan ikan yang produktif, -.jr,modern, bernilai tanxbah, berdaya saing, ,ri*prrry* pangsapasar dan berkelanjutan; dan

f.



Pasal 4

Ruang Lingkup perlindungan dan pemberdayaan
petani / nelayanmeliputi :

a. perenca.naan;
b. perlindungan petani/nelayarr;
c. pemberdayaan petani/nelay.an;
d. pembiayaan;
e. pengawasan; dan
f. peransertamasyarakat.

BAB IiI
PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani/nela1,an
dilakukan secara sistematis, terpadu, tJrarah, menyeluiuh,
transparan, dan akuntabel,

(21 Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhatikan:

1, daya dukung sumber daya alam 1ingkungan;
b. kebutuhan sarana dan prasarana;
c. kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya

setempat;
d, perkembangan_ilmu pengetahuan dan teknologi;
9. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan

.- {._ jumlah petani/ dan nelayan.
(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

bagian intregal dari:
l. rencana pembangunan nasional;
b. rencana pembangunan daerah.

pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud" dalam pasal 5 ayat (1) paring
sedikit memuat strategi dan kebijakan.



(1)

Pasal 7

Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan
sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 6 ditetapkan Pemerintah
Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebij akan
perlindungan petani / nelayan.

Strategi perlindungan petani/ nelayan dilakukan melalui;
a. ketersediaan dan kecukupan prasarana dan sarana produksi

pertanian dan produksi perikanan;
b, kepastian usaha pertanian, perikanan dan kelautan;
c. Fiargri }<r:lrrto<liti horti l<trltur;r ri{.r.r.riu ri( ix',,r'i i,:crTrr.rrrrl)lr;,rri

l< t.tan pr,;,r n rlaera h ;

d. Efisiernsi t>ia-ya usaha. pcr:tanj:rrr riart pcr;rir,.'ri.i:
e. Fastlitnsi <1an med.iasi konflik i:rt'tai.,i rli:i' ;r.'I.'rr;;r-,:
f. Desirnirtasj infonlasi peringi.ltali dirii ir:r,iir:1; i1;,: {an
g'[iasiiitiisli:'.itjriuSjperttttriirti(iii:.;;li;i.tr,i1;:',il,:..i;i.'
l'r, (i anti rugi nl<jl>nt gagal l)ijltrlr;1.,,.1i:i{i,.,rr jr,..i, ,i;.lsir

rir::nglint lternnlnpuan l<e .l;l:''tg;ll r r:,:t:. iiil-

Strategi pemberdal,aa-n peta,li/nelaya:t dilakukan melalui:
a. Pendidikan dan pelatihan;

s(1s; li,;i I

b. penyuluhan dan pendampingan;
c, pengembangan sistem dan sarana pemasa-ran hasil1:r1-,r.;i;-ir ;;l

dan pelikat'lan;
d. pengutarnaan hasil pertanian daram negeri untukmemenuhi

kebutuhan pangan nasional;
e konsolidasr dan jaminan luasan iahan pertanian dandaerah

penangkapan ikan;

(2\

(3)

penyediaan fasilitas pembiayaa-r: dan permodalan;
kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, daninformasi;
penguatan kelembagaan petani/ nelayan

pasal 8

(1) Ke.bijakan perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan
sebagaimana dimaksud dalam- pasal 6 diietapka" ,ir*i.Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya d.enga,memperhatikan asas dan tujuan pe-rlindungan iu"

., pemberdayaan petani/nelayan,
(2) Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan

petani/nelayan sebagaimana dimaksud pida ayat (i), pemerintah
Daerah mempertimbangkan:
a. perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan dilaksanakan

selaras dengan program pembirdayaan masyarakat yang

f.
ctD.

h.



dilakukan oleh
lainnya;dan
perlindungan
dilaksanakan
kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah'

Pasal 9

(1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petanj/nelayan' 'disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan
petani/nelayan.

(2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani/neiayan
sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh ,'ri'l) terkait.

(3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana
perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan baik jangka
pendek,maupun jangka panjang.

Pasal 10

(1) Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan
sebagiamana dimaksud dalam Pasal I ayat (3) terdiri atas
rencana perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan
kabupaten.

(2) Rrncana perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan
Kabupaten berpedoman pada rencana perlindungan
petani/ nelayan Provinsi dan nasional

BAB IV
PERLINDUNGAN PETANi / NELAYAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasai 11

(1) Perlindungan petani /neiayan dilakukan meralui penentuan
strategi sebagaimana dalam Pasal T ayat (21.

(2)Perlindungan petani/nelayan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e
diberikan kepada:
a. petani yang tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian

pokoknya adalah melakukan usaha pertanian,
b. nelayan yang tidak mempunyai alat tangkap ikan;

b.

kementerian/lembaga non kementerian terkait

dan pemberdayaan petani/nelayan dapat
oleh masyarakat danl atau pemangku





c, petani yang melakukan usaha budidaya tanaman pada luas
lahan tidak lebih dan 2 (dua) helctar

d. nelayanyang ikut dalam usaha penangkapan ikan sebagai
anak buah kapal.

e. petani/nelayan, yang tidak memerlukan izin usaha.
(3)Perlindungan petani/nelayan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2\ huruf d dan huruf f diberikan kepada
Petani/nelayan.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah i:er'[<eu ar.j:h,rrLi atas
petani/ nelayan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemerintah Daerah wajib nle:mhr::'ii<.1llasijir;,,:., .: 1

perlindungan

ineclirrriibagi
petani/nelayan.

(3) ['ernerrntalr Daeralr dapat rlerrrlasrJrl;r:<i i,i,,'encaljei]riui
pet,claraatr 1>elaksanaan kepr.:t's,lrtaatr per,:r',li;.r,.;,i itstrli.rplii
petani/nelal,a n;

(4) 1rel()nli.ritrr ir,l,rrit ianjr.tt. i)er'i\iir,.,r) r.l, i,iiiii";rirlrir:,r
r (r('l'iti]'i;:ii.rl

.,\,,,
rl re rL'r')cellrtil<a rr pe r)ciataii 11

1:,:t'lini"lr"irr11;iri itsuii;lts;i pel_irniili,i:li, .i;) ..i,,i
cl r61111'lehrl'r larrirrt dengan i)er.,,r., ,,r-lii iir;1-i;iri

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi d.alam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan petan i I ielay an.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud padi ayit til untuk
melaksanakan- strategi perlindungan petani / nelayan seLagaimana
yang dimaksud pasal 7 ayat (2),

(3) strategr perlil{ungan petani/nelayan sebagaimana yang
dimaksud Pasal T ayat (2) huruf a dan huruf c dapat dilakukanoleh Pemerintah melalui Badan Usaha Mitit< Daerah
(BUMD)/l<operasi petani dan kcperasi Lrc,la.r,Eu r,



Bagiau Kedua
Prasara.na dan Sarana Produksi Pertanlan dan Perlkanan

Paragaraf 1

Prasarana Pertanian dan Perikanan

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah berkeivaLjii.,alr ttri-r r:iz,:;jlir;r:,iketersediaan
prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.

(2) Prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) antara lain meliputi:
a. jaian usalra pertanian, jalan produksi pciri.inii.r.i"i;
b. bendunga.n, dam, jaringan irigasi, dan embung sesuai dengan

kewenangannya; dan
c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, 1)r.:r r!.!,..,; i.,irr

pendala[ar: ikan,tempat pelelangan ikan dan pasar.

Pasal 15

Selain disecliakan Pemt:rintah Daerah sebagainrana dimaksud dalam
Pasal 14, pelaku usaha dapat menyediakan pr.asarana pertanian dan
perikanan yang dibutuhkan petani/nelayrrn. 

-

Pasal 16

Petani/Nelayan berkewajiban nreruriLl ]i,:rrLr-i.irr r

da, rmemeliharaprasarana pertanian dan perikanan yang telah
dibangun oleh Pemerintah dan/atau pemerirrtah Daerah
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14.

Paragaraf 2
Sarana Produksi pertanian dan perikanan

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah membantu menyediakan sa-rana produksipertanian dan perikanan sebagairnanL ahaksud dalarn pasal 7



ayat (21 huruf a yang tepat waktu dan harga ),ang terjangkau bagi
petani/nelayan sesuai clengan kcu,errerg.Llr l)..,rrt,,iir,t,ri,ila.t'r'rih.

(2) Sarana produksi pertanian dan produksi perikanansebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
a, penyediaan berriiril<ern/udang. l:eniil'-nl:-lnliir, r.rrri.rr.rr, pupuk,

dan pestisida sesuai denganstandar mutu; dan
b, penyediaan alat dan mesin pertanian dan perikanan sesuai

standar mutu dan kondisi spesifrk lokasi.
c. Penyediaan sarana produksi pertanian dan perikanan sesuai

dengan penggunaan sarana produksi lokal.

(3) Pemerintah Daerah mendorong petani/nelayan untuk
menghasilkan sarana produksi pertanian dan peiil<anan yang
berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/atau terbatas dalam 1
(satu) kelompok.

Baglan Ketiga
Kepasttan Usaha

pasal 20

{i)Untuk menjamin kepastian usaha pertanian dan perikanan
sebagaimana dimaksud dalam pasal r ayat (2) hur-uf b, pemerintah
Daerah berkewajiban:

Pasal 18

Selain dibantu disediakan pemerintah Daerah
sebagaimanadirnaksud dalam pasar 17, peraku usaha dapatmenyediaka'sarana produksi pertanian dan perikanan yangdibutuhkan petani/ nelayan.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih atau bibittanaman, bibit atau bakalan ternak, p"p"f.l aan/atau 
"f.t 6Lmesin pertanian dan perikanan sesuai dengan il.b"il;; il"kenrampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harustepat guna, tepat. sasaran, tepat waktu, i!p"t lokasi, tepatkualitas, dan tepat jumlah.



menetapkan kawasan usaha p'ertanian- dan perikanan

berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya manusia' dan

sumber daYa aiam;
memberikan bantuan pemasaran hasil pertanian dan

;;;i6; t.pua. petani/ .Yang melaksanakan usaha

i.i6"ir, au" i.iit unan sebagai-program pemerintah daerah;

ilewujuakan fasiUtas pendutiung pasar hasil pertanian dan

hasilperikanan.

Paragraf I
Umum

Pasal 2 1

(1) pemerintah Daerah 1-.r.rl,ieu,er.iii-raririi,.tt.iirELltLlr menciptakan kondisi
yang menghasilkan harga komoditas pertanian dan perikanan
yang menguntungkan bagi petani/nelayan'

Bagian Keempat
Eflsiensi biayir usalra

pasal 22

Pemelirrt.iih tlaeralr lnetrgttpal'n)<ittr l.reriincl urrir,;r:,i,r,r'1:;'riit peterti t-1tit'l

ncla"\,ar'l trerupa praktek efisiensi biayir userira. 1)cii'L;uiirii, clat':

pr:rik"akan;

Bagian kelimzr

Desiminasi informasi peringatarr ditti iiklii:i i.i;rr.r cztloil

pasal 23

Perncrintah Dilerah Warib nrendesirnirrilsi i,lan

dini iklirn dan cuaca:

b.

c.

i)c t't ngt:ttil, r



pasal 24

(1) Pemerintah Daerah wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen
dengan melakukan:
a prakiraan ledakan serangan organisme pengganggu

tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular;
peramalan cuaca di lau! dan

b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan
peramalan ledakan serangan organisme pengganggll
tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

(2) Antisipasi sebagEaimana d,imaksud paCa ayat (1) eaa-ayat-{$
dilakukan dengan penyebarluasan informa.si dan hasil prakiraan
iklim, hasil perkiraan ledakan organisme l)engganggu tumbuhan
dzui/atau wabah penyakif hervan
menular, cuaca dan badai di 1aut.

pE MB E RD^"^f,ffi #^ N r / N E LAyA N

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Pemberdayaan petani/nelayan dilakukan untuk memajukan dan
mengembangkan pora pikir petani/nerayan, meningkatkan usahapertanian dan perikanan, menumbuhkan dar, -er.r"guatkankelembagaan petani/r:elayan agar mampu mandiri clan berdaya
saing tinggi.

pasal 26

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberdayaan
petari/ nelayan sesuai dengan kewenangannya.



(1)

(2)

Pasal 27

?emerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan petani / nelayan.
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiakukan
untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani/nelayan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3),

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

(1)

(2)

pasal 28

Pemerintah Daerah memberikan pendidikzur dan
pelatihankepada petani/ nelayan.
Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud padaayat (1)
antara lain berupa:
a. pengembangan program pelatihan d.an pemagangan;
l>' pengembangan pelati.han kewirausahaan di bida;g agrobisnis

dan hasil perikanan.
Petani/nelayan yang sudah mendapatkan pendid.ikan danpelatihan serta memenuhi kriteria 

- 
sebagai:nana dimaksuddalam Pasal Lz ayat (2) dapat memp"rir"h bantuan dariPemerintatr dan/ atau pemerintahDaerah.

Bantuan modal sr:bagairnana dimaksud pada ayat (3) diberikan
Ih":rl pada petani/nera:ran sebagainiana dirnat<sud daiamPasal 12 ayat (2).

(3)

(4)

pasal 29

Petani/Nelayan yang telah ditingkatkan keahrian cJanketerampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimanadimaksud dalam pasar 31 wajib meiakukan tata cara budidaya,penanganan pascapanen, pengolahan, dan pernasaransertapenangkapan ikan yarg baik sesuai dengan
pe tunj ukpelaksanaannya.



Baglan Ketiga
Penyululran dan Pendamplrrgan

pasal 30

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan per:dampingan
kepada petani/ nelayan.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapatdilakukan oleh penyuluh dan atau pihak lain yang
berkompeten sesuai dengan bidang materi penyuluhan dan
pendampingan.

(3) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar Petani/nelayan
dapat melakukan:
a, tata cara budidaya, pengolahan; pemasaran danpenangkapan

ikan yang baik;
b. analisis kelayaJ<an usaha yang menguntungkan; clar:
c. kemitraan dengan pelaku usaha;
d' akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non

bank dalam rangka peningkatan usahanya.
(4) I(etentuan lebih lanjut mengenai penyuruhan danpendampingan

diatur dengan Peraturan Bupati.

Baglan Keempat
Slstem dan Sarana Pemasaran Hasil pertanian

pasal 3 1

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan
Pemberdayaan Petani/Nelayan melalui pengembangan sistem
dan sarana pemasaran hasil pertanian dan peiikanan.

(2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian
dan Perikanan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1)
diseienggarakan dengan:
a. mewujudkan pasar hasil pertanian dan perikanan yang

memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, sertr
memperhatikan ketertiban umum;

b. mewujudkan fasilitas pendukung pasa_r hasil pertanian dan
Perikarnan;

c. memfasi[tasi pengembangan pasar hasi] pertanian dan
Perikanan yang dimiliki dan/atarr dikelola oleh Kelompok
Tani-Nelayan, Gabungan I(elompok rani/Nelayan, koperasi,
dan/atau kelembagaan ekonomi petani/Nelayan iainnya di
daerah produksi Komoditas pertanian dan perii<anan; -



d. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak
beke,rja sama dengan Kelompok Tani-Nelayan, Gabungan
Kelompok Tani-Nelityan, Koperasi, dan/atau kelembagaan
ekonomi Petani/Nelayatr lainn',a di daerah produksi
Komoditas Pertanian dan/atau Perikanan;

e. mengembangkan pola kemitraan usaha pertanian dan
perikanan yang saling memerlukan, mempercal,ai,
memperkuat, dan menguntungkan;

f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil
Pertanian dan perikanan;

g. mengembangkan pasar leiang; dan
h. menyediakan informasi pasar hasii pertanian danperikanan.

pasal 32

Setiap orang yang mengelol,a pasar modern
be rkew qj ibanme ngutamakan penj u alan komoditas pertanian dan
Perikanan [-)iigr'r,tr.

Baglan trrelirna

Fasllitas pembiayaan dan permodalan

pasal 34

(i) I'emerintah Daerah clapat menrfasilitasi 1:remrljr?.r.,,-;--,:irn ar<ere$
lrermodaiarr usaha pertanian cian per.iii,,i,.,",.,

pasal 33

Pemr:rintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnyamengkonsumsi
komoditas pertanian dan perikaran Lr.,ir,: r_ i t tt .



a. pelnbet'ietn pirtjaman r:rodal r,tnt'-tk Ll sJaha lxll:,:'irli:11' {ll)-l'1

penangl(apall ikan.
l.r. pemberian bantuan program pertanian (iaiti irt:;rii",.;rtrlt.
c. pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan serta program

kemitraan dan bina lingkungart
d. pemberian pendampinganprograrnbantuan yang diperlukan

dalam rangka mengakses pembiayaan dan permodalan dari
pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan/atau pihak lain.

Bagian Keenam
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

asal 35

( 1) Pemerintah Daerah berkewajiban memb,erikan kemudahanakses
ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi dibidang l:ert.a.rrran
rlan perikalta]1,

(2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. keq'a sarna alih teknologi; dan
c. penyediaan fasilitas bagi petani/nelayan untuk mengakses

ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 36

(1) Ilmu- pengetahuan, teknologi dan informasi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 44 ayat-(Z) huruf c paling sedikit b-erupa:
?. sarana produksi pertanian dan perikanan
b. harga komoditas pertanian dan perikanan
c. peluang dan tantangan pasar
d' prakiraan ikrim, dan ledakan organisme pengganggu

tumbuhan dan/atau wabah penyakit hJrvan menular
e, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
f. pemberian bantuan modal;-dan
g. ketersediaan lahan pertanian dan alat pe,angkapan ika:r,

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat
!.rt dapat dial<ses dengan 

-mudah dan cepat olehPr:ta67rr.layan, pelaku usaha, dan/atau
masyarakat.



Pasal 37

Pemerintarh Daerah berker,i,ajibar: tnen:fttsilitasi uj i l t rri : r ir asil
honrollitas pelt.anian dan perikannn,

Bagian KetuJu
Pe nguatan Kelembaga.an

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong danmemfasilitasi
terbentuknya kelembagaan.

(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari
kelembagaan petani/nelayan dan kelembagaan ekonomi
petani/nelayan,

(3) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ay,at (1)
dilaksanakan dengan perpaduan- dari budaya, norma, nilai, dan
kearifan local petani/ nelayan,

(4) Kelembagaan petani/nerayan sebagaimana dimaksud pad.a ayat
(2) terdiri atas:
a. Kelompok Tani dan Nelayan;
b. Gabungan Kelompok petani I dea Nelayan;dan
c. Asosiasi komoditas pertanian dan perikir.arr;

(5)Ketembagaan ekonomi petani/nelayan sebagairnana dimaksudpada 4)'*t (2) be^rpa badan usah" milrri petani/ nerayal.

Pasal 39

Petani/nelayan berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam
kelembagaan petani/ nelayan sebagaimana dimaksud dalam pasal
37.

Paragraf 2
Kelembagaan Petani/ Nelayan



(i)

(2\

Pasal 40

Kelompok Tani/ Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (4) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk petani/nelayan.
Kelompok tani/ Nelayan dibentuk atas dasar kesamaan
kepentingan, kondisi lingkungarr, lokasi, dan komoditas yang
diusahakan, untuk meningkatkas dan mengembangkal usaha
anggota.

(3) Kelompok tani/ nelayal setelah terbentuk harus mendapatkan
pengukuhan dari Bupati.

Pasa} 41

Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 38 ayat (4) b merupakan gabungan dari beberapa
kelompok tani dan nelayan yang berkedudukan di desa dalam
kecamatan yang sama atau kabupaten.

BAB \rII
PENGAWASAN

Pasa] 42

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan
C.anpemberdayaan petani/ne1ayan, dilakukan
terhadap kinerja perencanaan danpelaksanaan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
pelaporan, pemantauan d.an evaluasi.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah Daerah sesuai
kewenangannya.

(a) Dalam melaksanalal pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Pemerintah Daerah dapat meribitkan masyarakat dilampemantauan dan pelaporan dengan mLemberdayakan potensi
yang ada.

perlindungan
pengawasan

(1) meliputi



BAB
PERAN SERTA

VII
MASYARAKAT

Pasial 43

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraaan
perlindungan dan pemberdayaan petani/neiayan.

pasal 44

(1) Peran :gIF masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal ,ijr
dapat dilakukan oleh:
a. perseorangan;
b. lembaga swadaya masyarakat; dan
c, Pelaku usaha.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (1),dapat dilakukan terhadap:
1. penyusunan perencanaan;
b, perlindungan petani/nelayan;
l. pemberdayaar petani/nelayan;
d, pembiayaan;
e. pengawasani danf, penyediaan informsi

pasal 45

Masyarakat dalam perlu:dungan petani/nerayan crapat berpera,
serta dalam:

a. memelihara dan menyecliakan prasarana
perikanan;

b. mengutamakan konsumsi hasil pertanian
dalam negeri;

pertanian dan

dan perikanan

! mencegah arih fungsi lahan pertanian dan perikanan;d. melaporkan adanya prngrt^r., yang tidak sesuai denganperaturan perundang-undangan; dan 
-

e' menyediakan bantuan sosial bagi petani/nelayan yangmengalami bencana.
f. Membiai,ai jarninan asuransi baiii an;,i1.; l>,ra.l: fr3.rr,,i



pasal 46

Masyarakat dalam pemberdayaan petani/ nelayan dapat berperan
serta dalam menyelenggarakan:

a. pendidikan non-formal;
b. pelatihan dan pemagangan;
c, penyuluhan;
d. penguatan kelembagaan petani/nelayan dan kelembagaan

ekonomi petani /nelayan; dan
e. fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan.
f. Pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 47

(1) Hak kelompok tani/nelayan arrtara lain:
a. rnendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung daripemerintah daerah melalui ()i)Il
b. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya

kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhii. . J'
c, mendapat kemudahan akses lnformasi din sarana produksipertanian, dan perikanan;
d. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan' perundang-undangan yang berlaku;
e' menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan

dan- penggunaan hasil tani dan 
-hasil 

pu.it rn"n ,;il;J*g
tidak bertentangan dengan ketentu"r, yrrr'g b.rraku.

(2) Kewajiban kelompok tani/nelayan antara lain:
a. mendaftarkan atau rnelaporkan keberadaannya sebagaipetani/nelayan meralui kerompok tani dan nerayan, r.epa?aPerangkat 

. Daerah yang membidangipenyullnu,", ag;Pemerintah Daerah mempunyai data uas.fa'ng ikurat;b. menyusun pedoman kerembagaan terkait dengan keanggotaa,,domisili atau 
. 
wilayah kerja, dan struttur t<epen[iru.u,apabila petani/rrelayan teisebut turgauung daram suatu

kelompok;
c. melaporkan- kegiatan-kegiatannya secara rutin dansecaraberkala kepada pemerintah desa/kerurahan aan tepaJapemerintah kecamatan rJ., (.rp;) untuk dapat olveriri[asi



apabila ada bantuan dana bergulir maupun bantuan lainn.ya

berupa hibah dan lain-lain;
d. membuat laporan pertanggUngiawaban pelaksanaankegiatan

termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan' !4k
sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila
mendapat fasiiitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah dan

' Pemerintah Daerah'

BAB XIIi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturart Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daer ah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang

pada tanggal

BUPATI REMBANG,

/iB;)uL l'lAl::lDZ

Diundangkan di Rembang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN REMBANG,

SUBA(TI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAI{ KABUPATEN REMBANG PROVINSI
JAWATENGAH:( / \



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN REMBANG
NOMOR ,.,, TAHUN ....
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANIi DAN
NELAYAN

i. UMUM
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun l94Smengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jarvab
untuk melindungisegenap bartgsa, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupanbangsa serta mewuj udkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.Sejalan dengan arnanat Pancasila dan
Undang-undang Dasar Negara Republiklndonesia Tahun 1945,
pembangunan pertanian dan perikanan diarahkan untukmeningkatkan
sebesar-besar kesej ahteraan pe tani / nelayan. S elama ini Petani / nelayan
telah memberikan kontribusi yangnyata dalam pembangunan
pertanian dan pembangunan ekonomi perde saan. permasalahan
perlindungan dan pemberdayaan petani/ nelayan dalam pembangunan
pertanian dan perikanarr untuk mendukungketahanan pangan d.alam
memenuhi kebutuhan pangan yarg merupakan hakdasar bagi
masyarakat perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri,

Dalam sila kelima pancasila dan pembukaan Undang-undang DasarNegaraRepubtik Indonesia Tahun 1g4s, secara jelas dinyatakan bahwakeadilan sosialbagi seruruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satufilosofi pembangunanbangsa, kLenanya setiap warga NegaraIndonesia, berhak atas kesejahteraan.oleh kaiena itu setiap warga
Negara Indonesia berhak dan wajib sesuait e*u*puur.,r.,ya ikut sertadalam pengembangan usaha di bidang pertanian danperikanan.
upaya-upaya untuk melindungi eksistensi petani/neiayanlndonesia
tidak hanya dalam tataran nasional tetapi juga
internasional,khususnya dari neoliberarisasi ekonomi dunia.Perlindungan petani/nerayan yang dijewantahkan daram bentukkebijakan danregurasi serayarnnya tetap memperhatikan koridorkesepakatan dalam worldTrade' organLation, yang terah diratifikasidalam Undang-undang Nomor TTahun 199+ ientaig pengesahan
Agreement Establishing The worrd Tradeorg*ir.tior, (persetujuanPembentukan organisai_ perdagangan Dunia). Beberapa bentu kkebijakan yang dapat diberikai ,.ritri. melindungi
kepentinganpetani / ne layan, antara rain su bsi di Jarana produksi,penetapan tarif bea masuk, dan dan penetapan kawasan pabeanpemasukankomoditas pertanian, penetapan tarif bea masukdidasarkan pada harga pariardomestik, komoditas strategis (tertentu)



nasional dan lokal, serta produksidankebutuhan nasional. Selain itu,
juga dilakukan penetapan kawasan pabeanpemasukan komoditas
pertanian dan/atau perikanan yang bertujuan melindungi
sumber daya dan budidaya pertanian dan perikanan ytrLg merupakan
daerahprodusen komoditas pertarrian dan perikanan yang diusahakan
Petani / . Penetapan kawasan pabean pemasukan komoditaspertanian
dan/ atau perikanan dilakukan tidak boleh berdekatan dengan
sentraproduksi komoditas pertanian dan perikanan dan dilengkapi
bal,aikarantina,

Selain upaya-upaya perlindungan terhadap petani nelayan,
upaya pemberdayaan juga nremiliki peran penting untuk mencapai
kesejahteraaan Petani/nelayan yang iebih baik,Pemberdayaan
dilakukan dengan memfasilitasi Petani/nelayan agar mampu mandiri
dan memiliki keunggulan kompetitif dalamberusaha pertaniandan atau
perikanan, Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu
menstimulasi Petani/nelayan agar lebig berdaya, antara lain
pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, akses
Petani/nelayan terhadap sumber modal dan pembiayaan, al<ses
Petani/nelayan terhadap informasi dan teknologi, hingga
kelembagaan Petani/nelayan dan kerembagaan ekonomi
Petani/nelayan.

Sasaran Periindungan dan pemberdayaan petani/nalayan
adalahPetani/nelayan, terutama kepada petanipenggarap puiirrg
luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai tahan yang mali pencaharian
pokoknyaadalah melakukan usaha pertanian) ; petaniyang mempunyai
lahandan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luaslahan paling luas-2(dua) hektare; peianihortikultura, lekeLun, ataupeternak skalausaha kecil, Nelayan penangkap ikan yang melai<ukan
usaha penangkapan ikan sebagai anak uuair kapai se-suai a."gu'ketentuan peraturan perundang-undanganperlindungan
petani / nelayan adalah 

- 
s-egala upayi untukm-embantu- petani / nelaya,

menghadapi permasalahankesu[tan memperoleh prasarana iunsarana produksi dan nelayan kepastian
lfda, harga komoditas pertanian dan p.rik"r,ur,, keteriediaan
lahan,kegagalan panen, pralitik. ekonomi biaya tinggi, du, p.r,,bahan
iklim.Perlindungan petani/ dan nelayan dilakukan melalui (1)
ketersediaan prasarana dan nelayan kemudahan memperoleh saranaproduksipertanian dan perik"nari, (z) kepastiar, 

-usut 
a yang metiputijaminanpenghasilan karena program pemerintah, jamin'an lanti iugl

akibat .gggat panen,Asuransi pertanian dan perikarrin, (3) meiciptakan
kondisi harga komoditasyang menguntungkar petani'nelayan (risiko
harga dan pasar),(4) penghapusan praktik &onomi biaya tinggi, dan (5)perubahan iklim denga:rmembangun sistem peringatan dini. Sedangkan pemberdayian
Petani/nelayan adalah segala upaya untuk mengubah danmengembangkan pola pikir, peningkatan usaha pertanianpenumbuhan danpenguatan kerembagaan petani/nelayan melalui



pengelolaan
sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan guna
me ningkatkanke sej ahteraan Petani/neiayan Pemberdayaan
petani/ dan nelayan dilakukan melalui (1) pendidikan dan
pelatihan, 12) penyuluhan dan pendampingan, (3) pengembangan
sistem dansarana pemasaran hasil dan nelayan (4) pengutamaan hasil
pertanian dalamnegeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional,
(5) konsolidasi danjaminan luasan lahan pertanian, (6) penyediaan
fasilitas pembiayaan danpermodalan, (7) kemudahan akses IPTEK dan
informasi, dan penguatankelembagaan Petani/ dan nelayan,

Perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan dilai<ukan
dengan memperhatikan asas: kemandirian, kedaulatan,
kebersamaan,keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, dan
berkelanj utan. Upayaperlindungan dan pemberdayaan Petani / neiayan
selama i.nibelum didukung, oleh peraturan perundang-undangarl yang
komprehensiJholistik, dan sistemik, sehingga kurang memberikan
jaminan kepastian hukumserta keadilan bagi Petani/ dan nelaya.n
dan pelaku usaha dibidang pertanian dan atau perikanan,undang-
undang yang ada selama ini masih bersifat parsial da:.r belum
mengaturupaya perlindungan dan pemberdayaan petani/ nelayan
secarajelas, tegas, dan lengkap. Hal tersebut dapat dilihat dalam
undang- undangantara lain :

1. undang-undang Nomor 2 Tahun r960 rentang bagi Hasil ranah
Pertanian;

2, undang-undang Nomor s I'ahun 1960 rentang pokok-pokok
Agraria;
undal8-uldang Nomor 56 pRp rahun 1960 tentang penetapan
Luas TanahPertanian;
undang-undang Nomor 2 Tahun lgg2 tentang Usaha
Perausaransian;

5. undang-undang Nomor T tahun lgg2 tentang perbankan
sebagaimana telahdiubah dengan undang-undanE Nomor 10
Tahun 1998 tentang perbankanAtas unding-unding Nomor T
Tahun 1992 tentang perbankan,

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem Bud.idaya
Tanaman;

7. undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan,
Ikan danTumbuhan;

3.

4.

8.
o

10.
11.

12.
13.
14.

Undang-ur9*g Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
undang-uldarg Nomor z rahun 1994 tJntang pengesahan
AgreementEstablishing The world Trade organizatioir lnerJetuj uan
PembentukanOrganisasi perdagangan Dunii) ;

Undang-undang Nomor 7 Talrun lgg4 tentang pangan;
undang-undang Nomor 29 Tahun zooo t-ntang perlindungan
VarietasTanarnan;
undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
undang-undang Nomor 7 Tahun 2oo4 tentang Sumber-Daya-eir;
undang- undang Nomor 18 Tahun 2oo4 tentang perkebunan;



15.

16.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
PerencanaanPembangu nan Nasional ;

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
SosialNasional;

17, Undang-undang I'lomor 4 Tahun 2006 tentang Perjanjran
InternasionalMengenai Sumber Daya Genetik Untuk Pangan dan
Pertanian;

18. Und.ang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan danNelayan Perikanan, dan Kehutanan;

19, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana
PembangunanJangka Panjarrg Nasional Tahun 2O0S-ZO2S;

20. Undang-undang Nomor 24 Tahun 200T tentang penanggulangan
Bel:cana;

21. undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang;
22. undattg-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro,

KecildanMenengah;
23, undang-undang Nomor 11 Tahun zoog tentang Kesejahteraan

Sosial;
24. undang-undang Nclmor 18 Tahun 2oog tentang peternakan dan

KesehatanHewan;
25, undang-undang Nomor 2g rahun 2oog tentang pajak Daerah danRetribusiDaerah;
26, undang-undang Nomor 4r rahun 2oog tentang perrincrungan

LahanPertanian pangan Berkelanjutan; d; -

27. uadang-undang Nomor 13 Tahun 2oro il"lu"g Hortikurtura.

Atas dasar pertimbangan tersebut, peraturan Daerah ini mengaturperlindungandan pemberdayaan petani/ dan nerayan secarakomprehensilholistik, dan iirt.*it daram suat; p.rrgu,ur.n yangterpadu dan serasi.



II.PASAL DEMI PASAL

PasallCulo.tp jelas

Pasal 2

Huruf a,Yang dimaksud dengan *asas kemandirian" adalah
penyelenggaraanperlindungan dan pemberdayaan Petani/ dan
nelayanharus dilaksanakan secara independen dengan
mengutamakankemampuan sumber daya dalam negeri,

Huruf b,

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah penyelenggaraan
perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayanharus dilaksanakan
dengan menjunjung tinggi kedaulatan petani/ nelayan yang memitiki
hak-hak dan kebebasandaram rangka mengembangkan diri,

Hurufc,

Yang d"rmaksud dengan uasas kebermanfaata-n,,
adalahpenyelenggaraanperlindungan dan pemberdayaan
Petani/nelayan
harus l.rertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d,

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan,, adalah penyelenggaraan
perlindungan Pe tani / nelayan haru s dilaksanakan secara be rsama- sama
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelakuusaha, dan masyarakat,

Huruf e,

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan
Perlindungan dan Pemberdayaan petani/nelayan harus memadul<an
dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifatlintas sektor,
lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f,
Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" ad.alah penyelenggaraan
perlindungan dan pemberdyaan petani/ nelayanharus dilaksanakan
dengan memperhatikan aspirasi petani/nelayan dan pemangku



kepentingan lainnya yangdidukung dengan pelayanan informasi yang
dapat diakses olehmasyarakat.

Huruf g,

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah
penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/ nelayan
harus memberikan peluang dan kesempatan yang sarna
secara proposional kepada semua warga negara sesuai dengan
kemampuannya,

Huruf h,

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adarah penyelenggaraa_n
perlindungan pe mberdayaan Petani / ne layan haru sd ilaksan akan secara
konsisten dan berke sinambungan untuk menjaminpe ningkatan
kesejahteraan Petani/ nelayan.

Pasal 3

Huruf a, Cukupjelas,

Huruf b, Cukup jelas.

Huruf c,Cukup jelas,

Hurufd, Cukup jelas.

Peningkatan kemampuan o"I"t"tt;pasitas petani/nelayan
sertaKelembagaan Petarri/nelayan ditujukan 

.unil 
meningkatkan nilaitambah, daya saing, aan at<ses pasar.

Huruf f, Cukup jelas.

Pasal 4, Cukup jelas.

Pasal 5,
Ayat (1), Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a, Cukup jelas.



Huruf b
Kebutuhan sarana dan prasarana sebagai daya dukung usaha
pertanian danperikanan tangkap.

Huruf c, Cukupjelas,

Huruf d,Cukup jelas,

Huruf e, Cukupjelas.

Huruf f,Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6,
Perencanaan dimaksud.kan sebagai acuan dalam menetapkan upaya
:.p,:'{:1::H1:XT lut pemberdayaan petani/neraj,an l*n*ouaksanakanolehpemerintah, pemerintah Daerih, peiaku 

-usaha,'dan
masyarakat.

Pasal 7,
Ayat (1), Cukup jelas.

Ayat (2),
Huruf a, Cukup jelas,

Huruf b, Cukup jelas.

Huruf c, Cukupjelas.

Huruf d, Cukupjelas

Huruf e, Cukupjelas,
Huruf f, Cukupjelas.
Hurufg, Cukupjelas.

Huruf h, Cukupjelas,

Ayat (3)
Huruf a, Cukup jelas.

Huruf b, Cukup jelas.

Huruf c, Cukup jelas.



Huruf d, Cukup jelas.

Huruf e, Jaminan luasan iahan usaha pertanian agar Petani/ dan
nelayan
dapat hidup layak sesuai standar kehidupan nasional.

Huruf f, Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk
didalamnyapenyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan dan alat
penangkapan ikan.

Huruf g, Cukup jelas.

Huruf h, Cukupjelas,

Pasal 8, Cukup jelas.

Pasal 9,

Ayat (1)

Pelibatan Petani/nelayan dalam perencanaan perlindungan dan
Pemberdayaan Petani/nelayan dimaksudkan untuk mCmenuhi asas
kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)

Cukupjelas.

Ayat (3), Cukup jetas.

Pasal 10, Cukup jelas.

Pasal I 1, Cukup jelas.

Huruf a, Cukup jelas,

Huruf b, Cukup jelas.

Huruf cd, Cukup jelas.

Huruf d, Nelayan anak nuah kapar (AgK)pada kaparpengk;:pan ikan tanpa membedakan
ukuran mesin (GT) maupun jangkauan jarak mili laut penangkapan,

Huruf e, Cukup Jelas,

Pasal 12, Cukup jelas.



Pasal 13, Cukup jelas.

Pasal 14,
Ayat (1), Tanggung jawab pengelolaan yang dilalcukan oleh Pemerintah
daxrPemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola
olehPetani/nelayan atau Kelompok Tani,

Ayat (2)

Huruf a, Cukup jelas.

Huruf b,

Yang dimaksud dengan "bendungan" adarah setiap penahan
buatanjenis urukan, atau jenis rrainnya yang -ur,L-pung air, baik
secaraalamiah maupun secara buatan, termasul< produksi, tebing
tumpuan,serta b-angunan pelengkap dan peralatannya.yang dirna_lcsucl
dengan "dam" adalah sebuah bendung ,rrtrk n.rringkatkan muka airsungai sehingga air dapat diarirkan ke tempaty--rg ukr- diairi.yang
dimaksud dengan "ja:'ingan irigasi" adarahlnfiastiut<tur
yangmendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung,
atauembung terhadap iahan pertanian yang dimiliki oleh
masya."akat.Dengan adanya jaringan lrigasiini, kebutuhan akan airuntuksawahdan ladang para petaniakai terjamin,

Yang dimaksud dengan "embung" ad.aiah tempat atau wadah
penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau
sebagaitempat penampungan air hujan.

Bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung yangmenjadi
kewenangan penrerintah kabupaten.

Huruf c, Cukup jelas.

Pasal 15, Cukup jelas.

Pasal l6Cukupjelas.

Pasal 17,

Ayat (1), Cukup jelas.



Ayat (2),

Sarana produksi pertanian dan atau perikanan harus
mengutamakankomponen produk dalam negeri,

Ayat(3)

Yang dirnaksud dengan "sarana produksi iokal,, adalah sarana yang
dihasilkan oleh suatu kelompok yang memenuhi stand.ar mutu ya'g
disepakati oleh kelompok tersebut.

Pasal 18, Cukup jeias,

Pasai 19, Cukup jelas.

Pasal 20,

Huruf a, Yang dimaksud dengan ,,kawasan 
Usaha pertanian,, adarahhamparan daram sebaran tefratan dalam bid;;;ertanian yangdisatukan oleh factor purgit itlertentu, baik fakior aramiah, sosiar.budaya, maupuninfrastru-t<tu, i"if. buatan. ,

Huruf b, Cukup jelas.

Huruf c, Cukupjelas,

Pasal 2 1, Cukup jelas,

Pasal 22, Cukup jelas.

Pasal 23, Cukupjelas,

Pasai 24, Cukup jelas.

Pasal 2S, Cukup jelas.

Pasai 26,Cukup jelas.

Pasal 22, Cukup jelas.



Pasal 28, Cukup jelas.

Pasal 29, Cukup jelas.

Pasal 30, Cukup jelas.

Pasal 31, Cukup Jelas.

Tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang
baikdilakukan agar Komoditas Pertanian dan perikanan yang
dihasilkan Petani/ Nelayan memenuhi standar mutu.

Pasal 32 Cukup Jelas.

Petani/aeie5ran
dafa't-t
e'tander-m*t+*

@

@
Pasal 33, Cukup jelas,

@
,q,ya+{ar

+lt*ru+a;+u*up-ie+as,

@

@

i

swas+a;n*atryrUnfenJll r+ub$#adaira;
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Pasal 34,Cukup jelas.

Pasal 35, Cukup jelas.

p&Rg&fi;

Pasal 36, Cukup jelas,

Pasal 37, Cukup jelas.

Pasal 38, Cukup jelas

A'yasf+
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Pasal 39, Cukup jelas.

Pasal 40, Cukup jelas.

Pasai 4.1, Cukup jelas.

Pasal 42, Cukup jelas.

e,ya+t$;

iaa-.

ffi
Pasal 43, Cukup jelas.

Pasal 44, Cukup jeias
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Huruf c, Cukup jelas.

Pasal 45, Cukup jelas.
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Pasal 47, Cukup jelas.

Pasal 48, Cukup jelas.



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2Oi7

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR4 TAHUN 2OO9 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesinambungan peierangan ii<an diKabupate" R.,Tp"rrt sebagai upaya pri*gr."tan kesejahteraandan taraf .hidup g*.!"r"t "i i,..i.ii perru mengaturpengel0laan dan penyelenggaraan tempat perelangan ikan;
b' bahwa pengerolar. d* penyeienggaraan tempat peleranganikan yang diatur dalam peiaturan oaerah Kabuiater. n"_t-*,-rgNomor 4 tahun 2oog tentang pengerolaan-Tempat pereranganIkan sebagaimana terah airiuan E;;; peraturan DaerahKabupaten Rembang Nomor B tahun z6t+ tentang perubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 tahun2009 tentang pengerolaan Tempat F"iJ"rrg"r. Ikan perrudisempurnakan sesuai pe.temuarg.i'- dan dinamikamasyarakat nelayan;

c' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, dan iruruf b, [erru -.Trt"pt ur. peraturanDaerah tentang perubahan Kedua atas peraturan DaerahKabupaten Rembang Nomor 4 Tahrrn zoog tentang pe,geroraanTempat pelelangan Ikan;

3, Undang-Undang Nomor g

2. Urrdang-Undang Nomor 13
Daerah- Daer.ah Itabu paten
Tengah;

Tahun 1950 ter-:tang pembentukar_r
dalam Lingkungan propinsi Jawa

Merrgingat ;

Tahun 1981 tentang Hrrlrrrr. A^-*^



5.

6.

7.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur-r 2oo4 Nomor 'r 18,
Lembaran Negara Republik Indonesja Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-unclang No:rror
31 Tahurt 2OO4 tentang Perjkr.nan (Lembara:r Negara Republil<
Indonesia Tahurr 2009 Nomor 15,|., Lembaran Nega.ra Repubiik
Indonesia Nomor 5073);

Undang-ur:dang Nomor 28 Tahun 20og rentang pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republil<
Indonesia Nomor 50a9);

undang-undang Nomor 12 Tahun 20I1 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Iembaran Negara RepubiiJ<
Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran N.gar"
Republik Indonesia Nomor S?3fl;

Undang-lndang Nomor 23 Tahun 2ol4 Tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Incionesil rahun 2ol4Nomor 244, Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberipa t<ati aiuuah terakhirdengan undang-undang Nomor g Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerih (Lem6aran Negara RepublikIndonesia Tahun 201s Nomor sg, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 56T9);

8. l;i:,.lrini, Unc.i;rrrg J\r:l:oi ,

r jLr I : Pellrl;'erclE{\,aan lie]:.r r l;r I

(,1;' :1,rr li.,n:"nl;a:fan i\re:,1.J\t.i:
i\jr'rj- j, ii' irii. Tar:rbitii.=rri i.r,,_,
i"i'..'j ' i' ,l .jii i'Lr:;

i :-, , . .rrt!lt.:l: .

: r-tt, ), ;.,,

f ':'rrt ' i
i'

9. Peraturan pemerintah Nomo r 27 Tahun 19g3 tentang tentangPelaksanaan undang-Undang lrromor g Tahun 19g1" i;;;;"gHukum Acara pidana (Lemb-aran N;g;; iepublik IndonesiaTahun 1983 Nomor 6, Tambarra" r,eiril;"" Negara RepubiikIndonesia Nomor 325g);

10, Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun zoo2 tentang usahaPerikanan (fnuyln Negara Repubrik Indo'esia Tahun 2oo2Nomor 100, Tambahan iemuaran N&;;;iepubrik IndonesiaNomor a%e;

1 I ' Peraturan Daerah xabupaten Daerah Tingkat II RembangNomor 5 Tahun lggg penyidik 
_e.gu*ui Negeri sipil diLingkungan pemerintah Kabupaten Daeiah Tingkit tt neribang(L'embaran Daerah 

^Kabupaten Daerah ,r.irrgkat II Remba,gNomor : 8 Tahun l9g9 Seri O Nomor 6);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor B Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaterr Rembang Nomor 4 Tahun
20Og tentang Pengelolaan Tempat Pelelaltgan lkan (Lerrbaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2O14 Nornor 8, Tarnbahan
Lembaran Daerah Kabupaten Reml:ang Nomor l20);

14, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2ol6 tentang pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah I(abupaten Rembang
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2oL6 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor tZg);

DE*ANpERwAK,ff ft 
-ffi 

,if lT'Jlffi^fl'ffiffi 
^TBNREMBANGdan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

MenetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN I(EDUA ATASPERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN2OO9 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal I

Beberapa ketentuan daram peraturan Daerah Kabupate, RembangNomor 4 Tahun 
?oo?-rr"tu"g pengelora--i.,r.pat pererangan Ikan(Lembaran Daerah xuu"pil'" 

.y9Lua"J t rrrr. 2oog Nlrnor s,Tambahan Lembaran D;;;h- xauupatJn 
-[r,.,.u",.g 

Nomor 9 1)sebagaimana terah aiubatr 
-alr.g"r, 

peraturan Daerah KabupatenRembang Nomor B Tahun ziiq-t.ntur.g F.rru^rra, Atas peraturanDaerah Kabunaten 
^Rembang Nomor- 4 Tahun 2oog 

-iJ,rtu,rg
Pengelolaan rempat ?elelarrg"i Ikan (Lemuar",., Daerah KabuparenRembang Tahu_n 2014 N;; g, ramuailan Lembaran DaerarrKabupaten Rembang rvomor-ilor d*b;;;;!ai u.r*.ut ,

1' I(etentuan pasar 1 diantaraangka 5 dan angka 6 disisipkan 2 (dua)
3lrt&ffis|c.ngka sa aan-arigka sb,--#i;;ga pasat 1 berbunyi

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1, Daerah adalah faUup.l"i'R"*bang.



4.

5.

Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat
Dinlutkan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Rembang.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut
Kepala Dinlutkan adalah I(epala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Rembang,

UPT - PPUP adalah unit Petaksana Teknis pengelolaan clan
Pengembangan Usaha Perikanan Kabupaten Rembang.

menjadi pemenang lelang di tempat

5a.

5b.

6.

7,

Administrator TPI adalah Pegawai Negeri Sipil Dinlutkan yang ditugaskar:
untuk memimpin penyelenggaraan peielangan ika' di Tpl,

Pejabat Pegawai wegel sipil adalah pejabat pegawai Negeri SipilPemerintah Kabupaten Rembang.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabatpegawai negeri sipil tertentu yang diberi *"*"r.,urg khusus oleh u:rda:.rg-undang untuk melakukan penyidikan,

Badan adalah sekumpulan orang darr/atau modai yang merupakankesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak merakukanusaha yang meliputi perseroan terbatas, p.r"rroa, komanditer, perseroanlainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha mirikdaerah (BUMD) dengan nama dan dalam beniuk_apa pun, firma, kongsi,koperasi, dana pe.nsiun, persekutuan, perkumpuran, yayasan, organisasimassa, organisasi sosial politik, atau 
-organisasi 

tainnya,.-iemUaga aanbentuk badan lainnya termasuk kontrafi"u..t"rl kolektif dan bentukusaha tetap.

Nelayan adalah setiap- orang yang peng,hidupannya, baik sebagianmaupun seluruhnya, didasarka:r atas-hesil ienangkapan ikan di laut.

B.

9,

10,

13.

14.

11,

t2,

Bakul adalah peserta lelang yang
pelelangan ikan.

i(operasi Nelayan adarah Koperasi yang bergerak dibidang perikanantangkap.

I\y adalah segala jenis organisme yang seruruh atau sebagian sikrushidupnya berada di dalam linlkungan perairan.

Tempat Pelelangan. rkan yang selanjutnya disingl<at Tpr adalah tempatyang disediakan oleh daerah untuk p.rry"i"r.,g!uru.., peleiangan ikan.

Pelelangan ikan adalah penjualan ikan cli Tpl derrgan cara penawarantertinggi sebagai pemenang.

l4 a, Peielangan sistem terbuka adarah pererangan yang penawararnya
difasilitasi oleh TPI dengan pemenans lelancrr-,\r^ rr.i+a+o^'r-^* L^-J^^^--!



15. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

16, Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang
terintegrasi alam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan,
konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan dan
implementasi serta penegakkan hukum dari peraturan perundang-
undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau
otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas
sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rembang.

18. Retribusi TPI yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan dalam
pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas TPI yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah.

19, Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturanperundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaranretribusi.

20' Masa Retribusi adarah suatu jangka waktu tertentu yang merupakanbatas waktu bagi wajib Retribu.i ,rritur. *.*",-rr.atkan fasilitas Tpl.

seianjutnl,6 disingl<at SKRD
menentukan besaran pokok

21, Surat Ketetapan Retribusi Daerah yangadalah surat ketetapan retribusi ,,"";retribusi.

22' surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disi.gkat srRD aclalahsurat untuk melakukan tagihan" retliuuJ i"r.,i 
"tuu-.i-ril"i admi,istrasiberupa denda dan/atau bunga.

23' Kedaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebasr<an dari kewajibanuntuk melakukan pembayaran retribusi dengan Iewatnya waktu terterrtu
i3X,. ffiHi:"H::?:l]'J svarat- svarat van g d i ten tu k",, a.ru,,. p. *,r,",

24' Pemeriksaan adaiah serangkaian kegiatan untuk-mencari, mengumpurka,dan mengolah data a"i7"t"u ;;;;r;"g"" rainnya 
,untuk 

me.gujikepatuhan. pemenunan tewa.ii;; ,uirib,Lt-d., tujuan laii aat.- rangr<amelaksanakan ketentuan feratur"r, p.rr,dang-undangan retribusi.
25' Penyidikan Tindak Pidana 9i bidang Retribusi adalah serangkaiantindakan yang dilakukan,. oleh p""yia*_,r-"g1-"i Negeri sipil )rangselanjutnvi ,oiLuui p""liiik untuk ;;;, serta mengumpurka, buktirff.is*!i'*#ffi?::';Xru-:l#" ;ft '"' Ji ;i;;;' ritri b u si v;; ;

f.,.i?::1?x*liH"1?s:.t1";rt:Jll.1it,fil$[ (3) diubah : ;i , :: , , :

pasal 5
i.l ) Hasil nenAncrlza^^* ,:i----

2.



Dihapus

i:'oli llos p(:l).iitirlar-r ij<an sebagirirnil,i,,,,,.i ls.it'ri
lelirh lar: jurI rlengnn Peratr-trau ii.lupi,r:i

..1\,il t.

Ketentuan Pasal 6 ayat (6) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Penangg.Hlg jaw-ab teknis pelaksanaan pr:lelangan ikan di Tpl adalahKepala UPT- PPUP Dinlutkair.

(2) 
[t#iffffii.tJ:Ftg3]*:pg?13?1," dimaksud pada ayat (1) diatur

(3) Proses pelelangan ikan dilaksanakan oleh administrator Tpl dibantu olehKoperasi Nelay?n.

(4) Per,,enang relang ikan ditentukan oleh penawaran yang tertinggi.
(5) Pembayaran lelang ikan dilaksanakan di TpI secara tunai.
(6) 

3$t*Xr?fl?["5,J'jffi$dv..s. tidak dap-?t me]aksanakln pembayaran

flifrF,i,jtri:lEHffiliee#:eri,,.i:L"T#e.,:i*rn"5t*k*:;l

Ketentuan pasar 12 dirrbah, sehingga pasar 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasai 12
(1) 

ft#\Lt"lTf5,X|Effi +H: 
diukur berdasarkan nilai ielang atas produksi

(2) 
*lShltrl""J$fl:,",iXl ,Jff? .lll5X; oberdasarkan 

nilaj rerang da'/atau

6t:d:[1;*:x] 
r! ?y^r (.1) dan ava,t.(2,) ctiubah dan diantara a1,at (1) dan a'atbrjri[u_il.y 

\q* r ayat yakni aya[ f tit, ..r-,"ii-ggu p;;i..i+* #.urnui sebagai

Pasal 14
(1) setiap pelavanan penyediaan fasilitas Tpl dikenakan retribusi sebesar 2.5srrffia :orira 

rimd t,i;h*ll*a per"er,; u"J' ri;i r; ;' ;";i;r:;.nakan re ran g

( 1") 
ffrlrf""?#glaksanakan lelang tertutup dikenakan retribusi berdasarkan

ilifr}fi [rr["iurPo,i:rx*xi':,mJ,:i$f; [#E?'ys,tti:3a1[3
Retribusi sebagaimana.. dimaksud pq{a ayat (}) dibebankan kepadanelayanselakui-.":"ur*id;.Gb:d;ils:reirs;',r.ikomIrimiEelasperse,)

$n.?il'l selaliu p.*u"ii'ir.i"" sebesar t,4d-e" (satu r<omi Jriip.t puruh

(3)

{'+)

3.

4.

5.

(2)

/e\



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar .setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rernbang

pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang

pada tanggal

SEIflTETARIS DAERAH
IGBUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2OI7 NOMOR



BUPATI REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH K{BUPATEN REMBANG
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang; a' bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatandalarn bidang ekonomi, sbsial cjan budaya yangmempunyai peranan penting dalam perrc"paian berbagaisasaran guna terwujudnya p-mb*rgui""-Jierarr;
b' bahwa berdasarkan pasal B 

- 
undang-undang Nomor 2Tahun 2OlT pemerintah D;;rh ' berwenangmenyelenggarakan urusan pemerintah; j;" konstruksi;c' bahwa daram rangka tertib penyelenggaraan usaha jasakonstruksi di Kabupaten n.*u.rg dipirrukan penerbitanizin usaha jasa konstruksi

d' bahwa untuk memberikan randasan hukum da-lampelaksanaan pemberian izin usaha jasa konstruksi diKabupaten Rembang diperiukan ,.il;il;" mengenaiperizinan usahaiasa tconstruksi; r- ---o-vh'r

e' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddaiam huruf_a, huiuf b, huiuf c ain huruf a, perlu
fiU,ffi?n, 

peraturan Daerah tentang 
- pl'i,,ir,"r, U""r..

Mengingat: 1. pasal 1g ayat (6) uldang-undang Dasar Negara RepubrikIndonesia Tahun 194S;
2' Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah_daerah li"U"p"iJr, DatamLingkungan propinsi Jawa iengah;
3' undang-Undang Nomor 11 Tahun 2oog tenta.ng Informasidan Transaksi Erektronik fiembaran Negara RepubrikIndonesia Tahun ,nOR I\I^*^- <o .F----r 1 -



2

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

5, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pemben tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Repubiik Irrdonesia Tahun 201lr Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
523a);

6. Undang-U.rdang Nomor 23 Tahurr 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ssgT) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 0ndang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedu--a
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang
Pemerintah_an Daerah (i,embaran Negara Republii
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambarr.r, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S6T9J;

7. undang-undang Nomor 2 Tahun 2orz tentang JasaKonstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia-Tahun
2017 Nomor 11 Tambahan Lemtaran Negara Republik
Indonesia Nomor 601g);

8' Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2ooo tentangPenyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran
|egTa- Republik Indonesia Tahun zooo Nomor 65;Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor3957);

9' Peraturan pemerintah Nomor Tg Tahun 2005 tentangPedoman pembinaan dan pengawasa, F"rr;.lenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembar.n fr.gara Repubrik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambihan t.-U*r"r, NegaraRepublik Indonesia Nomor a593);

lo.Peraturan pemerintah Nomor 3g Tahun 2oo7 tentangPembagian urusan pemerintahan Antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah provinsi dan pemerintahan DaerahKa_bupaten/Kota (Lembaran Negara Repubrik IndonesiaTahun 2oor Nomor 92, tamb-ahan ri-u.r"" NegaraRepublik Indonesia Nomor 2T3g);

1 1' Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun2016 tentang pembentukan dan sr.isunan perangkat
Daerah Kabupaten Rembang (tembaran DaerahKabupaten Remban:g Tahun 2016 Nomor s, TambahanLembaran Daerah Kabupaten RembangNomor l2S);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PtrU/AI{II A]\I PAII'VAry1 I\N I]rD ^\I A'



3

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZiNAN JSAHA JASA
KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
'2. Bupati adalah Bupati Rernbang.
3' Pemerintah Daerah adarah kepara daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan - daeraLr 1"r,, memimpinpelaksanaan urusan pemerintahar-, 

, 
iun, menjadikewenangan daerah otonJm,

4. Perangkat Daerah adalah . perangkat Daerah yang
fl:T?*L?Lff:"inan untuk *;l;;iu; rzin usahi

5' Jasa konstruksi adarah rayanan jasa konsurtasikonstruksi dan/at"r;Jilaan konstruksi,
6' Badan usaha Jasa Konstruksi yang seranjutnya disingkatBUJK adatah. baaan 

-u;;, 
;;;";.jr;!ntuk badan

l$*, ;fg kegiat; u.It*y. u.Ie.r.r.? bidang jasa

7, Lembaga .dlt1! t:*p3g1 sertifikasi badan usaha yangdibentuk oreh asosiasi ulaan usaha yang terakreditasi.8' Izin usaha Jasa Konstruksi yal{ seranjutnya disebut izinusaha adarah izin u"tur. 
-ri,ut"irii.r,';ffi" 

di bidangJasa Konstruksi yang aiu"iit"" oreh pem.ri*"r, Daerah.9. Tanda Daftar Usaha perseorangan ad.alah izin yangdiberikan kepada ,..iu -1.*g 
perseorangan untukmenyel en ggarakan kegia tan J 

"".io.r, "t;;;j:,10'Pekerjaan konstruksi adarah keseluruhan atau sebagiankegiatan yang meliputi 
-pu*u.rreu;;";;goperasian,

pemeliharaan, pembongt.i"r, dan pembangunan kembarisuatu barLgunan.
11. Sertifikat adalah :

a' tanda bukti pengakuan daram penetapan klasifikasidan kuarifikasi itas torrrp.t.rrli aar- 
--L"*arnpuan

usaha dibidang jasa kon"t rt .i, U"iLl.rrg berbentukorang perseorangan atau badan usaha;"at-air
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tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian
tertentu.

l2.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau
kedudukan/alamat badan usatra yang tetap d.alam
melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.

l3.sertifikat Badan usaha adalah tanda bukti pengakuan
terhadap klasifikasi dan kuarifikasi atas kemampuan-badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil
penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi
asing.

14. sertifikat Kompetensi Kerja adalah tand.a buktipengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

pasal 2

Pemberian lzin usaha berrandaskan pada asas kejujurandan keadilan, manfaat, keserasjan, kemandirian,keterbukaan, r<emitraan, keamanan da, keselarnatan demiI<epentin gan masyarakat,

pasal 3
Maksud ditetapkannya peraturan Daerah ini untukmelakukan pengaturan peraksanaan pemberian izin usaha.

Pasal 4
Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

a' mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian izin usahasesuai dengan persyaratan [etentuan peraturanperundang-undan_gan guna menunjang terwujudnyaiklim usaha yang baik;
b. mewujudkan kepastian keandaran penyedia jasa

konstruksi demi merindungi kepentingan masyarakat;
c' mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaiantarget standar pelayanan minimal dibidang ' j;;;

konstruksi.

BAB III
USAHA JASA KONSTRUKSI
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Pasal 5
Jenis usaha jasa konstruksi meliputi:
a. usaha jasa Konsultasi Konstruksi;
b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
c. usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi,

pasal 6
(1) Sifat usaha jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 5 huruf a meliputi:
a. umum; dan

b, spesialis.
(2) Klasifikasi usaha 

- 
jasa Konsultasi Konstruksi yangbersifat umum. srebagaimana dim.r,""J'paaa ayat (1)hunrf a antara lain:

a, arsitektur;
b, rekayasa;

c, rekayasa terpadu;dan
d, arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.

(3) I.asifikasi usaha jasa Konsurtasi Konstruksi yang
i ::: i"J jX,T.,:,[, 

;,"b, 
*' - a 

" 
a a i m a r. 

", J' p. a " "y 
* -i ij

a, l<onsultasi ilmiah dan teknis; dan
i:, pengujian dan analisis teknis.

(4) Layanan usaha yang dapat diberikan oreh JasaI(onsultasi Konstruf si yang bersjfat umumsebagaimana dimaksud ayat it) hiruf 
" ,r*iiputi,

a. pengkajian;

b, perencanaan;

c, perancangan;

d. pengawasan; d,an/ atau
e' manajemen penyelenggaraan konstruksi.

(5) Layanan usalra yang dapat diberikan oleh jasaKonsultasi Konsiruk-si yang bersifat spesiarissebagaimana dimaksud pada ayal 11) hurui b meliputi:
a. survei;

b. pengujian teknis;dan/atau
c. ana-lisis
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a. umum; dan

b. spesialis.
(2) Klaerifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat

umLtm sebagaima.na rliynaksud pada ayat (1) huruf a
meliput:;

a. bangunan gedung; dan

b. bangunan sipil,
(3) Klasifikasi usaha Pekedaan Konstruksi yang bersifat

spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (f huruf b
antara lain:

a. instalasi;

b. konstruksi khusus;

c. konstruksi prapabrikasi;

d. penyelesaian bangunan; dan
e, penyewaan peralatan.

(4) Layanan usaha .yanq dapat diberikan oleh pekerjaan
I(onstruksi yang bersifat umum sebagaimarra dimaisudpada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pembangunan;

b. pemeliharaan;

c. pembongkaran; dan/atau
d. pembangunan kembali.

(5) Layanan usaha yanq dapat diberikan oreh pekerjaanKonstruksi yang bersifat spesialis sebagaimanadimaksud pada .ayat (1) huruf'b *.fip"ii pekerjaanbagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentukfisik lainnya,

pasal 8
(1) I(lasifikasi usaha pekedaan

sebagaimana dimaksud dalam
a, bangunan gedung; dan
b. bangunan sipil.

Konstruksi terintegrasi
Pasai 5 hurulc meliputi:

Bagian Kedua
If^*+'.'l- -J^- Yr-- !r^,r

(2) l'ayanan usaha yang dapat diberikan oreh pekerjaan
Ko.struksi 

. 
terintegrasi sebagaimana dimaksud ;"e;ayat (1) meliputi:

a. rancang bangun; dan
b. perekayasaan, pengad.aan, dan pelaksanaan.
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Pasal 9

Usaha Jasa Konstruksi berbentuk
perseorangan atau badan usaha, baikhukum maupun tidak berbadan hukum,

usaha orang
yang berbadan

(1)

(2)

Pasal 10
Kualifikasi usaha p.gi badan usaha sebagaimanadimaksud pada pasal 9-terdiri atas:
a. kecil;

b, menengah dan
c. besar.

Penetapan kuarifikasi.sebagaimana. dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan metatui p.;l;l;" terhadap:
a. penjualan tahunan;
b, kernampuan keuangan;
c, ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan. 

i::f$ffi:i" datam penyediaan peraratan

pasal 
1 1

Setiap usaha _ orang perseorangan sebagaimanadi maksu d r"o.1., r1."lfyu,ig 
"I"n rn?* u..*J, tayanan

"i::.I?ETf" 

wajib -.fiitit i r;il';;ff.r usaha

Setiap badan *u"+1 jasa 
, 
konstruksi sebagimanadimaksud p"d?.i.::* ! iTs. *t" ;;;;,LlJ,l rayananSasa konstruksi wajib memiti-ki Izin Usaha.

Izin Usaha sebagaimana dimaksud qa-da ayat (2) harus
ilA:?Xi:i:ur" kiasifikasi dan ruiririru"i "r*.!i.. jasa

Klasifikasi dan kuatifikasi badan usaha jasa konstruksi
[il:: i:Jj]fr 

dengan yans tercantum dura--s"rtifikat

BAB IV
PEMBER]AN PERIZ]NAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
prinsip Umum pemberia n lzin Usaha

(1)

(2)

(3)

(4)
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c, merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 13

(l) Bupati memberikan Izin usaha dan Tanda Daftar Usaha
Perseorangan ),ang berdomisili di Daerah.

(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mendelegasikan kepada perangkat daerah yang
membidangi perizinan.

(3) lzin usaha dan Tanda Daftar usaha perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk
melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di
seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 15
(1) BUJK.yang mengajukan perrnohonan izin usaha wajibmemiliki penanggungjawab Teknik Badan Usaha.

Bagian Kedua
permohonan pelayanan Izin Usaha

Pasal 14
(1) Perangkat Daerah yang membidangi perizinanmelakukan pelayanan pemberian "bin 

usahaberdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK danusaha orang perseorangan.
(2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi:

a.. permohonan i;rin barrl;
b, perpanjangan izin;
c. perubahan data; dan/atau
d. penutupan izin,

(3) Proses pemberian izin usaha dilakukan paling rama 5(lima) hari kerja seterah berkas dokumei persyaratan
dinyatakan lengkap.

(4) Bentuk fomulir, tata cara serta persyaratan pengajuan
izin usaha sebagaimana dimaksud p-ua" 

"v.f 1r1ti"t"idengan Peraturan Bupati.
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Penanggung Jawab reknik yang diberikan oreh instansi
yang membidangi jasa konstruksi.

(4) Tenaga Konstruksi ylrg berstatus tenaga tetap pada
suatu badan usaha, dilarang merangkap iebag^i't"ir.g;
tetap pada badan usaha atau.usahatrar.g perseorangan
iainnya di bidang jasa konstruksi yang 

"uri".

Pasal 16

BUJK dengan . status cabang atau perual<ilan yarg
beroperasi di wilayah daeratr wa;iu memiliki klasifikasi da,l<ualifil<asi usaha yang ...rr-l dengan rui^.rrir.u.i danIrualiiikasi ursaha yang dimiliki oleh kan"tor pu.ui,-,1,u.

Bagian Keernpat

Masa Berlaku Izin Usaha

Pasal 17
Izin usaha mempunyai masa berraku serama 3 (tiga) tahun
flIi"ff:", diperpa:nj."e ""i"r ""ii"p r.^ii 

- 
h"bi" masa

Bagian Kelima
Sistem Informasi Jasa Konstruksi

pasal 1g
Perangkat daerah pemberi izin usaha melakukan input datapetayanan izin u""h. k" ;;; 

_ 
Sistem J,rilr_""i JasaKonstruksi sesuai p"r"t,,rJn ilr""a."g-undangan

(i)

BAB V
TANDA DAF?AR USAHA ORANG PERSEOI?ANGAN

Pasal 19
Untuk dapat .melaksanakan pekeq,aan perencanakonstruksi, petaks."t il;;;r1.i, dan/atau pengawaskonstruksi vanq berbentur. u""r* orang p;;;r.ngan
f#::","ilH:"u' ru;l;' *il.r,., -E;;;- 

orang
Tanda Daftar usaha orang perseorangan sebagaimana
ii*ffixs a#fli"r,fiIxt :fi""*::. r",:.,,tumkan

(2)
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(4) Persyaratan Tanrla Daftar usaha orang perseorangan
sebergairnana dimaksud pada ayat (1) diatur denlan
Peratur.m Bupati.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA

Bagian pertama

Hak

Pasal 20
Pemegang lzin Usaha berhak:
a. mengikuti proses pengadaan jasa konstrul<si; dan
b, rnendapatkan pembinaan dari pemerintah.

(1) Pemegang lzin
tentang:

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 21

Usaha wajib memenuhi ketentuan

(2)

(s)

a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatanumum, konstruksi b"ngrrr"n, mutu hasilpekedaan, mutu bahan t.r, 
"t"r-- f.omponenbangunar,__ d* mutu 

--peralatan 

""",r"i' d.enganstandar atau norma yang berlaku;
b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempatkerja konstruksi ,u.r.i d;;;;;*"*peraturanperundang_undangan;

c. perlindungan sosial tenaga keqa dalampelaksanaan pekerjaan konstiuksi sesuai denganperaturan perundang-undangan ; dan
d. 3,". lingkungan setempat d.an pengelolaanlingkungan h-idup 

"."rrli dengan --pJraturan
perundang_undangan.

Pemegang iztn usaha wajib melaksanakan pekerjaankonstruksi sesuai a"ng"r,-forfu. --'q'Lq'r vu

Pemegang izin usaha dengan Bidang Usaha peraksanadan Pengawas wljiu- *""Er',"",kan produk konstruksisesuai spesifikasi dan d-esain dalam kontrak serra
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sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan
keteknikan,

Pemegang izin usaha wajib memenuhi ketentua,
administrasi sebagai berikut:
a, melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK

dan usaha orang perseorangan dalam waktu paling
iama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya
perubahan data;

b. menyampaikan laporan akhir tahun yang
disampaikan kepada perangkat daerah pembe.i i"r'
usaha paling lambat bulan Desember tahun
berjalan; dan

c. memasang papan nama perusahaan yang
mencantumkan nomor izin usaha di ka,tor tempai
BUJK berdomisili.

Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf b meliputi:
a, nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (i)diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII
I-APORAN PERTANGC UNCJAWABAN PERANGKAT DAERAH

YANG MEMBERIKAN IZIN USAHA

Pasal 22
Perangkat Daerah y?rg ditunjuk untuk melaksanakanpemberian izin usahal wajib menyampaikan laporanpertangg;ungjawaitan secara berkala setiap 3 (tiga)bulrtn sekali kepada Bupati.
Bupati menyampaikan raporan pe*rberian izin usaha
kepada Gubernur secara berkala ietiap + i.*p.t) buran
sekali.

Laporan pertanggungjawaban pemberian izin usahasebagaimana dimaksud pada lyat (1) dan ayat (2)meliputi:
a, daftar pemberian izin usaha baru;
b. daftar perpanjangan izin usaha;
c. daftar perubahan data izin usaha;

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)
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g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap
tertib izin usaha.

(4) Laporan Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 dan ayat (3) diatur dengan peraturan
Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PBMBERDAYAAN

Pasal 23

Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
pemberian izin usaha di daerahnya.

Instansi yang membidangi perizinan melakukan
pemberdayaan BUJK dan Usaha Orang perseorangan
yang telah memiliki izin usaha di daerahnya,
Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan dan
pemberdayaan sebagaimana dimaksud fada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupali.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24
setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal ii ayat (1), ayat(2), Pasal 16, pasat 2t ayat (1), ayat (2) i1at iSj, a'yut
(4), ayat (5) dikenai sanksi adminjstratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimal<sud pada ayat
(1 ) berupa:

a. peringatan tertulis, berupa teguran yallg tidak
menghentikan dan meniadakan hak berusaha
perusahaan;

b. pembekuan izin usaha yang akan menyebabkan
perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan
pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau

c. pencabutan izin usaha yang akan rrreniadakan hak
berusaha perusahaan.

Pengenaan sanksi terhadap BUJK atau usaha orang
perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (ljharus diumumkan kepada *asyaiakat umum

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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Pasal 25
Mekanisme pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b sebagai berikut.
a. sanksi pembekuan izin usaha dikenakan apabila dalamjangka waktu 30 (tiga puruh) hari sejari peringatan

tertulis dikeluarkan tidak memenuhi kewajibannya;
b. Perangkat Daerah pemberi izin usaha memberikan surat

keterangan pembekuan izin usaha kepada pemegang izin
usaha yang dikenakan sanksi pembekuan;

c. masuk ke dalam daftar hitam; dan
d. izin 

_ 
usala yang telah dibek.ukan clapat diberrakukan

kembali apabila BUJK atau Usaha orang perseorangan
telah memenuhi kewajibannya.

pasal 26
Mekanisme pemberlakuan kembari izin usaha sebagaimanadimaksud daram pasal 25 huruf d adarah 

".uug"r 
berikut:

a' perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuankembari izin usaha secara tertulis beseria bukti_buktitelah memenuhi. kewajiU"rr"fu 
- 

G;" perangkat
daerah pemberi izin;

b' Perangkat daerah pemberi izin memeriksa berkaspermohonan dan melakukan r.ririi.".J'iup"rrg* biladiperlukan;
c' apabila berke's permohonan beserta bukti-buktipemenuhan kewajiban dinyatakar, 

-'tJr.gt 
ap, makaperangkat Daerah iemberi irfi dap;i'*.*f.rikan suratpemberlakuan kembali izin usahai 

- -------J

d' Perangkat daerah pemberi izin mengumumkan kepaclamasyarakat umum diantaranya meiatui sisteminformasi jasa konstruksi " daiT;,", papanpengumuman instansi penerbit izin 
"""fr*-

Pasal 27
BUJK atau usaha, .otang perseorangan akan dikenakansanksi pencabutan izin ,"ii_.r. apabila:
a' terah terkena sanksi pembeku an izin usaha sebanyak 2(dua) kali;
b sedang mendapatkan sanksi pembekuan izin usahasebagaimana dimaksud daram'pasar 25 

-.,.*u., 
tetapmelaksanakan pekerjaan; atau

c' telah terbukti menyebabkan kegasaran koncrr.r-o.
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Bagi BUJK atau usaha orang perseorangan yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan pasar 1 1 ayat (t ) aun pasal
19 ayat (1) akan dikenakan sanksi denda paling banyak Rp.
5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

lzin usaha yang diberikan sebelum diunclangkannya
Peraturan Daerah .ini dinyatakan tetap berlaku'samjai
dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaidiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan peraturan Daerah i;l denganpenempatannya dalam l,embaran Daerah KabupatenRembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG

ABDUL HAFIDZ
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PENJELASAN

ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAII I{ABUPATEN REMBANG

NOMOR ,... TAHUN

TENTANG

PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa l<onstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi,sosial, dan budaya yang mempunyai perairan penting di daerah darampencapaian berbagai sasaran gLrna menunjang t.i-riuarry" tujuanpembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
selain berperan mendukung- berbagai bidang pembangunan, JasaKonstruksi berperan pula untrit< 

"r.ra,itrrrg t,.*urh dan berkembangnyaberbagai industri barang dan jasa v""g aipritrt 
"r, 

daiam penyerenggaraanJasa Konstruksi dan lecara luas irurrar,mrrg perekonomian d.aerah,Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertibadministrasi dalam bentuk perizinan
Penyelenggaraan Perizinan Jasa Konstruksi dilal<sanakan berdasarkanpada asas l<ejujuran dan keadilan,--irrr..t, iurrt"r".rr, keserasian,keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemiteraan,keamanan dan keselamatan, r.eu.uasai, -p.*u.rrg,.,rr"r, -uerkeranjutan,
serta berwawasan lingkungan.
Adapun terkait maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini merupakansebagai upaya memberikan Peiizirr*"ua". fonstruksi untuk mewujudkantertib administrasi jasa konstruksi.

II. PASAL DEIVII PASAL
Pasai 1

Cukup jeias.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "asas kejujuran dan keadilan,, adarah bahwakesadaran, akan fungsinya. ailim penyelenggaraan tertib JasaKonstruksi serta bertanlgung jawab memlnuhi berbagai kewajiban gunamemperoleh haknya.
Yang dimaksud dengan "asas manflaat,, adalah lahwa segara kegiatanJasa Konstruksi hiarus dilaksanaian 

--uerlandaskan 
pada prinsipprofesionaritas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi danefektivitas yang.d"q.! meniamin ,"r*":.ra"va nilJ iamuatr yang optimai

x35:"i,?,4"r*1l,t1"- ienvelenss;;; Jasa ro,,,t ur.,i dan bagi

I:g^9-yaksud dengan "asas keserasian' adalah bahwa harmoni rrn]er-
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Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwapenyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan
sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi,
Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa ketersediaaninformasi dapat diakses ole.h para pihak sehingga terwujudnyatransparansj dalam penyelenggaraan Jasa Ki-nstruksi y;t
memungkir:kan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secaraoptimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan meiakukan koreksi
sehingga dpat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.
Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah bahwa hubungan kerjapara pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan si-nergis, 

"

Yang dimal<sud dengan "asas keamanan dan keselamatan,, adalahbahwa terpenuhinya tertib penyerenggaraan Jasa Konstruksi, keamananlingkungan dan l<eselamatan k"r:i serta pemanfaatan hasil JasaKonstrur<si dengan tetap memperh"Lk.r, kepentingan umum.
Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas
Huruf c

pekerjaan Konstruksi. terintegrasi merupakan gabungan antaraPekerj aan Kon stru ksi dan j 
".*"i<J."jL "i 

Kon s tru ksi.Pasal 6

Ayat ( 1)

Huruf a
Usaha jasa Kon"",T:1 Konstruksi yang bersifat umum harusmemenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa konsurtansisecara utuh yang menghlsilkan dokumen pengkajian,perencanaan, perancangan, dan pengawasan.
Huruf b
Usaha jasa I(onsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis harusmemenuhi kriterja yalg mampu *jt.tIrr,rr."""u,Igrln tertentudari proses konsurtr".i 

-;;;g"" 
*"r,ghas,kan dokumenpengkajian, perencanaan, per"rr""i_rg&f,, pengawasan, dan/ataumanajemen penyerenggaraan konstruksr.

Ayat (2)
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Ayat (a)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a
Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum harus
memenuhi kriteria yalg mampu mengerjakan bangunankonstruksi atau bentuk fisik iain, mu-lai dari peny"lapan
Iahan sampai denga, penyerahan akhir atau beifungsinya
bangunan.

Huruf b
usaha Pekerjaan .Konstruksi yang bersifat spesiaris harusmemenuhi kriteria yang mampu mengeq.akan bagiantertentu dari bangunan konstruksi atau uentu-x fisik rain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Pekedaan Konstruksi rancang bangun menunjukkanintegrasi penyediaan jasa antara pekerjaan xorrstrur.sidengan Konsurtansi Konstruksi vang mencakup seruruhaspek penyelenggaraan Jasa iiorrsLut sl, tetapi l;;mencakup proses pengadaan.

Huruf b
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Pasal 9

Yang dimaksud dengan"usaha orang perseorangan" adalah usaha
yang dilakukan langsung oleh orang tersebut tanpa n embentuk
badan usaha.

Pasal 10

Ayat (1)

Kualifikasi usaha menentukan batasan kemampuan suatu usaha
Jasa Konstruksi dalam melaksanakan Jasa Konstruksi pada saatyang bersamaan.

A"vat (2)

Cukurp Jelas

Pasal 1 1

Ayat (1)

Cukr-rp jelas,

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kiasifikasi dan kualifikasi 
.merupakan kegiatan registrasi untukpenetapan usaha di bidang konstruksi.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasai 12

Culcup jelas.

Pasal l3
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Ayat (1)

setiap BUJK harus memiliki penanggungjawab teknik, keahrianpenanggungjawab teknik ini dihar.jf"rrt"p.i 
"..":""ri" BUJK

ffi?fffsi sesuai riengan prosedur 
"ihir.gg" tia"r. r..iruarravalan

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

1\rtI-'r-.l^1^^



Menimbang : a,

BUPATI REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PBRATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR... TAHUN...

TENTANG

TANCCUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
kualitas lingkurrgan hidup, perusahaan memiliki peran yang
strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan
dan penyelengaraan pemerintahan daerah;

bahwa urrtuk meraksanakan tanggung jawab sosial perusahaan,
diperlukan aclanya hubungan yang sinergis, seraras dan serasi
antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan peran serta
masyarai<at;

llahrru'. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
clalam hr-rruf a dan huruf , perlu menetapkan peraturan Daerah
tentang Tanggurrg Jawab Sosial perusahaan.

l. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. undang-Undang Nomor 13 Tahun 19s0 tentang
PembentUkan Daerah-T)acreh }{ohrr^oran r{at^* T :*^1

b.

Mengingat

c,



3' Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
usaha Milik Negara (i,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a29Z);

4' undang-undang Nomor 2s rahun 2ooz tentang penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2oo.
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4675);

5' undang-undang Nomor 40 Tahu n 2oor tentang perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo1
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7S6);

6' undang-Undang Nomor 11 Tahun 2oog Tentang
Kesejahteraan sosiar Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a96T);

7 ' undang-undang Nomor 32 Tahun 2oog tentang
Perlindungan dan pengeroraan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 14414;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
505e);

B' Unda,g-u,dang Nomor 12 Tahun 2orr tentang
Pernbentuka' perattrra, perundang undangan (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2orr Nomor g2,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor
523g:

9' undang-undang Nomor 13 Tahun 2orL tentang penanganan
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik irrdonesia Tahun
20) l Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republil<
Inrl onceio Nnmn. <o2<\.
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11.

'lahurr 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor s5g7) sebagaimana teiah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor g
Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2or4 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 201s Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679:

Peraturan Pemerintah Nomor 4T Tahun 2or2 tentang
Tanggung jawab Sosial perusahaan dan Lingkungan
Perseroan Terbatas (lembaran Negara Repubrik Indonesia
Tahun 2AI2 Nomor Bg, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5305);

Peraturan pemerintah Nomor 1g Tahu:: 2016 tentang
Peranllkat Daerah (L,ernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Jl6 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5gg7);

Peraturan Menteri Badan Usaha Mirik Negara Nomor pER-
08/MBU/2013 Tentang perubahan Keempat Atas peraturan
Menteri Negara Nomor pER-0s/MBU/2007 Tentang program
Kemitraan Badan Usaha Mirik Negara Dengan Usaha Kecil
Dan Program Bina Lingkungan

t2.

13,

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAwAB sosrAL
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam per.aturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :

l, Daerajr adalalr Kabupa.l;en Rembang.
2' Pemerintah Daerah aciarah kepala Daerah sebagai unsurpenyererrggara pemerintahan Daerah yal1g memimpin

peraksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
claerah ofonom.

3. Bupati artalah Bupati Rembang.
4' Tanggring Jawab sosiar perusahaan yang selan_utnya disingkatTSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiapperusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi

dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat
setempat dan lingkungan.

5. Perusahaan adalah organisasi usaha berbadan hukum baik
-yang didirikan berdasarkan peraturan perundang_undangan
maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan
menghimpun modal, bergerak daram kegiatan produksi barang
dan/atau jasa serta bertujuan memperoreh keuntungan.

6' Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adarah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan 

. usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan daram undang_undang
ini serta peraturan pelaksanaannya.

7 ' Perusahaan yang bukan merupakan badan hukum adaiah
Perseroan Firma (Fa) yang juga disebut vennootschap ond.e
Firtna (voF), commanditaire vennootschap (cv) dan badan
usaha dengan sebutan lain yang didirikan berdasarkan
tlerianiiarr- rnelalzrrLo- l-o^.i^+^- -- - -,



berdasarkan peraturan perundang_undangan.
8. Badan usaha milik negara yang selanjutnya disingkat BUMN

adalah badan usaha yang seruruh atau sebagian besar
modaln.-va dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsr-rng yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan,

9. Badan Usaha Milik Daerah yang seianjutnya disingkat BUMD
adalah badan usaha yang seiuruh atau sebagian modalnya
dimiliki oleh pemerintah Daerah yang berasar dari kekayaan
d aerah .vang dipisahkan.

I 0, M usya',r'arah perencanaan penrbanguran yang selanjutnl,q
disebut musrenbang acrarah forum antar pemangku kepentingan
clalam ra^gka menyusun rencana pembangunan daerah.

I 1. Penerima penyerenggara tanggung jawab jawab sosial
1:erusahaan adarah perseorangan, keruarga, kerompok dan/atau
masyarakat.

12' Masyarakat adarah seruruh pihak, baik warga negara maupun
penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun
iradan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat
baik secara langsung maupun tidak langsung.

13. Pemangku kepentingan adalah semua pihak baik daiam
lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan,
yang mempunyai kepentingan baik langsung ataupun tidak
langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan
l.:eberadaan, kegiatan dan. perilaku perusahaan yang
Itersangkutan.

14. cabang Perusahaan adalah perusahaan mirik perusahaan
induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun
anak perusahaan yang membuka kantor di witayah l(abupaten
l?embang.

15. Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial perusahaan adalah Dana
,vang digunakan oreh trrerusahaan untuk pelaksanaan tanggung
jawab sosial tlerusahaan vans dianooqrl,.q^ r{an A;^o-L.i},.--1 -^-
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16' Irorum TSp adalah organisasi yang dibentuk beberapa
perusahaan yang melaksanakan program TSp, dengan maupun
tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah
komunikasi, konsultasi dan evaruasi penyelenggaraan TSp.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas

pasal 2
Asas pelaksanaan TSp di daerah meiiputi:
a. l<epastian hukum;
b, partisipatif dan aspiratif;
c. )<epentingan umum;

d, l<eterbukaan;

e. I<eberlanjutan;

f. kemandirian;

g. l<ebersamaan; dan

h. l:envawasan lingkungan,

Eiagian Kedua
prinsip

pasal 3
(1) Prinsip-prinsip peraksanaan TSp di daerah meliputi:

a. kesadaran umum;
b. kepedulian;

c. keterpaduan;

d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
e, kemandirian:



h. kemitraan;

i. mutualistik dan non-diskriminasi; dan
j. koordinatif.

(2) Prinsip-prinsip pelaksanaan TSp di daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
a. manajemen yang sehat;

b. pro{'essional;

c. transparan;

d. akuntabilitas;

e. kreatif dan inovatif;

f. terukur;

g. program perbaikan dan berkelanjutan;
h. keadilan yairg bijak; dan

i, kebijd<an vang adil,

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan TSp dalam peraturan daerah ini
meiiputi;

a. peran pemerintah daerah;

b. hak dan kewajiban perusahaan;

c. pelaksana dan program TSp;

d. forum TSP;

e. prosedur penyelenggaraan TSp;

f. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan;

g. penerima TSP;

h. peran serta masyarakat;

i. pembiayaan;



MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

pasal 5
Pengaturan TSp claram peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai
upaya untuk memberikan :

a. kepastian dan perrindungan hukum atas pelaksanaan program
TSP di daer:ah.

b. arahan dan kebijakan kepada perusahaan .ran pemangku
kepentingan cli daerah atas pelaksanaan program TSp agar sesuai
dengan perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

pasal 6
Pengaturan TSp daram peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a. mewujudkan batasan dan ketentuan yang jeras mengenai
tanggungjawab sosial perusahaan termasrrk lingkungan
perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi peiakunya;

b. mewujudkan pelaksanaan TSp sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

c. rnemberir<an kepastian dan perlindungan hukum bagi
perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial
perusahaan secara terpadu dan berdaya gLlna;

d. :rremberikan kepastian hukum bagi perusahaan sehingga
l<egiatarr tanggr-rng jawab sosial tidak berclampak negative
terhad ap operasional perusahaan;

e, meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan
mengoptimalkan dampak posilif keberadaan perusahaan;

f rmomFrarilr^- ^--^^:^^j I-^--r^ -1 -- ! r
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me\i'u.iurdkan kesejahteraan masyarakat disekita . Iokasi kegiata,
peru serhaan beroperasi;

menciptakan daya saing perusahaan dalam meryarankan
tanggungjawab sosial;

menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan
kesehatan masyarakat;

j. mensinergiskan program
pembangunan di daerah.

TSP dengan perencanaan

BAB V
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7
Daram pelaksanaan TSp di daerah, pemerintah daerah berperan :a' memberikan pemahaman kepada perusahaan agar peduli pada

sosial dan lingkungan di daerah;
b' menyampaikan informasi dan data guna menyeraraskan program

TSP dengan program pemerintah daerah;
c' merumusr<an sinergisitas antara pemerintah daerah, perusahaanclan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan

kemiskinan di daerah;
d. memfasiritasi terbentuknya Irorum TSp dalam peraksanaan

tanggu ng jar,r,ab sosial perusahaan;
e' men.yampaikan program skala prioritas pembangunan daerahdan usulan rekapan musrembang desa atau kecamatan yang

belum terlaksana sebagai bahan daram perencanaan program
tanggung jawab sosiar perusahaan kepada ,,Forum Tanggung
Jawab Sosial perusahaan,,;

f' memberikiin penghargaan kepada perusahaan yang telah
melaksanakar'. TSp dengan baik dan ses,ai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

g,' melakukan nernhinaa- l-a*^r^ t .

ot'

h
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HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian I(esatu

Hak perusa.haan

pasal g

Dalam pela)<sanaan TSp di daerah, perusahaan berhal<:

a. men)'uslln program TSp yang akan dilaksanakan sebagai bagian
dari kebijakan perusahaan yang berkesinambungan dan
dikoordinasikan dengan pemerintah Daerah melalui Forum TSp;

b' menentukan wilayah yang akan menerima manfaat program
pela.ksanaan TSp setelah berkoordinasi dengan pemerintah
Daerah melalui Forum TSp;

c' mendapatkan penghargaan dari pernerintah daerah bagi
perusahaan yang terah meraksanakan TS? berdasarkan
kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TSp; dan

d. berpartisipasi aktif dalam penyerenggaraan TSp di daerah.

Bagian Kedua

Keu ajiban perusahaan

pasal 9
Dalam pelaksanaan TSp di daerah perusahaan berkewajiba,:
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TSp

sesuai denga. prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha
dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan daerah dan
peratu ran peru ndang- undangan ;

b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem
kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam
penyelenggaraan TSp di daerah;

c. rnelaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap
tralal-o^'.^^- 'T\6D A^- ----
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telah diraksanakan untuk ciisampaikan kepada pemerintah
Daerah melalui F'orum TSp;

e. melakukan koordinasi dan peraporan terhadap rencana dan
pelaksanaan TSp kepada Forum TSp secara periodik; dan

f. menerimer dan mempertimbangkan usuran dan masukan dari
masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB VII

PELAKSANA DAN PROCRAM TSP

Bagian kesatu
pelaksana

pasal 10

(1) Pelaksana TSp merupakan perusahaan yang menjalankan
usahanya di daerah.

(2) Pelaksana TSp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. perusahaan yang berstatus badan hukum yaitu perseroan
terbatas;

b, perusahaan yang berstatus bukan badan hukum yaitu firma
dan persekutuan komanditer; dan

c. perusahaan perorangan.

(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
menjalanl<an kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSp.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
baik di dalam maupun di ruar lingkungan perusa'raan.

(5) Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi Kantor Pusat, Kantor cabang atau unit p,elaksana.
(6) Perusahaan yang menjarankan kegiatan usaha di daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BUMN dan/atau
RI IIMn da- Dar.'o^L^^- C---^^r^ !- i
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(7) Ketent,an mengenai pelaksanaan Tsp sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1), ayat (2) ayat (3) , ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)
dilaksarrakan sesuai de.gan ketentuan ,)eraturan perundang_
utndangan.

Bagian Kedua
program TSp

pasal 1 1

(1) Program pelaksanaan TSp di daerah metiputi:
a. bina lingkungan dan sosial;
b, kemitraan usaha mikro dan kecil ;

c, program langsung pacla masyarakat.
(2) Ir'ograrn TSp di daerah sebagaimana ciimaksud pada ayat (1)<ii.encanakan cJan d,aksanakan untuk meningkatkan

kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi
mas.yarar<at, memperkokoh keberlangsungan berusaha parapelaku dunia usaha, membantu penangguranl,an kemiskinan
dan rnemerihara fungsi ringkungan hidup secara berkeranjutan di
daerah.

pasal 12
(1) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud

dalam pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang
bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan
pengel0laannya serta memberi bantuan langsung kepada
masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran perusahaan.

(2) Program bina ringkungan dan sosiar sebagaimana dimaksud
pada a.yat (1) meliputi :

a. bina lingkungan fisik;
b. bina lirrgkungan sosial; dan
c. bina li::gkungan usaha mikro dan kecil

(3) Progr:am kemitraan usahq nrilzra r^- 1-^-rr - r
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dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilavah
sasaran perusahaan.

(4) Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 avat
( l) huruf b meliputi kegiatan:

a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu

produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama
dan peningkatan klasifikasi perusahaan;

f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
g, penumbuhan inovasi dan kreativitas.

(5) Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1l ayat (1) huruf c dapat berupa:
a. hibah;

dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang
membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan
perusahaan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
pr:ratu l-an peru ndang_undangan 

;

b. penghargaan;

dapat diberikan kepada warga mas.yarakat yang berprestasi
dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan ker.1a
bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan
bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;

c. beasiswa;

diberik^n kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
d. subsicli

berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau
kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan
fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan
kecil'
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kepada panti sosial/iompo, para korban bencana dan para
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosiai (pMKS); dan

f. pelayanan sosial;

berupa. layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan
santunan pekeda sosial.

BAB VIII

FORUM TSP

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 13

(1) Untuk mernadukan, mensinkronisasikan dan
mengharmonisasikan prograrn TSp di daerah perlu dibentuk
Forum TSP di daerah.

(2) Pemberrtukan Forum TSp di daerah sebagaimana dimaksud
pada a.yat i1) difasilitasi oleh bupati

(3) Keanggoti.ran Iorum TSP di daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari unsur :

a, perusahaan,

b. masyarakat,

c. perguruan tinggi ;dan
d. pemerintah daerah.

(4) Forum TSP sebagaimana dimaksud pada a)/at (1) dibentuk di
tingkat Daerah.

(5) Pembentukan Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

clit.etapkan dengan keputusan Bupati,

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang
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bertugas:

a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam
rangl<a men)'usun rencana penyerenggaraan TSp oleh
perusahaan setiap tahunnya ;

b' memberikan rekomendasi kepada perusahaan mengenai
program kegiatan yang layak diprioritaskan untuk
pelaksanaan TSp mengacu pada program pemerintah Daerah;

c. melakukan pengawasan dan evaruasi pelaksanaan TSp; serta
d. menjadi mediator atrts sengketa yang timbur antar pemangku

kepentingar akibat pelaksanaan TSp.
(2) Dalam peraksanaan TSp di daerah, Forum TSp benvenang :

a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TSp;
b. menentukan kebijakan mengenai tata ca.ra yang terkait

pelaksanaan TSp;

c' menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan
TSP;

d. melakukan pengawasan pelaksanaan TSp; dan
e. menentukan standar operasionar prosedur penyelesaian

,sengketa peiaksanaan TSp.

pasal 15
Ketentua, lebih ranjut mengenai struktur organisasi, bidang kerja
dan tata kerja Forum TSp di daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 diatur dalam peraturan Bupati

Bagian Ketiga

Pendanaan

Pasal 16

Dalam melaksanakan TSp, pendanaan operasional kegiatan Forum
TSP di claerah bersumher dari.
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c. sumber pendanaan lainnl,a yang sa)r.

BAB IX
PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM TSP

Pasal 17

(1) Program TSP di daerah dilakukan sesuai prosedur yang
ditentukan oleh Forum TSp.

(2) I(etentuan tebih lanjut mengenai prosedur sebagaimana
dimaksud pada a.yat (1) diatur dalam peraturan bupati.

BAB X
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING, trVALUASI DAN

PELAPORAN

pasal 1g
(1) Dalam melaksanakan TSp, Forum TSp melakukan perencanaan,

pelaksanaan, monitoring, evaruasi dan peraporan program
kegiatan.

(2) Kete.tuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan,
moniroring, evaruasi dan peraporan sebagaimana dimaksud pada
a.yat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XI

PENERIMA TSP

Pasa-l 19

(1) Penerima TSP meliputi masyarakat di wilayah sasaran.
(2) Penerima TSP sebagaimana ciimaksud pada ayat (1) meliputi

perseorangan, keiuarqa. kelomook dan / etarr mesvaravat
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PERAN SERTA MASYARAKAT
pasal 20

(1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam
pelaksanaan TSp di daerah.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
dapat berupa:

a. pengawasan;

b, pemberiatl saran, pendapat dan usul;
c. l<eberatan, pengaduan; dan
cl, penyampaian informasi dan/atar-r laporan.

(3) Peran serta masl,arakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan untuk:
a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan

kemitraan;

b' menumbuhkembangkan kemampuan dan keperoporan
masyarakat;

c. menyampaikan usulan, saran, masukan dalam proses
penyusunan TSp;

d. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan
pengawasan; dan

e' mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan rokal.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21
(1) Pembialaan pelaksanaan TSP berasal dari sebagian keuntungan

bersih setelah pajak atau berasal dari anggaran lain yang telah
di tentukan oleh perusahaan.

(2) Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan dan/atau usaha
yang membidangi eksploitasi atas sumber caya alam wqjib
menerapkan TSp dengan biaya yang dianggarkan dan di
narlritr rnal-^- 6^1-^^^: L.l^--^
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(3) Ketentuan biaya
dilaksanakan sesuai

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan peraturan perundang_u ndangan.

BAB XIV

PENGHARGAAN

pasai 22
(1) Bupati memberikan penghargaan kepada perusahaan yang

secara terus menerus telah meraksanakan TSp dengan hasil baik
dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.. penghargaan tertulis (piagam/sertifikat);
b. pengumuman di meclia massa; atau

(3) Kete.tua, rebih ranjut mengenai bentu]< penghargaan, tata carapenilaian, penominasian dan penetapan perusaha:rn yang berhak
merrerimn penghargaan sebagaimana ciimaksucr pada ayat (r)
clial.ur dalam peraturarr Bupati.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA

pasal 23
(1) Pe'yelesaian sengketa daram pelaksanaan TSp riilakukan secara

musyawarah mufakat yang difasilitasi oreh Forum TSp.
(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya
penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan.

(3) Ketentuan mengenai penyeresaian sengketa di luar lembaga
pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
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pelal(sanaan TSp di daerah.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dim*ksud pada ayat(l) dilaksanakan oreh perangkat daerah yang membidangi

urusan perencanaan.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur. dengan peraturan Bupati.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

pasal 25
(1) Persahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasar 10 ayat (3) dan pasal 21 ayat (2)
dikenakan sanksi administratif.

(2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
lteru pa:

a. Teguran tertulis;
b. Pemlteku an lzin;
c, Pencabutan Izin dan/atau
d, sanksi admi,istratif lain sesuai dengarr ketentuan peraturan

perundang_undangan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan Bupati sesuai dengan kewenangannye.

(4) Ketentuan lebih ranjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayai. (1) dan ayat (2)
diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

pasal 26
f 'l lHel-hal rra-- l-'o1,,-. r.i^r..- r-1-
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(2) Peraturran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan Daerah
irri diundangkan,

pasal 2Z
Peratura, Daerah ini murai berlaku tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam rembaran
Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkankan di Rembang
pada tanggal,

BUPATI REMBANG,

Dir-rndangl<an di Remban g
pada tanggai,

SEI(RETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMORNOREG PERATURANDAERAH KABUPATENREUNAruC,
PROVINSIJAWATENGAT-{:( / ).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NO\40R ....... TAHUN ......
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I. UMUM

Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi di
daerah, meialui aktivitas perusahaan secara nyata telah dapat memberikan
kesempatan kerja/ lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa
yang dapat menunjang kehidupan masyarakat, rneningkatkan pembangunan
ekonomi berlcelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi,
serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian
yang berdaya saing di claerah.

Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakinmelekat' Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan
masyarakat' Perusahaan selain sebagai institusi bisnis iuga telah menjadi bagiandari warga negara (coryorate citizenship)yang terlibat langsung derr.gan dinamika
masyarakat. Keberranjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada
1<orrdisi ekonomi darr kualitas kehidupan masyarakat. perusahaan tidak bolehhanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan
kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi
masl,arak at (profit, people planet).

Tanggung Jawab sosial perusahaan (TSp) merupakan sesuatupetnahaman yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi kepadamasyarakal agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap tedagaserta tidak dirusak f'ungsinya. Berdasarkan ketentuan pasal 74 undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2oo7 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa
perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidalg dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanal<an tanggung jawab sosial dan
lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya
perseroan yang pelaksanaannya clilakukan dengan memperhatij<an kepatutarr
dan kervajjban. Menurut ketentuan Pasal 15 Undang- Undang IIomor 25 Tahu,
2oo7 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap pellanam modal di Indo.esia
melal<sanakan tarrggung jawab sosial perusahaan,

Tanggung Jawab Soslal Perusahaan dalam peratrrran Ttaaral .i-i
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f.

mewujudkan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai tanggungjawab
sosial perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak
yang menjadi pelakunya;

mewujudkan pelaksanaan TSp sesuai dengan peraturan perundang_
undangan;

memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam
pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya
guna;

meminjmalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimaikan
dampak positif keberadaan perusahaan;

memberikan apresiasi kepada dunia usaha dengan memberi penghargaan
serta pemberian kemuriahan dalam pelayanan administrasi di daerah;

mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan
beroperasi;

menciptakan da.va saing perusahaan daram menjarankan tanggung jawab
sosial;

h' menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan
masyarakat;

i' mensinergiskan program TSP dengan perencanaan pembangunan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jetas

Pasal 2

FIuruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah as,ts dalam nesara

a.

b.

c.

d.

e.
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Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah keterlibatan dalam suatuproram atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni
keterlibatan dalam tahap perencanaan, peraksanaan, monitoring dan
evaluasi pl.ogra,x l<egiatarr.

Yang dimal<suci de.gan asas aspiratif adalah harapan dan tujuan, cita-cita,
l<einginan da, hasrat untuk keberhasilan pada rrrasa yang aka, clatang.
Pembangll nan yang berkelanjutan 

;

I{uruf c

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas kepentingan
di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam artiyang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidupmasyarakat )/ang Iuas.

Hurud d

Cukup jelas

Hurr.rf e

Cr-rkup jeias

Hr-rruf f
Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorongperan seluruh pelaku usaha/perusahaan secara berser-ma-sama daramkegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Huruf h

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat ( 1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
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kesusahan orang lain yang diwujudkan dengan membantu
ber:upa dukungan materi maupun non materi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah
hubungan setiap bagian sehingga secara keseluruhan
keterkaitannya baik daiam kata maupun realita yang ada.

Hururf d

adanya

tampak

Yang dimaksud dengair prinsip kepatuhan hukum adalah
ketaatan l-rukum yang dikonkritkan daiam sikap, tinclakan atau
tingl<ah laku manusia.

Yang dimaksr-rd dengan prinsip
untuk melakukan kegiatan bisnis
yang berl<aitan dengan individu,
masyarakat.

Huruf e

etika bisnis adaiah cara-cara
yang mencakup seluruh aspek
perusahaan, industri dan juga

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adarah sikap
keswaskarsaan, yaitu berbuat sendiri secara aktif dan kebebasan
untuk mengambil keputusan, penilaian, pendapat dan
pertanggrtngjau'aban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip sensitivitas adalah kepekaan
terhadap kondisi sosial lingkungannya.

Huruf g

Yang dirrraks.rd dengan prinsip keberpihakan adalah hal
berpihal<oada kesejahterilan dan kemakmrrran masyarakat.

Hurruf h
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oleh usaha menengah dan/atau besar dengan memperhatikan
pri,sip saling memerlukan, mernperkuat dan menguntungkan
atau perihal hubungan/ialingan kerjasama sebagrd mitra.

Huruf i

Yang dimaksud dengan
membentuk kemitraan (net
dengan pihak lain,

prinsip mutualistis
working) yang saling

adalah mampu

menguntungkan

Yang dimaksud dengan prinsip non diskriminasi
perbedaan) adarah pemberian perlakuan yang sama bagi
dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu
tetap memperhatikan kepentingan nasional.

I-luruf j

(tanpa

semua

dengan

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip koordinatif adalah bersifatkoordinasi, yaitu mengemukaka, visi dan misi untuk mencapaiketertarikan hubungan antara perusahaa. dengan masyarar<at
sekitarrrya,

Huruf a

Yang dimaksud dengan manajemen yang sehat adarah manajemen
yang baik jika diukur dari tingkat pertumbuan modal, aset, vorume
usaha atau dari segl keuangan, produktivitas, pemasaran dan
kualitas mutu yang baik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan profesional
memerlukan kepandaian khusus untuk
,ll^l^*

adalah profesi yang
menjalankanny kornpeten
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Huruf c

Yang dimaksud dengan transparan adarah prinsip keterbukaan
yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan
merrdapatkan akses informasi seruas tentang tanggung jawab
sosial.

Huruf d

Yang dirnaksud clengan akuntab,itas adarah penanggungjawab
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan
bercrasarkan kedekatan.nnya dengan luas, besaran dan jangkaua,
darnpak yaag critimburkan oreh penyerenggaraan suatu urusan
pemerintahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan untuk
menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru.

Yang dimaksud dengan inovatif adalah bersifat memperkenarkan
sesuatu yang baru.

Hururf f

Ya,g dimaksud dengan terukur adarah dapat dinilai dari tujuan
da, sasaran bidang yang dimaksud baik yang bersifat kuaritatif
maupun kuantitatif jika dibandingkan dengan titik tolak keadaan
sebelumnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan program perbaikan berkelanjutan adalah
program yang terus menerus mampu menyesuaikan diri terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni daram
1-^-l-^*,^ l^-^ L---r 1 .r
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Yang dimaksud dengan keadilan yang bljak adalah memberikan
hak yang sama kepada orang rain sesuai dengan kebutuhan da:r
fungsinya dr:ngan menar:uh segara sesuatu pada tempatnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kebijakan yang adil adarah kebijakan
yang dirumuskan untuk terbangunnya keserasian berbagai
tingkatan dari yang terendah sampai yang tertinggi sesuai
dengan karakter dan kebutuhannhya dan perumusannya yang
realisir dan aplikabel dan dibangun bersama stakeholder.

'Pasal 
4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

' Pasal 8

Cukup jeias

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jeias

Pasal I 1
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Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasa.l 17

Cukup jeias

Pasal 1B

Cukup jelas

P;rsal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cul<up jelas

Pasal 2 1

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasai 23
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Cukr_rp jelas

Pasal 25

Curkup jelas

Pasal 26

Cukup jeias

Pasal 27

Curkup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR



Menimbang

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABLIPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2OI7

TENTANG

PENGELOLA,A.N BARANO MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG M,q.HA ESA,

BUPATI REMBANC,

: a' bahwa pemerintah Kabupaten Rembang memilikibarang milik daerah seUrl
d 

" I . 
-a 

r o p 
" ", 

oI f, L.,' 
^ ^ 

r"nffi 
u' 

;.T : rl;Jf * 
o'i'.,i 

^;lX,J,publik dan kesejahte.u"n *u.yu.ukut denganmendasarl<an pada asas. fungsional, kepastianhukum, tra.nsparansi, efisiensi, "of.r-rn,"frilitas, 
danl<epastian nilai;

b' bahwa berdasarkan ketentuan pasar r 05 peraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 201i renrangPengelolaan Barang Mirik Negara/Daer.ah, pemerintar,rDaerah l(abupaten Rembar_rg ber.wenang urntul<membenruk per.aruran Daerah iang ;;,;;;;rr renranspengelolaan ba-r.ang miiik daerai:; -

c. bahwa delgln berlakunya peraruran pemerintah
Nomor 27 Tahu.n 2Ot4 t;ntang pengelolaan BarangMilik Negara/ Daerah, maka peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahu. 2oor rentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah sucrah ticrak sesuai
lagi dan perlu diganti dengan yang baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b,1an huruf c, perlur
membentuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan
Barang Milik Daerah;

I\r^--j-^--.



3.

4.

Undan.g-Undang Nomor 5 Tahun 1960 rentangPeraturan Das;ar pokok_po}<ok Agraria fi_._U"..,Negara Repubiik Indonesia Tahun l960 Nomor i04,Tambahan Lembaran Negara Republik ,.,Jo.,."'"Nomor 2Oae;

Undang-Undang Nomor 2g Tahun 1999 tenrangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Neiotilme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1g99 Nomor 7 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 renrangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun ZbOS Nomor. 47, TambahanLembaran Negara Republik Irrdonesia Nomor a2g6);

Undang-Undang Nomor 1 Tahurn 2OO4 tenrangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rep,blikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor S, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor l5,l.ahun 2OO4 renrangPemeriksaan pengelolaan dan tanggungar,,u,abKeuangan _Negara (Lembaran Negara-- R$ublil<Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Incionesia Nomor aaO0);

Undang-Undang Nomor 12 ,l.ah un 2O 1 1 renrangPembentukan peraturan perundang-undangan
(Lembaran Negara Republil< Indonesia f.r-run zo r rNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S%a);

Undang-Ul9*g Nomor S Tahun 2Ol4 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republil<lndonesia Tahun 2AL4 Nomor 6, Tamtahan
Lembaran Negara Republil< indonesia Nomor 5494)l

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tenranB
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaharr
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SS9T),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tet"rtang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

5.

6

7

9,

10,



L'2, Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2OOstentang pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum (Lembiran N.g"iu Rep;utit i.,ail..i. Tahun2oos Nomor 48, iambaha; l;;;;;;" NegaraRepublik.rndonesiu rvo*o. 45_02) sebagaimana telahdiubah d^"I_g"r., p..rir..,, pemerinia-i Nomor TqTahun 2or2.renrang- perubahan Ai"- peraturanpemerinrah Nomor' 2'3 _Tahun ZOOS tentangPengelolaan.. I{euangrn --Baclan 
Layanan Umum(L,embaran Negara R"epubrik r,.,ao,.r."iJiur.,un 2012Nomor 171, Timbahai Lemba.un Negara Republil<lndonesia No::ror 5340;

13' Peraturan pemerintah Nornor 5g Tahun 2oo5rentang Fenge)o1azur I(euarrga-:-r Daer.ah (Lembar.arrNegara Repu-blit< tnaon,,sJ, ,ranu., iOG.Nomor l40,Tambahan^ Lemba.*"-'il.gu.u RepLrbrir< Indo,esiaNomor 4STg);

14 ' Peraturan 
- 

pemerintah Nomor 79 Tahurn 2oo5tentang pedoman pembinaan 
cf ar, 

^ 

i.r.,g.*,""^r-,Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik tnaonesla Tahun 200s Ntmor t65,Tambahan 
- 

Lemba.^" -rvJg".u 
Repr,ibiik IndonesiaNomor 4593) ;

15' Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 201otentang Tata cara pemberian dan pemanfaataninsentif pemungutan paSak Daerah dan Ret.ribusiDaerah (Lembiran rrr&l.u 
_ Republik IndonesierTahun 2oIO. t;omor 

- 
i?;, Tambahan LembaranNegara Republik tnOonesla Nomor 5161);

16' Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahurn 2014tentang pen€elolaan Barang Mirik Negara/Daerarr(Lembaran Negara R.t;lii Indonesia Tahr"rn 2or4Nomor 92, tambahan i.-U^."n Negara RepublikIndonesia Nomor SS33) ;

17. Peraturan pemerintah Nomor g4 Tahun 20l4tentang penjualan Barang Milik fV.g...7DaerahBerupa Kendaraan perora-ngan Dinas- (Lembaran
Negara Repubrik Indonesia Tinun 2or4 Ntmor 305,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5610) ;

18. Peraturan Presiden Nomor s4 Tahr-rn 201o tentang
Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimanitelah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahurr 2O1S rentang



2a' Peraturan presiden Nomor 3g Tahun 2015 tentangKerjasama pemerintah Dengan Badan Usaha DalamPenyediaan Infrastruktur (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 201S frfo_o. OZl;

21. Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 5Tahun 2017 tentang pengelolaan E^.",.,g MilikDaerah(Lembaran Dierah Kabupu,.n Rembar.rgTahun 2jtr_Nomor 5, Tambahan Lembaran DaerahKablrpaten Rembang Nomor 9O);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Rernbang Nomor 5Tahun 2016_ tentang pembentuka, Dan SusurnanPerangkat Daerah Kabupaten Rembang(LembaranDaerah Kabupaten Rembang Tahun 2016.Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah K;b;p"t;,i RembangNomor L2g);

D E w A N p E R wAKrff il,-f; l,ff l'r: H$T^f,'ffifiiror" *
dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

REMBANG

MenetapKan : PERATURAN DAERAH KABUPA,I.EN REMBANGTENTANG PENGELOLAAN EIRNNS MILIK DAERAI{.

BAB ,.

KETENTUAN IJMUM

Datam peraturan pi:.lh ini, yjfft,,1luu.ud dengan:1. Daerah adal"! Kabupaten nembang,
2 ' Pemerintah Daerah' aaaian eupa? sebagai unsur penyerenggaraPemeri,tahan Daerah yrg memimpin pelaksa,aan urusanp e m e ri n t a h a n 

{.. " S m e nj ad i ke-we n an g" o l--.".u h o to n o m .3' Dewan penvakilan naryat Daerah_t;; siLnlutnya clisingkat DpRDadalah Dervan perwakiran Rakyat oleratr *uuup^,.rr Rembang.4. Bupati ada-lah Burpati Rembang.5' Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Rembang,6, orgnisasi Perangkat Daerairl!1qa" r.rl^ perangkar Daerah yangselanjutnya disingkat opD/sKpD adalah unsur pembantu Bupatidan DPRD dalam penyerenggaraan urusan pemerintahan yang
menladi kewenangan Daerah.

7, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adaiah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan peraturan Daerah.

8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

9, Pengeiola Barang adalah pejabat yang berwenang. ciin blrtanggurrg



Barans.
13' pengurrus.Bararlg 

Milik 
?:.r"n yang seianjutnya disebr-rt pengurLrs

1 ^ 
5r1Xlf;, 

adalah pt;"it? cianTatau JiuI,"., F,ngsior"r' umum yans, _ 
:?i?ll i,Bi, #:- *._hi:; il;;l
mirik 0"11: -tt'vii'p"" ;.^.l.,,lii.i'J, pejabat vans diserahi. tusas

1 5, pengr,."t'ln pada Pej a ba r p." 
" 
[i J"l;ff B#;|f,.t^ 

u 
"un 

a lcan b; ;"",;
Oi..iut i. 

rsarang pengguna,aaaiah_JJatan 
r.urigsional Umum yangmena,au""n jlll.o".^fi?:;d;;*l:Tjft:""n.":,:uarkan,

' 
u 

:'.1*,T;i'.i*ff :r1'ffi,1#fl*i:l:_H"nT ;iH" men erim a,
, r',f,:if * nf Xi Il' tia. ".i, 

p u J"? ,l ;" 
f e n gg u n a 

" 
;;ffi ;, 

*il ;;
b e rd a s a r k an u : i, o i,?,i.il,u" #'j iI }1 liT rR 

e n, a r i; - ; ffi i n I e p e n d e n" i:;il:il9.:*'trilr"^1gal*^^^i1Ji,"" rnerumuskan rincian
b ara n g, 

1. r t 
" 

r 

" 
i, i J u ;#-X',it.XX,^T ff i q h y b r;;,;; p e n g a d a a rrd a sa r o 

", iT r, "i;i;;; ilt#|fi XhT#n 
g ied a n s'b.i"r 

",,, 
s e b a ga ir s F. . Is.., ;ff 

"&"i4, 
iu, :,,x" I : I J :li $'f o 

" 
*; ;: 

- -,, o

:fl ffi -m e n ge r or. a 
",, 

- 
ill.#, jfffi lil:l,f 1 o r e rr. 

le",-, gg, ., a B a ra n g,, ffi #5ii.:?,i: *tm:*:n*j:_;:f;tit# {", ;;iau,ru ulul'' untuk penlelensei:il"_;;r.: 
gr,., rr,ng.i 

'opD/sKpD
sratu. u.oll-,t1[X'i]asi Barang Milik o".?lr, aengan iialr. mengubah

:i ii:L,xxi* 
Pelnanraatan Barang Mirik DaSrah oreh pihar< rainz z p,,il ;*i*u3xi:tj:r [i, ;[if.T #: hf:,_l il; ;;;; l, n u i

;!:,U:xl*iTf; -Xr,I;il.r1tlitrit'-!ffi L:*"t'-.nm
., i: :'J:i:ii B:I:#:r,,,.... u u t ul."iir, ;.ii$ #,:ff I TilT",fl [:; l3 :23' Ker'a Sama pJmanfaatan 

- 
adalah_ pendayagunaan Barang M,ikDaerah oleh pihak l;il;jam.jangk"'*"i1u 

terrentu dalam rangkapenin gr<atan pend"p.i"r,E.., t, aJi-;r ,,T"; pe m biayaan rainnya.24' Bangun Guna s.iar,ifr^r, p.**ri"i,"" Barang Milik Daerahberupa tanah or"r, p}'r"[-l+ll a."e."-I"?" -.,.,dirikan bangunandan / atau sarana uerit<ui ia"ili,u 
"vi,*i..,i_rt o iu,_, d idaya g u n a kan o lehpihak lain tersebut aaiam .1a._,!r.a *r[,, rerrentu J,ang telahdisepakati, untuk u.t*.jiryr.- dGerahkan kerrrbari tanah beserta

, *--:tlulll' "t"u tut^"^ u.rili, i r^.lii^.,, l,a sererah berakhi rnya
25' Bangun Serah Guna adarah pemanl'aatan Barang Mirik Daer.alrberupa tanah oreh pihak rain -deng;;;;;; mencrir.ikan bangu,andan/atau sarana berikut fasiiitasnya, cian seterah seresaipembangLlnannya diserahkan untul< .iiduy.g.,nakan oleh pihal< laintersebut dalam jangka ,,vaktu tertentu yang disepakati,26' I(erja Sama penyJdiaan Infrastruk,r. 

"",jutut, 
r<erja sama antaraPemeriittah dan Badan Usaha lrnrrL L,ooioto- nan,,^rr^^.^



29' Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerahyang dilakukan antara PemJrintan oa'erarr clengan i"-'..ir-,tah pusat,antar pemerintah Daerah, atau antara pemerintah Daerah denganpihak lain,. dengan rrenerirrra. p""!g"r,,i"" utama dalam bentur<
P_?Iu.,g, paling sedikit dengan nilai sej-irbang.30' Hibah adalairpengalihan -kepernifika; t,;ang dar.i pemerintah pusatkepada pemerintih Daerah, dari pemerintah Daerah kepaciaPemerintah Pusat, antar Pemerintarr naerah, atau clari pemerintahFusat/pemerintah Daerah r..paaa iit-,"i. Lain, tanpa mernperolehpenggantian.

31' Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengaiiharr kepemilil<anBarang Mirik Daerah yang, semula merupat an kekayaan yang tidar<dipisankan - menjadi -i*"r..y""" ^'-';;", 
dipisahkan untukdiperhitungkan seLagai modaiTsaham'Jaerah pada badan usahamitik daerah, atau baian rrutuml;il;";ang dimiriki negara.

:: i:il:xf;:,.,ftfl,?l- i*:S;; 
^-';:';'^i'nihkan 

risik' danlarau
33' Penghapusan aaatarr tindakan.menghapus Barang Mirik Daerah daridaftar barang dengan menerbitkai keputusan _dari pejabat yangberwenang untuk- *"-u";;l;;^ i"-#s.ror. . Barang, penggunaBarang, dan/atau x""."- iigil;. 'ili"r-,* dari ranggung jawabadministrasi dan fi;rk utiJ barang yang berada dalam- penguasaannya.

'*' 5:3,#ahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang mirir<
35' Penatausahaan adarah rangkaian kegiatan yang meliputipembukuan, inventarisasi, da; ;;;po.*, Barang Mirik Daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-urrdangan.
36. Inventarisaii adalah kegiatan ,;i;i'.. mitakukair pendaraan,pencatatarr,. qT peraporan hasil p."d"r;; #;"g #iik Dpaerah,37' Penilaian adalat'' pto... t .gi^t"n'untut .n-.mberikan slratu opini nilai

3:r ;T?jx,llj' 
u pen,ai ani.." p"' E *^" s"M, i i. rv.g^., /nl.ru., pad a

38' Daftar Barang pengguna adarah, daftar yang memuar data barangyang digunakan oleh masing_masing e.ngguna Barang,39. Daftar Barang l(.u.asa pengguna aaatari-aaftar yang memuat databarang yang dimiriki oren m?li"g:;;.;g xrru." penggurna Barang,40' Pihak Lain adalah pihak-pihal< seiain penrerirrtah Daer.a'.

Pasal 2
(1) Barang Milik Daerah meliputi;

3, barang yang dibeli 1q; diperoieh atas beban ApBD; dan
,^ ! barang yarq berasal dari jerotehan r;";t; yang sah.(2) Barang sebagaimana dimaksud pada .v.i [ij huruf b meliputi:a' barang yang diperoleh dari hibah/.;;b;i-rgan atau yang sejenis;b. barang .-yang diperoleh ' ";;;g"i' petaksanaan daripeia rjian/kontrak;

c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan ; atau

d. barang yans dioeroleh herri a qa rlza. n, t rr r 66 h r:1 ^ .^

peraturan



Penggunaan;
Pemanfaatan;
Pengamanan dan pemeliharaan;
Penilaian;
Pemindahtanganan;
Pemusnahan;
Penghapusan;
Penatausahaan; dan
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:
3 pejabat pengelolaan barang milik aaeraf,; ---b. perencanaan kebutuhan dL penganggaran;c. pengadaan;
d. penggunaan;
e. pemanfaatan:
f. pengamanan dan pemelihara.an;
g. penilaian;
h. pemindalrtanganan;
i. pemusnahan;
j, penghapusan;
k, penatausahaan;
1. pengawasan, dan pengendalian;
m. pengeroraan barang mltit< daerah oleh badan layanan umum;n. barang milik daera-h be.upa iumah negara;o. ganti rugi dan sanksi; danp, ketentuan lain-lain,

BAB II
PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MIL]K DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan pengeloraan Barang Mirik Daerah

Pasal 5
(1) Bupati adatalr pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Mirik Daerah.(2) Pemegang kekuasaan plngerolaa" e;;"iJ rviilit Daerai 

"uu"g.i-*r.dimaksud pada ayat (ti Ueivenang dan beitanggung jawab:
3. menetapkan k_ebijakan pengeroiaan Baran g Mitiiioaerar, ;b' menetapkll lurgsunaan, pemanfaatan,""t^, pemindahtanganan

Barang Miiik ?":t$ berupa tanah dan/arau bangunan;c, menetapkan kebijakan pengamanan dan pemiliharaan BarangMjlil Daerah;
d. menetapkan pejabat yang mengurus dan rnen.yimpan Barang Mirik

Daerah;
e, menl;ajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang

memerlukan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah;f, menyeturjui usul pemirrdahtanganan, pemLrsrrahan, cian
Penghapusan Barang Milil< Daerah sesuai batas l<ewerrangarlnya;

g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa
sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau



c. Kepala oPD/sr(pD seraku 
. 
pengguna Barang Miriri Daerah yangdapat melimpahkan sebagian fE*.nu^gu,-, dan ta.ggung ja,"vai-rkepada Kuasa pengguna Barang;d. Pejabat penataus"t,i^., eengguia Barang; dane. Pengurus Barang Milik Daeilh, y""g t..airi dari:

1) Pengurus Barang pengelora;

?) pengurus Barang pengguna; dan3) pcngurus Barang pembantu.

,.t"?t,l?"fj;x_
(1) sekretaris Daerah adalah t.rrfffXl3".^nu Mnik Daerah.(') 

i:ff:l:iiJtrffiXl[n';ni'*;;ilN"" aimar.uJ pada avat (1)

f,. il:fflix dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Mirik Daerah;
pemeiiharaan/peru*^r..,1#xtlfii,,u o^.l"^x,ana kebutuhan

c' mengajukan usul pemanfaatari a""' p.n,iniahtanganan 
BararrgMilik Daerah yang .r,.*..t.,t 

",., 
p.."liujuan Bupati;

: Hi i!.i!, "ffiTtr*ix; tr#il: ilr,, 
!' ," u ; i;1 ,,, pe m u s n a h a n,e' mengatur peraksanaan -p.-i"aah;;;;T" 

Barang Milik Daerah

^ ilX:.terah disetujui orur, erf"r'"1.i,''o"*.o p.riu;kii"" Rakyatr' 
ffillB5?nlliiro'"t"' dalarn pelaksanaan rnventarisasi Barang

s' 
ffii?Tx..: 

p.ensawasan dan pengendarian atas pengerolaan Barang

pe Bagian Ketiea
ngguna Barang aHI;?Ta" per ssu na Barang

(1) I(epala OPD/SKPD adalah pe
1 z j e" 

" 
gs; ; ; ;.n g M, i k r;;..X:iiffi.::l?T#, ILilX.#l" g j awa b ;a' mengajukan 

-rencana kebutrl3ri J"i'frig"rggaran Barang MirikDaerah bagi OpDU Si<pO y"ng dipimpinnya;' iliff3:}tr]., iil?"ff:ffi.f'i:'.rm;::," penggunaan Bara,g
Belanja Daera-h 4"" pi."i;i-,u" rainnya r""Jtlil"an 

Pendapatan dari

: n'.'#T 5:i:*T:::m:n;;;'#'JJ' fi 
".un * M i, i k Dae rah va,1 sd' menggunakan e-.r"r.,g- 

- 
rraiiit Daerah yang ber.acia darampenguasaannya untuk keiung'si oFozsxpD yang .,o,|jl,t li,1J 

p'nvei.rglaraan irsr. dan

" ff1tr[il1X1iXX#:-'i*.'"'u n'u,^a,g M,,< Daerah -vans berac]a
t' mengajukan usur Femanfaatan dan pernindahtar.rgarlan 

Barang

$:',f..,??:T 
no 

" 
:..J,xl 3 

" 

j*L 
s {::: :,, ^g ",1r.,i, ",, r a, s, i d a k



(1)

(2)

(3)

i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pe^gendalian atasPenggunaan Barang vtltit< - Daerair yang berada daram
. penguasaannya; dan
J' menyusun .d", menyampaikan raporan barang penggunasemesteran dan raporan barang p.t,ggu.r" tahunari'ru-,r* beradadalam penguasaannya kepada nenleroii tsur"ng.

Pasal 8(1) Pengguna Barang dapat merimpahkan sebagia. r<er.r,enanga. dantanggung jawab kepada Kuasa pengguna Barang.(2) Pelimpahan sebagian wewenang .dan ta'ggurrgjawab kepada KuasaPengguna Barang sebagaimurridi*aksuc.l"'pada ayar (r ) drretapr<au
.^. 91"h Bupati atas usul pengguna Barang. r'

(3) Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berdasarkll lertiilbangan juritatr ur..ig yang crir<elora, beban
5, iil,lffii';rl:'"o " 

te n s i, a I n 7 aiau ;;;,; ; ;;e,., o h i a? " p.,t, - b a n ga n

ee;auat ?lf i,Xfj"'fllx, Barang

Kepala orD/sKL? o."ulii,xll1.r"1r*1, daerarr seiaku pejabatPenatausahaan Barang " *u"rprnyai fungsi sebagai peraksa,apengelolaan Barang Milit Daerah.
Pejabat penataus^n?* g".;;g-"ebagaimana dimaksud pada ayat (r)ditetapkan dengan X"p"t""r" bupati.Pejabat penatausll$ B;l;g iebagaimana dimaksud pada ayat(1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:a' membanru meneriti dan memberik"ip..l*bangan persetujuan

9"1.T penyusunan rencana kebutuira, Luru.,g milik daerah
, i<epada pengelola Barang;
D' membantu meneliti dan memberika' pertimbangan persetujuandalam penyu su n an ren can a r<eb utun.; p_.;.i i h araan / perar,r,atanbarang milik daerah kepada pengeloia BJ;g;c' memberikan pertimbangan keiada r.,[.Ior, Barang araspengajuan usul pemaniaatan dan pemiriaantanganan bara,gmrtik daerah .yang memerlukan perserujuan Bupati;d' memberikan. pertimbangan kepada j.ng.lor, barang unrukmengatur peraksanaan penggunaan, pemarr laatan, p.,i.,rr-,uh^,,r,

dan penghapusan barang n,ifif. daerah; 
--'--' 1-

e' memberikan pertimbangan kepada pengelora barang ataspelaksanaan p_emindahtanganan barang *Ttit. daerah yir.rg terah
- disetujui oleh Bupatiatau OPRO;f' membarrcu Pengelola Barang dalain pelaksanaan koordinasi

inventarisasi barang milik daerah;g. melakukan pencatatan barang miiik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang telah diserahkarr dari pengguna Barang
yang tidak digunakan untuk kepentingan penyeten[[araan tugas
dan fungsi oPD/sKpD dan sedang tid;k dimanfaatt.r, pihak lainkepada Bupatimelalui pengelota Barang, serta barang milil<



Bagian Keiima
Pejabat Penatausahaan pengguna Barang

Pasal 10(1) 
I?if,::" 

Barang dibantu oleh Pejabat penarausahaan pengguna

(2) Pejabat penatausahaan pengguna. Barang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) oitetapkan oleh eupati atas ulut pengguna Barang.(3) Pejabat penatausahaan perrgguna Barang sebagaimana crimaksudpada ayat \zl yaitu pejabat yang me:.ibidangi fungsi peraksanapengelolaan barang milik daerah pua"" p""sgur-r. Barang.(4) Pejabat penatausihaan rengguna earan!- sebagaimana dimaksudpada ayat (2) berwenang dan 6Irt""geuie j?*uu,a. menyiapkan rencana kebutrr-,ari?"""p."g.r.rggaran barang mirik, daerah pada.pengguna Barang;b' meneliti usuran pi.*orroi?!_p_enetapan status.penggunaan barangyang diperoleh dari beban aprio a""-c."lehan rainnya yang sah;c' menelid pencatatan dan inventaiis*.i'L".ong mirik daerah yang
$:htt^TlTan 

oreh eengu.u. earang 
-'.i1,.,7^t^, 

pengurus Bara,g
d' *.ryr.ui' p.ngaiuan usuran pemanfaatan dan peminciahtanganar.lbarang mirik daeiah ue.upailluh aanTaiau bangunan yang tidar<memerlukan persetujuan DPRD aan i^.",-,g rnilik daerah selai,tanah dan/atau bangunan;e' mengusu'T:l^rencana penyerahan barang. milil< daerah berulratanah dan/atau - baniunan yang tidak digurralcan urnrukkepenting.r.,p"lygtenggiraan tugas dan fungsi plngguna Barang. O.r .:dTg tiOat<-Oirnu?'fuuttun oleh pihak lain;t 

il:Hf,'kan 
usulan pemusnahan d;; ;rshapusan barang milir<

barang semesteran dan tahunan yangPengurus Barang dan/atau pengurus Barang
h' memberikan p-ersetujuan atas Surat permintaan Barang (spB)dengan meneibitt<an" surat perintah penyaruran na.ang (sppB)

;1,$fi0fi:Xq"''arkan 
barang milik daerah Ju; gudang

1' meneliti dan memverifikasi Kartu Inve,taris Ruangan (KrR) setiapsemester dan sedap tahun;j' melakukan verifikasi .euagai dasar memberir<an persetujua, atasperubahan kondisi fisik barang milik daerah; dank. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan orehPengurus Barang pengguna aa-n/ata'i e*ir.r" Barar:g pembantu.

Bagian Keenam
Pengurus Barang pengelola

Pasal 1 1

(1)Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul pejabar
Penatausahaan Barang.

(2) Pengurus Barang pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pejabat yang membidangi fJngsi pelaksana Denselolaan harans

g, meneliti laporan
dilaksanakan oleh
Pembantu;



F:f,u1'lH#"';?:il1" barang m,ik daerah kepada pejabat
c. menyiapkan dokumi pengajuan usulan pemanfaatan clanpemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan. persetujuan Bupat"i;d' meneliti dokumln usulan,penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,darr penghapusan d",.i. pilil;; Barang, sebagai bahanpertimbangan oleh pejabat F8"rtlrsahaan Barang da_jampengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,dan penghapu san b"r;;; ;iii"il...il:e' menviapkan bahan pen!1ta$1 ulan! milik daerah berupa tanahdan/atau bangunan^v*g terah oiser-irrtal dari pengguna Barangyang tidak digunakan untuk t.p.",i"gan penyele.ggaraan tugas

" 
g:? iltiii l.iR lH,"::.s]ilgl ffi i]ii; *' ir., " p ir,,T ra i n r.e p icr af' menyimpan dokum-e" 

""ri i..p.,iiirir.an barang mirik ciaerah:

: Ff,#Jfrt""B^::Hl" dokumen Lapora,, Barang r.nreXlr/r(uasat 
iliii-*1lnr"toi",iasi daram rangka penvusLrnan laporan barausi' merekapitulasi -aur', 

-.:',qll1pyrl Laporan Barang pengguna

a \ . i,Tff ::xi,11x # i:?::.i.;il"*,:;[ m# r,,,"g 
" 

r o r ^ ".rc ;j(+) Penguru. br.r";--;;::.r",,f",onul;.ffi::rr"."r"jifll j#'i.,,?dminisr.atir dan seca,.a

( s ) i:Tffl " ii,i T:Li.["i:H i., 
;; ;;;; "[.H'ffff L,::'"?: "' ^ k e p a cl a

Barang Rlngerola J"r", 
.o,,tli,i 

iilr,?:i]l#r ;:u::l i.;::i:;Pengercla va[g airctap*anlt.n ee.lauai puI.,.t"usahaan 
Ba,.ang,(6) pengurus e-"."nj--'eengetota "--Jir.,:^,rs 

merartur<arr kegiata,perdagangan, peti4aan 
:..:;f.";;;;.,,0*u,., penjuaran jasa araubertindak sebagai p;;j;-i". atas -[<ugiaia,r/_pekerj 

aan/trenjualantersebur yang 
".,gg"iurr"y" alu.U""r."" ?ri" ApBD.

Bagian Ketujuh
Pengurus Barang fengguna

Pasal 12('l 
I:lilJ:: #ffi: Pengguna ditetapkan oreh Bupari atas usul

(') 

i:ffHHrtffi*..,;'#,t#,X;:fl*",,"ana dimar<sud pada ayat ( 1),
a' membantu menyiapt<ai" dokumen rencalla kebutuhan dan. penganggaran barang milik daerah;b' menyiapkan usulan permohon*' p..,.tapan status penggunaanbarar.g milik daerah y"rg aip.ror.i-, i^.r u.u"n ApBD dan perolehanlainnya yang sah; ' e -

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang miiik daerah;d' memirantu mengarnankan barang- mirlr* a^"."h yang berada padaPengguna Barang;
e' menyiapkan doi<umen pengajuan usulan neman faarq,-, rra-



h.
I

menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
menyiapkan Surat Permintaan Barang (spB) berdasarkan nota
permintaan barang;
mengajukan surat Permintaan Barang (spB) kepacia pejabar
Penatausahaan Barang pengguna;
menyerahkan barang berdasarkan Surat perintah penyalur.an
Barang (sPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyeral-rarr
barang;

J.

K.

l' membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahur:ap;
m. memberi label barang milil< daerah;n' menl;ajukan permohonan persetujuan kepada pejabat

Penatausllaan Pengguna Barang uto. perubahan konclisi :isil<barang milik daerah berdasark^t-, p1.,g.cekan fisik barang;o, melakukan stock opname barang pers=ediaan;p' menyimpan dokumen, antara iain: fotokopi/salinan dokumerrkepemilikan. . barang mili< daerah ciarr menyimpa,asl i / fotokopi / salinan dokumen penatau sahaan ;q, melakukan rekonsiiiasi da]am.iangka penyusunan Iaporan barangPengguna Barang dan raporan baraieg -iiir. daerah; d;;-r' membuat laporan mutasi bu..l-F _.Jri;; buran yarg disampaika:rkepada Pengelola Barang melaluf een-ffr,na Barang setelah cliteiitioleh pejabat penatausahi.an penggunaE"."rg.(3) Pengurus Bru'g pengguna seuftaimana dimaksud pada ayat (2)secara administrarif bertanggung Jawab kepada p;;g;;;^ Barangdan secara fungsionar bertaqggung jawau atas perat<saila,, tugasnyakepad a pen geroia B aran g metii-u i i"j 
"u" 

ip.n atau sah aan Baran g.(4) Dalan- hal meraksanakin,tugas dan fungsi administru.i p.rrgurusBarang pengguna dapat diba-ntu oreh p.Luur,u pengurus Bara,gPengguna yTg ditetapl<an oleh e..!guno Er."ng.(5) Pengurus Barang F.r',ggur" dila.a,-,g merakur<an rregiatanperdagang&D,. peki4aan p.embo.o.,g.n -drn 
1:enjuaran jasa ataubertindak sebagai ie,r.lamin 

^1". i.giaian/ pekerj aan/penjuarantersebut yang anggarann),a dibeb^"f.^iii"Ja ApBD.

Bagian Kedelapan
Pengurus Barang plmbantu

(1; Bupati -..-.jl!I",, r=uift,tS'Jfr"n, pembantu atas usur r(uasaPengguna Barang mela"lui pengguna Barang.(2) Pembentukan pJngurus Barang pembaniu sebagaimana dimaksucipada ayat (1) dilakukan berdaiark..t p".ii*bangan jumlah bara,gyang dikelola, p.p* kerja,, loIs..ir kompetensi-danTatau renrangkendali dan pertimbangan tUl.t tit tai"nyu.'-(3) Pengurus Barang pembantu sebagain 
"na 

dimaksud pada ayat (1)berwenang dan bertanggungjawab:
a. menyiapkan dokumen iencana kebutuhan dan penganggaranbarang milik daerah;
b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaallbarang milik daerah yang diperoleh ilu.i u.tun ApBD oan perolehanlainnya yang sah;



kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi l(uasa perrgguna
Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak Iain;

g, menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan danpenghapusan barang milik daerah;
h, menyusun laporan barang semesteran dan tahlrna';i' menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berciasarkan nora

permintaan barang;
j,mengajukan surat permintaan Barang (spB) ltepada I(uasa

Pengguna Barang;
k. menyerahkan_ barang berdasari<an Surat Perintah penyalurar-r

Rarang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan
barang;

I' membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunarr;m. memberi label barang milik daerah;
n. mengajukan permohonan persetujuan kepacla pejabat

Penatausahaan pengguna Barang metalui Kuasa pe'gguna Barangatas perubahan kondisi fisik barang miiik daerah pe,ilecet an fisil<barang;
o. melakukan stock opname barang persediaan;p. menyimpan dokumen, antara rain: fotokopi/sari,an dokumenkepemilikan. . .barang milik daerah dan menyimpanasli7 fotokopi/salinan dokumen penarausahaan;q. melakukan rekonsiliasi dalam. iangka penyusunan laporan barar-rgKuasa Pengguna Barang dan rapoin u*"irg milik daerah; danr. membuat laporan mutasi barang setiap blian yang ais"-p"ii.u,.,q.dl Pengguna- Barang melarui Kuasa pengguna Barang seterahditeliti oleh pejabat penitausahaan pengguna Barang dan pengurLls

Barang pengguna.
(4) Pengurus Barang pembantu baik secara langsung maupun tidal<langsung dilarang melakukan kegratan perdagangan, pekerjaanpemborongan dan penjualan jasa aiau ueriir-,a"i ,.i.e"i lenjami,atas kegiatan/.pekerjaan/ penjuaran tersebut y;;;-?;g!u..u.,,.,.uu

dibebankan pada APBD.

BAB III
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENCANCGARAN

Pasal 14
(l) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun denganmemperhatikan kebutuhan pelakinaan tugas dan fungsi opD/sr{pn

serta krtersediaan Barang Milik Daerah yan[ ada,
(2) Perencanaan l(ebutuhan sebagaimana d-imaksud pacla ayar (t)meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pernanfaatan,

Pemindahtanganan, dan penghapusan Barang Milik Daerah.
(3) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimal<sucl pada ayat (1 )merupakan salah satu dasar bagi opD/sKpD dalam pengusulan

penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiatiuejdan angl<a
dasar (baseline) serta penyusunan rencalri^ kerja cian anggaran.

(4) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dinraksucl paaa ayar (r )

berpedoman pada:
a. standar barang;



(7) Penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sebagairrlana climal<surcl
pada ayat (6) dilakukan berdasarl<an ketentuan peraturan perr-rnciar-rg-
undangan,

(B) Standa:' harga sebagaimana dimaksud pada ayar (4) huruf cberpedoman pada peraturan Bupati.

Pasal 15
(1) Pengguna Ba.rang menghimpun usul rencana kebutuharr barang yangdiajul<an oleh. Kuasa pengguna Barang yang berada di iingkunga,

. kantor yang cl:ipimpinnya.
(2) Pengguna Barang menyarnpaikan usul rencana kebutuhan BarangMilik Daerah sebagaimana 

-d.ima.ksud 
parta ayat (1) l<epada pengelola

Barang.
(3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencanakebutuhan Barang Milik Daerah 

""u"g"i;ur-,a dimaksud pada ayat (2)bersama Pengguna Barang dengan ;;;;;arikan a.t. Grang padaPengguna Barang dan/aiau pengerola 'n^r"r",g dan me'etapkannyasebagai rencana kebutuhan Barani Milik b*.*r.,.

Tata cTa peraksanaan p..".rI^1$.r'u *"or,uhan dan penganggaranBarang Milik Daerah diatur dengan peraturan Bupati,

,.$8iJL*
Pasal 17(1) Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pr.i.sipefisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adir, dan akuntabel.(2) Pengadaan Barang Milik Daerah 

".u"g.i*"ra dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai ketentuan peratuian perundang_undangan.

BAB V
PENGGUNAAN

Pasal 18(1) Status ,,)enggunaan_Barang Milik Daerah ditetapkan Bupati.(2) Penetapan status eenggu-naan. Barang' Miiil Daerah sebagaimanadimaksud p"9.1 llat ( 1);dak dilakukan-terf,aaapra, Barang Milik Daerah berupa:
1, barang persediaan;
2. konstruksi dalam pengerjaan; atau3, barang yang dari u*ur p.ngrJ""nnya direncanakan untukdihibahkan; dan

b' Barang Milik Daerah lainnya yang clitetapkan lebih 1arrjut olehBupari.

Pasal 19
Bupati dapat mendelegasikan penetapan status perrggunaan atasBarang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunar-r ,l-.-ngun konclisi
tertentu kepada Pengelola Barang Milik Daerah
Pendelegasiatl penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Daer.ah

(1)

(2)



b. Pengeiola. Barang meneliti laporan clari peg'fi*ixi,ff i1Jffi r.r"nx:i?$*:1iJ??:r?;il;:;*?'slrx

Barang M,ik 
-Daerah 

oro","..1ri;:ile srarus pellgsu]1aanr1ya Llrlrukpenyelenggaraan tugas dan rung.i-b*po)sripn, gLrna dioperasikan ojerr5:1"h,.?l#t;ruffi1f-gj:f#n*,:L,.n"n umun sesuai tusas

IffiS# "J,l;:'T" ;; I 
*. lS* f#, .: m" r u s p e n Bs u n a a n n y a p a d alainnva daiam jangka *"[i, tertentu ,",.,oT1^o]:h 

Pengguna-Baran!

1".X1-#^1U";f *t,#lt,3fT$"'[,::;l?:flHr'",'.?i.t!f; 
noX,,i:i;

(1) Barang M,ik Daerah o"r,1,telfff"" status pengsunaannya dariPengguna 
^r:'"*-"u#* p;;;;;ro. Brrur* -Iainnya 

untukp r |Sllilifi,i"'"^'' 
tu ga" ai''' ru,rg.i-Liir...rkan p.ii., ui;.,., e, p"ti

,",p##il"?:firn-i.i:iffiL"ffifttrliii"hlfr 
'tffi 

i'^f;i";;(3) Pengaiihan
p";ilG":f J."";-',rfiHlilir*-auH,"lii:1.1*-:,ix-iH:
ayat (1) dapat p.uta iiailku" ueraasart<", ii1i,",if dari eupat,, dengan

,,, i'.1::[" i*xl: ".,"".,ilitu'''[u'.'*^'ili.,.,.,vu tersebut kepada
(4) Tata cara peng"i*r"n 

status-. penggunaar-r Barang Mirik Daerah clariPengguna naring k;p# 
, 
r.ngffiu';;.;ng rainnya sebagaimana3:HnH J,#i,;'iJlli*o'" il;;' (rii[,u. rebih ranjur ciengan

(1) Penetapan sratus pengguna,{ri:B'"]?"1- 
Miur( Daer.ah be.-rpa tanahdan/atau bangunan aiiukukun ;;;;";'^'r<erenruan bahrva ranarrdan/atau bangunan --i....Ur, 

aipE.ir-,t "., unruJ< kepentingau
ffil'J:lfi,X-*lrtnl *" d a' ru n gsi Pe n gg u ; ; ;..;;' F.,. * rl,'J a B ara, g

(2) Pengguna Ba.rang rvajib menyerahkan Barang Milik Daerah be._rpatanah dan/atau b"r,gu.,.r, yang tidak digunakan dalampenyelenggaraan tugas din fungri p.ige.,r-,1 e^.rng, kepada Bupati
,^, melalui pengelola Barang Milik Daerah.(3) Dikecualikan dari t*.t.,itr"r, sebagaimana dimaksud pada avat (2),apabila tanah dan/atau bangunan tersebut telah direnca.akan *ntur<

$if.lffifXl ijilt$manraatifun dalam jangka waktu terrenru yarls

rasat 25



(3) Ketentuan lebi' lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi kepadaPengguna Barang ..b^g"r.ana dimar..ra pada ayat (1) diatur rebihlanj ut dengan peiaturari Aupati.

(1) Bupati menetapkan Barang #riif'"?Iah yang harus diserahr<an orelrPengguna Barang karena tidak orgunaxirr untur< kepentinganpenyelenggaraan tugas dT fungsi F",-rggr.u Barang da, ticiakdimanfaatkan oleh piiat. i,ain.

''' B;iH l#l}3i#,Lfy;tan sebagaimana climaksucr pada a.vat (1),
a' standar kebutuhan .unah dan/atau bangunan untLrkmenyelenggarakan dan menunjang iug.. dan fungsi insta:rsi_ bersangkutan;
b' hasil audit atas- penggu":3 

-111^h,g^n/ataur, bangurrarr; da,/ataurc' laporan, data, oan iiiormasi yang diperoreh dari sumr:er rain,(3) Tindar< lanjut p.rrg"toio.,, 
^t"" plryerahan Barang Mirik Daerahsebagaimana dimaklud ;il" ayat (1) meliputi:

I 11l1ap"n starus penggunaan;
o. pemanfaatan; atau
c. pemindahtanganan.

Ketentuan'"'r1-l?.*.y, ,,"-*#til;'cara pelaksanaan penggunaanBarang Milik Daerah ai.tu. J"?Su.-, peraturan Bupati.

BAB VI
PEMANFMTAN
Bagian Kesatu

Kriteria pemanfaatan

(1) pemaniaaran Barang Milik ,.:fffl?r?r.rnu*an oreh;a' Pengerola Barang- dengan'persetujuan aupati, r-rr.rturk Barang Miiir<Daerah yang berida aiam penguasaan pe_ngerola Bara:rg; cia,b' Pengguna ,?o:,t d;;-g"" persetujuan perrgelola Baring, unrur<Barang Milik Dae-rah u'..rq, seuajian tanah dan/arau banguna.yang masih digunakan otetr i,."g-iu,.,u'6u,ung, crar.r serain ta,ahdan/atau bangunan
(2) Pemanfaatan 

. 
Blrang Milik Daerah dilaksanakarr sebagaimanadimaksud pada ayat- rit-'a}.r.".r,.k.., 1Jrd."..kr,., pertimbangarl

l'"::f,,#:x-i}, il;"., 
p 
"i' uiir'u"- - il;;;, i,ii,,, we gara i o ae.ah d an

Bentuk Pemanfaatan
a. Sewa;
b. Pinjam pakai;

Bagian Kedua
Bentuk pemanfaatan

Pasal 29
Barang Milik Daerah berupa:



a, Barang Mirik Daerah berupa ternah dan/atau bangunan yang sudahdiserahl<an oleh pengguna n"."ng f..f,..aa Burpati;b' Barang Mirik Daerafi'.b:.yp3 se6agian tanah dan/arrau bangurra.yang masih digunakan orehp."ggri^^ Barang; dan/atauc' Barang Milik paerah s.erarn t^."''r'arl/.,"., bangunan.(2) Sewa Baring vrilil. o*il ililffi;;; eimaksud i"a, ayat (1) hurur
^ i,SLllsanakan 

orerr Fene"ror" -B"r"i;*,"r"r, 
*endap*t persetujuarr

,t, 
;.Jux"fflf .[XL?i:Xh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurur
p e rse t uj u an d ari r. ;;,;,:T":l.j*.r.,s8u n a e 

".u; 
j . ;; dh ;.; ;;; ; ;

(l) Barang Milik Daerah o^t::1i!...yiil* kepada pihak Lain.(2) Jangki **.Ju;;;;*;*..3T.q uitir. 
-o^.rah 

sebagarmana dimaksud
( 3 ) 5ffi # Tlf, X "!:f, f" E:jJI-^Xl ji SL:a, 

a.iiTi o.tf . 
"; ", *

xr?,lu*^t 
(2) dapa, Lr,ir-, a"fi s'iiii"iirnun dan arp",..aiperpanjarrg

a, kery,a sama infrastruktur;

: ii.ifi?l:{ilf;T,,,X}tirxl,lJ;"n" }a,s meme ,uka r \!ar(,1
(4) ;"*[,},ukan- tain aiam' Undang-Undan6,

dan/atJu r#,H:fii",?.-y:-lil;;"ffil,u Daerah berupa tanah(5) Besaran Sewi Ji."",uct&pkail 
Bupati,

rffi ii H: ilj T+;;I H{q#f1 ,1d{-;; !1 r #. #?;;iH,,.J,j^ g::, s 
r u?r'rr 

^iil, 
" .uuug,ii,".,1^ 

lduk :u o- ouo 3 aya r ( 3 )masing j.r'^o"t mempeftimbangka;Tir;;**eekonomian 
da(6) F;;;ij='l1t-i3f".truktur. 

Keekonomian da.i masi'gl

,':,,'iffilffi [1f],r.tf#]ffi itr1#*i,'T:i,"::fi l,,,i:ir(7) Sewa Barang -fufifit 
b^J.f, dilaksanakar:

I"ns paling sedikit *.-*"t, t berdasarkan perjanjian,a, para pihak yang ,."i 
"t 

J"iam peryanjian;b. jenis, ,u1.,l,"ylumiai barang, uu."ir,., sll1u, 
i".n jangl<a waktu;

: ::i:ti:jt 
jawab pe"vt*" ataJtiayu tp.ru",o,ar dan pemeriharaand ffiffiilu'E,il*ti:;ilff; -J q vP'r

(B) Hasil sewa e".J;ilt,iL*J**h merupakan penerimaan Daerah da,seluruhnva wajib ii."t"lr-.I k. ..k.ning Kas Umum Daerah.(9) Penyetoran uang Sewa ..["guirrr^rr"n-a'in,lt .ua pacla ayat (g) harusdilakukan sekar'Igu. ..;;;-tunai. narinf 
^1"mbat 

2 1aull hari kerjasebe I u m d i tan dat-ale"" i"iJ peqjanj ian S;*; Baran g M i l i r< Daerah .
(10) Dikecualikan dari k"ete;;;; seuagaim"n" airaksud pada ayat (9),penyetoran uang Sewa Barang Miut Daerah ur.Ituk kerya samailft:,t:[-;:1"ffi"t ail"r',ir.an secara bertahap de,gar-, p....trjuan



(3) Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perJanJran yang paling sedikitmemuat:
a. para pihak yang
b. jenis, luas atau

waktu;

1) Kerja Sama pemanfaatan
dengan ketentuan:

terikat dalam perjanjian 
;jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangl<a

c' tanggung jawab perninjam atas biaya operasional dan pemeliharaan
. selarna jangka waktu peminjam.,,r; d.r.r'd. hal< dan keu,ajiban pa.a pihak.

Bagian Kelima
Kerja Sama pemanfaatan

I(erya sama pr:manfaaran 
"".j,iJ"',j,?,u [-aerah denga' pihak Lainclilaksanakan dalam rangka:

a' 
fr"it"",?tJ''alkan 

daya guna dan hasil gun.r Barang Milik Daerah;
b. meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah.

(1) KerJ'a sama pemanfaa.u., eu.Jn[fl,,?ri Daerah diraksanakan terhadap:a' Barang Mirik Daerah berupa ianah dan/atau bangunan yang sudahdiserahkan,oleh pengguna Barang kepada Bupati;b' Barang Mirik oaerah" u".."q ..u"gir., tanah dan/ataubangLlnarlyarlg masih digunakan oreh'eengguria Bara.g; dan/ataurc' Barang Milik Daerah selain tanah" danlaiu, uangunan,(2) Ke!'a sama pemanfaat"r, ,r". Barang rralrir. Daerah sebagaima.adimaksud pada ayat (i1 dilaks"nuxan Zt.i',^e.ng.iora Barang seterah
,^, T.ldupat persetujun Bupati.
(3) Kerja Sama pem-anfaa,uo -uru, 

B.arang Milik Daer-ah sebagaimanadimaksud pada ayat (r1 aitat<sanatar., ir"r-,'^p",.,gguna Barang seterar.rmendapat persetujuan pengelola Barang.

Pasal 35
atas Bararrg Milik Daer.ah c.lilal<sanal<arr

a' tidak tersedia atau ticlak cukup tersedia dana daram APBD LrnrLrr(memenuhi biaya operasion&I,'pemefifr"."*, dan/atau perbaikanyan[, diperlukan terhadap Barang Mirik Daerah tersebut;b, mitra Kerja sama p.*.r,i"itan -ditetapkan 
merarui tender, kecurariuntuk Barang Milik Daerah yang berslfat khusus dapat dilal<ukanpenunjukan langsung;

c' Penunjukan la:rgsung mitra Kerja Sama pemanfaatan atas BarangMilik Daerah yang bersifat r<rrusus s;;;;;i-",a climaksud paclahuruf b dilakukal ore_! pengguna Barang terhadap Badan usahaMilik Negara/Badan usaha-ivfirik ou..ui 
-r.r* 

memilji<i bida,gdan/atau wilayah keq'a tertentu sesuai 
-r<eientuan 

flr^t.,.^r.,perundang-undangan;
d. mitra Kerja Sama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetapsetiap tahun. selarna jangka waktu pengoperasian yang telahditetapkan dan pembagian keuntunlan- 'hasil 

i(erja - su*u



f. besaran- pembayaran 
\ontribusi retap dan pembagian l<euntunga,

iffX.,i:nf".:"T" Pemanlaa,",,--r,L.us mendalat persetLriu^11
g' clala'n Kerja sa-rr'ra pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa reinarrdan/atau bangunan, sebagian r.o,-,i.iu,r"i,.,"p';;; pembagiarrkeuntungannvi dapat b.il;;^t;;r,;;" beserta r".irit"..,ya yansdibangun dalam saiu kesatuan p.ir',.^.,aan terapi tidak termasur<sebagai obl:k Keq'a Sama p._u"iuutu";h' besaran lila: u""gu"* beserta ir.iii 

".,-,y, sebagai bagian ciarikon*ibusi tetap dan kontribu si .pembagian keuntungarrsebagaimana dimaksud pada r-,r.r.ig'paling banyak 1o% (sepurruhpersen) dari totar peneiimaa., xo,-,?.ii,.,.i-tetap cian- pembagiarrkeuntungan seiamu .nr"u Keda Sr-" p"_anfaatan;i' bangu"l? y3"e dibangun aensan ;L;; sebagian ko.tnbusi tetapgi:.ffT,:frf'il.T:ilIfi 
"gan diri 

"-ur- 
p.,',gu-d"..,nyu merupakan

j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerya Samapemanfaata.n dirarang -.r-,j"-Inr."n- rt., -.rggu.t^iri* BarangM,ik Daerah vang me"niaai:bj.k ra;6"*" pemanfaatan; dank' jangi:a waktu *J;;d#a pema'raa[a,r-p_au,-,g 
lam.a 30 (tiga puruh)tahun sejak perjanjian Ji,."a.,l"ilri aa., oapu.t diperpanjang.(2) semua biava pe.srapan r-.j" s.*^'?!.,,.Ir,"",.n yang terjadi setelahdite tap ka" "l* mit.a' r. o. s ;; i;;"";;; t.., 0r,., biaya p-.iuk"urr"..,f;f,Lr:itr p.,,u,rruil, menjadi u.uu. mitra, 

--li..tu 
Sama

(3) Ketentuan r
( 1 ) i, 

"., i r."xl:ii:iffi-I 
*,H'tl?1i}Tfr j,r*:l?",ffi :fj

if,il:,{ I h?fri:H I u *:lt 3iffi-1 
;ffi s r r u k r u . r ;il ; e r u p a,< a na' infrastruktu.r t..""pt.tl"r,.,Jip!i*perauuhan 

pengumpan ror<ar,:Xffii iTJ,Til, l 
;" ^u termin'ai, liJl,,u jaringafi ,=r' a 

",, 7 u tu,t jffi::::-rtff laian meliputi jala, jarur khususjararr tor, dan/atau
c' infrastruktur sumber daya air meliputi sarurarr pembawa air baku. dan/atau waduk/bend-u-igan;
d' infrastruktur air minum 

i:rt:,, llngSnan pengambilarr air bakr-r,jaringan transmisi, iui'ingun distiibusi, cl.n/atar_r i.stalasipengolahan air minum; dane' infrastruktur air limbah meiiputi instaiasi pengorarr air Iimbah,jaringan 
r^lguinrur dan/,atau l".,rel,'r,"n.,u, dan/atau sarana

;:ffitr#T vans meliputi 
- 

p.','gungkut ir"zi,", tempar
(4) Jangka waktu Kerja Sama pemanfaatan atas Barang Milik Daerahuntuk penyediaan infrastruktur sebagaimana aimaksud pada ayat (3)paling lama s0,(lima puluh) iar,un *r"[f.f lnjian ditandata,gani dan._ {apat diperpanjang,
(5) Dalam hal mitia (erja Sama Pemanfaatan atas Barang Barang MiiilrDaerah untuk penyediaan infrastruktur ..u.s"i*ana dimaksud pada

lYat (3) berbentuk Badan usaha Mil,k-rv.i"."zBadan usaha Mitilr



Bangun Guna .?Xf:5'f^1[r, Serah Guna
(1) Bangun Guna serah 

",^, u.,li,ll'33."n cuna Barang Mirik Daerahdilaksanakan d_engan pertimbalgan Ia' Pengguna Barang' memerrrikan bangunan dan fasiiitas bagipenyelenggaraan pemerintahan or.'."r, untuk k"pe.rtingan
5:'fr"""n 

umum dalam rangka p.r-,y.i.-ggaraan tugas dan fungsi;
b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untur<penyediaan bangunan dan fasititas i.."J",.(2) Bangun Guna serin atau Bangun serai.r-ou.," Barang Milik Daerahsebagaimana_dimaksud pada iy..t tii--ai[r.sanakan ?r.r-, pengeroraBarang Milik Daerah setelah mendapat'pr.."tu:uan Bupati,(3) Barang Milik Daerah bqil;3.t1".1f., y;g .t"t* penggunaannya adapada Penggu na Barang dan telahdi."ricar'arian u n tu k penye rer.rggaraantugas O"i^ii:gsi^ pengg_r,.,". Barang ,^"* b-ersangkLrrall, dapatdilakukan Bangun Guna lserah u,.., "eJrrgur., serah cuna setelahterlebih dahulu diserahka" f..pua";;;";:'(4) Bangun Guna Serah 

"tr., 
- 
eangun serah Guna sebagaimanadimaksud pad.a ayat (3) Jiiut ".r',.[;,, olJ pengelol" auru,.,e de,ganmengikutsertakan pengguna Barang ;;.;;J;ugas dan fu,gsi,ya,

Pasal 37Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil c.laripelaksanaan Bangun Grina Serah 
",.u"g"r-rs,r11".^h Guna dirarcsanarcan

;J:,?.i:rati 
daiam rangka penyeiengg..-."r-,'irgas dan furrgsi opD /SKpD

Pasal 38(1) Jangka waktu Bangun Guna serah atau Bangun serah Guna paringlama 3 0 ( riga,p u l u hl tah u n sej ar<^peffi ir.,-a] t", oaran gan i.(2) Penetapan mitra Bangun oun^ seratr it., -it.a Bangun serah Gunadilaksar akan melaiuifender,
(3) Mitra Bangun Guna s..urr-atuu mitra Bangun Serah Guna yang terahditetapkan, selama jangka waktu p.rgop.;-;J.r.,,a. wajib membayar t<ontribul r<e rkd-;?as umum Daerah setiaptahun, yang besarannya ditetapr."" u"i?a.u.t."r, hasil perhitungan

. tim yang dibentuk oleli pejabat yang U.*.rr.re;b. wajib memelihara objek 6"r.,grrn Guna serah atau Bangul serahGuna; dan
c, dilarang menjaminkan,

1, ranah yang menjadi
Serah Guna;

mt:nggadaikan, atau memindahtangankarr :

objek Bangun Guna Serah atau Bangurr

2. hasil Bangun Guna Serah
penyelenggaraan tLlgas dan
dan/atau

3. hasil Bangun Serah Guna.

),ang diguuakan larrgsung urrl-ulr
fungsi Pemr:rirrtah t)uselt/ Dar.:r.erir;

(4) Dalam .llngka '"val<tu pengoperasian, hasil Bangurr Curna Sc.rah arerurBangun Serah Guna harurs digunakari langsuug unLurl<



(6) Izin mendirikan bangunan dalam rangka Ba,gun Guna Serah aterr.rBanguin Serah Guna f,..u. aiatasnam;[;; i.m..intah Daerah.(7) Semua biaya lrersiapan n"rgun Guna s.irrn atau Bangurr Ser.arr cu,ayang teryadi .setelah ditetaF,kannya mitra Bangun cr-rna Ser.ah ara,Bangun Serah Guna dan bLt,a ;relal<sanaan Bangurr curra serah ataurBang,n serah Guna 1.";aJi-u.t"r, -ii.^ yurg bersarrgl<uran.(8) Mitra Bangun Guna s..ar,-garang Mirix baeratr ,arus mer)/erahr<arrobjek Bangun Guna Serah t epaai gupati iaaa akhir jangka 
'rar<rur

pengoperasian, setelah dilakukan audit olr-, lp".ar pengawasan inrerrrPemerintah Daerah.

a' mitra Bangun serah Guna harus menyerahkan objek Bangun SerahGuna kepada Bupati 
""tuL*h seles.ainya,p.-U^r.rgunan;b' hasit Bangun- a:::l g""" yar',g diseiahi.,., r.epaaa Bqpati ditetapkansebagai Barang Milik Daerair;c' mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Barang Milir<Daerah sebagaimana oimatsud pada rrrrrr u sesuai jangka waktuA IT$ ?ir:tapkan dalam pery,anjian;^dan'u. seEerah jangka waktu nendayagunaan berakhir, objek Barrgurr SerahGuna terlebih dahuri Ji,i"a-it ;l.h--^i"r", pengawasan inrernPemerintah sebelu^ p""ggrnaannya aitetapkan oleh Bupati.

r(eq a s.-"Bi.s;1:ff:? ?fr.as tru k r u r
(1) Kerya Sama penyediaan ,";::#r1?r. aras Barang M,,< Daerahdilaksanakan terhldap :a' Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pacraPengelola,p3ralg/ pengguna Barang;b' Barang Milik Dierah u".*pg sebalian tarrah dan/atau bangunanyang masih digunakan oieh nenggui; n"L,.,g; a,uuc' Barang Milik Daerah seiain tanah dan/atau bangunan.(2) I(er1a sama Penyediaa" rni.^.truktur atas Bararrg Milik Daerah paclaPengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (r) huruf adilaksanakan oleh pengiola Barang o."g"n p'.,.s.tu.,uan Bupati.(3) Kerja Sama Penyediaai Infrastrukir. 

"L. 8"r.,.,g Mirik Daerah paciaPengguna Barang sebagaimana dimak.ra- p^a, ayat (r ) dilaksanakanoleh Pengguna Barang de.,gan persetujuan Bupati.

Bangun Serah Guna
cara:

Pasai 41
(1) Kerja Sama penyediaan Infrastruktur

dilakukan antara pemerintah dan Badan
(2) Badan Usaha sebagaimana climaksud

usaha yang berbentuk:
a. perseroan terbatas;
b, Badan Usaha Miiik Negara;
c. Badan Usaha Miiik Daerah; dan/atau

pasai 39
Barang Milik Daerah dilal<sanaka.n dengan rata

atas Barang Milik Daer.ah
Usaha.
pada ayat (1) adalah baciarr



a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memirrdahtanganka,Barang Mirik Daerah yang mEnjadi orr.1.x i(erya Sama penyediaa,Infrastruktur;
b' wajib meme.lihara objek Kerja Sama penyediaan Infrastrulctur danbarang hasil Kerja Sama penyediaan tnfrastruktur; danc' dapat dibebankan pemuagLn teteuir,an r<eunturrgan sepanja.gterdapat kelebihan ke.untungan yang diperoref, dari yangd i ten tu ka, .p3gu saat pe rj anj ian"d im ui ui' 6ro* b ac k) .(6) Pembapian kerlbihan t eu.,tur-,gan sebagaimana dimar<sud pada ayat(5) huruf c disetorkan ke Kas Umum Daerah.(7) Formura dan/atau besaran pe-mbagia, r<erebiha' rceunrunga^sebagaimana dimaksud pada a1'ai 1s1 truiuf c ditetapkan oleh Bupati,(8) Mitra Kerja Sama n.ny"iLLn Infrasir"ki;; h.ar.us men.yerahkan ol:;er<Kerja sama penyedia-an rnfrastruk,;; ;;; bararrg hasil Kerja SamaPenyediaan Infrast.ruktur-- kepad. 

-p.;;;intah 
Daerah pacra saar::lffiin a jangka war<tu r"ryl S.-;;;;;;;il" i-;Ii1ii.,,1,,. sesuai

(9) Barang hasil Kerya Sama Penyediaan Infrastr:uktur- rnenjadi Bara,g
[]jl"r?f:"t serak aiseiahkan r..o"a" pemerintah Dalrah sesuai

Bagian Kedelapan
Tender

i;E i;iiixffi1lxtffi:ildi:J.1ai 3s avat ( 1) hurur b dan pasal
a' rencana tender aiumuilt<"" ai media massa nasionar;b' tender ouo^r, oii"";rlr."T r.]r5:;;#;" J.pu,.,.,ung terdapat pari,gsedikit 3 (tiga) p.."itu."ln,i.itra yang ,n..nu.rkkan penawaran;c' dalam hal calon pllr^ yr"s- 

11r',".ri.k.r; ;.nawar.arl r<urang dar.i 3
!19"4 

peserra, d,akurian'frn"grn,uman uiang di medi" -r.., nasionar;
d. daiam hal setelah pengumuman ulang:j [,fitlL1x,?:xt.i=flH"*r,,uu1uff...* caron mitra, proses

2' terdapat 2 (ouaip....i" ..ro*;i;; 're.,de., 
dinl,atakan gagar da,

X[;* 
selanjutnva dirakutan aene;;;;.isme se]eksi irng.r,.,g;

3' terdapar 1, (satu) peserta caron mitra, tender di,yatakan gagar cra,
[T;:: 

";:lanj 
u tnva dilakukan ;;;;;'^;eka, isme pei ur nj u ]<arr

I(erentuan lebih- lT',r:, *.r.,r.,rli't,1,Xt."ru pelaksanaan pemanfaata,Barang Mirik Daerah ai",u.-a.'ngan peratr."r-, dupati,

BAB VII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
pengama:ran

pasal 44



(2) Barang Milik Daerah berupa bangunan harus direngkapi dengan buktikepemilikan atas nama pemerintuf, Ou...t-r, 
-' -

(3) Barang Milik Daerah serain. i;^h'lanTatau bangunan harusdilengkapi dengan bukti kepemilik.r, u,u.-.r.-^ p.*erintah Daerah.

pasal 46
Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib

(1) Bukti kepemilikan
dan aman.
Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Mlik Daerah ,cirar<ul<an orehPengelola Barang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pe,yimpa'an dokume'kepemilikan Barang Milik 6aerah dilaksanakan sesuai peraturanperundang-undangan.

Pasal 47(1) Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungarldalam rangka p"t',g"-"n.n Baiang Mllrk Daerah t.:.te,rtu clenga,mempertimbangkan kemampuan t e.ia.,g^r., daerah.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tutu .u.u asuransi Barang Milil(Daerah diatur dengan peraturran Bupati.

Bagian I(ecjua
pemeliharaan

Pasai 48(l) Pengelola Bar,ang,. pengguna Barang, atau l(uas-ape1lgguna Barangbertanggung .1awau "t"J pemeriha.i",., a^.".,g Miiir< -baerah 
yangberada di bawah p.ngu"r"iny".

(2) Pemeliharaan ..b"gul-ana dimaksud pada a.vat (1) berpedomal.l padaDaftar Kebutuhan Femelihu*u., Barang.(3) Biaya pemelirrar"T 
-ts_1.*t-rrairil. oaerJir uibebankan pacia APBD.(4) Dalam hal Barang Milik Dierah ,lilakukan pema'faatan dengan pihal<Lain, maka biavipemeriha.uu., menjadi,"*r',i"ffi1;::o""uhn'adari penyewa, peminjam, mitra {!r.r" su*u pemanfaatan, mrrraBangun Guna serah/Bangun serah brr,"] .tuu mi*a l(erja SamaPenyediaan Infrastruktur.

Pasal 49
(11 Kuasa Penggu.na Barang wajib membuat Daftar Hasil pemeiiharaanBaralg lalg berada daram kewenan;;;;; d"" melaporkan secaratertulis Daftar Hasil Pemeliharaan Baiang tersebut kepada penggu,a

Barang secara berkala,
(2) Pengguna Bar.lng 

_ atau pejabat yang ditunjuk rneneiiti iaporarrsebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan men),usun daftar hasilpemeliharaan barang yang dilakukan'dalarn 1 (satu) Tahurr Anggararrsebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisien sipemeliharaan Barang Milik Daerah.

BAB VIII
PENILAIAN

Pasal 50
Pelrilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam renoke rlpn\,,r,q1,hon

(2)

(3)



( 1) Penitaian Barang M,ik D^..P.T"iii* 
. 
tanah dan / arau bangu.andalam rangka pei-ranfaat^r, utu, pemindahtanganan 

di rar<ukan oreir :a. Penilai pemerintah; ataub. penilai publik yang aiteiapt an oleh Bupati.(2) Penilaian Barang Milik Daeiah seuag^i-lia aimaksud pada ayat (r)dilaksanakan untuk mendapatkari 
",r"i rva3ar- *Jr.i cienga,keten tuan peratu ran perunOani- Llrd;"g;:

(1) Penilaian Barang Milik ou..un'3i,1ii1^""h cian/atau bangunan craramrangka pemanfaatan aLau pemindah,"ng";"r-, aitakuka, oj.r, tim yanggti;tiYu"n oleh Bupati, Jan aapat -.ii8"irian penilai yang ditetapkan
(2) Peniraian Barang Milik Daeralr sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

,^, fl:'41",1:*3ltiil:i..fif;iiteUil' wajar seruai i"*;;;
(3) Daram irai'penJal;; ;;;],*;n; J*i[.ro 

.pada avat (2) criiar<ur<arroleh pengguna Barang ,;;; meribatkan-p!nrr"i, maka r,alit penilaianBarang Miiik-Daer"n frurryr-..rp"kan nirai raksiran.

'-' ,tili,:;i::i[il?l?y;rir. o".."i, ;;;;;;i-ana dimaksud pada a1,ar

(1) Dalam kondisi 
,rertenru, ,".*!,xilJLlr, dapat mera*ukar: penilaia.

,^ X:[::,fi"T.],li;, B:::l;";,;:h; 
;*;;;,i,^]i re]ah d itetap,<a, da,am

(2) Keputusan mensenai Penilaian-kembali atas nilai Barang Milil< Daer.alrdiiaksanakan 
. birdasar*"n*'l*uui.i"k;; rd crirerapr<arr- oreh Buparidengan berpedom.n pui" p.ru,r.u,., pe.u,.,di,rg_unda'gar,

Ketentuan lebih
dengan peraturan

. pasal 55,3ir,l,.,tentang penilaian Barang Milik Daerah diaturBupati.

BAB IX
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56(1) Barang M,ik 
. 
Daera-rr yang, tidak diperrukan bagi penyere,ggaraantugas pemeri, tahan rlaerarr"oapat aipiia;,,;gunka..(2) Pemin dahtanganan. Barang rurilir. o".."i-, leL;;uimana d imaksu d padaayat (1) dilakukan denga., ia.^,a, Penjualan;

b. Tukar Menukar;
c. Hibah; atau
d. Penyertaan Modal penrerintah Daerah,



(2) Pemindahtan
b a n g u ; ;; 

* 
; s;ff; * : ; r""fi dil 5, : ?"Tl ff#, n r, ii.r1 

. 
i " { il i il

a. sudah tidak sesuii dengan_ tata ruang wila3rah atau penaraarl liota;b' harus dihapuskan tar"ena anggaran uniuk bangu,an penggarrtisudah dis:diakan dalam aoi.u*?? *"rr"r*aran 
;c. diperuntuUl.* 

.bagi pega,rar negeri;d. diperuntukkan uuEi [.i.ntingan umunr; aralue' dikuasai negara -berdasarkan 
;;,;lil pengadilan yar.rg rerahberkekuatan hukum -l;;"p 

aanTatau berdisar]<arr 
, 

k.,..,,r,u,.,peraturan perundang-undangan, yang jika status r<epemirir<anrr'adipertahankan tidak i"yrf. .."ara ekonornis.

i:fiff:?'j.r%ffii:;,' 3f 
t 

D.RD sebagairrrana cr imarrsr.r d

Pasal 59Pemindanru":1:.-11_ Barang 
. M,ik oierar, .bglupa ranah dan/atar,rDangunan sebagaimana dim"aksud aalarn-il.sal S7ayat (2) dirakukan orehPengelola Barang seteiah 

"n.rrd"p"t persetujuan eupati,

(1) pemindahtanganan 
Barang $n 

63"..^n_ 
serain tanah dan/ataubangunan yang 6u.;ili*i-1T0", a.r.,!u" 

^tps,0o0,0oo,ooo,oo 
(rima

, ^, il'l:Xlrilfi1l-o'r^r.u 
t'in'or eh p.;;;r"";; ea.a., j .; ;.r u; m end apat

(zi remlndahta
ua.,gu,,;;il:.iil._',,:i"[?,#tl!;:lAtr;.Je[rJffi"i,,i;"l,1iXl
rupiah) ..ri."g"1-"n" oi-Ltsua darail-'pu.^r s7 ayat (r) huruf bdilakuk,rn oler e.ngJorl s;r".,g seterah mendapat p.i..trjuan DpRD.(3) Usul untuk memperoieh perserujuan DpRb sebagaimu,.,r- crjmaksurci
ffin.:lX:rl?"":f,uka" oleh "eup,I"ue.uai ;;;s;;' peratLrral.,

Penjuatarr Barang M,ik Daerah qiillllkan dengan pertinrba.gar:

. 5'?:ff^X'rT,*:i?1.?ffll* Milik D;;;;-i,n, berrel,ih araL, ticrar<
t 

;:t"%,rckonomis 
lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijr-ral;

c' sebagai peiaksanaan ketentuan peraturan peruncrang-undanga,,

(') 
I:itft,ff,B.arang 

Milik o"..u,i"ifif3u"" secara relang, kecuari daram
(') 

lrJ,*Tlll,t"" 
daram hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

3, Barang Miiik Daerah yang bersifat khusus; ataub' Bararrg Milik Daerali iaTr.,r..,rro \rD,.,r:r rri+o+^-r.^.^ 1-,-,, 1 .

Usul untrrk
dalam pasal5T



(5) Penjualan Barang Milik Daerah lainnyaayat (2) huruf b dilakukan melalui tataperundang_undangan,
sebagaimana dimaksud pacla
cara sesuai denganperatul"an

:.?:il'*":ilx1-r"Xt[., m.r$;1f -a n a ka n or e h pe n ge ro r a Bara, g

"' ;:?iimuff .*:x'l*""#i"::3ir"i mana d i maksu d d aram pasal
a' Pengguna Barang melali pengelola Bara.ng mengajukan usulpenj ualan Barang" rrriiir. p."."-t,'-'r-"r"*l tanah dan/aLu bangu narr

fiffif, 
Bupati di:.;il pertimba&;;';.pek teknis, er<onomis, danb' Bupati meneriti dan mengkaji pertimb,angan perrunya penjualan

Lin! :.ri,;: *? 3 : :* ;l*J..;,fi 
'l fi z ; ;:; 

.^#il; 
I; d a r i a s p e kc, apabila memenuhi 

",,pe.undang_-i;!;;;"",riTi.,;"::;L,.l.il.:,.I::.1::.i,.?,".,X,J,::,,]

. 3'?,1:i:".[t.?trJxH:Hl"xff iT/,,,,, i;;";;;;.,,,,,, aka,r

'*::xL j-.xi,x,dii:',rir:*u,'kl_.,*,;:],,,?iH;.,"T;:,
usulan tersebut. --aJ

''' f,il'i,ff ?:str ,,';x,:.#'::,?ff T:, y.?ll?# ii3i, n 
s e, u r u hnva,< e

?lf,,il,#.Tff;l

"' Ixrtilouff;o:u"' Barang iff? uto^.."n 
diraksanakan dengan

a. untuk
pemerint#H,t"n' kebutuhan operasionai penyerenggaraan

b. untul< optimalisasi Barang Milik Daerah; danc, tidak tersedia dana;;i;; ApBD.(2) Tukar Menukar ?Ji;* 
^i,iirir. 

Daerah sebagaimana dimal<sud pa.aay{ (1) dapat dilakukan"dengan pihak:a. pemerintah fusat;b. Pemerintair. Oaerafr larnnya;c' Badan us:*a Milik Nega"ra/Badan Usaha Mirik Daerah atau rrada.hukum lainnya yang al*itit i ".g"i.; ;;;,d, swasta,

Pasai 66(1)Tukar Menul<ar dapar berupa:a' tanah dan/atau bangunan yang terah diserahr<arr r<elracril Bul:ati;b' 
:U;r 

dan/atau uaigunan yang berada pada pe,ggr.rrra Bar.arrg;
c. selain tanah dan/atau bangunan.



(5) Tukar Menur<ar 
. sebagaimana dimaksud oada ayar (1) huruf c

3',1X1"u1""u^" 
oleh n""ltior" e..."s'."1}rl-, mendapat perserujr.ran

( 1 ) rukar r"-yT1... Bara.ns r,,,Jir"il.11. sebagaimana dimaksud daiamPasal 66ayat (1) huruf a'oan huruf u airJ.i.akan dengan tata cara:a' Pengguna_Barang melalui per-,g.iotr. B;;;"g mengajukan usul rukarMenukar Barang Mitik o1.lir, u;;;il."ah dan/atau bangLrnankepada Byn.ti d-isertai pertimbar:;il;';; kelengkapan data;b' Bupati meneriti a"r, '-.ngfa{i p.iti-u.ngan perlunya TukarMenukar Barang Milik o"..r.r, i.rir;;-;anah oanTatau bangunandari aspek tekniJ, ekonomis, d;" y;;il;;.c' apabiia memenuhi syarat _.""rli J.ng"r, ketentr-ran peraruranperundan-g'undangan, Bupati dapat 
-meiyetuuui 

dan me.etapkau
3fi:1if#illf"t':"r'' tt-'upa tanah a.nf"t", bangu,lan yans ar<an

d' proses persetujuan Tukar Menukar Barang Mirik Daerah berupatanah dan/atau bangunan diraksanar.r' i.r-rgan berpedoman paciaketentuan sebagaimJ".-o-ur.""J J.i"lr^ pasar 57 dan pasat sg ;. i:i{.'.H::"r.1tri.."ri:ffiroffi;:,.i-^. Men ukar denganf' peraksanaan serah terima u".ir-,f' ,;g direpas dan barang
,n \ ^. 8:fff;."t' harus dituangkan darair t..i," ;.;; .;il terima
(z/ i ukar Menukar Barang M,ik D_aerah sebagaimana dimaksud daramPasar 65 avat rrt rrurui: ;;ilil..nakan dengan rata cara:a' Pengguna 

l3-r1"g -.*gq':rr.an usur i;i;; Menukar Barang Mirir(Daerah selain ,unah oanTatay u.rsu;r*i."puau pengelora Barang
1,lt'fi}:ilffi ?xx**t?::?i:;"::il |"; n;.;,-oi,*;;,,an,iri
b' pengerola e".""g 

-ff;.ir,r"1"ffilngkaji 
perrimbangan tersebut dariaspek teknis, ekonomis, J; yuridis;c' apabira nr'emenuhi .ya.t sesuai de,-rgan keterltuan peraturarlperundang-undangar,,' p.ngerora Bara,.,s ;,i;1.,I::,,1^..7rukar rdi:_u^.,"8;;.";^'fi4;ik- r*;;rr $1X,T [:X1.,:X;, ],."11bangunan sesuai U"t^" r.?*enangannya;d' proses persetuju; i;k;.' rra.rrir..." ELr^,.,g Milik Daerah selaintanah dan/atau bangunan dilaksanai.ui'J."gan berpedoman padakerentuan sebagat.i"-" Jin,aksud o"i"_ iasar sg;e' Pengguna Baiang *.i"r.."r-rakan t ukar Me,ukar de'garrberpedoman pada i*r..ir;r^n pengelola Barang; danf' pelal:sanaan serah t..r-u bl.l?,*- i*i crilepas cran bar.ang

3:Lt5;"ti 
harus dituangkan dalair i;;i;^ acara seran rerima

(i) Hibah Barang Mitik
)<epen tingan sosial,

Bagian Kelima
iiibah

Pasal 68
Daerah dilakukan dengan per.timbarrgan urrtul<budaya, keagarnaan, ka*anusiaar. oenciidir.nr,,



(3) Ketentuan mengenai kriteria kepentingan sosial, buda),a, l<eagarnaa:r,kemanusiaan, pendidikan yang birsifat no11 komersial, cianpenyelenggaraan pemerint1h"r.,,' ,.#;)' daerah sebagainrarra
i'#i:::X. o"o" avat (1) ul.p.ao.n.n- p.'d" peraruran perunda,g-

Pasal 69(1) Flibah dapat berupa:
a' tanah dan/atau bangunan yang terah diserahkan kepada Bupati;b' 

:txt 
da,/atau u"igu.r^n yang berada pada pe,gguna Bar.arrg;

c. seiain tanah dan/atau bangunan.(2) Penetapan Barang 'Mii[ b.;;h;erupa tanah dan/arau bangunan

,^ Imm#,BXi,:il sebagaim*" aiil"ksud p"i^,uy",-(1) hurur a
(t) 

Hfr*,sebagaim"t'u-al-.ksud pada ayat (r) huruf a dirar<sanar<an oreh
(a) Hibah sebagaimana dimaksyd,pada ayat (1),huruf b diiaksanakan olehpengguna Birang 

".,.-r-J "reldapar pl*.i,i.iran Bupati.(s) Hibah sebagaim""" ai,irr.;:s,rG ;;;;ii, hurur c d,aksanakan orehPenggura Blrang 
".,"t.il.i.naapat persetujuan Bupati,

(1) Hibah Barang Milik o".."n,ffi1,"rr".dimaksud 
daram pasar 69ayat (1) huruf a dan rr"."r u,aii^t"i""r.l"iengan tata cara:a' pengguna_Barang r.r"r"i p";;il1;;;;;;* mengaluka, usur Hiba.Barang M,ik oir."r-,Grupa tanah a*7.t"u - 

bangunan kepadaBupati disertai dengan p..tlinu"rrgr",. Aii i..t.ngkapan data;b' Bupati meneliti ;il^x;rgkaji ,;i ;i;ah Barang Mil,< Daerarr
Hi*'i;!:nu nertimt""g"; a",', ;t";;; sebagaim'a,i""'ain,ur<surcr

c' apabila memenuhi syarat sgluai. dengan keterrtuan peraturanperundang-undangan, Bupati dapui- menyetujr.ri dan/ata,menetapkan Barang rrairi[ 
-b".#*"berupa 

tarrah dan/ataubangu nan yang akan-dif,i bah kan ;d' proses prr.etujuan Hibah dilaksanakan dengan berpec.rornan padaketenruan pasil s6dan Fasal 5g;

: i:i.-.','l]i":Til:,,T:ff;,,akan Hjbah de,rga, ber.pecrorna' 1:acier
f' pelalrsanaan serah terima barang yang ciihibahkan haru sdituangkan daram berita acara serah ter-ima barang.(2) Hibah Barang Milik oae.ah sebagaim",-,. ii-rksud dalam pasar 69ayat (1) huruf c dilaksanakan aengin tata cara:a' Pengguna Barang mengajukai 

".ui H,u.6 Barang Milik Daerahselain tanah dan/atau 6"rgrr^n kepada pengelora Barang disertaipertimbangan, kel,:ngkapan data, dan hasir pengkajian tim interninstansi pengguna Bar:ang;
b' Pengelola Baring menetiii darr mengkaji usul Hibah Barang Mitil(Daerah berdasarkan pertimba.g""r, "d"r., syarat sebagaimanadimaksud dalam pasal 6b;
n a r^ L.,i1^



Bagian Keenam
Penyertaan Modal pemerintah Daerah

(1) Penvertaan Modal p"-..irrti-ritilJ.l"n atas Barang M,ik Daerahdilakukan daram rangka p."oiriur-,, ;;;p;;iaiki struktur permodarandan/atau meningkatf^r-, i"p."i,""' r.^r.,I a.a",., usaha Mrilik Daerahatau badan hukum rainnya yang dimiiiki pemerintah Daerah sesuaidengan ketentuan peraturun p..rrrdang_undanga-tr.
(2) Penverraan Modat' p"-..i"i"r, Dr;;;' 

",,"lr";"rana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan dengan pertimba.,g"n,a' Baran g *i,ll_ol.rah yan g"a u,,,. u*ui pl,i-glo 
^^n 

n.ya se s u ai d ol<u rnerrpenganggaran diperuntukkan bagi Badai- usaha Milik Daerah ataubadan hrlkum iainnya y^.,g aimitlt<l pemerintah Daerah clalarnL llst<a p:Iugasar., p..n".intah; atauo, 
;l:X?-*y,,l,Li:;;i. rebih opti,ar apabira crikerora oreh Bada.

(1) Penyertaan Modal
berupa:

pasai 72
Pemeri,tah Daerah atas Bararrg Milir( Daerah dapat

a' tanah dan/atau bangunan yaxg telah diserahkan kepacra Brrpati;b, tanah dTl3,1, b""il;;n pada.pe.nggLrna Barangi arauc' Barang Mirik Daerah-setain tanah dan/atau bangunan.(2) penetapan Barang Mlli;-;"erah .ber;;;;"^h _dan/atau banguna'yang akan disertakan sebagai modai pil..ilrah Daerah sebagaimanadimaksud 
"..d.^ .a{ar (r1 rruiuia aifakuk"" 

"i.f., 
Bupati.(3) Penye.tuur-, Moda"r plri,..]"r"r-, ou..ur, 

'ulu, 
Barang Mirik Daerah

,., ;i:?:ffi:x "#ffi[;:t 
paaa ^v'i-iri"r""r u 

-'tu,.,"'hurur 
r,

(4) Penyerraan Modal p!-..int"i-, Daerah atas Barang Miiir< Daerahsebagaimana dimaksud ;;;1 "y^,-'['i ,ir.rr " diraksana]<an orc.l_rPengel0la Barang seterah mendapat persetujuan Bupati.

( 1) Penvertaan Modar pemerintJf:ilJgl! aras Barang M,ik Daerahsebagaimana dimaksuci d;i;; pasai ic";;; (1) huruf a dan hurur bdilaksarrakan dengan tut" .u.u,a' Pengguna Barang melarui pengeloia Barang mengajukan usurPenyertaan Modar pemerintah D,-aerah uiu" Barang Mirik Daerahberupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan
. pertimbangan dan kelengkapan data;b. Bupati meneliti 9..1 -"rJ"g[aji usur'penyertaan Modal pemerintahDaerah yang diajukan - gi;h p."gg"'". Bararrg berdasarkanpertimbangan dan syarat sebagai*""i"Ji-aksud claiam pasal z 1;c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentua,., 

- 
f..u,r,.u,.,perundang-undangan, Bilnati dapat rnenyetujui dan/ataumenetapkan Barang Milik Daerah berupa tarrah dan/atar-r

. bangunan yang akan disertakan sebagai mtaat pemerirrtah Daerah;d' qlo?es persetujuan Penyertaarr Modai pernerintah Daerahdilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 57, pasal



h' Pengelola Barang melakukan serah terima barang kepada Bada.Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimilikiPemeritah ?".tt$ yang dituangk"" a"i^* berita acara serah terimabarang setelah peraturin Daerlh ait.tupf..rr.(2) Penyertaan Modal pemerintah or"or,--It." Barang Mirik Daerahsebagaimana dimaksud dala- p*"i-zi"i"t (1) huruf c diiaksanakandengan tata cara:
a' Pengguna,B.arang mengajukan usul Penyertaan Modal pemerintahDaerah selain tanah ainiatau b^g;n kepada pengelola Barangdisertai pertimbangan, kerengkail;;;., dan hasil pengkajian timintern instansi pengguna earing;b. Pengelora 

.Barang ileneliti d-"-rr''*.rrgkaji usul penyertaan ModalPemerintah Daerah vang diajuka"n oleh pengguna Barangberdasark"l-pertimbangan a"rr- 
"v"."t sebagaimana dimaksuddalarn pasai 7i;

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan, pengel0ra g".""g dapat menyetujui usulPenyertaan ModaI pemerintah o"r..i, seliin tanah dan/ataubangunan yang diajukan oleh e.rrggr.,. Barang sesuai bataskewenangannya;
d' Pengelola Barang menyiapkan Rancangan peraturan Daerahtentang penyertaar: Modal p"*..i"i.ii-b..rrh dengan meribatkaninstansi terkait;
e' Pengelora^Barang menyampaikan Rancangan peraturan Daerah- kepad;r DpRD untuk aitetapt<an; danf' Pengguna Barang metat utia., 

""rr.h terima barang kepada Badanusaha Daerah 
"tau badan hukum i;i;"y. yang dimiliki negarayang dituangkan dalam berita u*u ...ur-, terima barang seteiahperaturan Daerah ditetapkan.

Pasal 74Ketentuan lebih 
- 

lanjut mengenai tata cara peraksanaanPemindahtanganan earang tvtilik Dae?ah diatui oengan peratrr.r, Bu pati.

'r,fr'ti,Iro*Pasal 75Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal:a' Barang Milik Daerah tigak d"p"t- -Jigurr"ka'r, 
tidak dapatdimanfaatkan, dan / atau tidak a"p"i iipi,air,tr,-,gankan ; ataub' terdapat alasan rain sesu"i a."j"" kJil;* peraturan perundang_undangan.

(1) Pemusnahan dilaksanak"" 
"[f1;u**r". Barang seterah mendapatpersetujuan Bupati.

(2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dituangkan dalam berita acara clan dilaporkan Bupati.

Pqsol'7'7



BAB XI
PENGHAPUSAN

Pasal 79
Penghapusan meliputi:
a, Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna; dan
b, Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 80
(1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna sebagaimana dimaksud

dalam Pasai 79 huruf a, dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah
sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menerbitkan keputusan Penghapusan dari Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan Bupati.

(3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayar (2), untuk Barang Milik Daerah yang
dihapuskan karena:
a, Pengalihan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23;
b. Pemindahtanganan; atau
c. Pemusnahan,

(4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan Barang Milik
._. laerah berupa barang persediaan kepada pengelola Barang.
(5) Pelaksanaan - Penghapusan Barang Mitik Daerah sibagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (+) dllaporkan kepada Bupati.

Pasal 81
(1) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud

dalam ?asal 79 huruf b dilakrikan dalam hal Baiang Milik Daerah
tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemirsnahan, atau
karena sebab lain.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
a, berdasarkan keputusan dan/atau laptran penghapusan dari

Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yarig berada pada
Pengguna Barang; dan

b. berdasarkan keputusan Bu1:ati, untuk Barang Milik Daerah yang
berada pada Pengelola Barang,

BAB XII
PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasai 82
(1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan

Barang Milik yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar
Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

(2) Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan
Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada
Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang pengguna menurut
penggolongan dan kodefikasi barang.

(3') Penseloia Barang menghirnnrrn Dqffar tlnrano Fatrd.,rrr,..o aahooa.imana



Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 83
(1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling
.^ sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

!9rupa persediaan daJ1 konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasidilakukan oleh pengguna Barang setiap tahun,
(3) Pengguna Barang - -"ry"-pi,ikan laporan hasil Inventarisasisebagaimana dimaksud pada-ayat (1) d;; ayat (2) kepada pengeiora

Barang paling lama s 1tigal bulan ..t.iur, selesainya Inventarisasi.

Pasal 84
Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah berupatanah dan/atau bangunan yang berada datam penguasaanrlva palingsedikit i (satu) kali dalam S (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 85(1) Pengguna Barang 

-menghimpun. Laporan Barang Kuasa pengguna

, ^ i:f*-ii;T 3.fL[* tX f.m: * lI "*p.,,v 
u s u n a n Lap o ran niia n g

(2) Lapora, Barang .pgngguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan sebagai baiin ultrlk ;r"t;; neraca opD/sKpD untukdisampaikan kepada pengelola Bara;;. 
-.--"

Pasal 86
,r) 5ilf$;jl"?ffi?:rff;: menyusun Laporan Barang pengelora

(2) Pengelola Barang d;; menghimpun Laporan Barang penggunaSemesteran dan Tahunan 
"Lu"g-.i-.i,. ii*.isud dalam p?""r g5 ayat(l ) sebagai bahan-pexyusunar] t aporan Barang Milik naerah.(3) Laporan Barang Milik Daerah .,iu"s.i.riil ai*uksud pada ayat (2)

$ffff"" sebigai bah; untuk *.r.vu.u' neraca pemerintah

Pasal 87Tata cara pelaksanaan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan BarangMilik Daerah dilaksanat"" 
"..rui p"r.tr.il^p..rr.,dang-undangan.

BAB XIII
PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pengawasan dan pengendali^" BIffXlffi,,u Daerah d,akukan oleh:a' Pengguna Barang merarui pemantauan dan penertiban; dan/ataub' Pengelola Barang merarui p"-.rrt.uan dan investigasi.

(' ) i:ff8xffi.::"Tg;ii*#"' +Hi:*,^,- *: :- f .,, ":tiban terhadap



Tata cara pelaksanaan
Daerah diiaksanakan
undangan.

Pasal 90
(1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi ataspelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan

Barang Milik Daerah, dalam rangka penertiban penggunaan,
Pemanfaatan, dan pemindahtanganan- Barang Milik Daerah sesuaidengan ketentuan peraturan perundang_undangan.

(2) Pemantauan dan investigasi sebagairiana dimaksud pada ayat (1)dapat ditindaklanjuti olefi PengeloL Barang dengan meminta aparatpengawasan intern Pemerintah Daerah ,.,iuk *El"kukan audit ataspelaksanaan 
_penggunaan, pemanfaat*,---a"r, pemindahtanganan

Barang Milik Daerah.
(3) Hasil audit sebagaimana dinra.k"-"9 pada ayat (2) disampaikan kepadaPengelola Barang untuk ditinctaklanjuti ".Lu.r"i 

dengan ketentuanperaturan perundang_undangan.

Pasal 91
pengawasan dan pengendalian atas Barang Miliksesuai dengan ketentuan peraturan perlndag-

PENGEL.LAAN BARANG MILIK iiBi.iXoLEH BADAN LAYANAN UMUM
Pasal 92(1) Barang Milik D.aera{ yang digunakan oreh Badan Layanan UmumDaerah merupakan kekayl"rr_daerah yang tidak dipisahkan untuk

ft::1"-?,:fff:u'" kegiaian Badan dt;"" Umum Daerah yans
(2) Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (r 

)dilaksanakan sesuii ketentuan peraturan Daerah ini,

BARANG MILIK DAER,i*?ilX,,o RUMAH NEGARA
Pasal 93

(1) Rumah Negara merupakan Barang Miiik Daerah yang diperuntukkansebagai. tempat -drsg"t atau huriian dan sarana pembinaan sertamenunjang pelaksanaan tugas pejabat negara dan/atau pegawainegeri.
(2) Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara sebagaimanadimaksrrd pada a{at (1) dilaksanakan-"r.r, Bupati sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan yang mengatur tentang RumahNegara.
(3) Tata cara penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan,

Penatausahaan, pengawasan 
-dan p."g.;o"iiin Barang Mifik Daerahberupa Rumah Negara dilaksanakari ...u"i ketentlan--peraturanperundang-undangan.

BAB XVI
GANTI RUGI DAN SANKSI



KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 95

(1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik
Daerah yang menghasilkan penerimaan baerah dapat diberikan
insentif.

(2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus Barang Milik Daerah dalam
melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang

._ besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuanga., o^e.ah.
(3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada p"3LU"t atau pegawai

yang melaksanakan pengelolaan Barang Mltit< baerarr sebagaimana
dimaksud pad? ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan gan,

Pasal 96
( 1) Bupati dapat mengenakan beban pengelola an (capital charge) terhadap
_ Barang Milik Daerah pada pengguna Ba.r..,g.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai-beban p-engelolaan (capital charge)
terhadap Barang Milik Daerah sebagaima.a di-.ksud pada ayat ll j
diatur c engan peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97
(1) Pada saat peratura, Daerah ini mulai berlaku:a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah Vang telah terjadi dan belummendapat persetujuar: dari pejabat yl'g:u".*"rru.r"g, Bupati dapatme nerbitkan persetuj u an terhridap kelan-;: u r:an pema! faatan Baran gMilik Daerah dengan ketentuan pengelol^ B"r""g *."tampaikanpermohonan persetujuan untuk sisi waktu pemanfaatan sesuai

$engan pery'anjian kepada Bupati, dengan melampirkan:1, usulan kontribusi dari pemaniaatai Barang Milik Daerah; dan2. lapora.n hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah
rJaerah.

b' Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakantanpa persetujuan pejabat benvenang dan birang pengganti telah
tersedia seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terlma na-rang MilikDaerah dengan aset pengganti antira pengerora Barang denganmitra Tukar Menukar dengan ketentuan:
1. Pengeloia Barang. memastikan nilai barang pengganti paiingrendah. sama dengan nilai Barang vritit< Dierah yan;

dipertukarkan; dan
2' Pengelola Barang membuat pernyata.an bertanggung ..1awabpenuh atas pelaksanaan Tukar Menukar tersebut.

(2) Bupati dapat menerbitkan persetujuan penghapusan atas BararrgMilik Daerah yang telah diierahterimakan iebigaimana dimaksud
,^ gada ayat (1) huruf b berdasarkan permohonan darf pengelola Barang.
(3) Segala akibat hukum. yang menyertai pelaksanaan pemanfaatan

sebelum diberikannya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) .hunrf a dan pelaksanaan Tukar Meriukar sebagaimar,a ii*r.ksud
naAa attai. l l I L..-..4 t- ^



b.

c,

penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku danproses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebelum peraturan Daerah ini
berlaku;
seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, Penggunaan, pemanfaatan, pengamanan danpemeliharaan, Peniiaian, penghapusan, -pemind.ahtanganan,

Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengentalian
Barang Milik Daerah yang beium mendapat persetujua., a^r, /ataupenetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan Daerah ini;
mencabut ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2olt tentang Retribusi Jasa
Usaha.

Pasal 99
fgrjanjian Kerja sama pemanfaatan, Barang Milik Daerah yang telahdilaksanakan oleh Badan Layanan Umum baerah sebelum peraturan
Daerah ini berlaku, dinyatakan berlaku dengan ketentuan wajibdisesuaikan dengan peraturan 

- 
Daerah ini palin{ lama 2 (Jua) tahunterhitung sejak peraturan Daerah ini diund"r,gk".rr.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yangmerupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah KabupatenRembang Nomor 11 Tahun 2oor tentang pengelolaan Barang MilikDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten-Rem5ang Tahun 2oor Nomor 99,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72), dinyat!,kan masih tetap berlaku
lfpaniang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan Daerahlnl.

Pasal 101
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan DaerahI(abupaten Rembang Nomor 1l rahun 2007 tentang pengelolaan BarangM^ilik_Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembarg r.nlrr., 2oor Nomor99, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72), dicabut dan dinyatakantidak berlaku.

Pasal 102
Peraturan Daerah ini muiai berlaku pada tanlgal diurrdangkan.

fsar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya daram Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang.



Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH: { / )



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAIi I(ABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUI\I

TENTANG

PBRUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANGNOMOR 4 TAHUN 201O TENTANG NBTNiEUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang: a. bahwa daram langBa peningkatan perayanan terhadappelaksanaan parkir di.-tepi jar:an ;il,;itu *.takukanpenyesuaian tarif retribusi p_elayana, parii. ai tepi jaranumum .yang diatur daiam Peraturan Daerah futup"tl"Rembang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang [.t.iu"ui pelayananParkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Nomor to rahun 2olr tentangPerubahan atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2olotentang Retribusi perayanan parkir ai repiJalan umum;
b' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagair:ana dimaksuddalam huruf a, perlu henetapk"r. pur"tr.i.r, baerat tentangPerubahan Kedua atas peraturan Daerah X"t,"p"i"iRembang Nomor 4 Tahun 201o tentang n.t.turri eelayananParkir di Tepi Jalan Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 19so tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingku"t;;
Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Repubrik Indonesla Tahun 19g1
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



5.

6.

7,

B.

10.

11.

12.

9.

undang-Undang Nomor 22 Tahun 2oog tentang Lalu LintasAngkutan Jalan (Lembaran Negara nepuutit< IndonesiaTahun 2009 Nomor 96, Tambahan l-embaran N"gai"
Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-undang Nomor 2g Tahun 2oog tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (rembaran Negara RepubrikIndonesia Tahun 20og Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan peraturan perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2or"r Nomor g2,
Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor523a);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan D_aerah (Lembaran Negara n.prtut IndonesiaTahun 2Ol4 Nomor 244, Tambaf,an kmbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5sg7) 
""u.g^i*^.r^ telahbeberapa kali diubah terakhir aengan 

-tirra^.rg-undang
Nomor 9 Tahun 2o1s tentang peribahan Kedua atasUndang-undang Nomor 23 rahun 

- --i'ot+ 
tentangPemerintahan Daerah (r.embaran Negara neprtiii. IndonesiaTahun 201s Nomor sg, Tambalian t "*-u"r.., NegaraRepublik Indonesia Nomor 56T9);

Peraturan pemerintah Nomor 2T Tahun 19g3 tentangPelaksanaan undang-U-ndang Nomor g Tahun 19g1 tentangHukum Acara pidana (i,embiran Negara ["p"uril. Ind.onesiaTahun 1983 Nomor 6, Tambahan teibaru*'rv"s.ra RepubrikIndonesia Nomor 32Sg);

Peraturan pemerintah Nomor sg Tahun 20os tentangPengelolaan Keuangan Daerah (tembaran lt"g"r" RepublikIndonesia Tahun 2oos Nomor r4o, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4STg);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II RembangNomor 5 Tahun 19gg penyidik pegawai" rv"g".i sipil e;Lingkungan Pemerintah Kabupaten- Daerah Tingkat IIRembang (lembaran Daerah Ka'bupate" o"u..r, ririgr.at iiRembang Nomor : 8 Tahun i9g9 Seii O No*o, Ot;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor .13 Tahun2006 tentang pokok-poriok pengelora"ri K"ur.rrg"r, Daerah(L,embraran Daerah Kabupaten RJmbang Tahun 2006 Nomor
a72);



Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahu n 2o1o tentang RetribusiPetavanan parkir ai tepi Jalan u;;;- ir,.Lu".^r, DaerahKabupaten Rembang Tahun 2ori. Nomor ro Tambahankmbaran Daerah womo. 1|fl;
14, peraturan Daerah Nomor s Tahun 2016 tentangPembentukan dan susunan perangkal 

-o"r."r, 
KabupatenRembang (Lembaran Daerah -Kabr[at.r, R"*uarg Tahun2016 Nomor 5, Tambahan r,emb*".,b..."rr'irio*or 12g);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN D.AERAH TENTAryG PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURAN 
?4ERAH Cnuiarex nnr,,iriar.rc NoMoR 4

;i Hirxfi r, 
I,1lffi ^ 

N c n E r Ri B u s r pb- r,-av"a *n m pnn r<r i 
. 

o i

pasal I

Beberapa ketentuan daram peraturan Daerah KabupatenRembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang [.Liur"i perayananParkir di repi ilry^ ygl", lr,.*u^."i ri.Li^i, KabupatenRembang Tahun 201,0 No*t. 4, Tambahan LembaranDaerah Nomor 
.941- -sebug"ii*. telah diubah denganPeraturan Daerah 

. 
rauupaiu" h"*bang Nomor 16 Tahun2oll tentang perubaha;';;. peraturari p."r.r, KabupatenRembang lrromor 4 Tahun zoio tentang netriuusi pelayananParkir di Tepi JdT. -y*l* ll*-u.."i n""iJ KabupatenRembang Tahun 201 1 womor 16, tambahL LembaranDaerah Nomor ll4), diubah-seilagai berikut :

1' Ketentuan pasal 6 diubah sehingga pasal 6 berbunyisebagai berikut :

pasal 6
(1) fingkat 

, 
penggunaan jasa dihitung berd.asarkanfrekuensi dan jenis tenaaraan 

-il; 
menggunakan

lempat parkir di tepi jalan umum.
(2) Frekuensi sebagaimana. dimaksud pad.a ayat (1)adalah 1 (satu) kali parkir paling f"i-," e talf"p""jjam.
(3) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas :

a. kendaraatt raAa rl,o J^- -^)^ L:--



2' Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Dihapus.
(2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

a. kendaraan roda dua dan roda tiga sebesar Rp 1.000,00 (seribu
rupiah);

b. kendaraan roda empat sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
c. kendaraan roda enam sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
d. kendaraan beroda lebih dari enam sebesar-Rp 12.S0O,OO (dua

belas ribu lima ratus rupiah).

3' Ketentuan Pasal 1B diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Pelaksana Peraturan daerah ini dilakukan oleh Dinas perhubungan.
(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah eup-ati atau

perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerir Kabupaten
Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMOR



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :a..

Mengingat : 1.

2.

b.

I]UPATI REMBANG,

bahwa berdasarkar ketentuan daram pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 lahun 2OOg tentang
Penyelenggaraan- Ibadah Haji transportasi jamaah hajl
dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi kedaerah asal menjadi tanggungjawab pemerintah
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapk.rn pJraturan
Daerah tentang Penyelenggaran Ibadah Haji Kabupaten
Rembang;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19S0 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor lT Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan L,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20Og tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO9 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

4,



5' undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan peraturan perundang-undangan
(Lembaran N3'ar-a 

-Republik l"ao"..iu }.n.rr, 2Ol lNonror 91, Tambahan Lembaran Negara RepublikInclonelia Nomor 523\;
6' undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahT 

. Daerah (l,embaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2or4 Nomor 2ir TambahanLembaran Negala- Republik Indone# 'ivo*o. 
ssgT)sebagaimana terah blberapa kari diubah, terakhirdengan undang-undang Nomor g rahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas undang-und"d Nomor 23Tahun 2014 lgrt*s pemerintahin o"..ir. (I-embaranNegara Republik Indonesia Tahun zois- Nomor sg,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 56Z9);

7' Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentangpelaksanaan undang-undang Nomor ts rarun 2008tentang penyelenggiraan ,]"O"ir- ,i*r' (L,embaranNegara Republik inlonesia Tahun 20fi- Nomor 1g6,Tambahan 
. 
Lembaran Negara Repubrik IndonesiaNomor S34S);

8' Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2oro tentangPengadaan Barang/Jasa pemerintah J.U"g"irr.,^rr"telah beberapa kati-diubah terakrri. aerrgJ peraturanPresiden Nomor 4 Tahun 201s ,"","^is 
^perubahar:

Keemapat atas peraturan presiden lvom8r s+ Tahun20lO tentan_g pengadaan Barang/Jasa pemerintah(Lembaran ygq. -Republik 
Indonesia .tahun 201sNomor 5, Tambahan Lemba."r, fV.g"rJ RepublikIndonesia Nomor 5655);

9' Peraturan presiden Nomor gr rahun 2or4 tentangPeraturan pelaksanaan undang-u;A;--tto*o. tzTahun 2Oll - tentang pemEentukan- peraturan
Perundang-Undang-an fle.rrbaran N;;;. RepubtikIndonesia Tahun 2Al4 Nomor 199);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun2016 -tentang 
pembentut an dan suJu.ran perangkat

Daerah Kabupaten Rembang (L,embaran DaerahKabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten RembangNomor 12g);



MEMUTUSKAN:

DAERAH TENTANG PEIVYELENGGARAAN
DI KABUPATEN REMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan. De.erah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupate" n"lrU""g. - -
2' Pemerintah Daerah adarah Bupati sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan aae.ar, yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalampenyerenggaraan pemerintahan d;;;hlang berranggung

i:ffi:,:.:lf#&raksanaan tu gas p...rin tii, 
^, o i u.iE an e

5' I(antor Kementerian Agama adalah Kantor KementerianAgama Kabupaten Renrbing.
6' Jamaah haji adalah jamaah h4i reguler KabupatenRembang.

7 ' Transportasi a$ala[ pengangkllan yang disediakan bagijamaah haji dari oaeraf, k; e-ui*u?i dan/atau dariDebarkasi ke Daerah.
8. 

ffii1llsi. adalah tempat keberangkatan jamaah haji ke

9. Debarkasi adalah tempat kedatangan jamaah haji dari ArabSaudi.

10.Tim Pemandu Haji Daereh .adalah-petugas daerah yangmenyertai Jemaah Haji dalam k.l";t;i terbang i;;bertugas membantu rnemberika" Lirrf,ir;", ibadah danpelayanan umum.
11'Tim Kesehatan Haji Daerah.adalah_ petugas daerah yangmenyertai Jemaah Haji dalam kelompoi terbang i;;bertugas memberikan perayanan kesehatan bagi JemaahHaji.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Per:l-ttrarr haa-a1" i-.i J:--r----rr

Menetapkan : pERATURAN
IBADAH HAJI



a.
b.

meningkatkan layanan kepada jamaah haji;
menciptakan ketertiban, keamanan, keiancaran dan
pe.nyelenggaraan ibadah haji di daerah;
(dihapus)

kenyamanan dalam

c.

a.
b.
L.

BAB III
RUANG LII,IGKUP

Pasal 4
Ruang lingkup peraturan Daerah ini meliputi :

layanan transportasi
pembebasan pemberian layanan kesehatan
penunjang pen-yelenggaraan badah haji

BAB V
PEMBEBASAN PEMBERIAN LAYANAN KESEHATAN

Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah membeb_askan biaya/retribusi layanan kesehatan bagijamaah haii di RSUD dr. R. Soetrasno KaLnrnafen Rernhnncr r{on Erclroo-^o

BAB IV

LAYANAN TRANSPORTASI

Pasal S

(1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan transportaasi darat kepadajamaah haji.
(2) Layanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meriputi :a' pemberangkatan jamaah- haji dan uagasi aait a""or, ri"'"Lu"rkasi;b. pemulangan jamaah haji dan u.g."i t; debarkasi ke daerah.
(3) Layanan transportasi sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) dan ayat (2)dilaksanakan dengan -Lrgacu pada jadwal pemberangkatan danpemulangan jamaah haji.
(4) Layanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (r), ayat (2), danayat (3) dilaksanakan d'engan mempertimbangkan erisiensi,'kualitas layanan,kepastia:r layanan, keselairatan dan kear^ran an.
(5) Pemberangkatgq dan pemulangan jamaah haji sebagaimana dimaksud padaayat(2) diatur rebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 6
Layanan transportasi 

_ 
sebagaimana dinaksud dalam pasal 5 dilaksanakanoleh perangkat daerah yang bertanggungjawab dibidang-pi,ry.t..rgg1raanibadah haji sesuai dengan ketentuan peratiran perundang-undangan,

?i"vl penyelenggaraan transportasi dibebankan pada Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah.

(1)

(2)



(3) Biaya layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BABVI

PENUNJANG PBI'IYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan penunjang penyelenggaraan
ibadah haji.

Pasal 9

(1) Bupati membentuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji.

(2) Panitia Penyelenggaraan lbadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Kantor Kementlria, Agu-a,
dan unsur terkait lainnJ,a.

(3) Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaima.na dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2\ bertugas untuk melakukan pelayanan pemberangkatan dan
pemulangan jamaah haji.

Pasa-l 10

Pembentukan, tugas dan tanggung jawab Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 1 1

(1) Bupati dapat mengangkat petugas yang menyertai jamaah haji.
(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)
b. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD)

(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :

a. memberikan pelayanan secara umum pada jamaah haji;
b. memberikan bimbingan ibadah kepada jamaah hqji;
c. memberikan pelayanan kesehatan kepada jamaah haji;

(4.) Pengangkatan petugas yang menyertai jamaah haji sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten



BUPATI REMBANG,

ABDUL I..IAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tangga-l

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2OI7 NOMORNOREG PERATURAN DAER,{H KABUPATEN REMBANG PROVINSIJAWA TENGAH ( l).

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR...,. TAHUN 2017

TENTANG
LAYANAN JAMAAH HAJI KABUPATEN REMBANG

I. UMUM
Haji merupakan salah satu rukun Islam yang pelaksanaannya membutuhkankemampuan fisik, non fisik dan finarrri"l. Eerbeda dengan ibadah lainnya,ibadah haji dilaksanakan secara terpusat dan masal dalam rentang waktuyang bersamaan serta melibatkan.lumlah yang sangat besar dari uma"t I"1;;;tidak sqja dari Indonesia melainkan oaii se-luruli penjuru dunia. oe.rgankarakter yang demikian maka pelaksanaan ibad"h hAi iia.r. hgi ;ff"pdiserahkan kepada pribadi-pribadi umat Islam, melainlkan membutuhkan
keterlibatan negara, baik Arab Saudi selaku tuan rumah maupun negara-
negara lain termasuk Indonesia sebagai pengirim jamaah haji.

Keterlibatan negara dalam pelayanan haji merupakan implementasi dariperlindungan hak asasi manusia jamaah haji, ialah hak menjalankan ajaran
agamanya yang dijamin oleh Konstitusi. Bentuk perlindungan itu antari. lainmelakukan pengaturan meralui produk perundan!-undangan danmemberikan fasilitas guna mempermudah pelaksan"*r1'.. S.muu"rry"
bertujuan agar para jamaah hqji dapat melaklanakan ibadah haji ."."r"
nyaman, khusyu'dan hikmat sehingga memperoleh predikat haii *r.6*..



antara pemerintah- pusat yang notabene Kementerian Agama dan pemerintahdaerah mela_lui Gubernu. drrrf atau erp"iilw"fi Kota.

Diantara kew-enangan yang didistribusikan. kepada Gubernur dan/atauBupati/wali Kota adaiah pembentukan pa"itia p.*b;;ftl.,"r, rbadah Haji(PPIH), baik di daerah yani mempunyai embarkasi *",rprridae.ah yang tidakmemiliki embarkasi' Kewenangan lain yang didistribusikan adalahtransportasi dari daerah ke embaikasi pada 
.sla.t r<9u.."rrgr."tan jamaah hajike Arab Saudi d3" 

. transportasi d; debarkasi te- t".rai., pada saatkepulangan jamaah hEi d^ari Arab sauii. Kecuali itr-'u.raang-UndangPenyelenggaraan Ibadah Haji aan 
---peraturan 

pemerintah tentangPelaksanaannya juga secara 
-implisit 

memberikan kewenangan kepadaGubernur dan/atau Bupati/wali Kota u"irr. memberikan petayanan lainyang dibutuhkan jamaah haji sela*a di Jal.an. semua pelayanan jamaahhaji di daerah yang ildak diberikan otetr pemerintah pusat itu harusdituangkan dalam peiaturan Daerah.

]1. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasai 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jeias.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasai 10

Cukup 3elas.
Pasal 1 1

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR ....



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAI{ DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2O1O TENTANG RETRIBUSI

TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang: a. bahv,a daram langka penin.gkatan pelayanan terhadappelaksanaan parkir kendaraar. ai rempai Khr..r" p;kii
perlu melakukan perryesuaian tarif retrilusi tempat khususparkir yang diatur dalam peraturan Daerah 

^Kabupaten
Rembang Nomor s Tahun 20ro rentang Retribusi i;p;iKhusus Parkir;

b' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai:nana dimaksud.dalam huruf a, perru menetapkan peratuian Daerah tentangPerubahan atas peraturan Daerah x"u"p"t.r, RembangNomor 5 Tahun 2o1o tentang Retribusi Tempat KhususParkir;

Mengingat : 1. l"|"t 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

t3 Tahun 19SO tentang
Kabupaten dalam Lingkungan

3, undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19g1
Nomor 76, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

4. H:9**;ir:9p_s^I"So_1 lzjatryl. 2go9 tentang xeuangan

2. Undang-Undang Nomor
Pemben tukan Daerah-daerah
Propinsi Jawa Tengah;



5.

6,

7,

8,

10.

11.

t2,

13.

9,

undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Angkuian Ja-1an (L,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan L,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi DaeraLr (kmbaran Negara Republik
IndoneSia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembarart
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Penrndalg-undangan (I-embarart
Negara Republik Indonesia Tahrrn 20ll Nomor 82,
Tanrbahan l,embaran Negara Reptrblik Indonesia Nomor
523a);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (i.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan L,er rbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 6, Tambatran lembaran Negara Republik
I rrrlt'rrresitl Nt'rru(rr' 3? 58) I

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repltblik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan L,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 5 Tahun 1989 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang Nomor : 8 Tahun 1989 Seri D Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan I(euangan Daerah
(Lcmbaran Daerah l(abupaten Rembang Tahun 2006 Nomor
a72);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 20lo rentang Retribusi



i4, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

PembentukandanSusunanPerangkatDaerahKabupaten
Rembang(LembararrDaerahl(abupatenRembangTahun
2oi6Nomor5.TambahanLembargnDaera}rNomor128);

Dengan Persetujuan Bersama

DtrwANPERWAI(ILANRAKYATDAERAHKABUPATENREMBANG
dan

BUPATI REMBANG

MenetaPkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KAtsUPATEN REI!;BAi'IG TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAI'I DAERAH KABUPATEN

REMBANGNoMoR5TAHUN2o1oTENTANGRETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARK]R.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 20i0
tentang Retribu;i rempat Khusus parkir (Lembaran Daerah

Kabupaten Rembang Tahun -.2OlO Nomor 5' Tambahan

L,embaran Daerah NJmor 95), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3

sebagai beriltut :

2. Ketentuan Pasal 6
sebagai berikut :

diubah sehingga Pasal 3 berbunYi

Pasal 3

diubah sehingga Pasal 6 berbunYi

Pasal 6

(1) 
'Obyek retribusi adalah peiayanan tempat khusus
parkiryangdisediakar',dimiliki,dan/ataudikelola
oleh Pemerintah Daerah.

t2) Dihapus.
i5j i.riut khusus parkir sebagaimana dimaksud pada\-' 

ayat'(1) ditetapkan dengan Keprrtusan Bupati'
(4) Dikecu'alikan dari obyek retribusi sebagaimana, 

dirnaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat
parkir yang clisedLkan, dimiliki, dan/atau dikelola
olehPemerintah,BUMN,BUMD,danpihakswasta'

(l) Tirrgl<at penggur.aan iaia dihitung berdasarkan
frel<uensi dailenis kenclaraan yang menElgunakan
tempat kltutsus Parkir.

(2) Frekuensi sebagaimana dimaksud padS ayat (1)

adaiah 1 (satu) t<ati partcir paling lama 8 (delapan)
jam,

(3) Jenis kendaraan sebagaimana dim-.ksud pada ayat



3. Ketentuan Pasal 8 avat (1) dihapus dan ayat (2) diubah' sehingga Pasal 8

berbunf i sebagai berikut :

Pasal 8

(1) dihaPus.
12) Str-urktur dan besaran tarif retribusi adalah sebagai berikut :

..a. kendaraan roda dua dan roda tiga sebesar Rp 2 000;00 (dua ribu

ruPiatr);
b.kendaraanroclaempatsebesarRp3.000,00(tigariburupiah);
c,kendara.anrodaenamscbesarnpS.OOO,00(iimarib-urupiah);
d. l<enciaraan rocia lebih dari enam sebesar Rp 6'000,00 (enam ribu

ruPiah).

4. Ketentuan pasal 1g diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal lB

(1) Peiaksana Peraturan daerah ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan'

(2) Pengawasan atas pelaksarraan Peraturan Daerah ini adalah Bupati atau

peringkat daerah l'^'''g clitunjuk oleh Bupati'

Pasal II

pera.turan Daerah ini rnulai berraku pacra tanggal diundangkan.

Agar setiap orarrg mengetahuinya, memerintahkan pengundallgan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Rembang

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANC,

SUtsAKTi

LEMBARAN DAERAH I(ABUPATEN RBMBANG TAHUN NOMOR




